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PUTUSAN
Nomor 189/Pid.Sus/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap :  RONY SAHRONI

Tempat lahir :  Bekasi

Umur / Tgl lahir : 37 tahun /08 Juli 1981

Jenis kelamin . Laki-laki

Kebangsaan . Indonesia

Tempat tinggal . Kp. Babakan Nomor 57 Rt/Rw. 01

Desa Jatiwangi Kecamatan Cikarang
Barat Kabupaten Bekasi (KTP).

Jalan Kamurang Rt. 01 Rw. 02 Desa
Cikedokan  Kecamatan Cikarang

Barat Kabupaten Bekasi (Rumah)

Agama :Islam
Pekerjaan . Direktur Operasionaol PT.Chandra
Prima Persada (Juli 2007 s/d
Pendidikan . sekarang)
S1

Terdakwa tidak dilakukan penahanan di penyidikan;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :
1. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, sejak tanggal 20
Maret 2019 s/d tanggal 08 April 2019;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, sejak tanggal 28 Maret
2019 s/d tanggal 26 April 2019;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang,
sejak tanggal 27 April 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.
Pengadilan Negeri tersebut,
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 189/Pid.Sus/2019/PN Ckr
tanggal 28 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.Sus/2019/PN Ckr tanggal 28
Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
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Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, ahli dan terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa RONY SAHRONI terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana perpajakan” dalam
dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d jo
pasal 43 ayat (1) UU No 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah
dengan UU No 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang — Undang No 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan
Keempat atas UU No 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RONY SAHRONI dengan
pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi
selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar
terdakwa tetap ditahan;
3. Membayar denda sebesar 2 X Rp. 4.034.538.206,- (empat milyar tiga
puluh empat juta lima ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)
= Rp 8.069.076.412-, (delapan milyar enam puluh sembilan juta tujuh puluh
enam ribu empat ratus dua belas rupiah). Jika terdakwa tidak membayar
denda tersebut paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat
disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda dalam hal
terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar
denda, maka terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda
selama 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa Nomor 1 sampai dengan nomor 85
Dikembalikan kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Barat Il Melalui
Penyidik PPNS Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa
Barat Il.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.
10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).
Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya
menyatakan memohon hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan

terdakwa mempunyai tanggungan nafkah keluarga istri dan anak-anaknya,
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terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi
perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada
tuntutannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :
PERTAMA :

Bahwa terdakwa Rony Sahroni selaku Direktur PT.Bagen Prima Guna
(PT.BPG) dan juga selaku konsultan pajak untuk PT. Chandra Prima Persada
(PT.CPP) sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, bersama-sama dengan
saksi Anda Yusperi selaku Direktur Operasional PT.Chandra Prima Persada
(PT.CPP) dan saksi Achmad Nirza selaku Direktur Keuangan PT.Chandra Prima
Persada (PT.CPP) (dilakukan penuntutan secara tersendiri), pada hari dan
tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan September
tahun 2011, bulan September - Desember 2012 sampai dengan bulan Januari -
Desember tahun 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2011
sampai dengan tahun 2013, bertempat di Ruko Anugrah Jalan Raya Inspeksi
Kalimalang No. 4 Kp. Pekopen Rt. 006 Rw. 001 Setiadarma Tambun Selatan
Kab. Bekasi (kantor PT.CPP), di kantor saksi Teguh Nurcipto di CV.Raka
Kencana Jalan A. Yani Bekasi dekat Bank Mega atau di rumah saksi Sri
Nurmalina Jalan Mutia Kirana Selatan V Blok C 9 No.8 Rt.01 Rw.01 Sepanjang
Jaya Rawa Lumbu Bekasi, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih
termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi atau sesuai dengan
ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) mengingat tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil
lebih dekat pada Pengadilan Negeri Cikarang, maka Pengadilan Negeri
Cikarang berwenang untuk mengadilinya, dengan sengaja menerbitkan
dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti
pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan
transaksi yang sebenarnya sehingga dapat menimbulkan kerugian pada
pendapatan negara sebagai wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau
pihak lain yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta
melakukan, yang mengajurkan, atau yang membantu melakukan tindak
pidana di bidang perpajakan, beberapa perbuatan yang ada hubungannya

sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan
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berlanjut, yang dilakukan oleh terdakwa Rony Sahroni dengan cara-cara

sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa Rony Sahroni selaku Direktur PT.Bagen Prima Guna
sekaligus selaku konsultan pajak berteman dengan saksi Anda Yusperi
selaku Direktur Operasional PT.Chandra Prima Persada (PT.CPP) sejak
tahun 2009. Kemudian saksi Anda Yusperi memperkenalkan terdakwa
Rony Sahroni selaku konsultan pajak atau yang dapat memberikan
informasi tentang perpajakan kepada saksi Achmad Nirza selaku Direktur
Keuangan di PT.Chandra Prima Persada (PT.CPP).
Selanjutnya dari perkenalan tersebut, terdakwa Rony Sahroni sering
memberikan informasi juga masukan tentang perpajakan kepada
PT.Chandra Prima Persada (PT.CPP), misalnya informasi tentang aturan
perpajakan, cara pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak
Penghasilan Badan (PPh Badan) dan lain-lain. Selain itu terdakwa Rony
Sahroni juga menawarkan serta menyediakan Faktur Pajak Masukan tidak
berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang dapat dikreditkan dalam SPT
Masa PPN kepada saksi Anda Yusperi dan saksi Achmad Nirza.
- Bahwa atas dasar penawaran tersebut dan karena keinginan untuk
mengurangi kewajiban pajak PT.Chandra Prima Persada (PT.CPP), saksi
Anda Yusperi dan saksi Achmad Nirza sepakat dan menyetujui untuk
melakukan pembelian Faktur Pajak Masukan tidak berdasarkan transaksi
yang sebenarnya atau faktur pajak fiktif secara bertahap kepada terdakwa
Rony Sahroni dengan tujuan faktur pajak yang ditawarkan tersebut dapat
dikreditkan dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sehingga
mengurangi kewajiban pajak PT.Chandra Prima Persada (PT.CPP).
- Bahwa terdakwa Rony Sahroni bersama-sama dengan saksi Anda
Yusperi dan saksi Achmad Nirza menyepakati untuk pembelian faktur pajak
fiktif atau faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya
tersebut, masing-masing pihak akan mendapatkan bagian yaitu terdakwa
Rony Sahroni sebesar 60% (termasuk bagian untuk saksi Teguh Nurcipto
dan saksi Sri Nurmalina), saksi Anda Yusperi sebesar 20% dan saksi
Achmad Nirza sebesar 20% yang diserahkan oleh saksi Achmad Nirza
masing-masing secara tunai.
- Bahwa setelah pembagian dari hasil pembelian faktur pajak fiktif
tersebut disetujui, terdakwa Rony Sahroni mulai mendapatkan pesanan
Faktur Pajak Masukan secara bertahap dalam kurun waktu tahun 2011
sampai dengan tahun 2013 dari PT.Chandra Prima Persada (PT.CPP)
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melalui saksi Anda Yusperi secara langsung atau melalui telepon yang
menyampaikan bahwa PT.Chandra Prima Persada (PT.CPP) membutuhkan
faktur pajak fiktif atau faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang
sebenarnya dengan nilai nominal tertentu.

- Bahwa untuk mendapatkan faktur pajak fiktif, terdakwa Rony Sahroni
tidak mensyaratkan PT.Chandra Prima Persada (PT.CPP) untuk
menyiapkan dokumen apapun hanya tinggal menyebutkan nilai nominal
yang dibutuhkan untuk dimasukkan dalam pembuatan faktur pajak
masukan tersebut.

- Bahwa terdakwa Rony Sahroni mendapat penjelasan bahwa
PT.Chandra Prima Persada (PT.CPP) terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak
tanggal 29 Juli 2003 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No.
02.321.676.5-435.000 dan juga dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena
Pajak (PKP) sejak tanggal 12 Mei 2006 dengan Nomor PKP : 02.321.676.5-
435.000. Wajib Pajak Badan PT.Chandra Prima Persada (PT.CPP) adalah
Pajak Penghasilan (PPh) Badan Pasal 25, 29, Pajak Penghasilan
Pemotongan dan Pemungutan Pasal 4 ayat (2), 15, 19, 21, 23, 26 dan
Pajak Pertambahan Nilai (PPn), sehingga PT.Chandra Prima Persada
(PT.CPP) memiliki kewajiban perpajakan  yaitu menghitung,
memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban
perpajakannya (Self Asessment).

- Bahwa PT.Chandra Prima Persada (PT.CPP) yang semula beralamat di
Ruko Anugrah Jalan Raya Inspeksi Kalimalang No. 4 Kp. Pekopen Rt. 006
Rw. 001 Setiadarma Tambun Selatan Kab. Bekasi kemudian pada tahun
2015 sampai dengan sekarang pindah ke Perum Graha Kalimas | Jalan
Menteng Blok A/27 Tambun Selatan Bekasi, bergerak di bidang Manpower
Supply dan Jasa Outsourcing (Pengelolaan dan Penyaluran) tenaga kerja,
security, sales, office boy dan cleaning service dan telah melakukan
kerjasama dengan beberapa customer/pengguna jasa.

- Bahwa setelah terdakwa Rony Sahroni menerima pesanan pembuatan
faktur pajak fiktif secara bertahap untuk bulan September 2011, bulan
September — Desember 2012 dan bulan Januari — Desember 2013 atau
dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 tersebut,
terdakwa Rony Sahroni mendatangi saksi Teguh Nurcipto dan saksi Sri
Nurmalina untuk segera dibuatkan faktur pajak fiktif, dimana sebelumnya
terdakwa Rony Sahroni dan saksi Teguh Nurcipto telah bersepakat untuk

menawarkan faktur pajak masukan yang tidak berdasarkan transaksi yang
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sebenarnya kepada perusahaan-perusahaan dengan persentase
pembagian hasil pembelian faktur pajak fiktif untuk terdakwa Rony Sahroni
sebesar 30%, untuk saksi Teguh Nurcipto dan saksi Sri Nurmalina sebesar
30% dan sisanya 40% untuk perusahaan yang memesan dan membeli
faktur pajak tersebut.

- Bahwa setelah faktur pajak masukan tidak berdasarkan transaksi yang
sebenarnya selesai dibuat dan disiapkan oleh saksi Teguh Nurcipto,
kemudian saksi Teguh Nurcipto atau saksi Sri Nurmalina menghubungi
terdakwa Rony Sahroni untuk mengambil faktur pajak fiktif yang sudah jadi
dan lengkap tersebut di kantor saksi Teguh Nurcipto di CV.Raka Kencana
Jalan A. Yani Bekasi dekat Bank Mega atau di rumah saksi Sri Nurmalina
Jalan Mutia Kirana Bekasi untuk diserahkan kepada perusahaan yang
memesan dan membeli faktur pajak tersebut dalam hal ini PT.Chandra
Prima Persada (PT.CPP) melalui saksi Andi Yusperi atau saksi Achmad
Nirza secara bertahap dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun
2013.

- Bahwa pemesanan faktur pajak dilakukan paling lambat tanggal 10
bulan berikutnya, sedangkan pengambilan faktur pajak paling lambat
tanggal 20 bulan berikutnya disertai pembayaran uang pembelian faktur
pajak fiktif secara tunai.

- Bahwa terdakwa Rony Sahroni mendatangi kantor PT.Chandra Prima
Persada (PT.CPP) untuk memberikan atau menyerahkan faktur pajak
masukan yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atau faktur
pajak fiktif kepada saksi Achmad Nirza sekaligus untuk mengambil
pembayaran dari pembelian faktur pajak tersebut. Terdakwa Rony Sahroni
menerima uang pembayaran secara tunai dari saksi Achmad Nirza sebesar
60% dari hasil pembelian faktur sesuai dengan kesepakatan awal,
kemudian terdakwa Rony Sahroni menyerahkan sebesar 30% uang
tersebut kepada saksi Teguh Nurcipto dan saksi Sri Nurmalina, sisanya
sebesar 30% lagi merupakan jatah atau bagian untuk terdakwa Rony
Sahroni sendiri.

- Bahwa selain memberikan faktur pajak fiktif kepada saksi Anda Yusperi
atau saksi Achmad Nirza terkadang terdakwa Rony Sahroni juga
menyerahkan dokumen pendukung lainnya seperti Delivery Order, invoice,
surat jalan dan kuitansi, namun yang bertandatangan dalam semua
dokumen-dokumen tersebut termasuk faktur pajak adalah bukan direktur

perusahaan yang sebenarnya.
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- Bahwa uang untuk pembelian faktur pajak fiktif, dicairkan oleh saksi
Achmad Nirza dari cek milik PT.Chandra Prima Persada (PT.CPP) melalui
Bank Mandiri dan BIl setiap bulan dengan harga pembelian 100% dari nilai
PPN yang ada dalam faktur pajak fiktif tersebut. Setelah mencairkan cek
milik PT.Chandra Prima Persada (PT.CPP), saksi Achmad Nirza kemudian
mulai membuat Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Masa PPN untuk
bulan September 2011, bulan September — Desember 2012 dan bulan
Januari — Desember 2013 yang didalamnya tercantum faktur pajak
masukan, nama perusahaan, jumlah faktur pajak maupun nilai yang tertera
dalam faktur pajak berdasarkan faktur pajak fiktif yang diserahkan secara
bertahap dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 dari
terdakwa Rony Sahroni tersebut.

- Bahwa terdakwa Rony Sahroni menerima 12 (dua belas) nama
perusahaan yang tercantum dalam faktur pajak masukan yang tidak

berdasarkan transaksi yang sebenarnya atau fiktif dari saksi Teguh Nurcipto

yaitu :
Jumlah

NO | NAMA NPWP Faktur Jumlah PPN
1 PT ANINDO PRATAMA 032681041008000 16 303,530,000
2 PT ANUGRAH MULTI PERKASA 032681017008000 13 265,609,500
3 PT BHANDA MEKAR ABADI 314909649429000 454,728,500
4 PT BINA SEMESTA GIARTHA LESTARI 018618678018000 79,840,000
5 PT FASTORINDO NUSANTARA ABADI 314782855008000 16 317,377,500
6 PT FERINDO JAYA ABADI 314782749008000 16 304,100,000
7 PT MAXIMA INDOBUANA 031987779043000 11 325,000,000
8 PT NOBELTA JAYA PERSADA 016053282064000 18 773,533,182
9 PT PUSPA CHANDRA SARANA 013919808012000 50,160,000
10 | PT RAJAWALI INTERINNIAGA 019888825018000 21,775,511
11 | PT SINDANGPALAY LANGGENG MANDIRI 210368320405000 391,552,790
12 | PT SWASEMBADA KARYA 013696901012000 | 21 885,331,223

4,172,538,206

- Bahwa terdakwa Rony Sahroni
Persada (PT.CPP) sama sekali

tidak pernah melakukan

mengetahui,

PT.Chandra Prima

transaksi

pembelian dan tidak pernah membayar harga barang beserta PPN dari 12
(dua belas) perusahaan sebagaimana tercantum dalam faktur pajak yang
diberikan kepada saksi Anda Yusperi dan saksi Achmad Nirza, karena ke-
12 (dua belas) perusahaan tersebut langsung dicantumkan oleh saksi
Teguh Nurcipto dan saksi Sri Nurmalina dalam faktur pajak fiktif secara
bertahap dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 tanpa

adanya transaksi terlebih dahulu.
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- Bahwa setelah terdakwa Rony Sahroni menyerahkan faktur pajak
masukan yang dibuat tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya kepada
saksi Anda Yusperi dan saksi Achmad Nirza, kemudian saksi Achmad Nirza
membuat Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Masa PPN PT.Chandra
Prima Persada (PT.CPP) untuk bulan September 2011, bulan September —
Desember 2012 dan bulan Januari — Desember 2013, selanjutnya SPT
Masa PPN tersebut diberikan ke saksi Anda Yusperi untuk ditanda tangani.

- Bahwa terdakwa Rony Sahroni tetap menawarkan dan menyediakan
Faktur Pajak Masukan tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya
kepada beberapa perusahaan seperti PT.Megajob, PT.Gatama Prima Jasa,
PT.Bagan Prima Guna dan juga termasuk kepada PT.Chandra Prima
Persada (PT.CPP) padahal terdakwa Rony Sahroni telah mengetahui
bahwa Faktur Pajak Masukan tersebut adalah faktur pajak yang tidak
sesuai dengan transaksi yang sebenarnya atau faktur pajak fiktif, dimana
perusahaan-perusahaan tersebut tidak pernah melakukan transaksi
pembelian dengan perusahaan yang ada dalam faktur pajak masukan itu.

- Bahwa terdakwa Rony Sahroni dengan sengaja atau secara sadar
telah memberikan faktur pajak fiktif atau faktur pajak yang tidak
berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut untuk digunakan dalam
pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Masa Pajak Pertambahan
Nilai (PPN) oleh PT.Chandra Prima Persada (PT.CPP) dan SPT Masa PPN
tersebut telah pula disampaikan oleh PT.Chandra Prima Persada (PT.CPP)
ke KPP Pratama Cibitung untuk diperhitungkan dalam masa pajak bulan
September 2011, bulan September - Desember 2012 sampai dengan bulan

Januari - Desember tahun 2013 dengan perincian sebagai berikut :

No. | Bulan Tahun Pajak Keluaran | PPN yang disetor | Kredit pajak yang | PPN kurang bayar /
yang dipungut diperhitungkan lebih bayar
sendiri
A B C
1. September | 2011 Rp. 146.164.187,- | O Rp. 16.164.187,- | Rp. 130.000.000,-
2. September | 2012 Rp. 252.131.371,- | O Rp. 43.829,- | Rp. 252.175.200,-

(negatif karena WP
sudah
mengkompilasikan
kelebihan pajaknya
ke SPT Masa PPN
Oktober 2012)
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3. Oktober 2012 Rp. 273.603.474,- | O Rp. 21.827.963,- | Rp. 251.775.511,-
4., Nopember | 2012 Rp. 290.761.444,- | 0 Rp. 34.346.221,- | Rp. 256.415.223,-
5. Desember 2012 Rp. 308.255.696,- | 0 Rp. 22.666.514,- | Rp. 285.589.182,-
6. Januari 2013 Rp. 328.015.125,- | O Rp. 39.871.525,- | Rp. 288.143.600,-
7. Februari 2013 Rp. 370.659.131,- | O Rp. 24.117.931,- | Rp. 346.541.200,-
8. April 2013 Rp. 418.485.826,- | O Rp. 26.933.036,- | Rp. 391.552.790,-
9. Juni 2013 Rp. 760.219.107,- | O Rp. 80.490.607,- | Rp. 679.728.500,-
10. | Juli 2013 Rp. 549.621.749,- | O Rp. 249.621.749,- | Rp. 300.000.000,-
11. | Agustus 2013 Rp. 402.196.495,- | O Rp. 24.967.995,- | Rp. 377.228.500,-
12. | September | 2013 Rp. 435.390.123,- | 0 Rp. 95.811.623,- | Rp. 339.578.500,-
13. | Oktober 2013 Rp. 428.591.651,- | Rp. 45.923.538,- Rp. 208.868.113,- | Rp. 173.800.000,-
14. | Nopember | 2013 Rp. 463.729.944,- | Rp. 23.814.998, - Rp. 389.434.946,- | Rp.  50.480.000,-
15. Desember 2013 Rp. 424.555.237,- | Rp. 21.607.455,- Rp. 353.417.782,- | Rp. 49.530.000,-
Jumlah Rp. 4.172.538.206,-

- Bahwa berdasarkan data dalam Aplikasi Sistem Informasi Direktorat
Jenderal Pajak (SIDJP) pada bulan September 2011, bulan September-
Desember 2012 sampai dengan bulan Januari-Desember 2013 atau sekitar
tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, PT.Chandra Prima Persada
(PT.CPP) telah mengkreditkan faktur pajak masukan dalam Surat
Pemberitahuan Tahunan (SPT) Masa PPN PT.Chandra Prima Persada

(PT.CPP) dengan 12 (dua belas) perusahaan lawan sebagai berikut :

TGL
NO NO FAKTUR FAKTUR MASA NPWP LAWAN NAMA LAWAN PPN
0100001100000 PT PUSPA CHANDRA 50.160.0
1 167 13-SEP-11 201109 | 013919808012000 | SARANA 00
0100001100000 PT BINA SEMESTA 46.024.0
2 170 16-SEP-11 201109 | 018618678018000 | GIARTHA L. 00
0100001100000 PT BINA SEMESTA 33.816.0
3 171 19-SEP-11 201109 | 018618678018000 | GIARTHA L. 00
Jumlah tahun 2011 130.000.000
4 0100001200000 | 13-SEP-12 | 201209 | 016053282064000 | PT NOBELTA JAYA 48.000.0
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144 PERSADA 00
0100001200000 PT NOBELTA JAYA 45.400.0
5 146 19-SEP-12 201209 | 016053282064000 | PERSADA 00
0100001200000 PT NOBELTA JAYA 34.250.0
6 148 21-SEP-12 201209 | 016053282064000 | PERSADA 00
0100001200000 PT  SWASEMBADA 41.525.2
7 191 13-SEP-12 201209 | 013696901012000 | KARYA 00
0100001200000 PT  SWASEMBADA 37.000.0
8 192 14-SEP-12 201209 | 013696901012000 | KARYA 00
0100001200000 PT  SWASEMBADA 46.000.0
9 195 18-SEP-12 201209 | 013696901012000 | KARYA 00
0100001200000 PT RAJAWALI 21.775.5
10 187 08-OCT-12 201210 | 019888825018000 | INTERINNIAGA 11
0100001200000 PT  SWASEMBADA 37.800.0
11 217 16-OCT-12 201210 | 013696901012000 | KARYA 00
0100001200000 PT  SWASEMBADA 41.200.0
12 218 18-OCT-12 201210 | 013696901012000 | KARYA 00
0100001200000 PT  SWASEMBADA 38.000.0
13 220 22-0CT-12 201210 | 013696901012000 | KARYA 00
0100001200000 PT  SWASEMBADA 41.700.0
14 222 23-0CT-12 201210 | 013696901012000 | KARYA 00
0100001200000 PT  SWASEMBADA 37.000.0
15 223 24-0OCT-12 201210 | 013696901012000 | KARYA 00
0100001200000 PT  SWASEMBADA 34.300.0
16 225 27-0CT-12 201210 | 013696901012000 | KARYA 00
0100001200000 PT NOBELTA JAYA 38.000.0
17 169 09-NOV-12 | 201211 | 016053282064000 | PERSADA 00
0100001200000 PT NOBELTA JAYA 41.700.0
18 170 09-NOV-12 | 201211 | 016053282064000 | PERSADA 00
0100001200000 PT NOBELTA JAYA 45.200.0
19 172 13-NOV-12 | 201211 | 016053282064000 | PERSADA 00
0100001200000 PT  SWASEMBADA 39.000.0
20 247 07-NOV-12 | 201211 | 013696901012000 | KARYA 00
0100001200000 PT  SWASEMBADA 41.200.0
21 248 08-NOV-12 | 201211 | 013696901012000 | KARYA 00
0100001200000 PT SWASEMBADA 51.315.2
22 251 09-NOV-12 | 201211 | 013696901012000 | KARYA 23
0100001200000 PT NOBELTA JAYA 39.630.0
23 188 03-DEC-12 | 201212 | 016053282064000 | PERSADA 00
0100001200000 PT NOBELTA JAYA 45.360.0
24 191 05-DEC-12 | 201212 | 016053282064000 | PERSADA 00
0100001200000 PT NOBELTA JAYA 38.022.1
25 192 06-DEC-12 | 201212 | 016053282064000 | PERSADA 72
0100001200000 PT NOBELTA JAYA 31.050.0
26 196 08-DEC-12 | 201212 | 016053282064000 | PERSADA 10
0100001200000 PT  SWASEMBADA 47.252.0
27 279 12-DEC-12 | 201212 | 013696901012000 | KARYA 00
0100001200000 PT SWASEMBADA 41.725.0
28 280 13-DEC-12 | 201212 | 013696901012000 | KARYA 00
0100001200000 PT  SWASEMBADA 42.550.0
29 284 19-DEC-12 | 201212 | 013696901012000 | KARYA 00
Jumlah tahun 2012 1.045.955.116
010000130000000 | 05-JAN- PT  SWASEMBADA 43.570.0
30 3 13 201301 | 013696901012000 | KARYA 00
010000130000000 | 05-JAN- PT NOBELTA JAYA 48.075.0
31 6 13 201301 | 016053282064000 | PERSADA 00
010000130000000 | 07-JAN- PT NOBELTA JAYA 51.026.0
32 8 13 201301 | 016053282064000 | PERSADA 00
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010000130000000 | 10-JAN- PT  SWASEMBADA 44.150.0
33 8 13 201301 | 013696901012000 | KARYA 00
010000130000000 | 11-JAN- PT  SWASEMBADA 49.322.6
34 9 13 201301 | 013696901012000 | KARYA 00
010000130000001 | 09-JAN- PT NOBELTA JAYA 52.000.0
35 3 13 201301 | 016053282064000 | PERSADA 00
010000130000002 | 02-FEB- PT  SWASEMBADA 44.221.2
36 8 13 201302 | 013696901012000 | KARYA 00
010000130000002 | 04-FEB- PT  SWASEMBADA 47.000.0
37 9 13 201302 | 013696901012000 | KARYA 00
010000130000003 | 06-FEB- PT  SWASEMBADA 39.500.0
38 2 13 201302 | 013696901012000 | KARYA 00
010000130000005 | 04-FEB- PT NOBELTA JAYA 51.320.0
39 6 13 201302 | 016053282064000 | PERSADA 00
010000130000005 | O5-FEB- PT NOBELTA JAYA 44.200.0
40 9 13 201302 | 016053282064000 | PERSADA 00
010000130000008 | 16-FEB- PT NOBELTA JAYA 46.000.0
41 1 13 201302 | 016053282064000 | PERSADA 00
010000130000008 | 18-FEB- PT NOBELTA JAYA 34.000.0
42 2 13 201302 | 016053282064000 | PERSADA 00
010000130000008 | 20-FEB- PT NOBELTA JAYA 40.300.0
43 5 13 201302 | 016053282064000 | PERSADA 00
010000130000009 | 01-APR- PT SINDANGPALAY 44.242.7
44 1 13 201304 | 210368320405000 | LANGGENG M. 90
010000130000009 | 02-APR- PT SINDANGPALAY 48.000.0
45 2 13 201304 | 210368320405000 | LANGGENG M. 00
010000130000009 | 03-APR- PT SINDANGPALAY 51.110.0
46 4 13 201304 | 210368320405000 | LANGGENG M. 00
010000130000009 | 06-APR- PT SINDANGPALAY 44.200.0
47 6 13 201304 | 210368320405000 | LANGGENG M. 00
010000130000009 | 08-APR- PT SINDANGPALAY 45.000.0
48 7 13 201304 | 210368320405000 | LANGGENG M. 00
010000130000009 | 10-APR- PT SINDANGPALAY 42.000.0
49 9 13 201304 | 210368320405000 | LANGGENG M. 00
010000130000010 | 11-APR- PT SINDANGPALAY 32.500.0
50 1 13 201304 | 210368320405000 | LANGGENG M. 00
010000130000010 | 12-APR- PT SINDANGPALAY 43.500.0
51 2 13 201304 | 210368320405000 | LANGGENG M. 00
010000130000010 | 16-APR- PT SINDANGPALAY 41.000.0
52 5 13 201304 | 210368320405000 | LANGGENG M. 00
010901133721739 | 04-JUN- PT BHANDA MEKAR 82.500.0
53 7 13 201306 | 314909649429000 | ABADI 00
010901133721748 | 10-JUN- PT BHANDA MEKAR 117.850.0
54 2 13 201306 | 314909649429000 | ABADI 00
010901133721748 | 26-JUN- PT BHANDA MEKAR 17.006.0
55 7 13 201306 | 314909649429000 | ABADI 00
010901133721748 | 28-JUN- PT BHANDA MEKAR 9.497.5
56 8 13 201306 | 314909649429000 | ABADI 00
010901133721749 | 04-JUN- PT BHANDA MEKAR 71.875.0
57 5 13 201306 | 314909649429000 | ABADI 00
010901133721749 | 25-JUN- PT BHANDA MEKAR 85.000.0
58 6 13 201306 | 314909649429000 | ABADI 00
010901133721749 | 25-JUN- PT BHANDA MEKAR 71.000.0
59 7 13 201306 | 314909649429000 | ABADI 00
010900138676098 | 26-JUN- PT MAXIMA 75.000.0
60 6 13 201306 | 031987779043000 | INDOBUANA 00
010900138676098 | 27-JUN- PT MAXIMA 75.000.0
61 7 13 201306 | 031987779043000 | INDOBUANA 00
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010900138676098 | 28-JUN- PT MAXIMA 75.000.0
62 8 13 201306 | 031987779043000 | INDOBUANA 00
010900138676098 | 04-JUL- PT MAXIMA 10.000.0
63 9 13 201307 | 031987779043000 | INDOBUANA 00
010900138676099 | 09-JUL- PT MAXIMA 10.000.0
64 0 13 201307 | 031987779043000 | INDOBUANA 00
010900138676099 | 10-JUL- PT MAXIMA 17.500.0
65 1 13 201307 | 031987779043000 | INDOBUANA 00
010900138676099 | 12-JUL- PT MAXIMA 17.000.0
66 2 13 201307 | 031987779043000 | INDOBUANA 00
010900138676099 | 15-JUL- PT MAXIMA 17.000.0
67 3 13 201307 | 031987779043000 | INDOBUANA 00
010900138676099 | 16-JUL- PT MAXIMA 8.500.0
68 4 13 201307 | 031987779043000 | INDOBUANA 00
010900138676099 | 17-JUL- PT MAXIMA 10.000.0
69 5 13 201307 | 031987779043000 | INDOBUANA 00
010900138676099 | 18-JUL- PT MAXIMA 10.000.0
70 6 13 201307 | 031987779043000 | INDOBUANA 00
010900138825257 | 03-JUL- PT ANUGRAH MULTI 27.500.0
71 2 13 201307 | 032681017008000 | PERKASA 00
010900138825257 | 08-JUL- PT ANUGRAH MULTI 27.500.0
72 5 13 201307 | 032681017008000 | PERKASA 00
010900138825550 | 01-JUL- PT ANINDO 28.800.0
73 2 13 201307 | 032681041008000 | PRATAMA 00
010900138825550 | 05-JUL- PT ANINDO 16.200.0
74 5 13 201307 | 032681041008000 | PRATAMA 00
010900138825550 | 10-JUL- PT ANINDO 26.250.0
75 9 13 201307 | 032681041008000 | PRATAMA 00
010900138844072 | 15-JUL- PT FERINDO JAYA 22.125.0
76 9 13 201307 | 314782749008000 | ABADI 00
010901138614870 | 23-JUL- PT FERINDO JAYA 25.075.0
77 9 13 201307 | 314782749008000 | ABADI 00
010901138614871 | 27-JUL- PT FERINDO JAYA 26.550.0
78 3 13 201307 | 314782749008000 | ABADI 00
010901138614425 | 01-AUG- PT ANINDO 21.250.0
79 3 13 201308 | 032681041008000 | PRATAMA 00
010901138619587 | 02-AUG- PT FASTORINDO 30.000.0
80 4 13 201308 | 314782855008000 | NUSANTARAA. 00
010901138619587 | 14-AUG- PT FASTORINDO 30.000.0
81 8 13 201308 | 314782855008000 | NUSANTARAA. 00
010901138619588 | 19-AUG- PT FASTORINDO 30.000.0
82 2 13 201308 | 314782855008000 | NUSANTARAA. 00
010901138619588 | 23-AUG- PT FASTORINDO 22.500.0
83 7 13 201308 | 314782855008000 | NUSANTARAA. 00
010901138619589 | 28-AUG- PT FASTORINDO 9.497.5
84 1 13 201308 | 314782855008000 | NUSANTARAA. 00
010901138614425 | 03-AUG- PT ANINDO 21.250.0
85 7 13 201308 | 032681041008000 | PRATAMA 00
010901138614426 | 20-AUG- PT ANINDO 21.250.0
86 4 13 201308 | 032681041008000 | PRATAMA 00
010901138614426 | 26-AUG- PT ANINDO 21.250.0
87 9 13 201308 | 032681041008000 | PRATAMA 00
010901138613120 | 13-AUG- PT ANUGRAH MULTI 30.000.0
88 1 13 201308 | 032681017008000 | PERKASA 00
010901138613120 | 22-AUG- PT ANUGRAH MULTI 30.000.0
89 8 13 201308 | 032681017008000 | PERKASA 00
010901138613121 | 27-AUG- PT ANUGRAH MULTI 11.000.0
90 3 13 201308 | 032681017008000 | PERKASA 00
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010901138613121 | 30-AUG- PT ANUGRAH MULTI 17.006.0
91 6 13 201308 | 032681017008000 | PERKASA 00
010901138614872 | 12-AUG- PT FERINDO JAYA 27.500.0
92 4 13 201308 | 314782749008000 | ABADI 00
010901138614872 | 16-AUG- PT FERINDO JAYA 22.875.0
93 8 13 201308 | 314782749008000 | ABADI 00
010901138614873 | 21-AUG- PT FERINDO JAYA 14.750.00
94 1 13 201308 | 314782749008000 | ABADI 0
010901138614873 | 26-AUG- PT FERINDO JAYA 17.100.0
95 5 13 201308 | 314782749008000 | ABADI 00
010901138613123 | 21-SEP- PT ANUGRAH MULTI 30.000.0
96 2 13 201309 | 032681017008000 | PERKASA 00
010901138613123 | 23-SEP- PT ANUGRAH MULTI 30.000.0
97 4 13 201309 | 032681017008000 | PERKASA 00
010901138613123 | 23-SEP- PT ANUGRAH MULTI 11.000.0
98 6 13 201309 | 032681017008000 | PERKASA 00
010901138613123 | 26-SEP- PT ANUGRAH MULTI 17.006.0
99 8 13 201309 | 032681017008000 | PERKASA 00
010901138613124 | 30-SEP- PT ANUGRAH MULTI 9.497.5
100 | O 13 201309 | 032681017008000 | PERKASA 00
010901138614875 | 06-SEP- PT FERINDO JAYA 22.000.0
101 | O 13 201309 | 314782749008000 | ABADI 00
010901138614875 | 09-SEP- PT FERINDO JAYA 19.825.0
102 | 2 13 201309 | 314782749008000 | ABADI 00
010901138614875 | 13-SEP- PT FERINDO JAYA 11.250.0
103 | 6 13 201309 | 314782749008000 | ABADI 00
010901138614876 | 18-SEP- PT FERINDO JAYA 15.300.0
104 | O 13 201309 | 314782749008000 | ABADI 00
010901138614429 | 23-SEP- PT ANINDO 18.700.0
105 | 2 13 201309 | 032681041008000 | PRATAMA 00
010901138614429 | 24-SEP- PT ANINDO 22.100.0
106 | 4 13 201309 | 032681041008000 | PRATAMA 00
010901138614429 | 26-SEP- PT ANINDO 20.400.0
107 | 6 13 201309 | 032681041008000 | PRATAMA 00
010901138614429 | 28-SEP- PT ANINDO 23.800.0
108 | 8 13 201310 | 032681041008000 | PRATAMA 00
010901138619590 | 16-SEP- PT FASTORINDO 22.500.0
109 | 8 13 201309 | 314782855008000 | NUSANTARAA. 00
010901138619591 | 18-SEP- PT FASTORINDO 22.500.0
110 | O 13 201309 | 314782855008000 | NUSANTARAA. 00
010901138619591 | 20-SEP- PT FASTORINDO 22.500.0
111 | 2 13 201309 | 314782855008000 | NUSANTARAA. 00
010901138619591 | 24-SEP- PT FASTORINDO 22.500.0
112 |5 13 201309 | 314782855008000 | NUSANTARAA. 00
010901138619591 | 27-SEP- PT FASTORINDO 22.500.0
113 | 8 13 201309 | 314782855008000 | NUSANTARAA. 00
010901138614876 | 01-OCT- PT FERINDO JAYA 17.000.0
114 |9 13 201310 | 314782749008000 | ABADI 00
010901138614877 | 04-OCT- PT FERINDO JAYA 18.750.0
115 | 2 13 201310 | 314782749008000 | ABADI 00
010901138614877 | 09-OCT- PT FERINDO JAYA 18.750.0
116 | 6 13 201310 | 314782749008000 | ABADI 00
010901138614430 | 08-OCT- PT ANINDO 11.000.0
117 | 6 13 201310 | 032681041008000 | PRATAMA 00
010901138614431 | 14-OCT- PT ANINDO 17.352.5
118 | 1 13 201310 | 032681041008000 | PRATAMA 00
010901138614431 | 21-OCT- PT ANINDO 9.497.5
119 |5 13 201310 | 032681041008000 | PRATAMA 00
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010901138619592 | 01-OCT- PT  FASTORINDO 11.000.0
120 |1 13 201310 | 314782855008000 | NUSANTARAA. 00
010901138619592 | 04-OCT- PT  FASTORINDO 9.150.0
121 | 4 13 201310 | 314782855008000 | NUSANTARAA. 00
010901138619592 | 07-OCT- PT  FASTORINDO 22.500.0
122 |6 13 201310 | 314782855008000 | NUSANTARAA. 00
010901138619592 | 10-OCT- PT  FASTORINDO 15.000.0
123 |9 13 201310 | 314782855008000 | NUSANTARAA. 00
010901138619593 | 04-NOV- PT  FASTORINDO 13.750.0
124 |8 13 201311 | 314782855008000 | NUSANTARAA. 00
010901138619594 | 11-NOV- PT  FASTORINDO 11.480.0
125 |2 13 201311 | 314782855008000 | NUSANTARAA. 00
010902132688654 | 18-NOV- PT ANUGRAH MULTI 13.500.0
126 | 7 13 201312 | 032681017008000 | PERKASA 00
010902132688655 | 22-NOV- PT ANUGRAH MULTI 11.600.0
127 |1 13 201312 | 032681017008000 | PERKASA 00
010902132688741 | 25-NOV- PT ANINDO 14.828.0
128 | 4 13 201312 | 032681041008000 | PRATAMA 00
010902132688741 | 28-NOV- PT ANINDO 9.602.0
129 | 7 13 201312 | 032681041008000 | PRATAMA 00
010902132689381 | 08-NOV- PT FERINDO JAYA 10.250.0
130 | 4 13 201311 | 314782749008000 | ABADI 00
010902132689381 | 14-NOV- PT FERINDO JAYA 15.000.0
131 |9 13 201311 | 314782749008000 | ABADI 00
Jumlah tahun 2013 2.996.583.090
Total tahun 2011 s.d. 2013 4.172.538.206

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Rony Sahroni yang telah
menyediakan dan memberikan faktur pajak masukan yang tidak
berdasarkan transaksi yang sebenarnya kepada PT.Chandra Prima
Persada (PT.CPP) dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara
dari sektor perpajakan sejumlah atau sebesar nilai PPN pada faktur pajak
yang telah diterbitkan tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atau
faktur pajak fiktif yang telah dikreditkan dalam SPT Masa PPN bulan
September 2011, bulan September — Desember 2012 sampai dengan bulan
Januari — Desember 2013 atau sekitar tahun 2011 sampai dengan tahun
2013 atas nama PT.Chandra Prima Persada (PT.CPP).

- Bahwa kerugian pada pendapatan negara akibat perbuatan terdakwa
Rony Sahroni selaku Konsultan Pajak yang menerbitkan atau
menggunakan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya
dari bulan September 2011, bulan September-Desember 2012 sampai
dengan bulan Januari-Desember 2013 setidak-tidaknya adalah sebesar Rp.
4.172.538.206,- (empat milyar seratus tujuh puluh dua juta lima ratus tiga
puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah) dikurangi nilai pengurang
kerugian pada pendapatan Negara sebesar Rp. 138.000.000,- (seratus tiga

puluh delapan juta rupiah) sehingga jumlah total kerugian pada
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pendapatan negara adalah sebesar Rp. 4.034.538.206,- (empat milyar tiga
puluh empat juta lima ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dedi Suartono dari bidang
Peraturan Perpajakan dan Ahli Menghitung Kerugian pada Pendapatan
Negara terdapat Kerugian pada Pendapatan Negara yang terjadi dari bulan
September 2011, bulan September-Desember 2012 sampai dengan bulan
Januari-Desember 2013 atau sekitar tahun pajak 2011 sampai dengan
tahun pajak 2013 yang dilakukan oleh terdakwa Rony Sahroni selaku
Konsultan Pajak yang menggunakan faktur pajak tidak berdasarkan
transaksi yang sebenarnya dalam SPT Masa PPN sebesar
Rp.4.172.538.206,- (empat milyar seratus tujuh puluh dua juta lima ratus

tiga puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah) dengan rincian :

TGL
NO | NO FAKTUR FAKTUR MASA | NPWP LAWAN NAMA LAWAN PPN
PT PUSPA
0100001100000 CHANDRA 50.160.0
1 167 13-SEP-11 | 201109 | 013919808012000 SARANA 00
PT BINA
0100001100000 SEMESTA 46.024.0
2 170 16-SEP-11 | 201109 | 018618678018000 GIARTHAL. 00
PT BINA
0100001100000 SEMESTA 33.816.0
3 171 19-SEP-11 | 201109 | 018618678018000 GIARTHAL. 00
Jumlah tahun 2011 130.000.000
0100001200000 PT NOBELTA 48.000.0
4 144 13-SEP-12 | 201209 | 016053282064000 JAYA PERSADA 00
0100001200000 PT NOBELTA 45.400.0
5 146 19-SEP-12 | 201209 | 016053282064000 JAYA PERSADA 00
0100001200000 PT NOBELTA 34.250.0
6 148 21-SEP-12 | 201209 | 016053282064000 JAYA PERSADA 00
PT
0100001200000 SWASEMBADA 41.525.2
7 191 13-SEP-12 | 201209 | 013696901012000 KARYA 00
PT
0100001200000 SWASEMBADA 37.000.0
8 192 14-SEP-12 | 201209 | 013696901012000 KARYA 00
PT
0100001200000 SWASEMBADA 46.000.0
9 195 18-SEP-12 | 201209 | 013696901012000 KARYA 00
0100001200000 PT RAJAWALI 21.775.5
10 187 08-OCT-12 | 201210 | 019888825018000 INTERINNIAGA 11
PT
0100001200000 SWASEMBADA 37.800.0
11 217 16-OCT-12 | 201210 | 013696901012000 KARYA 00
PT
0100001200000 SWASEMBADA 41.200.0
12 218 18-OCT-12 | 201210 | 013696901012000 KARYA 00
13 0100001200000 | 22-OCT-12 | 201210 | 013696901012000 PT 38.000.0
220 SWASEMBADA 00
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KARYA
PT
0100001200000 SWASEMBADA 41.700.0
14 222 23-OCT-12 | 201210 | 013696901012000 KARYA 00
PT
0100001200000 SWASEMBADA 37.000.0
15 223 24-OCT-12 | 201210 | 013696901012000 KARYA 00
PT
0100001200000 SWASEMBADA 34.300.0
16 225 27-OCT-12 | 201210 | 013696901012000 KARYA 00
0100001200000 PT NOBELTA 38.000.0
17 169 09-NOV-12 | 201211 | 016053282064000 JAYA PERSADA 00
0100001200000 PT NOBELTA 41.700.0
18 170 09-NOV-12 | 201211 | 016053282064000 JAYA PERSADA 00
0100001200000 PT NOBELTA 45.200.0
19 172 13-NOV-12 | 201211 | 016053282064000 JAYA PERSADA 00
PT
0100001200000 SWASEMBADA 39.000.0
20 247 07-NOV-12 | 201211 | 013696901012000 KARYA 00
PT
0100001200000 SWASEMBADA 41.200.0
21 248 08-NOV-12 | 201211 | 013696901012000 KARYA 00
PT
0100001200000 SWASEMBADA 51.315.2
22 251 09-NOV-12 | 201211 | 013696901012000 KARYA 23
0100001200000 PT NOBELTA 39.630.0
23 188 03-DEC-12 | 201212 | 016053282064000 JAYA PERSADA 00
0100001200000 PT NOBELTA 45.360.0
24 191 05-DEC-12 | 201212 | 016053282064000 JAYA PERSADA 00
0100001200000 PT NOBELTA 38.022.1
25 192 06-DEC-12 | 201212 | 016053282064000 JAYA PERSADA 72
0100001200000 PT NOBELTA 31.050.0
26 196 08-DEC-12 | 201212 | 016053282064000 JAYA PERSADA 10
PT
0100001200000 SWASEMBADA 47.252.0
27 279 12-DEC-12 | 201212 | 013696901012000 KARYA 00
PT
0100001200000 SWASEMBADA 41.725.0
28 280 13-DEC-12 | 201212 | 013696901012000 KARYA 00
PT
0100001200000 SWASEMBADA 42.550.0
29 284 19-DEC-12 | 201212 | 013696901012000 KARYA 00
Jumlah tahun 2012 1.045.955.116
01000013000000 | 05-JAN- 0136969010 | PT SWASEMBADA 43.570.0
30 03 13 201301 | 12000 KARYA 00
01000013000000 | 05-JAN- 0160532820 | PT NOBELTA JAYA 48.075.0
31 06 13 201301 | 64000 PERSADA 00
01000013000000 | 07-JAN- 0160532820 | PT NOBELTA JAYA 51.026.0
32 08 13 201301 | 64000 PERSADA 00
01000013000000 | 10-JAN- 0136969010 | PT SWASEMBADA 44.150.0
33 08 13 201301 | 12000 KARYA 00
01000013000000 | 11-JAN- 0136969010 | PT SWASEMBADA 49.322.6
34 09 13 201301 | 12000 KARYA 00
01000013000000 | 09-JAN- 0160532820 | PT NOBELTA JAYA 52.000.0
35 13 13 201301 | 64000 PERSADA 00
36 01000013000000 | 02-FEB- | 201302 | 0136969010 | PT SWASEMBADA 44.221.2
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28 13 12000 KARYA 00
01000013000000 | 04-FEB- 0136969010 | PT SWASEMBADA 47.000.0
37 29 13 201302 | 12000 KARYA 00
01000013000000 | 06-FEB- 0136969010 | PT SWASEMBADA 39.500.0
38 32 13 201302 | 12000 KARYA 00
01000013000000 | 04-FEB- 0160532820 | PT NOBELTA JAYA 51.320.0
39 56 13 201302 | 64000 PERSADA 00
01000013000000 | 05-FEB- 0160532820 | PT NOBELTA JAYA 44.200.0
40 59 13 201302 | 64000 PERSADA 00
01000013000000 | 16-FEB- 0160532820 | PT NOBELTA JAYA 46.000.0
41 81 13 201302 | 64000 PERSADA 00
01000013000000 | 18-FEB- 0160532820 | PT NOBELTA JAYA 34.000.0
42 82 13 201302 | 64000 PERSADA 00
01000013000000 | 20-FEB- 0160532820 | PT NOBELTA JAYA 40.300.0
43 85 13 201302 | 64000 PERSADA 00
01000013000000 | 01-APR- 2103683204 | PT SINDANGPALAY 44.242.7
4 191 13 201304 | 05000 LANGGENG M. 90
01000013000000 | 02-APR- 2103683204 | PT SINDANGPALAY 48.000.0
45 92 13 201304 | 05000 LANGGENG M. 00
01000013000000 | 03-APR- 2103683204 | PT SINDANGPALAY 51.110.0
46 94 13 201304 | 05000 LANGGENG M. 00
01000013000000 | 06-APR- 2103683204 | PT SINDANGPALAY 44.200.0
47 96 13 201304 | 05000 LANGGENG M. 00
01000013000000 | 08-APR- 2103683204 | PT SINDANGPALAY 45.000.0
48 97 13 201304 | 05000 LANGGENG M. 00
01000013000000 | 10-APR- 2103683204 | PT SINDANGPALAY 42.000.0
49 99 13 201304 | 05000 LANGGENG M. 00
01000013000001 | 11-APR- 2103683204 | PT SINDANGPALAY 32.500.0
50 01 13 201304 | 05000 LANGGENG M. 00
01000013000001 | 12-APR- 2103683204 | PT SINDANGPALAY 43.500.0
51 02 13 201304 | 05000 LANGGENG M. 00
01000013000001 | 16-APR- 2103683204 | PT SINDANGPALAY 41.000.0
52 05 13 201304 | 05000 LANGGENG M. 00
01090113372173 | 04-JUN- 3149096494 | PT BHANDA MEKAR 82.500.0
53 97 13 201306 | 29000 ABADI 00
01090113372174 | 10-JUN- 3149096494 | PT BHANDA MEKAR 117.850.0
54 |82 13 201306 | 29000 ABADI 00
01090113372174 | 26-JUN- 3149096494 | PT BHANDA MEKAR 17.006.0
55 87 13 201306 | 29000 ABADI 00
01090113372174 | 28-JUN- 3149096494 | PT BHANDA MEKAR 9.497.5
56 88 13 201306 | 29000 ABADI 00
01090113372174 | 04-JUN- 3149096494 | PT BHANDA MEKAR 71.875.0
57 95 13 201306 | 29000 ABADI 00
01090113372174 | 25-JUN- 3149096494 | PT BHANDA MEKAR 85.000.0
58 96 13 201306 | 29000 ABADI 00
01090113372174 | 25-JUN- 3149096494 | PT BHANDA MEKAR 71.000.0
59 97 13 201306 | 29000 ABADI 00
01090013867609 | 26-JUN- 0319877790 | PT MAXIMA 75.000.0
60 86 13 201306 | 43000 INDOBUANA 00
01090013867609 | 27-JUN- 0319877790 | PT MAXIMA 75.000.0
61 87 13 201306 | 43000 INDOBUANA 00
01090013867609 | 28-JUN- 0319877790 | PT MAXIMA 75.000.0
62 88 13 201306 | 43000 INDOBUANA 00
01090013867609 | 04-JUL- 0319877790 | PT MAXIMA 10.000.0
63 89 13 201307 | 43000 INDOBUANA 00
01090013867609 | 09-JUL- 0319877790 | PT MAXIMA 10.000.0
64 | 90 13 201307 | 43000 INDOBUANA 00
65 01090013867609 | 10-JUL- 201307 | 0319877790 | PT MAXIMA 17.500.0
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91 13 43000 INDOBUANA 00
01090013867609 | 12-JUL- 0319877790 | PT MAXIMA 17.000.0
66 92 13 201307 | 43000 INDOBUANA 00
01090013867609 | 15-JUL- 0319877790 | PT MAXIMA 17.000.0
67 93 13 201307 | 43000 INDOBUANA 00
01090013867609 | 16-JUL- 0319877790 | PT MAXIMA 8.500.0
68 94 13 201307 | 43000 INDOBUANA 00
01090013867609 | 17-JUL- 0319877790 | PT MAXIMA 10.000.0
69 95 13 201307 | 43000 INDOBUANA 00
01090013867609 | 18-JUL- 0319877790 | PT MAXIMA 10.000.0
70 96 13 201307 | 43000 INDOBUANA 00
01090013882525 | 03-JUL- 0326810170 | PT ANUGRAH MULTI 27.500.0
71 72 13 201307 | 08000 PERKASA 00
01090013882525 | 08-JUL- 0326810170 | PT ANUGRAH MULTI 27.500.0
72 75 13 201307 | 08000 PERKASA 00
01090013882555 | 01-JUL- 0326810410 28.800.0
73 02 13 201307 | 08000 PT ANINDO PRATAMA 00
01090013882555 | 05-JUL- 0326810410 16.200.0
74 | 05 13 201307 | 08000 PT ANINDO PRATAMA 00
01090013882555 | 10-JUL- 0326810410 26.250.0
75 09 13 201307 | 08000 PT ANINDO PRATAMA 00
01090013884407 | 15-JUL- 3147827490 | PT FERINDO JAYA 22.125.0
76 29 13 201307 | 08000 ABADI 00
01090113861487 | 23-JUL- 3147827490 | PT FERINDO JAYA 25.075.0
77 09 13 201307 | 08000 ABADI 00
01090113861487 | 27-JUL- 3147827490 | PT FERINDO JAYA 26.550.0
78 13 13 201307 | 08000 ABADI 00
01090113861442 | 01-AUG- 0326810410 21.250.0
79 53 13 201308 | 08000 PT ANINDO PRATAMA 00
01090113861958 | 02-AUG- 3147828550 | PT FASTORINDO 30.000.0
80 74 13 201308 | 08000 NUSANTARAA. 00
01090113861958 | 14-AUG- 3147828550 | PT FASTORINDO 30.000.0
81 78 13 201308 | 08000 NUSANTARAA. 00
01090113861958 | 19-AUG- 3147828550 | PT FASTORINDO 30.000.0
82 82 13 201308 | 08000 NUSANTARAA. 00
01090113861958 | 23-AUG- 3147828550 | PT FASTORINDO 22.500.0
83 87 13 201308 | 08000 NUSANTARAA. 00
01090113861958 | 28-AUG- 3147828550 | PT FASTORINDO 9.497.5
84 |91 13 201308 | 08000 NUSANTARAA. 00
01090113861442 | 03-AUG- 0326810410 21.250.0
85 57 13 201308 | 08000 PT ANINDO PRATAMA 00
01090113861442 | 20-AUG- 0326810410 21.250.0
86 64 13 201308 | 08000 PT ANINDO PRATAMA 00
01090113861442 | 26-AUG- 0326810410 21.250.0
87 69 13 201308 | 08000 PT ANINDO PRATAMA 00
01090113861312 | 13-AUG- 0326810170 | PT ANUGRAH MULTI 30.000.0
88 01 13 201308 | 08000 PERKASA 00
01090113861312 | 22-AUG- 0326810170 | PT ANUGRAH MULTI 30.000.0
89 08 13 201308 | 08000 PERKASA 00
01090113861312 | 27-AUG- 0326810170 | PT ANUGRAH MULTI 11.000.0
90 13 13 201308 | 08000 PERKASA 00
01090113861312 | 30-AUG- 0326810170 | PT ANUGRAH MULTI 17.006.0
91 16 13 201308 | 08000 PERKASA 00
01090113861487 | 12-AUG- 3147827490 | PT FERINDO JAYA 27.500.0
92 24 13 201308 | 08000 ABADI 00
01090113861487 | 16-AUG- 3147827490 | PT FERINDO JAYA 22.875.0
93 28 13 201308 | 08000 ABADI 00
94 | 01090113861487 | 21-AUG- | 201308 | 3147827490 | PT FERINDO JAYA 14.750.00
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31 13 08000 ABADI 0
01090113861487 | 26-AUG- 3147827490 | PT FERINDO JAYA 17.100.0
95 35 13 201308 | 08000 ABADI 00
01090113861312 | 21-SEP- 0326810170 | PT ANUGRAH MULTI 30.000.0
96 32 13 201309 | 08000 PERKASA 00
01090113861312 | 23-SEP- 0326810170 | PT ANUGRAH MULTI 30.000.0
97 34 13 201309 | 08000 PERKASA 00
01090113861312 | 23-SEP- 0326810170 | PT ANUGRAH MULTI 11.000.0
98 36 13 201309 | 08000 PERKASA 00
01090113861312 | 26-SEP- 0326810170 | PT ANUGRAH MULTI 17.006.0
99 38 13 201309 | 08000 PERKASA 00
01090113861312 | 30-SEP- 0326810170 | PT ANUGRAH MULTI 9.497.5
100 | 40 13 201309 | 08000 PERKASA 00
01090113861487 | 06-SEP- 3147827490 | PT FERINDO  JAYA 22.000.0
101 | 50 13 201309 | 08000 ABADI 00
01090113861487 | 09-SEP- 3147827490 | PT FERINDO JAYA 19.825.0
102 | 52 13 201309 | 08000 ABADI 00
01090113861487 | 13-SEP- 3147827490 | PT FERINDO JAYA 11.250.0
103 | 56 13 201309 | 08000 ABADI 00
01090113861487 | 18-SEP- 3147827490 | PT FERINDO JAYA 15.300.0
104 | 60 13 201309 | 08000 ABADI 00
01090113861442 | 23-SEP- 0326810410 18.700.0
105 | 92 13 201309 | 08000 PT ANINDO PRATAMA 00
01090113861442 | 24-SEP- 0326810410 22.100.0
106 | 94 13 201309 | 08000 PT ANINDO PRATAMA 00
01090113861442 | 26-SEP- 0326810410 20.400.0
107 | 96 13 201309 | 08000 PT ANINDO PRATAMA 00
01090113861442 | 28-SEP- 0326810410 23.800.0
108 | 98 13 201310 | 08000 PT ANINDO PRATAMA 00
01090113861959 | 16-SEP- 3147828550 | PT FASTORINDO 22.500.0
109 | 08 13 201309 | 08000 NUSANTARAA. 00
01090113861959 | 18-SEP- 3147828550 | PT FASTORINDO 22.500.0
110 | 10 13 201309 | 08000 NUSANTARAA. 00
01090113861959 | 20-SEP- 3147828550 | PT FASTORINDO 22.500.0
111 | 12 13 201309 | 08000 NUSANTARAA. 00
01090113861959 | 24-SEP- 3147828550 | PT FASTORINDO 22.500.0
112 | 15 13 201309 | 08000 NUSANTARAA. 00
01090113861959 | 27-SEP- 3147828550 | PT FASTORINDO 22.500.0
113 | 18 13 201309 | 08000 NUSANTARAA. 00
01090113861487 | 01-OCT- 3147827490 | PT FERINDO JAYA 17.000.0
114 | 69 13 201310 | 08000 ABADI 00
01090113861487 | 04-OCT- 3147827490 | PT FERINDO JAYA 18.750.0
115 | 72 13 201310 | 08000 ABADI 00
01090113861487 | 09-OCT- 3147827490 | PT FERINDO JAYA 18.750.0
116 | 76 13 201310 | 08000 ABADI 00
01090113861443 | 08-OCT- 0326810410 11.000.0
117 | 06 13 201310 | 08000 PT ANINDO PRATAMA 00
01090113861443 | 14-OCT- 0326810410 17.352.5
118 | 11 13 201310 | 08000 PT ANINDO PRATAMA 00
01090113861443 | 21-OCT- 0326810410 9.497.5
119 | 15 13 201310 | 08000 PT ANINDO PRATAMA 00
01090113861959 | 01-OCT- 3147828550 | PT FASTORINDO 11.000.0
120 | 21 13 201310 | 08000 NUSANTARAA. 00
01090113861959 | 04-OCT- 3147828550 | PT FASTORINDO 9.150.0
121 | 24 13 201310 | 08000 NUSANTARAA. 00
01090113861959 | 07-OCT- 3147828550 | PT FASTORINDO 22.500.0
122 | 26 13 201310 | 08000 NUSANTARAA. 00
123 | 01090113861959 | 10-OCT- | 201310 | 3147828550 | PT FASTORINDO 15.000.0

Halaman 19 dari 128 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 13 08000 NUSANTARAA. 00
01090113861959 | 04-NOV- 3147828550 | PT FASTORINDO 13.750.0
124 | 38 13 201311 | 08000 NUSANTARAA. 00
01090113861959 | 11-NOV- 3147828550 | PT FASTORINDO 11.480.0
125 | 42 13 201311 | 08000 NUSANTARAA. 00
01090213268865 | 18-NOV- 0326810170 | PT ANUGRAH MULTI 13.500.0
126 | 47 13 201312 | 08000 PERKASA 00
01090213268865 | 22-NOV- 0326810170 | PT ANUGRAH MULTI 11.600.0
127 | 51 13 201312 | 08000 PERKASA 00
01090213268874 | 25-NOV- 0326810410 14.828.0
128 | 14 13 201312 | 08000 PT ANINDO PRATAMA 00
01090213268874 | 28-NOV- 0326810410 9.602.0
129 | 17 13 201312 | 08000 PT ANINDO PRATAMA 00
01090213268938 08-NOV- 3147827490 PT FERINDO JAYA 10.250.0
130 | 14 13 201311 | 08000 ABADI 00
01090213268938 | 14-NOV- 3147827490 | PT FERINDO JAYA 15.000.0
131 | 19 13 201311 | 08000 ABADI 00
Jumlah tahun 2013 2.996.583.090
Total tahun 2011 s.d. 2013 4.172.538.206

- Bahwa saksi Achmad Nirza selaku Direktur Keuangan PT.Chandra
Prima Persada (PT.CPP) bersama-sama dengan saksi Anda Yusperi selaku
Direktur Operasional PT.Chandra Prima Persada (PT.CPP) telah melakukan
pembayaran PPN pada saat dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan
sampai dengan tahun 2018 sebesar Rp. 345.000.000,- (tiga ratus empat

puluh lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

SURAT SETORAN PAJAK
. Tanggal .
NTPN Kode Akun Pajak Masa Pajak Jumlah
Pembayaran
E2AF046R7QHS5K08 411211 500 28092017 12122013 200,000,000
4030D6TEJBQHKSJIO 411211 500 31102017 12122013 50,000,000
CE82B5GAO29N20KO 411211 500 29112017 12122013 50,000,000
5B7CF5C2QPHATAHO 411211 500 15012018 12122013 25,000,000
460AA7D6E700LVBO 411211 500 07082018 12122013 20,000,000
Jumlah 345,000,000

- Bahwa sesuai Pasal 25 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor :
239/PMK.03/2014 dinyatakan bahwa jumlah yang dapat diperhitungkan
sebagai pengurang nilai kerugian pada pendapatan Negara untuk masa
pajak Desember 2013 adalah sebesar dua perlima bagian dari jumlah
pembayaran dalam rangka pengungkapan ketidakbenaran perbuatan saksi
Anda Yusperi dan saksi Achmad Nirza. Rincian nilai pengurang kerugian
pada pendapatan Negara adalah sebesar Rp. 138.000.000,- (seratus tiga

puluh delapan juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Distribusi Sesuai Pasal 8 ayat (3) Nilai Pengurang Kerugian Pada
No. Jumlah Pembayaran UU KUP
Pokok Sanksi/Denda Pendapatan Negara
1. 200,000,000 80,000,000 120,000,000 80,000,000
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2. 50,000,000 20,000,000 30,000,000 20,000,000
3. 50,000,000 20,000,000 30,000,000 20,000,000
4. 25,000,000 10,000,000 15,000,000 10,000,000
5. 20,000,000 8,000,000 12,000,000 8,000,000

Jumlah 138,000,000

- Sehingga total kerugian pada pendapatan negara yang awalnya
sebesar Rp. 4.172.538.206,- (empat milyar seratus tujuh puluh dua juta
lima ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah) dikurangi nilai
pengurang kerugian pada pendapatan Negara sebesar Rp. 138.000.000,-
(seratus tiga puluh delapan juta rupiah) sehingga jumlah total kerugian
pada pendapatan negara adalah sebesar Rp. 4.034.538.206,- (empat
milyar tiga puluh empat juta lima ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus
enam rupiah).

Perbuatan Terdakwa Rony Sahroni diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 39 A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 6 tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir diubah dengan UU No. 16 tahun 2009 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 tahun
2008 tentang Perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang
jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

ATAU
KEDUA :

Bahwa terdakwa Rony Sahroni selaku Direktur PT.Bagen Prima Guna
(PT.BPG) dan juga selaku konsultan pajak untuk PT. Chandra Prima Persada
(PT.CPP) sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, bersama-sama dengan
saksi Anda Yusperi selaku Direktur Operasional PT.Chandra Prima Persada
(PT.CPP) dan saksi Achmad Nirza selaku Direktur Keuangan PT.Chandra Prima
Persada (PT.CPP) (telah dilakukan penuntutan secara tersendiri), pada hari dan
tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan September
tahun 2011, bulan September - Desember 2012 sampai dengan bulan Januari -
Desember tahun 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2011
sampai dengan tahun 2013, bertempat di Ruko Anugrah Jalan Raya Inspeksi
Kalimalang No. 4 Kp. Pekopen Rt. 006 Rw. 001 Setiadarma Tambun Selatan
Kab. Bekasi (kantor PT.CPP), di kantor saksi Teguh Nurcipto di CV.Raka
Kencana Jalan A. Yani Bekasi dekat Bank Mega atau di rumah saksi Sri
Nurmalina Jalan Mutia Kirana Selatan V Blok C 9 No.8 Rt.01 Rw.01 Sepanjang

Jaya Rawa Lumbu Bekasi, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih
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termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi atau sesuai dengan
ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) mengingat tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil
lebih dekat pada Pengadilan Negeri Cikarang, maka Pengadilan Negeri
Cikarang berwenang untuk mengadilinya, dengan sengaja secara sadar
menyampaikan Surat Pemberitahuan dan / atau keterangan yang isinya
tidak benar atau tidak lengkap sebagai wakil, kuasa, pegawai dari Wajib
Pajak, atau pihak lain yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau
turut serta melakukan, yang mengajurkan, atau yang membantu
melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, beberapa perbuatan yang
ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai
satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh terdakwa Rony Sahroni
dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa Rony Sahroni selaku Direktur PT.Bagen Prima Guna
sekaligus selaku konsultan pajak berteman dengan saksi Anda Yusperi
selaku Direktur Operasional PT.Chandra Prima Persada (PT.CPP) sejak
tahun 2009. Kemudian saksi Anda Yusperi memperkenalkan terdakwa
Rony Sahroni selaku konsultan pajak atau yang dapat memberikan
informasi tentang perpajakan kepada saksi Achmad Nirza selaku Direktur
Keuangan di PT.Chandra Prima Persada (PT.CPP).
Selanjutnya dari perkenalan tersebut, terdakwa Rony Sahroni sering
memberikan informasi juga masukan tentang perpajakan kepada
PT.Chandra Prima Persada (PT.CPP), misalnya informasi tentang aturan
perpajakan, cara pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak
Penghasilan Badan (PPh Badan) dan lain-lain. Selain itu terdakwa Rony
Sahroni juga menawarkan serta menyediakan Faktur Pajak Masukan fiktif
yang dapat dikreditkan dalam SPT Masa PPN kepada saksi Anda Yusperi
dan saksi Achmad Nirza.
- Bahwa atas dasar penawaran tersebut dan karena keinginan untuk
mengurangi kewajiban pajak PT.Chandra Prima Persada (PT.CPP), saksi
Anda Yusperi dan saksi Achmad Nirza sepakat dan menyetujui untuk
melakukan pembelian Faktur Pajak Masukan (faktur pajak fiktif) secara
bertahap kepada terdakwa Rony Sahroni dengan tujuan faktur pajak yang
ditawarkan tersebut dapat dikreditkan dalam SPT Masa Pajak Pertambahan
Nilai (PPN) sehingga mengurangi kewajiban pajak PT.Chandra Prima
Persada (PT.CPP).
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- Bahwa terdakwa Rony Sahroni bersama-sama dengan saksi Anda
Yusperi dan saksi Achmad Nirza menyepakati untuk pembelian faktur pajak
fiktif tersebut, masing-masing pihak akan mendapatkan bagian vyaitu
terdakwa Rony Sahroni sebesar 60% (termasuk bagian untuk saksi Teguh
Nurcipto dan saksi Sri Nurmalina), saksi Anda Yusperi sebesar 20% dan
saksi Achmad Nirza sebesar 20% yang diserahkan oleh saksi Achmad
Nirza masing-masing secara tunai.

- Bahwa setelah pembagian dari hasil pembelian faktur pajak fiktif tersebut
disetujui, terdakwa Rony Sahroni mulai mendapatkan pesanan Faktur
Pajak Masukan secara bertahap dalam kurun waktu tahun 2011 sampai
dengan tahun 2013 dari PT.Chandra Prima Persada (PT.CPP) melalui saksi
Anda Yusperi secara langsung atau melalui telepon yang menyampaikan
bahwa PT.Chandra Prima Persada (PT.CPP) membutuhkan faktur pajak
fiktif dengan nilai nominal tertentu untuk dijadikan dasar pembuatan SPT
Masa PPN yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dan selanjutnya SPT
Masa PPN tersebut akan dilaporkan atau disampaikan ke KPP Pratama
Cibitung Kab. Bekasi Jabar.

- Bahwa untuk mendapatkan faktur pajak fiktif, terdakwa Rony Sahroni
tidak mensyaratkan PT.Chandra Prima Persada (PT.CPP) untuk
menyiapkan dokumen apapun hanya tinggal menyebutkan nilai nominal
yang dibutuhkan untuk dimasukkan dalam pembuatan faktur pajak
masukan tersebut.

- Bahwa terdakwa Rony Sahroni mendapat penjelasan bahwa
PT.Chandra Prima Persada (PT.CPP) terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak
tanggal 29 Juli 2003 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No.
02.321.676.5-435.000 dan juga dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena
Pajak (PKP) sejak tanggal 12 Mei 2006 dengan Nomor PKP : 02.321.676.5-
435.000. Wajib Pajak Badan PT.Chandra Prima Persada (PT.CPP) adalah
Pajak Penghasilan (PPh) Badan Pasal 25, 29, Pajak Penghasilan
Pemotongan dan Pemungutan Pasal 4 ayat (2), 15, 19, 21, 23, 26 dan
Pajak Pertambahan Nilai (PPn), sehingga PT.Chandra Prima Persada
(PT.CPP) memiliki kewajiban perpajakan  yaitu menghitung,
memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban
perpajakannya (Self Asessment).

- Bahwa PT.Chandra Prima Persada (PT.CPP) yang semula beralamat di
Ruko Anugrah Jalan Raya Inspeksi Kalimalang No. 4 Kp. Pekopen Rt. 006

Rw. 001 Setiadarma Tambun Selatan Kab. Bekasi kemudian pada tahun
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2015 sampai dengan sekarang pindah ke Perum Graha Kalimas | Jalan
Menteng Blok A/27 Tambun Selatan Bekasi, bergerak di bidang Manpower
Supply dan Jasa Outsourcing (Pengelolaan dan Penyaluran) tenaga kerja,
security, sales, office boy dan cleaning service dan telah melakukan
kerjasama dengan beberapa customer/pengguna.

- Bahwa setelah terdakwa Rony Sahroni menerima pesanan pembuatan
faktur pajak fiktif secara bertahap untuk bulan September 2011, bulan
September — Desember 2012 dan bulan Januari — Desember 2013 atau
dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 tersebut,
terdakwa Rony Sahroni mendatangi saksi Teguh Nurcipto dan saksi Sri
Nurmalina untuk segera dibuatkan faktur pajak fiktif, dimana sebelumnya
terdakwa Rony Sahroni dan saksi Teguh Nurcipto telah bersepakat untuk
menawarkan faktur pajak masukan / faktur pajak fiktif kepada perusahaan-
perusahaan dengan persentase pembagian hasil pembelian faktur pajak
fiktif untuk terdakwa Rony Sahroni sebesar 30%, untuk saksi Teguh
Nurcipto dan saksi Sri Nurmalina sebesar 30% dan sisanya 40% untuk
perusahaan yang memesan dan membeli faktur pajak tersebut.

- Bahwa setelah faktur pajak masukan fiktif selesai dibuat dan disiapkan
oleh saksi Teguh Nurcipto, kemudian saksi Teguh Nurcipto atau saksi Sri
Nurmalina menghubungi terdakwa Rony Sahroni untuk mengambil faktur
pajak fiktif yang sudah jadi dan lengkap tersebut di kantor saksi Teguh
Nurcipto di CV.Raka Kencana Jalan A. Yani Bekasi dekat Bank Mega atau
di rumah saksi Sri Nurmalina Jalan Mutia Kirana Bekasi untuk diserahkan
kepada perusahaan yang memesan dan membeli faktur pajak tersebut
dalam hal ini PT.Chandra Prima Persada (PT.CPP) melalui saksi Andi
Yusperi atau saksi Achmad Nirza secara bertahap dalam kurun waktu tahun
2011 sampai dengan tahun 2013.

- Bahwa pemesanan faktur pajak dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan
berikutnya, sedangkan pengambilan faktur pajak paling lambat tanggal 20
bulan berikutnya disertai pembayaran uang pembelian faktur pajak fiktif
secara tunai.

- Bahwa terdakwa Rony Sahroni mendatangi kantor PT.Chandra Prima
Persada (PT.CPP) untuk memberikan atau menyerahkan faktur pajak
masukan atau faktur pajak fiktif kepada saksi Achmad Nirza sekaligus untuk
mengambil pembayaran dari pembelian faktur pajak tersebut. Terdakwa
Rony Sahroni menerima uang pembayaran secara tunai dari saksi Achmad

Nirza sebesar 60% dari hasil pembelian faktur sesuai dengan kesepakatan
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awal, kemudian terdakwa Rony Sahroni menyerahkan sebesar 30% uang
tersebut kepada saksi Teguh Nurcipto dan saksi Sri Nurmalina, sisanya
sebesar 30% lagi merupakan jatah atau bagian untuk terdakwa Rony
Sahroni sendiri.

- Bahwa selain memberikan faktur pajak fiktif kepada saksi Anda Yusperi
atau saksi Achmad Nirza terkadang terdakwa Rony Sahroni juga
menyerahkan dokumen pendukung lainnya seperti Delivery Order, invoice,
surat jalan dan kuitansi, namun yang bertandatangan dalam semua
dokumen-dokumen tersebut termasuk faktur pajak adalah bukan direktur
perusahaan yang sebenarnya.

- Bahwa uang untuk pembelian faktur pajak fiktif, dicairkan oleh saksi
Achmad Nirza dari cek milik PT.Chandra Prima Persada (PT.CPP) melalui
Bank Mandiri dan Bll setiap bulan dengan harga pembelian 100% dari nilai
PPN yang ada dalam faktur pajak fiktif tersebut. Setelah mencairkan cek
milik PT.Chandra Prima Persada (PT.CPP), saksi Achmad Nirza kemudian
mulai membuat Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Masa PPN untuk
bulan September 2011, bulan September — Desember 2012 dan bulan
Januari — Desember 2013 yang didalamnya tercantum faktur pajak
masukan, nama perusahaan, jumlah faktur pajak maupun nilai yang tertera
dalam faktur pajak berdasarkan faktur pajak fiktif yang diserahkan secara
bertahap dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 dari
terdakwa Rony Sahroni tersebut.

- Bahwa terdakwa Rony Sahroni menerima 12 (dua belas) nama
perusahaan yang tercantum dalam faktur pajak masukan atau fiktif dari

saksi Teguh Nurcipto yaitu :

Jumlah
NO | NAMA NPWP Faktur Jumlah PPN
303,530,00
1 PT ANINDO PRATAMA 032681041008000 16 0
265,609,50
2 PT ANUGRAH MULTI PERKASA 032681017008000 13 0
454,728,50
3 PT BHANDA MEKAR ABADI 314909649429000 | 7 0
79,840,00
4 PT BINA SEMESTA GIARTHA LESTARI 018618678018000 2 0
317,377,50
5 PT FASTORINDO NUSANTARA ABADI 314782855008000 16 0
304,100,00
6 PT FERINDO JAYA ABADI 314782749008000 16 0
325,000,00
7 PT MAXIMA INDOBUANA 031987779043000 11 0
773,533,18
8 PT NOBELTA JAYA PERSADA 016053282064000 18 2
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50,160,00

9 PT PUSPA CHANDRA SARANA 013919808012000 1 0
21,775,551

10 | PT RAJAWALI INTERINNIAGA 019888825018000 1 1
PT SINDANGPALAY LANGGENG 391,552,79

11 | MANDIRI 210368320405000 | 9 0
885,331,22

12 | PT SWASEMBADA KARYA 013696901012000 | 21 3
4,172,538,206

- Bahwa terdakwa Rony Sahroni mengetahui, PT.Chandra Prima
Persada (PT.CPP) sama sekali tidak pernah melakukan transaksi
pembelian dan tidak pernah membayar harga barang beserta PPN dari 12
(dua belas) perusahaan sebagaimana tercantum dalam faktur pajak yang
diberikan kepada saksi Anda Yusperi dan saksi Achmad Nirza, karena ke-
12 (dua belas) perusahaan tersebut langsung dicantumkan oleh saksi
Teguh Nurcipto dan saksi Sri Nurmalina dalam faktur pajak fiktif secara
bertahap dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 tanpa
adanya transaksi terlebih dahulu.

- Bahwa setelah terdakwa Rony Sahroni menyerahkan faktur pajak
masukan fiktif kepada saksi Anda Yusperi dan saksi Achmad Nirza,
kemudian saksi Achmad Nirza membuat Surat Pemberitahuan Tahunan
(SPT) Masa PPN PT.Chandra Prima Persada (PT.CPP) untuk bulan
September 2011, bulan September — Desember 2012 dan bulan Januari —
Desember 2013 yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, selanjutnya
SPT Masa PPN tersebut diberikan ke saksi Anda Yusperi untuk ditanda
tangani.

- Bahwa terdakwa Rony Sahroni tetap menawarkan dan menyediakan
Faktur Pajak Masukan fiktif kepada beberapa perusahaan seperti
PT.Megajob, PT.Gatama Prima Jasa, PT.Bagan Prima Guna dan juga
termasuk kepada PT.Chandra Prima Persada (PT.CPP) padahal terdakwa
Rony Sahroni telah mengetahui bahwa Faktur Pajak Masukan tersebut
adalah faktur pajak fiktif, dimana perusahaan-perusahaan tersebut tidak
pernah melakukan transaksi pembelian dengan perusahaan yang ada
dalam faktur pajak masukan itu.

- Bahwa terdakwa Rony Sahroni dengan sengaja atau secara sadar
telah memberikan faktur pajak fiktif untuk digunakan dalam pembuatan
Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
oleh PT.Chandra Prima Persada (PT.CPP) dan SPT Masa PPN tersebut

yang isinya tidak benar atau tidak lengkap telah pula disampaikan oleh
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PT.Chandra Prima Persada (PT.CPP) ke KPP Pratama Cibitung untuk
diperhitungkan dalam masa pajak bulan September 2011, bulan September
- Desember 2012 sampai dengan bulan Januari - Desember tahun 2013

dengan perincian sebagai berikut :

No. Bulan | Tahun Pajak Keluaran yang | PPN Kredit pajak yang | PPN kurang
dipungut sendiri yang diperhitungkan bayar / lebih
disetor bayar
A B C
1. Septe | 2011 Rp. 146.164.187,- | O Rp. Rp.
mber 16.164.187,- 130.000.000,-
2. Septe | 2012 Rp. 252.131.371,- |0 Rp. Rp.
mber 43.829,- 252.175.200,-
(negatif  karena
WP sudah
mengkompilasika
n kelebihan
pajaknya ke SPT
Masa PPN
Oktober 2012)
3. Oktob | 2012 Rp. 273.603.474,- | 0 Rp. Rp.
er 21.827.963,- 251.775.511,-
4. Nope | 2012 Rp. 290.761.444,- |0 Rp. Rp.
mber 34.346.221 - 256.415.223,-
5. Dese 2012 Rp. 308.255.696,- | O Rp. Rp.
mber 22.666.514,- 285.589.182,-
6. Janua | 2013 Rp. 328.015.125,- | O Rp. Rp.
ri 39.871.525,- 288.143.600,-
7. Febru | 2013 Rp. 370.659.131,- | O Rp. Rp.
ari 24.117.931,- 346.541.200,-
8. April 2013 Rp. 418.485.826,- |0 Rp. Rp.
26.933.036,- 391.552.790,-
9. Juni 2013 Rp. 760.219.107,- | O Rp. Rp.
80.490.607,- 679.728.500,-
10. Juli 2013 Rp. 549.621.749,- | O Rp. Rp.
249.621.749,- 300.000.000,-
11. Agust | 2013 Rp. 402.196.495,- 0 Rp. Rp.
us 24.967.995,- 377.228.500,-
12. Septe | 2013 Rp. 435.390.123,- |0 Rp. Rp.
mber 95.811.623,- 339.578.500,-
13. Oktob | 2013 Rp. 428.591.651,- | Rp. Rp. Rp.
er 45.923. | 208.868.113,- 173.800.000,-
538,-
14. Nope | 2013 Rp. 463.729.944,- | Rp. Rp. Rp.
mber 23.814. | 389.434.946,- 50.480.000,-
998, -
15. Dese 2013 Rp. 424.555.237,- | Rp. Rp. Rp.
mber 21.607. | 353.417.782,- 49.530.000,-
455,-
Jumlah Rp.
4.172.538.206,-
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- Bahwa berdasarkan data dalam Aplikasi Sistem Informasi Direktorat
Jenderal Pajak (SIDJP) pada bulan September 2011, bulan September-

Desember 2012 sampai dengan bulan Januari-Desember 2013 atau sekitar

tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, PT.Chandra Prima Persada

(PT.CPP)

telah mengkreditkan faktur

pajak masukan dalam Surat

Pemberitahuan Tahunan (SPT) Masa PPN PT.Chandra Prima Persada
(PT.CPP) yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dengan 12 (dua belas)

perusahaan lawan sebagai berikut :

TGL
NO | NO FAKTUR | FAKTUR MASA | NPWP LAWAN NAMA LAWAN | PPN
PT PUSPA
01000011000 CHANDRA
1 | 00167 13-SEP-11 | 201109 | 013919808012000 | SARANA 50.160.000
PT BINA
01000011000 SEMESTA
2 100170 16-SEP-11 | 201109 | 018618678018000 | GIARTHAL. 46.024.000
PT BINA
01000011000 SEMESTA
3 00171 19-SEP-11 | 201109 | 018618678018000 | GIARTHAL. 33.816.000
Jumlah tahun 2011 130.000.000
01000012000 PT NOBELTA
4 | 00144 13-SEP-12 | 201209 | 016053282064000 | JAYA PERSADA 48.000.000
01000012000 PT NOBELTA
5 | 00146 19-SEP-12 | 201209 | 016053282064000 | JAYA PERSADA 45.400.000
01000012000 PT NOBELTA
6 | 00148 21-SEP-12 | 201209 | 016053282064000 | JAYA PERSADA 34.250.000
PT
01000012000 SWASEMBADA
7 | 00191 13-SEP-12 | 201209 | 013696901012000 | KARYA 41.525.200
PT
01000012000 SWASEMBADA
8 | 00192 14-SEP-12 | 201209 | 013696901012000 | KARYA 37.000.000
PT
01000012000 SWASEMBADA
9 |00195 18-SEP-12 | 201209 | 013696901012000 | KARYA 46.000.000
01000012000 PT RAJAWALI
10 | 00187 08-OCT-12 | 201210 | 019888825018000 | INTERINNIAGA 21.775.511
PT
01000012000 SWASEMBADA
11 | 00217 16-OCT-12 | 201210 | 013696901012000 | KARYA 37.800.000
PT
01000012000 SWASEMBADA
12| 00218 18-OCT-12 | 201210 | 013696901012000 | KARYA 41.200.000
PT
01000012000 SWASEMBADA
13 | 00220 22-OCT-12 | 201210 | 013696901012000 | KARYA 38.000.000
PT
01000012000 SWASEMBADA
14 | 00222 23-OCT-12 | 201210 | 013696901012000 | KARYA 41.700.000
15 | 01000012000 | 24-OCT-12 | 201210 | 013696901012000 | PT 37.000.000
00223 SWASEMBADA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28 dari 128 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARYA
PT
01000012000 SWASEMBADA
16 00225 27-0OCT-12 201210 | 013696901012000 KARYA 34.300.000
01000012000 PT NOBELTA
17 00169 09-NOV-12 201211 | 016053282064000 JAYA PERSADA 38.000.000
01000012000 PT  NOBELTA
18 00170 09-NOV-12 201211 | 016053282064000 JAYA PERSADA 41.700.000
01000012000 PT  NOBELTA
19 00172 13-NOV-12 201211 | 016053282064000 JAYA PERSADA 45.200.000
PT
01000012000 SWASEMBADA
20 00247 07-NOV-12 201211 | 013696901012000 KARYA 39.000.000
PT
01000012000 SWASEMBADA
21 00248 08-NOV-12 201211 | 013696901012000 KARYA 41.200.000
PT
01000012000 SWASEMBADA
22 00251 09-NOV-12 201211 | 013696901012000 KARYA 51.315.223
01000012000 PT  NOBELTA
23 00188 03-DEC-12 201212 | 016053282064000 JAYA PERSADA 39.630.000
01000012000 PT  NOBELTA
24 00191 05-DEC-12 201212 | 016053282064000 JAYA PERSADA 45.360.000
01000012000 PT  NOBELTA
25 00192 06-DEC-12 201212 | 016053282064000 JAYA PERSADA 38.022.172
01000012000 PT  NOBELTA
26 00196 08-DEC-12 201212 | 016053282064000 JAYA PERSADA 31.050.010
PT
01000012000 SWASEMBADA
27 00279 12-DEC-12 201212 | 013696901012000 KARYA 47.252.000
PT
01000012000 SWASEMBADA
28 00280 13-DEC-12 201212 | 013696901012000 KARYA 41.725.000
PT
01000012000 SWASEMBADA
29 00284 19-DEC-12 201212 | 013696901012000 KARYA 42.550.000
Jumlah tahun 2012 1.045.955.116
01000013000000 | 05-JAN- 20130 | 013696901012 | PT SWASEMBADA
30 03 13 1 000 KARYA 43.570.000
01000013000000 | 05-JAN- 20130 | 016053282064 | PT NOBELTA JAYA
31 06 13 1 000 PERSADA 48.075.000
01000013000000 | 07-JAN- 20130 | 016053282064 | PT NOBELTA JAYA
32 08 13 1 000 PERSADA 51.026.000
01000013000000 | 10-JAN- 20130 | 013696901012 | PT SWASEMBADA
33 08 13 1 000 KARYA 44.150.000
01000013000000 | 11-JAN- 20130 | 013696901012 | PT SWASEMBADA
34 09 13 1 000 KARYA 49.322.600
01000013000000 | 09-JAN- 20130 | 016053282064 | PT NOBELTA JAYA
35 13 13 1 000 PERSADA 52.000.000
01000013000000 | 02-FEB- | 20130 | 013696901012 | PT SWASEMBADA
36 28 13 2 000 KARYA 44.221.200
01000013000000 | 04-FEB- | 20130 | 013696901012 | PT SWASEMBADA
37 29 13 2 000 KARYA 47.000.000
01000013000000 | 06-FEB- | 20130 | 013696901012 | PT SWASEMBADA
38 32 13 2 000 KARYA 39.500.000
39 01000013000000 | 04-FEB- | 20130 | 016053282064 | PT NOBELTA JAYA 51.320.000
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56 13 2 000 PERSADA
01000013000000 | O5-FEB- | 20130 | 016053282064 | PT NOBELTA JAYA

40 59 13 2 000 PERSADA 44.200.000
01000013000000 | 16-FEB- | 20130 | 016053282064 | PT NOBELTA JAYA

41 81 13 2 000 PERSADA 46.000.000
01000013000000 | 18-FEB- | 20130 | 016053282064 | PT NOBELTA JAYA

42 82 13 2 000 PERSADA 34.000.000
01000013000000 | 20-FEB- | 20130 | 016053282064 | PT NOBELTA JAYA

43 85 13 2 000 PERSADA 40.300.000
01000013000000 | 01-APR- | 20130 | 210368320405 | PT  SINDANGPALAY

44 191 13 4 000 LANGGENG M. 44.242.790
01000013000000 | 02-APR- | 20130 | 210368320405 | PT  SINDANGPALAY

45 92 13 4 000 LANGGENG M. 48.000.000
01000013000000 | 03-APR- | 20130 | 210368320405 | PT  SINDANGPALAY

46 94 13 4 000 LANGGENG M. 51.110.000
01000013000000 | 06-APR- | 20130 | 210368320405 | PT  SINDANGPALAY

47 96 13 4 000 LANGGENG M. 44.200.000
01000013000000 | 08-APR- | 20130 | 210368320405 | PT  SINDANGPALAY

48 97 13 4 000 LANGGENG M. 45.000.000
01000013000000 | 10-APR- | 20130 | 210368320405 | PT  SINDANGPALAY

49 99 13 4 000 LANGGENG M. 42.000.000
01000013000001 | 11-APR- | 20130 | 210368320405 | PT  SINDANGPALAY

50 01 13 4 000 LANGGENG M. 32.500.000
01000013000001 | 12-APR- | 20130 | 210368320405 | PT  SINDANGPALAY

51 02 13 4 000 LANGGENG M. 43.500.000
01000013000001 | 16-APR- | 20130 | 210368320405 | PT  SINDANGPALAY

52 05 13 4 000 LANGGENG M. 41.000.000
01090113372173 | 04-JUN- | 20130 | 314909649429 | PT BHANDA MEKAR

53 97 13 6 000 ABADI 82.500.000
01090113372174 | 10-JUN- | 20130 | 314909649429 | PT BHANDA MEKAR

54 | 82 13 6 000 ABADI 117.850.000
01090113372174 | 26-JUN- | 20130 | 314909649429 | PT BHANDA MEKAR

55 87 13 6 000 ABADI 17.006.000
01090113372174 | 28-JUN- | 20130 | 314909649429 | PT BHANDA MEKAR

56 88 13 6 000 ABADI 9.497.500
01090113372174 | 04-JUN- | 20130 | 314909649429 | PT BHANDA MEKAR

57 95 13 6 000 ABADI 71.875.000
01090113372174 | 25-JUN- | 20130 | 314909649429 | PT BHANDA MEKAR

58 96 13 6 000 ABADI 85.000.000
01090113372174 | 25-JUN- | 20130 | 314909649429 | PT BHANDA MEKAR

59 97 13 6 000 ABADI 71.000.000
01090013867609 | 26-JUN- | 20130 | 031987779043 | PT MAXIMA

60 86 13 6 000 INDOBUANA 75.000.000
01090013867609 | 27-JUN- | 20130 | 031987779043 | PT MAXIMA

61 87 13 6 000 INDOBUANA 75.000.000
01090013867609 | 28-JUN- | 20130 | 031987779043 | PT MAXIMA

62 88 13 6 000 INDOBUANA 75.000.000
01090013867609 | 04-JUL- 20130 | 031987779043 | PT MAXIMA

63 89 13 7 000 INDOBUANA 10.000.000
01090013867609 | 09-JUL- 20130 | 031987779043 | PT MAXIMA

64 | 90 13 7 000 INDOBUANA 10.000.000
01090013867609 | 10-JUL- 20130 | 031987779043 | PT MAXIMA

65 91 13 7 000 INDOBUANA 17.500.000
01090013867609 | 12-JUL- 20130 | 031987779043 | PT MAXIMA

66 92 13 7 000 INDOBUANA 17.000.000
01090013867609 | 15-JUL- 20130 | 031987779043 | PT MAXIMA

67 93 13 7 000 INDOBUANA 17.000.000

68 01090013867609 | 16-JUL- 20130 | 031987779043 | PT MAXIMA 8.500.000
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94 13 7 000 INDOBUANA
01090013867609 | 17-JUL- 20130 | 031987779043 | PT MAXIMA

69 95 13 7 000 INDOBUANA 10.000.000
01090013867609 | 18-JUL- 20130 | 031987779043 | PT MAXIMA

70 96 13 7 000 INDOBUANA 10.000.000
01090013882525 | 03-JUL- 20130 | 032681017008 | PT ANUGRAH MULTI

71 72 13 7 000 PERKASA 27.500.000
01090013882525 | 08-JUL- 20130 | 032681017008 | PT ANUGRAH MULTI

72 75 13 7 000 PERKASA 27.500.000
01090013882555 | 01-JUL- 20130 | 032681041008

73 02 13 7 000 PT ANINDO PRATAMA 28.800.000
01090013882555 | 05-JUL- 20130 | 032681041008

74 | 05 13 7 000 PT ANINDO PRATAMA 16.200.000
01090013882555 | 10-JUL- 20130 | 032681041008

75 09 13 7 000 PT ANINDO PRATAMA 26.250.000
01090013884407 | 15-JUL- 20130 | 314782749008 | PT FERINDO JAYA

76 29 13 7 000 ABADI 22.125.000
01090113861487 | 23-JUL- 20130 | 314782749008 | PT FERINDO JAYA

77 09 13 7 000 ABADI 25.075.000
01090113861487 | 27-JUL- 20130 | 314782749008 | PT FERINDO JAYA

78 13 13 7 000 ABADI 26.550.000
01090113861442 | 01-AUG- | 20130 | 032681041008

79 53 13 8 000 PT ANINDO PRATAMA 21.250.000
01090113861958 | 02-AUG- | 20130 | 314782855008 | PT FASTORINDO

80 74 13 8 000 NUSANTARAA. 30.000.000
01090113861958 | 14-AUG- | 20130 | 314782855008 | PT FASTORINDO

81 78 13 8 000 NUSANTARAA. 30.000.000
01090113861958 | 19-AUG- | 20130 | 314782855008 | PT FASTORINDO

82 82 13 8 000 NUSANTARAA. 30.000.000
01090113861958 | 23-AUG- | 20130 | 314782855008 | PT FASTORINDO

83 87 13 8 000 NUSANTARAA. 22.500.000
01090113861958 | 28-AUG- | 20130 | 314782855008 | PT FASTORINDO

84 |91 13 8 000 NUSANTARAA. 9.497.500
01090113861442 | 03-AUG- | 20130 | 032681041008

85 57 13 8 000 PT ANINDO PRATAMA 21.250.000
01090113861442 | 20-AUG- | 20130 | 032681041008

86 64 13 8 000 PT ANINDO PRATAMA 21.250.000
01090113861442 | 26-AUG- | 20130 | 032681041008

87 69 13 8 000 PT ANINDO PRATAMA 21.250.000
01090113861312 | 13-AUG- | 20130 | 032681017008 | PT ANUGRAH MULTI

88 01 13 8 000 PERKASA 30.000.000
01090113861312 | 22-AUG- | 20130 | 032681017008 | PT ANUGRAH MULTI

89 08 13 8 000 PERKASA 30.000.000
01090113861312 | 27-AUG- | 20130 | 032681017008 | PT ANUGRAH MULTI

90 13 13 8 000 PERKASA 11.000.000
01090113861312 | 30-AUG- | 20130 | 032681017008 | PT ANUGRAH MULTI

91 16 13 8 000 PERKASA 17.006.000
01090113861487 | 12-AUG- | 20130 | 314782749008 | PT FERINDO JAYA

92 24 13 8 000 ABADI 27.500.000
01090113861487 | 16-AUG- | 20130 | 314782749008 | PT FERINDO JAYA

93 28 13 8 000 ABADI 22.875.000
01090113861487 | 21-AUG- | 20130 | 314782749008 | PT FERINDO JAYA

94 |31 13 8 000 ABADI 14.750.000
01090113861487 | 26-AUG- | 20130 | 314782749008 | PT FERINDO JAYA

95 35 13 8 000 ABADI 17.100.000
01090113861312 | 21-SEP- | 20130 | 032681017008 | PT ANUGRAH MULTI

96 32 13 9 000 PERKASA 30.000.000

97 01090113861312 | 23-SEP- | 20130 | 032681017008 | PT ANUGRAH MULTI 30.000.000
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34 13 9 000 PERKASA
01090113861312 | 23-SEP- | 20130 | 032681017008 | PT ANUGRAH MULTI

98 36 13 9 000 PERKASA 11.000.000
01090113861312 | 26-SEP- | 20130 | 032681017008 | PT ANUGRAH MULTI

99 38 13 9 000 PERKASA 17.006.000
01090113861312 | 30-SEP- | 20130 | 032681017008 | PT ANUGRAH MULTI

100 | 40 13 9 000 PERKASA 9.497.500
01090113861487 | 06-SEP- | 20130 | 314782749008 | PT FERINDO JAYA

101 | 50 13 9 000 ABADI 22.000.000
01090113861487 | 09-SEP- | 20130 | 314782749008 | PT FERINDO JAYA

102 | 52 13 9 000 ABADI 19.825.000
01090113861487 | 13-SEP- | 20130 | 314782749008 | PT FERINDO JAYA

103 | 56 13 9 000 ABADI 11.250.000
01090113861487 | 18-SEP- | 20130 | 314782749008 | PT FERINDO JAYA

104 | 60 13 9 000 ABADI 15.300.000
01090113861442 | 23-SEP- | 20130 | 032681041008

105 | 92 13 9 000 PT ANINDO PRATAMA 18.700.000
01090113861442 | 24-SEP- | 20130 | 032681041008

106 | 94 13 9 000 PT ANINDO PRATAMA 22.100.000
01090113861442 | 26-SEP- | 20130 | 032681041008

107 | 96 13 9 000 PT ANINDO PRATAMA 20.400.000
01090113861442 | 28-SEP- | 20131 | 032681041008

108 | 98 13 0 000 PT ANINDO PRATAMA 23.800.000
01090113861959 | 16-SEP- | 20130 | 314782855008 | PT FASTORINDO

109 | 08 13 9 000 NUSANTARAA. 22.500.000
01090113861959 | 18-SEP- | 20130 | 314782855008 | PT FASTORINDO

110 | 10 13 9 000 NUSANTARAA. 22.500.000
01090113861959 | 20-SEP- | 20130 | 314782855008 | PT FASTORINDO

111 | 12 13 9 000 NUSANTARAA. 22.500.000
01090113861959 | 24-SEP- | 20130 | 314782855008 | PT FASTORINDO

112 | 15 13 9 000 NUSANTARAA. 22.500.000
01090113861959 | 27-SEP- | 20130 | 314782855008 | PT FASTORINDO

113 | 18 13 9 000 NUSANTARAA. 22.500.000
01090113861487 | 01-OCT- | 20131 | 314782749008 | PT FERINDO JAYA

114 | 69 13 0 000 ABADI 17.000.000
01090113861487 | 04-OCT- | 20131 | 314782749008 | PT FERINDO JAYA

115 | 72 13 0 000 ABADI 18.750.000
01090113861487 | 09-OCT- | 20131 | 314782749008 | PT FERINDO JAYA

116 | 76 13 0 000 ABADI 18.750.000
01090113861443 | 08-OCT- | 20131 | 032681041008

117 | 06 13 0 000 PT ANINDO PRATAMA 11.000.000
01090113861443 | 14-OCT- | 20131 | 032681041008

118 | 11 13 0 000 PT ANINDO PRATAMA 17.352.500
01090113861443 | 21-OCT- | 20131 | 032681041008

119 | 15 13 0 000 PT ANINDO PRATAMA 9.497.500
01090113861959 | 01-OCT- | 20131 | 314782855008 | PT FASTORINDO

120 | 21 13 0 000 NUSANTARAA. 11.000.000
01090113861959 | 04-OCT- | 20131 | 314782855008 | PT FASTORINDO

121 | 24 13 0 000 NUSANTARAA. 9.150.000
01090113861959 | 07-OCT- | 20131 | 314782855008 | PT FASTORINDO

122 | 26 13 0 000 NUSANTARAA. 22.500.000
01090113861959 | 10-OCT- | 20131 | 314782855008 | PT FASTORINDO

123 | 29 13 0 000 NUSANTARAA. 15.000.000
01090113861959 | 04-NOV- | 20131 | 314782855008 | PT FASTORINDO

124 | 38 13 1 000 NUSANTARAA. 13.750.000
01090113861959 | 11-NOV- | 20131 | 314782855008 | PT FASTORINDO

125 | 42 13 1 000 NUSANTARAA. 11.480.000

126 | 01090213268865 | 18-NOV- | 20131 | 032681017008 | PT ANUGRAH MULTI 13.500.000
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47 13 2 000 PERKASA
01090213268865 | 22-NOV- | 20131 | 032681017008 | PT ANUGRAH MULTI

127 | 51 13 2 000 PERKASA 11.600.000
01090213268874 | 25-NOV- | 20131 | 032681041008

128 | 14 13 2 000 PT ANINDO PRATAMA 14.828.000
01090213268874 | 28-NOV- | 20131 | 032681041008

129 | 17 13 2 000 PT ANINDO PRATAMA 9.602.000
01090213268938 | 08-NOV- | 20131 | 314782749008 | PT FERINDO JAYA

130 | 14 13 1 000 ABADI 10.250.000
01090213268938 | 14-NOV- | 20131 | 314782749008 | PT FERINDO JAYA

131 | 19 13 1 000 ABADI 15.000.000
Jumlah tahun 2013 2.996.583.090
Total tahun 2011 s.d. 2013 4.172.538.206
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Rony Sahroni yang telah

menyediakan dan memberikan faktur pajak masukan fiktif kepada
PT.Chandra Prima Persada (PT.CPP) dapat menimbulkan kerugian pada
pendapatan negara dari sektor perpajakan sejumlah atau sebesar nilai PPN
pada faktur pajak fiktif yang telah dikreditkan dalam SPT Masa PPN bulan
September 2011, bulan September — Desember 2012 sampai dengan bulan
Januari — Desember 2013 atau sekitar tahun 2011 sampai dengan tahun
2013 atas nama PT.Chandra Prima Persada (PT.CPP) yang isinya tidak
benar atau tidak lengkap ke KPP Pratama Cibitung Kab. Bekasi Jabar.

- Bahwa kerugian pada pendapatan negara akibat perbuatan terdakwa
Rony Sahroni selaku Konsultan Pajak yang telah menerbitkan atau
menggunakan faktur pajak fiktif sebagai dasar pelaporan atau penyampaian
SPT Masa PPN PT.Chandra Prima Persada (PT.CPP) yang isinya tidak
benar atau tidak lengkap dari bulan September 2011, bulan September-
Desember 2012 sampai dengan bulan Januari-Desember 2013 setidak-
tidaknya adalah sebesar Rp. 4.172.538.206,- (empat milyar seratus tujuh
puluh dua juta lima ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)
dikurangi nilai pengurang kerugian pada pendapatan Negara sebesar Rp.
138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) sehingga jumlah
Rp.
4.034.538.206,- (empat milyar tiga puluh empat juta lima ratus tiga puluh

total kerugian pada pendapatan negara adalah sebesar

delapan ribu dua ratus enam rupiah).
Dedi

Peraturan Perpajakan dan Ahli Menghitung Kerugian pada Pendapatan

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Suartono dari bidang
Negara terdapat Kerugian pada Pendapatan Negara yang terjadi dari bulan
September 2011, bulan September-Desember 2012 sampai dengan bulan

Januari-Desember 2013 atau sekitar tahun pajak 2011 sampai dengan
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tahun pajak 2013 yang dilakukan oleh terdakwa Rony Sahroni selaku

Konsultan Pajak yang menyediakan faktur pajak fiktif dalam penyampaian
atau pelaporan SPT Masa PPN PT.Chandra Prima Persada (PT.CPP) yang
isinya tidak benar atau tidak lengkap ke KPP Pratama Cibitung Kab. Bekasi

Jabar sebesar Rp. 4.172.538.206,- (empat milyar seratus tujuh puluh dua

juta lima ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah) dengan

rincian :
TGL NPWP
NO | NO FAKTUR FAKTUR MASA | LAWAN NAMA LAWAN PPN
PT PUSPA

0100001100000 01391980801 CHANDRA

1 167 13-SEP-11 201109 | 2000 SARANA 50.160.000
0100001100000 01861867801 PT BINA SEMESTA

2 170 16-SEP-11 201109 | 8000 GIARTHA L. 46.024.000
0100001100000 01861867801 PT BINA SEMESTA

3 171 19-SEP-11 201109 | 8000 GIARTHA L. 33.816.000
Jumlah tahun 2011 130.000.000
0100001200000 01605328206 PT NOBELTA JAYA

4 144 13-SEP-12 201209 | 4000 PERSADA 48.000.000
0100001200000 01605328206 PT NOBELTA JAYA

5 146 19-SEP-12 201209 | 4000 PERSADA 45.400.000
0100001200000 01605328206 PT NOBELTA JAYA

6 148 21-SEP-12 201209 | 4000 PERSADA 34.250.000
0100001200000 01369690101 PT SWASEMBADA

7 191 13-SEP-12 201209 | 2000 KARYA 41.525.200
0100001200000 01369690101 PT SWASEMBADA

8 192 14-SEP-12 201209 | 2000 KARYA 37.000.000
0100001200000 01369690101 PT SWASEMBADA

9 195 18-SEP-12 201209 | 2000 KARYA 46.000.000
0100001200000 01988882501 PT RAJAWALI

10 187 08-OCT-12 201210 | 8000 INTERINNIAGA 21.775.511
0100001200000 01369690101 PT SWASEMBADA

11 217 16-OCT-12 201210 | 2000 KARYA 37.800.000
0100001200000 01369690101 PT SWASEMBADA

12 218 18-OCT-12 201210 | 2000 KARYA 41.200.000
0100001200000 01369690101 PT SWASEMBADA

13 220 22-0OCT-12 201210 | 2000 KARYA 38.000.000
0100001200000 01369690101 PT SWASEMBADA

14 222 23-0OCT-12 201210 | 2000 KARYA 41.700.000
0100001200000 01369690101 PT SWASEMBADA

15 223 24-OCT-12 201210 | 2000 KARYA 37.000.000
0100001200000 01369690101 PT SWASEMBADA

16 225 27-0OCT-12 201210 | 2000 KARYA 34.300.000
0100001200000 01605328206 PT NOBELTA JAYA

17 169 09-NOV-12 201211 | 4000 PERSADA 38.000.000
0100001200000 01605328206 PT NOBELTA JAYA

18 | 170 09-NOV-12 | 201211 | 4000 PERSADA 41.700.000
0100001200000 01605328206 PT NOBELTA JAYA

19 172 13-NOV-12 201211 | 4000 PERSADA 45.200.000
0100001200000 01369690101 PT SWASEMBADA

20 247 07-NOV-12 201211 | 2000 KARYA 39.000.000
0100001200000 01369690101 PT SWASEMBADA

21 248 08-NOV-12 201211 | 2000 KARYA 41.200.000

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34 dari 128 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0100001200000 01369690101 PT SWASEMBADA

22 251 09-NOV-12 201211 | 2000 KARYA 51.315.223
0100001200000 01605328206 PT NOBELTA JAYA

23 188 03-DEC-12 201212 | 4000 PERSADA 39.630.000
0100001200000 01605328206 PT NOBELTA JAYA

24 191 05-DEC-12 201212 | 4000 PERSADA 45.360.000
0100001200000 01605328206 PT NOBELTA JAYA

25 192 06-DEC-12 201212 | 4000 PERSADA 38.022.172
0100001200000 01605328206 PT NOBELTA JAYA

26 196 08-DEC-12 201212 | 4000 PERSADA 31.050.010
0100001200000 01369690101 PT SWASEMBADA

27 279 12-DEC-12 201212 | 2000 KARYA 47.252.000
0100001200000 01369690101 PT SWASEMBADA

28 280 13-DEC-12 201212 | 2000 KARYA 41.725.000
0100001200000 01369690101 PT SWASEMBADA

29 284 19-DEC-12 201212 | 2000 KARYA 42.550.000
Jumlah tahun 2012 1.045.955.116
01000013000000 013696901 | PT SWASEMBADA

30 03 05-JAN-13 | 201301 | 012000 KARYA 43.570.000
01000013000000 016053282 | PT NOBELTA JAYA

31 06 05-JAN-13 | 201301 | 064000 PERSADA 48.075.000
01000013000000 016053282 | PT NOBELTA JAYA

32 08 07-JAN-13 | 201301 | 064000 PERSADA 51.026.000
01000013000000 013696901 | PT SWASEMBADA

33 08 10-JAN-13 | 201301 | 012000 KARYA 44.150.000
01000013000000 013696901 | PT SWASEMBADA

34 09 11-JAN-13 | 201301 | 012000 KARYA 49.322.600
01000013000000 016053282 | PT NOBELTA JAYA

35 13 09-JAN-13 | 201301 | 064000 PERSADA 52.000.000
01000013000000 013696901 | PT SWASEMBADA

36 28 02-FEB-13 | 201302 | 012000 KARYA 44.221.200
01000013000000 013696901 | PT SWASEMBADA

37 29 04-FEB-13 | 201302 | 012000 KARYA 47.000.000
01000013000000 013696901 | PT SWASEMBADA

38 32 06-FEB-13 | 201302 | 012000 KARYA 39.500.000
01000013000000 016053282 | PT NOBELTA JAYA

39 56 04-FEB-13 | 201302 | 064000 PERSADA 51.320.000
01000013000000 016053282 | PT NOBELTA JAYA

40 59 05-FEB-13 | 201302 | 064000 PERSADA 44.200.000
01000013000000 016053282 | PT NOBELTA JAYA

41 81 16-FEB-13 | 201302 | 064000 PERSADA 46.000.000
01000013000000 016053282 | PT NOBELTA JAYA

42 82 18-FEB-13 | 201302 | 064000 PERSADA 34.000.000
01000013000000 016053282 | PT NOBELTA JAYA

43 85 20-FEB-13 | 201302 | 064000 PERSADA 40.300.000
01000013000000 210368320 | PT  SINDANGPALAY

44 91 01-APR-13 | 201304 | 405000 LANGGENG M. 44.242.790
01000013000000 210368320 | PT  SINDANGPALAY

45 92 02-APR-13 | 201304 | 405000 LANGGENG M. 48.000.000
01000013000000 210368320 | PT  SINDANGPALAY

46 94 03-APR-13 | 201304 | 405000 LANGGENG M. 51.110.000
01000013000000 210368320 | PT  SINDANGPALAY

47 96 06-APR-13 | 201304 | 405000 LANGGENG M. 44.200.000
01000013000000 210368320 | PT  SINDANGPALAY

48 97 08-APR-13 | 201304 | 405000 LANGGENG M. 45.000.000
01000013000000 210368320 | PT  SINDANGPALAY

49 99 10-APR-13 | 201304 | 405000 LANGGENG M. 42.000.000

50 01000013000001 | 11-APR-13 | 201304 | 210368320 | PT  SINDANGPALAY 32.500.000
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01 405000 LANGGENG M.
01000013000001 210368320 | PT  SINDANGPALAY

51 02 12-APR-13 | 201304 | 405000 LANGGENG M. 43.500.000
01000013000001 210368320 | PT  SINDANGPALAY

52 05 16-APR-13 | 201304 | 405000 LANGGENG M. 41.000.000
01090113372173 314909649 | PT BHANDA MEKAR

53 97 04-JUN-13 | 201306 | 429000 ABADI 82.500.000
01090113372174 314909649 | PT BHANDA MEKAR

54 | 82 10-JUN-13 | 201306 | 429000 ABADI 117.850.000
01090113372174 314909649 | PT BHANDA MEKAR

55 87 26-JUN-13 | 201306 | 429000 ABADI 17.006.000
01090113372174 314909649 | PT BHANDA MEKAR

56 88 28-JUN-13 | 201306 | 429000 ABADI 9.497.500
01090113372174 314909649 | PT BHANDA MEKAR

57 95 04-JUN-13 | 201306 | 429000 ABADI 71.875.000
01090113372174 314909649 | PT BHANDA MEKAR

58 96 25-JUN-13 | 201306 | 429000 ABADI 85.000.000
01090113372174 314909649 | PT BHANDA MEKAR

59 97 25-JUN-13 | 201306 | 429000 ABADI 71.000.000
01090013867609 031987779 | PT MAXIMA

60 86 26-JUN-13 | 201306 | 043000 INDOBUANA 75.000.000
01090013867609 031987779 | PT MAXIMA

61 87 27-JUN-13 | 201306 | 043000 INDOBUANA 75.000.000
01090013867609 031987779 | PT MAXIMA

62 88 28-JUN-13 | 201306 | 043000 INDOBUANA 75.000.000
01090013867609 031987779 | PT MAXIMA

63 89 04-JUL-13 | 201307 | 043000 INDOBUANA 10.000.000
01090013867609 031987779 | PT MAXIMA

64 | 90 09-JUL-13 | 201307 | 043000 INDOBUANA 10.000.000
01090013867609 031987779 | PT MAXIMA

65 91 10-JUL-13 | 201307 | 043000 INDOBUANA 17.500.000
01090013867609 031987779 | PT MAXIMA

66 92 12-JUL-13 | 201307 | 043000 INDOBUANA 17.000.000
01090013867609 031987779 | PT MAXIMA

67 93 15-JUL-13 | 201307 | 043000 INDOBUANA 17.000.000
01090013867609 031987779 | PT MAXIMA

68 94 16-JUL-13 | 201307 | 043000 INDOBUANA 8.500.000
01090013867609 031987779 | PT MAXIMA

69 95 17-JUL-13 | 201307 | 043000 INDOBUANA 10.000.000
01090013867609 031987779 | PT MAXIMA

70 96 18-JUL-13 | 201307 | 043000 INDOBUANA 10.000.000
01090013882525 032681017 | PT ANUGRAH MULTI

71 72 03-JUL-13 | 201307 | 008000 PERKASA 27.500.000
01090013882525 032681017 | PT ANUGRAH MULTI

72 75 08-JUL-13 | 201307 | 008000 PERKASA 27.500.000
01090013882555 032681041

73 02 01-JUL-13 | 201307 | 008000 PT ANINDO PRATAMA 28.800.000
01090013882555 032681041

74 | 05 05-JUL-13 | 201307 | 008000 PT ANINDO PRATAMA 16.200.000
01090013882555 032681041

75 09 10-JUL-13 | 201307 | 008000 PT ANINDO PRATAMA 26.250.000
01090013884407 314782749 | PT FERINDO JAYA

76 29 15-JUL-13 | 201307 | 008000 ABADI 22.125.000
01090113861487 314782749 | PT FERINDO JAYA

77 09 23-JUL-13 | 201307 | 008000 ABADI 25.075.000
01090113861487 314782749 | PT FERINDO JAYA

78 13 27-JUL-13 | 201307 | 008000 ABADI 26.550.000

79 01090113861442 | 01-AUG-13 | 201308 | 032681041 | PT ANINDO PRATAMA 21.250.000
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53 008000
01090113861958 314782855 | PT FASTORINDO

80 74 02-AUG-13 | 201308 | 008000 NUSANTARAA. 30.000.000
01090113861958 314782855 | PT FASTORINDO

81 78 14-AUG-13 | 201308 | 008000 NUSANTARAA. 30.000.000
01090113861958 314782855 | PT FASTORINDO

82 82 19-AUG-13 | 201308 | 008000 NUSANTARAA. 30.000.000
01090113861958 314782855 | PT FASTORINDO

83 87 23-AUG-13 | 201308 | 008000 NUSANTARAA. 22.500.000
01090113861958 314782855 | PT FASTORINDO

84 |91 28-AUG-13 | 201308 | 008000 NUSANTARAA. 9.497.500
01090113861442 032681041

85 57 03-AUG-13 | 201308 | 008000 PT ANINDO PRATAMA 21.250.000
01090113861442 032681041

86 64 20-AUG-13 | 201308 | 008000 PT ANINDO PRATAMA 21.250.000
01090113861442 032681041

87 69 26-AUG-13 | 201308 | 008000 PT ANINDO PRATAMA 21.250.000
01090113861312 032681017 | PT ANUGRAH MULTI

88 01 13-AUG-13 | 201308 | 008000 PERKASA 30.000.000
01090113861312 032681017 | PT ANUGRAH MULTI

89 08 22-AUG-13 | 201308 | 008000 PERKASA 30.000.000
01090113861312 032681017 | PT ANUGRAH MULTI

90 13 27-AUG-13 | 201308 | 008000 PERKASA 11.000.000
01090113861312 032681017 | PT ANUGRAH MULTI

91 16 30-AUG-13 | 201308 | 008000 PERKASA 17.006.000
01090113861487 314782749 | PT FERINDO JAYA

92 24 12-AUG-13 | 201308 | 008000 ABADI 27.500.000
01090113861487 314782749 | PT FERINDO JAYA

93 28 16-AUG-13 | 201308 | 008000 ABADI 22.875.000
01090113861487 314782749 | PT FERINDO JAYA

94 |31 21-AUG-13 | 201308 | 008000 ABADI 14.750.000
01090113861487 314782749 | PT FERINDO JAYA

95 35 26-AUG-13 | 201308 | 008000 ABADI 17.100.000
01090113861312 032681017 | PT ANUGRAH MULTI

96 32 21-SEP-13 | 201309 | 008000 PERKASA 30.000.000
01090113861312 032681017 | PT ANUGRAH MULTI

97 34 23-SEP-13 | 201309 | 008000 PERKASA 30.000.000
01090113861312 032681017 | PT ANUGRAH MULTI

98 36 23-SEP-13 | 201309 | 008000 PERKASA 11.000.000
01090113861312 032681017 | PT ANUGRAH MULTI

99 38 26-SEP-13 | 201309 | 008000 PERKASA 17.006.000
01090113861312 032681017 | PT ANUGRAH MULTI

100 | 40 30-SEP-13 | 201309 | 008000 PERKASA 9.497.500
01090113861487 314782749 | PT FERINDO JAYA

101 | 50 06-SEP-13 | 201309 | 008000 ABADI 22.000.000
01090113861487 314782749 | PT FERINDO JAYA

102 | 52 09-SEP-13 | 201309 | 008000 ABADI 19.825.000
01090113861487 314782749 | PT FERINDO JAYA

103 | 56 13-SEP-13 | 201309 | 008000 ABADI 11.250.000
01090113861487 314782749 | PT FERINDO JAYA

104 | 60 18-SEP-13 | 201309 | 008000 ABADI 15.300.000
01090113861442 032681041

105 | 92 23-SEP-13 | 201309 | 008000 PT ANINDO PRATAMA 18.700.000
01090113861442 032681041

106 | 94 24-SEP-13 | 201309 | 008000 PT ANINDO PRATAMA 22.100.000
01090113861442 032681041

107 | 96 26-SEP-13 | 201309 | 008000 PT ANINDO PRATAMA 20.400.000

108 | 01090113861442 | 28-SEP-13 | 201310 | 032681041 | PT ANINDO PRATAMA 23.800.000
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98 008000
01090113861959 314782855 | PT FASTORINDO

109 | 08 16-SEP-13 | 201309 | 008000 NUSANTARAA. 22.500.000
01090113861959 314782855 | PT FASTORINDO

110 | 10 18-SEP-13 | 201309 | 008000 NUSANTARAA. 22.500.000
01090113861959 314782855 | PT FASTORINDO

111 | 12 20-SEP-13 | 201309 | 008000 NUSANTARAA. 22.500.000
01090113861959 314782855 | PT FASTORINDO

112 | 15 24-SEP-13 | 201309 | 008000 NUSANTARAA. 22.500.000
01090113861959 314782855 | PT FASTORINDO

113 | 18 27-SEP-13 | 201309 | 008000 NUSANTARAA. 22.500.000
01090113861487 314782749 | PT FERINDO JAYA

114 | 69 01-OCT-13 | 201310 | 008000 ABADI 17.000.000
01090113861487 314782749 | PT FERINDO JAYA

115 | 72 04-OCT-13 | 201310 | 008000 ABADI 18.750.000
01090113861487 314782749 | PT FERINDO JAYA

116 | 76 09-OCT-13 | 201310 | 008000 ABADI 18.750.000
01090113861443 032681041

117 | 06 08-OCT-13 | 201310 | 008000 PT ANINDO PRATAMA 11.000.000
01090113861443 032681041

118 | 11 14-OCT-13 | 201310 | 008000 PT ANINDO PRATAMA 17.352.500
01090113861443 032681041

119 | 15 21-OCT-13 | 201310 | 008000 PT ANINDO PRATAMA 9.497.500
01090113861959 314782855 | PT FASTORINDO

120 | 21 01-OCT-13 | 201310 | 008000 NUSANTARAA. 11.000.000
01090113861959 314782855 | PT FASTORINDO

121 | 24 04-OCT-13 | 201310 | 008000 NUSANTARAA. 9.150.000
01090113861959 314782855 | PT FASTORINDO

122 | 26 07-OCT-13 | 201310 | 008000 NUSANTARAA. 22.500.000
01090113861959 314782855 | PT FASTORINDO

123 | 29 10-OCT-13 | 201310 | 008000 NUSANTARAA. 15.000.000
01090113861959 314782855 | PT FASTORINDO

124 | 38 04-NOV-13 | 201311 | 008000 NUSANTARAA. 13.750.000
01090113861959 314782855 | PT FASTORINDO

125 | 42 11-NOV-13 | 201311 | 008000 NUSANTARAA. 11.480.000
01090213268865 032681017 | PT ANUGRAH MULTI

126 | 47 18-NOV-13 | 201312 | 008000 PERKASA 13.500.000
01090213268865 032681017 | PT ANUGRAH MULTI

127 | 51 22-NOV-13 | 201312 | 008000 PERKASA 11.600.000
01090213268874 032681041

128 | 14 25-NOV-13 | 201312 | 008000 PT ANINDO PRATAMA 14.828.000
01090213268874 032681041

129 | 17 28-NOV-13 | 201312 | 008000 PT ANINDO PRATAMA 9.602.000
01090213268938 314782749 | PT FERINDO JAYA

130 | 14 08-NOV-13 | 201311 | 008000 ABADI 10.250.000
01090213268938 314782749 | PT FERINDO JAYA

131 | 19 14-NOV-13 | 201311 | 008000 ABADI 15.000.000
Jumlah tahun 2013 2.996.583.090
Total tahun 2011 s.d. 2013 4.172.538.206

- Bahwa saksi Achmad Nirza selaku Direktur Keuangan PT. Chandra
Prima Persada (PT. CPP) bersama-sama dengan saksi Anda Yusperi
selaku Direktur Operasional PT. Chandra Prima Persada (PT. CPP) telah

melakukan pembayaran PPN pada saat dilakukan Pemeriksaan Bukti
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Permulaan sampai dengan tahun 2018 sebesar Rp. 345.000.000,- (tiga

ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

SURAT SETORAN PAJAK

Tanggal
NTPN Kode Akun Pajak Masa Pajak Jumlah

Pembayaran
E2AF046R7QHS5K08 411211 500 28092017 12122013 200,000,000
4030D6TEJBQHKSJIO 411211 500 31102017 12122013 50,000,000
CE82B5GAO29N20KO 411211 500 29112017 12122013 50,000,000
5B7CF5C2QPHATAHO 411211 500 15012018 12122013 25,000,000
460AA7D6E700LVBO 411211 500 07082018 12122013 20,000,000
Jumlah 345,000,000

- Bahwa sesuai Pasal 25 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor :
239/PMK.03/2014 dinyatakan bahwa jumlah yang dapat diperhitungkan
sebagai pengurang nilai kerugian pada pendapatan Negara untuk masa
pajak Desember 2013 adalah sebesar dua perlima bagian dari jumlah
pembayaran dalam rangka pengungkapan ketidakbenaran perbuatan saksi
Anda Yusperi dan saksi Achmad Nirza. Rincian nilai pengurang kerugian
pada pendapatan Negara adalah sebesar Rp. 138.000.000,- (seratus tiga

puluh delapan juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Distribusi Sesuai Pasal 8 ayat (3) Nilai Pengurang Kerugian Pada
No. | Jumlah Pembayaran UU KUP
Pokok Sanksi/Denda Pendapatan Negara
1. 200,000,000 80,000,000 120,000,000 80,000,000
2. 50,000,000 20,000,000 30,000,000 20,000,000
3. 50,000,000 20,000,000 30,000,000 20,000,000
4. 25,000,000 10,000,000 15,000,000 10,000,000
5. 20,000,000 8,000,000 12,000,000 8,000,000
Jumlah 138,000,000

- Sehingga total kerugian pada pendapatan negara yang awalnya
sebesar Rp. 4.172.538.206,- (empat milyar seratus tujuh puluh dua juta
lima ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah) dikurangi nilai
pengurang kerugian pada pendapatan Negara sebesar Rp. 138.000.000,-
(seratus tiga puluh delapan juta rupiah) sehingga jumlah total kerugian
pada pendapatan negara adalah sebesar Rp. 4.034.538.206,- (empat
milyar tiga puluh empat juta lima ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus
enam rupiah).
Perbuatan Terdakwa Rony Sahroni diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 39 ayat (1) huruf d jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 6 tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir diubah dengan UU No. 16 tahun 2009 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 tahun
2008 tentang Perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983
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tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang
jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan dipersidangan,
terdakwa menyatakan telah mendengar, mengerti serta membenarkannya dan
terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. KARTONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak mempunyai

hubungan keluarga dengan terdakwa.

-Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Administrasi Bukti

Permulaan dan Penyidikan pada Kanwil DJP Jawa Barat Il di Bekasi

tahun 2017 sampai dengan sekarang.

-Bahwa saksi yang melaporkan telah terjadi indikasi tindak pidana

perpajakan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan Laporan

Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap PT. CHANDRA PRIMA

PERSADA, NPWP: 02.321.676.5-435.000 yang dilakukan oleh Tim

Pemeriksa Bukti Permulaan Kanwil DJP Jawa Barat Il, yaitu dengan

Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor: LPBP - 07/WPJ.22 /

2017 tanggal 30 November 2017 untuk Jenis Pajak PPN dengan Masa

Pajak September 2011, Januari s.d Desember 2012 dan Januari s.d

Desember 2013.

- Bahwa kejadiannya dalam masa pajak September 2011, Januari s.d

Desember 2012 dan Januari s.d Desember 2013 dalam kurun waktu

September 2011 sampai dengan Januari 2014.

-Bahwa Pelaku Tindak Pidana Pajak selain terdakwa selaku selaku

Direktur PT. Bagen Prima Guna dan Konsultan Pajak ada sdr. Anda

Yusperi selaku Direktur Operasional PT. Chandra Prima Persada

(PT.CPP) dan sdr. Achmad Nirza selaku Direktur Keuangan PT.

Chandra Prima Persada (PT.CPP).

-Bahwa data atau informasi awal sebagai dasar untuk dilakukan

Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap PT. CHANDRA PRIMA

PERSADA adalah dari Laporan Hasil Pengembangan dan Analisa yang

sumber datanya dari Direktur Penegakan Hukum DJP, diperoleh

informasi bahwa terhadap Wajib Pajak pengguna Faktur Pajak Tidak
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Berdasarkan Transaksi Sebenarnya yang telah dilakukan Klarifikasi
untuk Wajib Pajak yang sisa kurang bayarnya lebih dari 20% dari
komitmen dan jumlah rupiahnya lebih dari Rp.200.000.000,- maka
ditindaklanjuti dengan dibuatkan IDLP yang dikirimkan ke Kanwil Wajib
Pajak PT. CHANDRA PRIMA PERSADA termasuk dalam kriteria
menyetujui seluruhnya tetapi tidak sepenuhnya memenuhi komitmen
yang sisa kurang bayarnya lebih daru 20% dari komitmen dan jumlah

rupiahnya lebih dari Rp.200.000.000,- dengan perincian sebagai

berikut:

No | NPWP Nama Nilai FP Klarifikasi Komitmen | Bayar %KB
1 02.321.676 | PT. 7,986,943,277 | 7,986,943,277 | 7,986,943 | 3,814,405, | 52,24
.5-435.000 CHANDRA 277 071 %
PRIMA
PERSADA

sehingga atas Wajib Pajak PT. CHANDRA PRIMA PERSADA diusulkan
untuk ditindaklanjuti ke Pemeriksaan Bukti Permulaan.
-Bahwa data atau dokumen yang diperoleh Tim Pemeriksa Bukti
Permulaan dari Wajib Pajak sebagai bahan bukti pidana adalah :

o Asli SPT Masa PPN masa September 2011

. Asli SPT Masa PPN masa Januari s.d Desember 2012

o Asli SPT Masa PPN masa Januari s.d Desember 2013

o Asli SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2011, 2012 dan 2013

o Asli Rekening Koran Bank Mandiri tahun 2013 dan BIl Maybank

tahun 2013
-Bahwa data atau dokumen yang diperoleh Tim Pemeriksa Bukti
Permulaan dari KPP Pratama Cibitung sebagai bahan bukti pidana
adalah Foto Copy Akta Notaris Syafril, S.H. Nomor 08 tanggal 27 Januari
2015.
- Bahwa PT.CHANDRA PRIMA PERSADA berdiri sejak tanggal 29 Juli
2003 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 5 dari
Notaris Untung Raharjo, S.H.
- Bahwa kegiatan usaha PT.CHANDRA PRIMA PERSADA adalah jasa
outsourcing tenaga pengamanan dan cleaning service.
- Bahwa terdakwa ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana di bidang
perpajakan setelah dilakukan Penelaahan yang dilakukan oleh Tim
Penelaah dari Kanwil DJP Jawa Barat Il dan Tim Penelaah dari

Direktorat Penegakan Hukum Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.
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- Bahwa sdr. Achmad Nirza selaku Direktur Keuangan di PT CHANDRA
PRIMA PERSADA dan sdr. ANDA YUSPERI menjabat Direktur
Operasional di PT.CHANDRA PRIMA PERSADA bertanggung jawab atas
kebenaran SPT Masa PPN PT. CHANDRA PRIMA PERSADA dan
berperan mendapatkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi
sebenarnya.

- Bahwa modus operandi yang digunakan oleh sdr. Achmad Nirza dan
sdr. Anda Yusperi adalah menggunakan faktur pajak yang tidak
berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan telah
diperhitungkan/dikreditkan sebagai Pajak Masukan dalam SPT PPN PT.
CHANDRA PRIMA PERSADA dengan nilai PPN sebesar Rp.
4.172.538.206,- (empat milyar seratus tujun puluh dua juta lima ratus tiga
puluh delapan dua ratus enam rupiah).

-Bahwa PT. CHANDRA PRIMA PERSADA telah melakukan
pengkreditan pajak masukan yang tidak berdasarkan transaksi
sebenarnya pada SPT Masa PPN untuk masa pajak September 2011,
Januari 2012 s.d. Desember 2012 dan Januari 2013 s.d. Desember

2013 dengan jumlah dan rincian sebanyak 131 transaksi sebagai

berikut :
NO TGL NPWP
NO FAKTUR FAKTUR MASA LAWAN NAMA LAWAN PPN

13-SEP- 01391980801 | PT PUSPA CHANDRA 50.16

1 0100001100000167 11 201109 2000 | SARANA 0.000
16-SEP- 01861867801 | PT BINA SEMESTA GIARTHA 46.02

2 | 0100001100000170 11 | 201109 8000 | L. 4.000
19-SEP- 01861867801 | PT BINA SEMESTA GIARTHA 33.81

3 0100001100000171 11 201109 8000 | L. 6.000
13-SEP- 01605328206 48.00

4 0100001200000144 12 201209 4000 | PT NOBELTA JAYA PERSADA 0.000
19-SEP- 01605328206 45.40

5 0100001200000146 12 201209 4000 | PT NOBELTA JAYA PERSADA 0.000
21-SEP- 01605328206 34.25

6 0100001200000148 12 201209 4000 | PT NOBELTA JAYA PERSADA 0.000
09-NOV- 01605328206 38.00

7 0100001200000169 12 201211 4000 | PT NOBELTA JAYA PERSADA 0.000
09-NOV- 01605328206 41.70

8 0100001200000170 12 201211 4000 | PT NOBELTA JAYA PERSADA 0.000
13-NOV- 01605328206 45.20

9 0100001200000172 12 201211 4000 | PT NOBELTA JAYA PERSADA 0.000
08-0CT- 01988882501 | PT RAJAWALI 21.77

10 0100001200000187 12 201210 8000 | INTERINNIAGA 5.511
03-DEC- 01605328206 39.63

11 0100001200000188 12 201212 4000 | PT NOBELTA JAYA PERSADA 0.000
13-SEP- 01369690101 41.52

12 0100001200000191 12 201209 2000 | PT SWASEMBADA KARYA 5.200
05-DEC- 01605328206 4536

13 0100001200000191 12 201212 4000 | PT NOBELTA JAYA PERSADA 0.000
14-SEP- 01369690101 37.00

14 0100001200000192 12 201209 2000 | PT SWASEMBADA KARYA 0.000
06-DEC- 01605328206 38.02

15 0100001200000192 12 201212 4000 | PT NOBELTA JAYA PERSADA 2.172
18-SEP- 01369690101 46.00

16 | 0100001200000195 12 | 201209 2000 | PT SWASEMBADA KARYA 0.000
08-DEC- 01605328206 31.05

17 0100001200000196 12 201212 4000 | PT NOBELTA JAYA PERSADA 0.010
16-OCT- 01369690101 37.80

18 0100001200000217 12 201210 2000 | PT SWASEMBADA KARYA 0.000
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18-0CT- 01369690101 41.20

19 0100001200000218 12 | 201210 2000 | PT SWASEMBADA KARYA 0.000
22-0CT- 01369690101 38.00

20 0100001200000220 12 | 201210 2000 | PT SWASEMBADA KARYA 0.000
23-0CT- 01369690101 41.70

21 0100001200000222 12 | 201210 2000 | PT SWASEMBADA KARYA 0.000
24-0OCT- 01369690101 37.00

22 0100001200000223 12 | 201210 2000 | PT SWASEMBADA KARYA 0.000
27-0OCT- 01369690101 34.30

23 0100001200000225 12 | 201210 2000 | PT SWASEMBADA KARYA 0.000
07-NOV- 01369690101 39.00

24 | 0100001200000247 12 | 201211 2000 | PT SWASEMBADA KARYA 0.000
08-NOV- 01369690101 41.20

25 0100001200000248 12 | 201211 2000 | PT SWASEMBADA KARYA 0.000
09-NOV- 01369690101 51.31

26 0100001200000251 12 | 201211 2000 | PT SWASEMBADA KARYA 5.223
12-DEC- 01369690101 47.25

27 0100001200000279 12 | 201212 2000 | PT SWASEMBADA KARYA 2.000
13-DEC- 01369690101 41.72

28 0100001200000280 12 | 201212 2000 | PT SWASEMBADA KARYA 5.000
19-DEC- 01369690101 42.55

29 0100001200000284 12 | 201212 2000 | PT SWASEMBADA KARYA 0.000
05-JAN- 01369690101 43.57

30 0100001300000003 13 | 201301 2000 | PT SWASEMBADA KARYA 0.000
05-JAN- 01605328206 48.07

31 0100001300000006 13 | 201301 4000 | PT NOBELTA JAYA PERSADA 5.000
07-JAN- 01605328206 51.02

32 0100001300000008 13| 201301 4000 | PT NOBELTA JAYA PERSADA 6.000
10-JAN- 01369690101 44.15

33 0100001300000008 13 | 201301 2000 | PT SWASEMBADA KARYA 0.000
11-JAN- 01369690101 49.32

34 | 0100001300000009 13 | 201301 2000 | PT SWASEMBADA KARYA 2.600
09-JAN- 01605328206 52.00

35 0100001300000013 13 | 201301 4000 | PT NOBELTA JAYA PERSADA 0.000
02-FEB- 01369690101 44.22

36 0100001300000028 13 | 201302 2000 | PT SWASEMBADA KARYA 1.200
04-FEB- 01369690101 47.00

37 0100001300000029 13 | 201302 2000 | PT SWASEMBADA KARYA 0.000
06-FEB- 01369690101 39.50

38 0100001300000032 13 | 201302 2000 | PT SWASEMBADA KARYA 0.000
04-FEB- 01605328206 51.32

39 0100001300000056 13 | 201302 4000 | PT NOBELTA JAYA PERSADA 0.000
05-FEB- 01605328206 44.20

40 0100001300000059 13 | 201302 4000 | PT NOBELTA JAYA PERSADA 0.000
16-FEB- 01605328206 46.00

41 0100001300000081 13 | 201302 4000 | PT NOBELTA JAYA PERSADA 0.000
18-FEB- 01605328206 34.00

42 0100001300000082 13 | 201302 4000 | PT NOBELTA JAYA PERSADA 0.000
20-FEB- 01605328206 40.30

43 0100001300000085 13 | 201302 4000 | PT NOBELTA JAYA PERSADA 0.000
01-APR- 21036832040 | PT SINDANGPALAY 44.24

44 | 0100001300000091 13 | 201304 5000 | LANGGENG M. 2.790
02-APR- 21036832040 | PT SINDANGPALAY 48.00

45 0100001300000092 13 | 201304 5000 | LANGGENG M. 0.000
03-APR- 21036832040 | PT SINDANGPALAY 51.11

46 0100001300000094 13 | 201304 5000 | LANGGENG M. 0.000
06-APR- 21036832040 | PT SINDANGPALAY 44.20

47 0100001300000096 13 | 201304 5000 | LANGGENG M. 0.000
08-APR- 21036832040 | PT SINDANGPALAY 45.00

48 0100001300000097 13 | 201304 5000 | LANGGENG M. 0.000
10-APR- 21036832040 | PT SINDANGPALAY 42.00

49 0100001300000099 13 | 201304 5000 | LANGGENG M. 0.000
11-APR- 21036832040 | PT SINDANGPALAY 32.50

50 0100001300000101 13 | 201304 5000 | LANGGENG M. 0.000
12-APR- 21036832040 | PT SINDANGPALAY 43.50

51 0100001300000102 13 | 201304 5000 | LANGGENG M. 0.000
16-APR- 21036832040 | PT SINDANGPALAY 41.00

52 0100001300000105 13 | 201304 5000 | LANGGENG M. 0.000
26-JUN- 03198777904 75.00

53 0109001386760986 13 | 201306 3000 | PT MAXIMA INDOBUANA 0.000
27-JUN- 03198777904 75.00

54 | 0109001386760987 13 | 201306 3000 | PT MAXIMA INDOBUANA 0.000
28-JUN- 03198777904 75.00

55 0109001386760988 13 | 201306 3000 | PT MAXIMA INDOBUANA 0.000
04-JUL- 03198777904 10.00

56 0109001386760989 13 | 201307 3000 | PT MAXIMA INDOBUANA 0.000
09-JUL- 03198777904 10.00

57 0109001386760990 13 | 201307 3000 | PT MAXIMA INDOBUANA 0.000
10-JUL- 03198777904 17.50

58 0109001386760991 13| 201307 3000 | PT MAXIMA INDOBUANA 0.000
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12-JUL- 03198777904 17.00

59 0109001386760992 13 | 201307 3000 | PT MAXIMA INDOBUANA 0.000
15-JUL- 03198777904 17.00

60 0109001386760993 13 | 201307 3000 | PT MAXIMA INDOBUANA 0.000
16-JUL- 03198777904 8.50

61 0109001386760994 13 | 201307 3000 | PT MAXIMA INDOBUANA 0.000
17-JUL- 03198777904 10.00

62 0109001386760995 13 | 201307 3000 | PT MAXIMA INDOBUANA 0.000
18-JUL- 03198777904 10.00

63 0109001386760996 13 | 201307 3000 | PT MAXIMA INDOBUANA 0.000
03-JUL- 03268101700 | PT ANUGRAH MULTI 27.50

64 | 0109001388252572 13 | 201307 8000 | PERKASA 0.000
08-JUL- 03268101700 | PT ANUGRAH MULTI 27.50

65 0109001388252575 13 | 201307 8000 | PERKASA 0.000
01-JUL- 03268104100 28.80

66 0109001388255502 13 | 201307 8000 | PT ANINDO PRATAMA 0.000
05-JUL- 03268104100 16.20

67 0109001388255505 13 | 201307 8000 | PT ANINDO PRATAMA 0.000
10-JUL- 03268104100 26.25

68 0109001388255509 13 | 201307 8000 | PT ANINDO PRATAMA 0.000
15-JUL- 31478274900 22.12

69 0109001388440729 13 | 201307 8000 | PT FERINDO JAYA ABADI 5.000
04-JUN- 31490964942 82.50

70 0109011337217397 13 | 201306 9000 | PT BHANDA MEKAR ABADI 0.000
10-JUN- 31490964942 117.85

71 0109011337217482 13 | 201306 9000 | PT BHANDA MEKAR ABADI 0.000
26-JUN- 31490964942 17.00

72 0109011337217487 13 | 201306 9000 | PT BHANDA MEKAR ABADI 6.000
28-JUN- 31490964942 9.49

73 0109011337217488 13 | 201306 9000 | PT BHANDA MEKAR ABADI 7.500
04-JUN- 31490964942 71.87

74 | 0109011337217495 13 | 201306 9000 | PT BHANDA MEKAR ABADI 5.000
25-JUN- 31490964942 85.00

75 0109011337217496 13 | 201306 9000 | PT BHANDA MEKAR ABADI 0.000
25-JUN- 31490964942 71.00

76 0109011337217497 13 | 201306 9000 | PT BHANDA MEKAR ABADI 0.000
13-AUG- 03268101700 | PT ANUGRAH MULTI 30.00

77 0109011386131201 13 | 201308 8000 | PERKASA 0.000
22-AUG- 03268101700 | PT ANUGRAH MULTI 30.00

78 0109011386131208 13 | 201308 8000 | PERKASA 0.000
27-AUG- 03268101700 | PT ANUGRAH MULTI 11.00

79 0109011386131213 13 | 201308 8000 | PERKASA 0.000
30-AUG- 03268101700 | PT ANUGRAH MULTI 17.00

80 0109011386131216 13 | 201308 8000 | PERKASA 6.000
21-SEP- 03268101700 | PT ANUGRAH MULTI 30.00

81 0109011386131232 13 | 201309 8000 | PERKASA 0.000
23-SEP- 03268101700 | PT ANUGRAH MULTI 30.00

82 0109011386131234 13 | 201309 8000 | PERKASA 0.000
23-SEP- 03268101700 | PT ANUGRAH MULTI 11.00

83 0109011386131236 13 | 201309 8000 | PERKASA 0.000
26-SEP- 03268101700 | PT ANUGRAH MULTI 17.00

84 | 0109011386131238 13 | 201309 8000 | PERKASA 6.000
30-SEP- 03268101700 | PT ANUGRAH MULTI 9.49

85 0109011386131240 13 | 201309 8000 | PERKASA 7.500
01-AUG- 03268104100 21.25

86 0109011386144253 13 | 201308 8000 | PT ANINDO PRATAMA 0.000
03-AUG- 03268104100 21.25

87 0109011386144257 13 | 201308 8000 | PT ANINDO PRATAMA 0.000
20-AUG- 03268104100 21.25

88 0109011386144264 13 | 201308 8000 | PT ANINDO PRATAMA 0.000
26-AUG- 03268104100 21.25

89 0109011386144269 13 | 201308 8000 | PT ANINDO PRATAMA 0.000
23-SEP- 03268104100 18.70

90 0109011386144292 13 | 201309 8000 | PT ANINDO PRATAMA 0.000
24-SEP- 03268104100 22.10

91 0109011386144294 13 | 201309 8000 | PT ANINDO PRATAMA 0.000
26-SEP- 03268104100 20.40

92 0109011386144296 13 | 201309 8000 | PT ANINDO PRATAMA 0.000
28-SEP- 03268104100 23.80

93 0109011386144298 13 | 201310 8000 | PT ANINDO PRATAMA 0.000
08-OCT- 03268104100 11.00

94 | 0109011386144306 13 | 201310 8000 | PT ANINDO PRATAMA 0.000
14-OCT- 03268104100 17.35

95 0109011386144311 13 | 201310 8000 | PT ANINDO PRATAMA 2.500
21-0CT- 03268104100 9.49

96 0109011386144315 13 | 201310 8000 | PT ANINDO PRATAMA 7.500
23-JUL- 31478274900 25.07

97 0109011386148709 13 | 201307 8000 | PT FERINDO JAYA ABADI 5.000
27-JUL- 31478274900 26.55

98 0109011386148713 13| 201307 8000 | PT FERINDO JAYA ABADI 0.000
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12-AUG- 31478274900 27.50
99 0109011386148724 13 | 201308 8000 | PT FERINDO JAYA ABADI 0.000
16-AUG- 31478274900 22.87
100 0109011386148728 13 | 201308 8000 | PT FERINDO JAYA ABADI 5.000
21-AUG- 31478274900 14.75
101 0109011386148731 13 | 201308 8000 | PT FERINDO JAYA ABADI 0.000
26-AUG- 31478274900 17.10
102 0109011386148735 13 | 201308 8000 | PT FERINDO JAYA ABADI 0.000
06-SEP- 31478274900 22.00
103 0109011386148750 13 | 201309 8000 | PT FERINDO JAYA ABADI 0.000
09-SEP- 31478274900 19.82
104 0109011386148752 13 | 201309 8000 | PT FERINDO JAYA ABADI 5.000
13-SEP- 31478274900 11.25
105 0109011386148756 13 | 201309 8000 | PT FERINDO JAYA ABADI 0.000
18-SEP- 31478274900 15.30
106 0109011386148760 13 | 201309 8000 | PT FERINDO JAYA ABADI 0.000
01-OCT- 31478274900 17.00
107 0109011386148769 13 | 201310 8000 | PT FERINDO JAYA ABADI 0.000
04-0OCT- 31478274900 18.75
108 0109011386148772 13 | 201310 8000 | PT FERINDO JAYA ABADI 0.000
09-OCT- 31478274900 18.75
109 0109011386148776 13 | 201310 8000 | PT FERINDO JAYA ABADI 0.000
02-AUG- 31478285500 | PT FASTORINDO 30.00
110 0109011386195874 13 | 201308 8000 | NUSANTARA A. 0.000
14-AUG- 31478285500 | PT FASTORINDO 30.00
111 0109011386195878 13 | 201308 8000 | NUSANTARA A. 0.000
19-AUG- 31478285500 | PT FASTORINDO 30.00
112 0109011386195882 13 | 201308 8000 | NUSANTARA A. 0.000
23-AUG- 31478285500 | PT FASTORINDO 22.50
113 0109011386195887 13 | 201308 8000 | NUSANTARA A. 0.000
28-AUG- 31478285500 | PT FASTORINDO 9.49
114 0109011386195891 13 | 201308 8000 | NUSANTARA A. 7.500
16-SEP- 31478285500 | PT FASTORINDO 22.50
115 0109011386195908 13 | 201309 8000 | NUSANTARA A. 0.000
18-SEP- 31478285500 | PT FASTORINDO 22.50
116 0109011386195910 13 | 201309 8000 | NUSANTARA A. 0.000
20-SEP- 31478285500 | PT FASTORINDO 22.50
117 0109011386195912 13 | 201309 8000 | NUSANTARA A. 0.000
24-SEP- 31478285500 | PT FASTORINDO 22.50
118 0109011386195915 13 | 201309 8000 | NUSANTARA A. 0.000
27-SEP- 31478285500 | PT FASTORINDO 22.50
119 0109011386195918 13 | 201309 8000 | NUSANTARA A. 0.000
01-OCT- 31478285500 | PT FASTORINDO 11.00
120 0109011386195921 13 | 201310 8000 | NUSANTARA A. 0.000
04-0CT- 31478285500 | PT FASTORINDO 9.15
121 0109011386195924 13 | 201310 8000 | NUSANTARA A. 0.000
07-OCT- 31478285500 | PT FASTORINDO 22.50
122 0109011386195926 13 | 201310 8000 | NUSANTARA A. 0.000
10-0OCT- 31478285500 | PT FASTORINDO 15.00
123 0109011386195929 13 | 201310 8000 | NUSANTARA A. 0.000
04-NOV- 31478285500 | PT FASTORINDO 13.75
124 0109011386195938 13| 201311 8000 | NUSANTARA A. 0.000
11-NOV- 31478285500 | PT FASTORINDO 11.48
125 0109011386195942 13 | 201311 8000 | NUSANTARA A. 0.000
18-NOV- 03268101700 | PT ANUGRAH MULTI 13.50
126 0109021326886547 13 | 201312 8000 | PERKASA 0.000
22-NOV- 03268101700 | PT ANUGRAH MULTI 11.60
127 0109021326886551 13 | 201312 8000 | PERKASA 0.000
25-NOV- 03268104100 14.82
128 0109021326887414 13 | 201312 8000 | PT ANINDO PRATAMA 8.000
28-NOV- 03268104100 9.60
129 0109021326887417 13 | 201312 8000 | PT ANINDO PRATAMA 2.000
08-NOV- 31478274900 10.25
130 0109021326893814 13 | 201311 8000 | PT FERINDO JAYA ABADI 0.000
14-NOV- 31478274900 15.00
131 0109021326893819 13| 201311 8000 | PT FERINDO JAYA ABADI 0.000
4.172.538

.206

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak memberikan pendapat dan
membenarkannya;
2. AHMAD ARIF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut:
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- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak
mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.

- Bahwa saksi menjabat sebagai Account Representatif (AR) di
Seksi Pengawasan dan Konsultasi [l KPP PRATAMA CIBITUNG sejak
bulan April 2014, dengan tugas dan wewenang mengawasi pemenuhan
kewajiban perpajakan Wajib Pajak (WP), Memfasilitasi konsultasi Wajib
Pajak dibidang perpajakan dan melakukan kegiatan lainnya, antara lain:
membuat profile WP, Melakukan himbauan, Penerbitan STP, Visit
(kunjungan) kepada WP, Mengusulkan pemeriksaan kepada Seksi
Pemeriksaan jika dipandang perlu.

- Bahwa saksi mengenal PT.CHANDRA PRIMA PERSADA sejak
menjabat sebagai AR Wajib Pajak di KPP PRATAMA CIBITUNG yaitu
sejak Agustus 2015 s.d. Januari 2017 dan termasuk WP 100 besar di
KPP PRATAMA CIBITUNG.

- Bahwa PT. CHANDRA PRIMA PERSADA dengan NPWP
02.321.676.5-435.000 terdaftar sejak tanggal 29 Juli 2003 dan
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tanggal 12 Mei 2006.

- Bahwa berdasarkan data Sistem Informasi Direktorat Jenderal
Pajak (SIDJP) kewajiban perpajakan PT.CHANDRA PRIMA PERSADA
adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25/29, PPh Pasal 15,
PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 Ayat (2), PPh Pasal 19 dan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN).

- Bahwa berdasarkan data dari aplikasi SIDJP diketahui bahwa
KLU (Klasifikasi Lapangan Usaha) PT.CHANDRA PRIMA PERSADA
adalah 46100 yaitu Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (Fee)
atau Kontrak. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar atas
dasar balas jasa (fee) atau kontrak.

- Bahwa kegiatan usaha PT.CHANDRA PRIMA PERSADA
berdasarkan hasil visit ke lokasi Wajib Pajak bergerak dalam bidang
man power supply and outsourcing.

- Bahwa alamat PT.CHANDRA PRIMA PERSADA sesuai data
SIDJP adalah di Ruko Anugrah Nomor: 4 Pekopen Tambun Selatan
tetapi sudah pindah kelokasi baru di Graha Kalimas | Blok A/27, Tambun
Selatan dan saksi mengetahui setelah melakukan Visit ke PT.CHANDRA
PRIMA PERSADA terakhir sekitar tahun 2016.

- Bahwa PT.CHANDRA PRIMA PERSADA telah melakukan
pelaporan perpajakan SPT Masa PPN masa pajak September 2011,
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Januari 2012 s.d. Desember 2012 dan Januari 2013 s.d. Desember
2013.

- Bahwa berdasarkan data dari aplikasi SIDJP diketahui yang
menandatangani SPT Masa PPN atas nama PT.CHANDRA PRIMA
PERSADA masa pajak September 2011, Januari s.d Desember 2012
dan Januari s.d Desember 2013 adalah sdr. ANDA YUSPERI.

- Bahwa PT.CHANDRA PRIMA PERSADA telah melakukan
pengkreditan pajak masukan yang tidak berdasarkan transaksi
sebenarnya pada SPT Masa PPN untuk masa pajak September 2011,
Januari 2012 s.d. Desember 2012 dan Januari 2013 s.d. Desember

2013 dengan jumlah dan rincian sebanyak 131 transaksi sebagai berikut

TGL
NO NO FAKTUR FAKTUR MASA NPWP LAWAN NAMA LAWAN PPN

0100001100000 13-SEP- 01391980801200 | PT PUSPA CHANDRA 50.160.0

1 167 11 | 201109 0 | SARANA 00
0100001100000 16-SEP- 01861867801800 | PT BINA SEMESTA 46.024.0

2 170 11 | 201109 0 | GIARTHA L. 00
0100001100000 19-SEP- 01861867801800 | PT BINA SEMESTA 33.816.0

3 171 11 | 201109 0 | GIARTHA L. 00
0100001200000 13-SEP- 01605328206400 | PT NOBELTA JAYA 48.000.0

4 144 12 | 201209 0 | PERSADA 00
0100001200000 19-SEP- 01605328206400 | PT NOBELTA JAYA 45.400.0

5 146 12 | 201209 0 | PERSADA 00
0100001200000 21-SEP- 01605328206400 | PT NOBELTA JAYA 34.250.0

6 148 12 | 201209 0 | PERSADA 00
0100001200000 09-NOV- 01605328206400 | PT NOBELTA JAYA 38.000.0

7 169 12 | 201211 0 | PERSADA 00
0100001200000 09-NOV- 01605328206400 | PT NOBELTA JAYA 41.700.0

8 170 12 | 201211 0 | PERSADA 00
0100001200000 13-NOV- 01605328206400 | PT NOBELTA JAYA 45.200.0

9 172 12 | 201211 0 | PERSADA 00
0100001200000 08-0OCT- 01988882501800 | PT RAJAWALI 21.775.5

10 187 12 | 201210 0 | INTERINNIAGA 11
0100001200000 03-DEC- 01605328206400 | PT NOBELTA JAYA 39.630.0

11 188 12 | 201212 0 | PERSADA 00
0100001200000 13-SEP- 01369690101200 41.525.2

12 191 12 | 201209 0 | PT SWASEMBADA KARYA 00
0100001200000 05-DEC- 01605328206400 | PT NOBELTA JAYA 45.360.0

13 191 12 | 201212 0 | PERSADA 00
0100001200000 14-SEP- 01369690101200 37.000.0

14 192 12 | 201209 0 | PT SWASEMBADA KARYA 00
0100001200000 06-DEC- 01605328206400 | PT NOBELTA JAYA 38.022.1

15 192 12 | 201212 0 | PERSADA 72
0100001200000 18-SEP- 01369690101200 46.000.0

16 195 12 | 201209 0 | PT SWASEMBADA KARYA 00
0100001200000 08-DEC- 01605328206400 | PT NOBELTA JAYA 31.050.0

17 196 12 | 201212 0 | PERSADA 10
0100001200000 16-0OCT- 01369690101200 37.800.0

18 217 12 | 201210 0 | PT SWASEMBADA KARYA 00
0100001200000 18-OCT- 01369690101200 41.200.0

19 218 12 | 201210 0 | PT SWASEMBADA KARYA 00
0100001200000 22-0CT- 01369690101200 38.000.0

20 220 12 | 201210 0 | PT SWASEMBADA KARYA 00
0100001200000 23-0CT- 01369690101200 41.700.0

21 222 12 | 201210 0 | PT SWASEMBADA KARYA 00
0100001200000 24-0CT- 01369690101200 37.000.0

22 223 12 | 201210 0 | PT SWASEMBADA KARYA 00
0100001200000 27-0CT- 01369690101200 34.300.0

23 225 12 | 201210 0 | PT SWASEMBADA KARYA 00
0100001200000 07-NOV- 01369690101200 39.000.0

24 247 12 | 201211 0 | PT SWASEMBADA KARYA 00
0100001200000 08-NOV- 01369690101200 41.200.0

25 248 12 | 201211 0 | PT SWASEMBADA KARYA 00
0100001200000 09-NOV- 01369690101200 51.315.2

26 251 12 | 201211 0 | PT SWASEMBADA KARYA 23
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0100001200000 12-DEC- 01369690101200 47.252.0
27 279 12 | 201212 0 | PT SWASEMBADA KARYA 00
0100001200000 13-DEC- 01369690101200 41.725.0
28 280 12 | 201212 0 | PT SWASEMBADA KARYA 00
0100001200000 19-DEC- 01369690101200 42.550.0
29 284 12 | 201212 0 | PT SWASEMBADA KARYA 00
0100001300000 05-JAN- 01369690101200 43.570.0
30 003 13 | 201301 0 | PT SWASEMBADA KARYA 00
0100001300000 05-JAN- 01605328206400 | PT NOBELTA JAYA 48.075.0
31 006 13 | 201301 0 | PERSADA 00
0100001300000 07-JAN- 01605328206400 | PT NOBELTA JAYA 51.026.0
32 008 13 | 201301 0 | PERSADA 00
0100001300000 10-JAN- 01369690101200 44.150.0
33 008 13 | 201301 0 | PT SWASEMBADA KARYA 00
0100001300000 11-JAN- 01369690101200 49.322.6
34 009 13 | 201301 0 | PT SWASEMBADA KARYA 00
0100001300000 09-JAN- 01605328206400 | PT NOBELTA JAYA 52.000.0
35 013 13 | 201301 0 | PERSADA 00
0100001300000 02-FEB- 01369690101200 44.221.2
36 028 13 | 201302 0 | PT SWASEMBADA KARYA 00
0100001300000 04-FEB- 01369690101200 47.000.0
37 029 13 | 201302 0 | PT SWASEMBADA KARYA 00
0100001300000 06-FEB- 01369690101200 39.500.0
38 032 13 | 201302 0 | PT SWASEMBADA KARYA 00
0100001300000 04-FEB- 01605328206400 | PT NOBELTA JAYA 51.320.0
39 056 13 | 201302 0 | PERSADA 00
0100001300000 05-FEB- 01605328206400 | PT NOBELTA JAYA 44.200.0
40 059 13 | 201302 0 | PERSADA 00
0100001300000 16-FEB- 01605328206400 | PT NOBELTA JAYA 46.000.0
41 081 13 | 201302 0 | PERSADA 00
0100001300000 18-FEB- 01605328206400 | PT NOBELTA JAYA 34.000.0
42 082 13 | 201302 0 | PERSADA 00
0100001300000 20-FEB- 01605328206400 | PT NOBELTA JAYA 40.300.0
43 085 13 | 201302 0 | PERSADA 00
0100001300000 01-APR- 21036832040500 | PT SINDANGPALAY 44.242.7
44 091 13 | 201304 0 | LANGGENG M. 90
0100001300000 02-APR- 21036832040500 | PT SINDANGPALAY 48.000.0
45 092 13 | 201304 0 | LANGGENG M. 00
0100001300000 03-APR- 21036832040500 | PT SINDANGPALAY 51.110.0
46 094 13 | 201304 0 | LANGGENG M. 00
0100001300000 06-APR- 21036832040500 | PT SINDANGPALAY 44.200.0
47 096 13 | 201304 0 | LANGGENG M. 00
0100001300000 08-APR- 21036832040500 | PT SINDANGPALAY 45.000.0
48 097 13 | 201304 0 | LANGGENG M. 00
0100001300000 10-APR- 21036832040500 | PT SINDANGPALAY 42.000.0
49 099 13 | 201304 0 | LANGGENG M. 00
0100001300000 11-APR- 21036832040500 | PT SINDANGPALAY 32.500.0
50 101 13 | 201304 0 | LANGGENG M. 00
0100001300000 12-APR- 21036832040500 | PT SINDANGPALAY 43.500.0
51 102 13 | 201304 0 | LANGGENG M. 00
0100001300000 16-APR- 21036832040500 | PT SINDANGPALAY 41.000.0
52 105 13 | 201304 0 | LANGGENG M. 00
0109001386760 26-JUN- 03198777904300 75.000.0
53 986 13 | 201306 0 | PT MAXIMA INDOBUANA 00
0109001386760 27-JUN- 03198777904300 75.000.0
54 987 13 | 201306 0 | PT MAXIMA INDOBUANA 00
0109001386760 28-JUN- 03198777904300 75.000.0
55 988 13 | 201306 0 | PT MAXIMA INDOBUANA 00
0109001386760 04-JUL- 03198777904300 10.000.0
56 989 13 | 201307 0 | PT MAXIMA INDOBUANA 00
0109001386760 09-JUL- 03198777904300 10.000.0
57 990 13 | 201307 0 | PT MAXIMA INDOBUANA 00
0109001386760 10-JUL- 03198777904300 17.500.0
58 991 13 | 201307 0 | PT MAXIMA INDOBUANA 00
0109001386760 12-JUL- 03198777904300 17.000.0
59 992 13 | 201307 0 | PT MAXIMA INDOBUANA 00
0109001386760 15-JUL- 03198777904300 17.000.0
60 993 13 | 201307 0 | PT MAXIMA INDOBUANA 00
0109001386760 16-JUL- 03198777904300 8.500.0
61 994 13 | 201307 0 | PT MAXIMA INDOBUANA 00
0109001386760 17-JUL- 03198777904300 10.000.0
62 995 13 | 201307 0 | PT MAXIMA INDOBUANA 00
0109001386760 18-JUL- 03198777904300 10.000.0
63 996 13 | 201307 0 | PT MAXIMA INDOBUANA 00
0109001388252 03-JUL- 03268101700800 | PT ANUGRAH MULTI 27.500.0
64 572 13 | 201307 0 | PERKASA 00
0109001388252 08-JUL- 03268101700800 | PT ANUGRAH MULTI 27.500.0
65 575 13 | 201307 0 | PERKASA 00
0109001388255 01-JUL- 03268104100800 28.800.0
66 502 13 | 201307 0 | PT ANINDO PRATAMA 00
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0109001388255 05-JUL- 03268104100800 16.200.0

67 505 13 | 201307 0 | PT ANINDO PRATAMA 00
0109001388255 10-JUL- 03268104100800 26.250.0

68 509 13 | 201307 0 | PT ANINDO PRATAMA 00
0109001388440 15-JUL- 31478274900800 22.125.0

69 729 13 | 201307 0 | PT FERINDO JAYA ABADI 00
0109011337217 04-JUN- 31490964942900 82.500.0

70 397 13 | 201306 0 | PT BHANDA MEKAR ABADI 00
0109011337217 10-JUN- 31490964942900 117.850.0

71 482 13 | 201306 0 | PT BHANDA MEKAR ABADI 00
0109011337217 26-JUN- 31490964942900 17.006.0

72 487 13 | 201306 0 | PT BHANDA MEKAR ABADI 00
0109011337217 28-JUN- 31490964942900 9.497.5

73 488 13 | 201306 0 | PT BHANDA MEKAR ABADI 00
0109011337217 04-JUN- 31490964942900 71.875.0

74 495 13 | 201306 0 | PT BHANDA MEKAR ABADI 00
0109011337217 25-JUN- 31490964942900 85.000.0

75 496 13 | 201306 0 | PT BHANDA MEKAR ABADI 00
0109011337217 25-JUN- 31490964942900 71.000.0

76 497 13 | 201306 0 | PT BHANDA MEKAR ABADI 00
0109011386131 13-AUG- 03268101700800 | PT ANUGRAH MULTI 30.000.0

77 201 13 | 201308 0 | PERKASA 00
0109011386131 22-AUG- 03268101700800 | PT ANUGRAH MULTI 30.000.0

78 208 13 | 201308 0 | PERKASA 00
0109011386131 27-AUG- 03268101700800 | PT ANUGRAH MULTI 11.000.0

79 213 13 | 201308 0 | PERKASA 00
0109011386131 30-AUG- 03268101700800 | PT ANUGRAH MULTI 17.006.0

80 216 13 | 201308 0 | PERKASA 00
0109011386131 21-SEP- 03268101700800 | PT ANUGRAH MULTI 30.000.0

81 232 13 | 201309 0 | PERKASA 00
0109011386131 23-SEP- 03268101700800 | PT ANUGRAH MULTI 30.000.0

82 234 13 | 201309 0 | PERKASA 00
0109011386131 23-SEP- 03268101700800 | PT ANUGRAH MULTI 11.000.0

83 236 13 | 201309 0 | PERKASA 00
0109011386131 26-SEP- 03268101700800 | PT ANUGRAH MULTI 17.006.0

84 238 13 | 201309 0 | PERKASA 00
0109011386131 30-SEP- 03268101700800 | PT ANUGRAH MULTI 9.497.5

85 240 13 | 201309 0 | PERKASA 00
0109011386144 01-AUG- 03268104100800 21.250.0

86 253 13 | 201308 0 | PT ANINDO PRATAMA 00
0109011386144 03-AUG- 03268104100800 21.250.0

87 257 13 | 201308 0 | PT ANINDO PRATAMA 00
0109011386144 20-AUG- 03268104100800 21.250.0

88 264 13 | 201308 0 | PT ANINDO PRATAMA 00
0109011386144 26-AUG- 03268104100800 21.250.0

89 269 13 | 201308 0 | PT ANINDO PRATAMA 00
0109011386144 23-SEP- 03268104100800 18.700.0

90 292 13 | 201309 0 | PT ANINDO PRATAMA 00
0109011386144 24-SEP- 03268104100800 22.100.0

91 294 13 | 201309 0 | PT ANINDO PRATAMA 00
0109011386144 26-SEP- 03268104100800 20.400.0

92 296 13 | 201309 0 | PT ANINDO PRATAMA 00
0109011386144 28-SEP- 03268104100800 23.800.0

93 298 13 | 201310 0 | PT ANINDO PRATAMA 00
0109011386144 08-OCT- 03268104100800 11.000.0

94 306 13 | 201310 0 | PT ANINDO PRATAMA 00
0109011386144 14-0CT- 03268104100800 17.352.5

95 311 13 | 201310 0 | PT ANINDO PRATAMA 00
0109011386144 21-0CT- 03268104100800 9.497.5

96 315 13 | 201310 0 | PT ANINDO PRATAMA 00
0109011386148 23-JUL- 31478274900800 25.075.0

97 709 13 | 201307 0 | PT FERINDO JAYA ABADI 00
0109011386148 27-JUL- 31478274900800 26.550.0

98 713 13 | 201307 0 | PT FERINDO JAYA ABADI 00
0109011386148 12-AUG- 31478274900800 27.500.0

99 724 13 | 201308 0 | PT FERINDO JAYA ABADI 00
0109011386148 16-AUG- 31478274900800 22.875.0

100 728 13 | 201308 0 | PT FERINDO JAYA ABADI 00
0109011386148 21-AUG- 31478274900800 14.750.0

101 731 13 | 201308 0 | PT FERINDO JAYA ABADI 00
0109011386148 26-AUG- 31478274900800 17.100.0

102 735 13 | 201308 0 | PT FERINDO JAYA ABADI 00
0109011386148 06-SEP- 31478274900800 22.000.0

103 750 13 | 201309 0 | PT FERINDO JAYA ABADI 00
0109011386148 09-SEP- 31478274900800 19.825.0

104 752 13 | 201309 0 | PT FERINDO JAYA ABADI 00
0109011386148 13-SEP- 31478274900800 11.250.0

105 756 13 | 201309 0 | PT FERINDO JAYA ABADI 00
0109011386148 18-SEP- 31478274900800 15.300.0

106 760 13 | 201309 0 | PT FERINDO JAYA ABADI 00
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0109011386148 01-OCT- 31478274900800 17.000.0
107 769 13 | 201310 0 | PT FERINDO JAYA ABADI 00
0109011386148 04-0OCT- 31478274900800 18.750.0
108 772 13 | 201310 0 | PT FERINDO JAYA ABADI 00
0109011386148 09-OCT- 31478274900800 18.750.0
109 776 13 | 201310 0 | PT FERINDO JAYA ABADI 00
0109011386195 02-AUG- 31478285500800 | PT FASTORINDO 30.000.0
110 874 13 | 201308 0 | NUSANTARA A. 00
0109011386195 14-AUG- 31478285500800 | PT FASTORINDO 30.000.0
111 878 13 | 201308 0 | NUSANTARA A. 00
0109011386195 19-AUG- 31478285500800 | PT FASTORINDO 30.000.0
112 882 13 | 201308 0 | NUSANTARA A. 00
0109011386195 23-AUG- 31478285500800 | PT FASTORINDO 22.500.0
113 887 13 | 201308 0 | NUSANTARA A. 00
0109011386195 28-AUG- 31478285500800 | PT FASTORINDO 9.497.5
114 891 13 | 201308 0 | NUSANTARA A. 00
0109011386195 16-SEP- 31478285500800 | PT FASTORINDO 22.500.0
115 908 13 | 201309 0 | NUSANTARA A. 00
0109011386195 18-SEP- 31478285500800 | PT FASTORINDO 22.500.0
116 910 13 | 201309 0 | NUSANTARA A. 00
0109011386195 20-SEP- 31478285500800 | PT FASTORINDO 22.500.0
117 912 13 | 201309 0 | NUSANTARA A. 00
0109011386195 24-SEP- 31478285500800 | PT FASTORINDO 22.500.0
118 915 13 | 201309 0 | NUSANTARA A. 00
0109011386195 27-SEP- 31478285500800 | PT FASTORINDO 22.500.0
119 918 13 | 201309 0 | NUSANTARA A. 00
0109011386195 01-OCT- 31478285500800 | PT FASTORINDO 11.000.0
120 921 13 | 201310 0 | NUSANTARA A. 00
0109011386195 04-0OCT- 31478285500800 | PT FASTORINDO 9.150.0
121 924 13 | 201310 0 | NUSANTARA A. 00
0109011386195 07-0OCT- 31478285500800 | PT FASTORINDO 22.500.0
122 926 13 | 201310 0 | NUSANTARA A. 00
0109011386195 10-0OCT- 31478285500800 | PT FASTORINDO 15.000.0
123 929 13 | 201310 0 | NUSANTARA A. 00
0109011386195 04-NOV- 31478285500800 | PT FASTORINDO 13.750.0
124 938 13 | 201311 0 | NUSANTARA A. 00
0109011386195 11-NOV- 31478285500800 | PT FASTORINDO 11.480.0
125 942 13 | 201311 0 | NUSANTARA A. 00
0109021326886 18-NOV- 03268101700800 | PT ANUGRAH MULTI 13.500.0
126 547 13 | 201312 0 | PERKASA 00
0109021326886 22-NOV- 03268101700800 | PT ANUGRAH MULTI 11.600.0
127 551 13 | 201312 0 | PERKASA 00
0109021326887 25-NOV- 03268104100800 14.828.0
128 414 13 | 201312 0 | PT ANINDO PRATAMA 00
0109021326887 28-NOV- 03268104100800 9.602.0
129 417 13 | 201312 0 | PT ANINDO PRATAMA 00
0109021326893 08-NOV- 31478274900800 10.250.0
130 814 13 | 201311 0 | PT FERINDO JAYA ABADI 00
0109021326893 14-NOV- 31478274900800 15.000.0
131 819 13 | 201311 0 | PT FERINDO JAYA ABADI 00
4.172.538.206

- Bahwa wakil dari PT.CHANDRA PRIMA PERSADA yang hadir

untuk memenuhi himbauan KPP Pratama Cibitung terkait penggunaan

Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya untuk masa

pajak September 2011, Januari 2012 s.d. Desember 2012 dan Januari
2013 s.d.Desember 2013 adalah sebagai berikut:
e Berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Konseling tanggal 21
Juli 2014 yang mewakili Wajib Pajak adalah ANDA YUSPERI.
e Berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Konseling tanggal 18
November 2014 yang mewakili Wajib Pajak adalah ACHMAD

NIRZA.

- Bahwa PT.CHANDRA PRIMA PERSADA selama dilakukan

Pemeriksaan Bukti Permulaan pernah melakukan pembayaran dengan
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kode MAP 411211 dan Kode Setoran 500 masa pembayaran Januari
s.d Desember 2013 sebagai berikut :

Tgl Bayar Jumlah Bayar NTPN

28/09/2017 Rp 200.000.000 E2AF046R7QHS5K08
31/10/2017 RP 50.000.000 4030D6TEJBQHKSJO
29-11/2017 RP 50.000.000 CE82B5GAO29N20KO
15/01/2018 RP 25.000.000 5B7CF5C2QPHATAHO
07/08/2018 RP 20.000.000 460AA7D6E700LVBO

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan
membenarkannya;

3. NOOR AGUNG PRIBADI, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak
mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan data aplikasi SIDJP PT.CHANDRA PRIMA
PERSADA terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung
tanggal 29 Juli 2003, sehingga untuk tahun pajak 2011, 2012 dan 2013
PT.CHANDRA PRIMA PERSADA, NPWP: 02.321.676.5-435.000 benar
terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung.
- Bahwa kegiatan usaha dari PT.CHANDRA PRIMA PERSADA
pada kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 adalah
bergerak di bidang jasa outsourcing tenaga pengamanan dan Cleaning
Service. Saksi menyatakan berdasarkan data dari aplikasi SIDJP
diketahui bahwa KLU (Klasifikasi Lapangan Usaha) PT.CHANDRA
PRIMA PERSADA adalah 46100 yaitu perdagangan besar atas dasar
balas jasa (fee) atau kontrak, kelompok ini mencakup usaha
perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak.
- Bahwa berdasarkan data dalam administrasi KPP Pratama
Cibitung (Aplikasi SIDJP) PT.CHANDRA PRIMA PERSADA dikukuhkan
sebagai pengusaha kena pajak (PKP) tanggal 12 Mei 2006.
- Bahwa berdasarkan data dalam administrasi KPP Pratama
Cibitung (Aplikasi SIDJP) PT.CHANDRA PRIMA PERSADA berdiri sejak
tanggal 29 Juli 2003 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas
Nomor 5 dari Notaris Untung Raharjo, S.H.
- Bahwa alamat PT.CHANDRA PRIMA PERSADA sesuai data
SIDJP adalah di Ruko Anugrah Nomor 4 Pekopen Tambun Selatan dan
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sejak akhir tahun 2015 sudah pindah kelokasi baru di Graha Kalimas |
Blok A/27, Tambun Selatan.
- Bahwa berdasarkan Akta Nomor 8 tanggal 27 Januari 2015
dan data SIDJP pemegang Saham PT.CHANDRA PRIMA PERSADA
adalah EDY RENALDY dengan kepemilikan saham sebanyak 1.260
saham, ACHMAD NIRZA dengan kepemilikan saham sebanyak 525
saham dan ANDA YUSFERI dengan kepemilikan saham sebanyak 315
saham.
- Bahwa berdasarkan data dalam administrasi KPP Pratama
Cibitung (Aplikasi SIDJP) diketahui bahwa yang menandatangani SPT
Masa PPN Masa Pajak September 2011, Januari s.d Desember 2012
dan Januari s.d Desember 2013 dari PT.CHANDRA PRIMA PERSADA
adalah sdr. ANDA YUSFERI selaku Direktur Operasional PT.
CHANDRA PRIMA PERSADA.
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan
membenarkannya;
4. H. ASEP SOMANTRI, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak
mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.

- Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur PT.SINDANGPALAY
LANGGENG MANDIRI.

- Bahwa kegiatan usaha PT.SINDANGPALAY LANGGENG
MANDIRI, berdasarkan uraian KLU adalah Konstruksi Jalan Raya
(42111).

- Bahwa lokasi kantor PT. SINDANGPALAY LANGGENG
MANDIRI terletak di JI. Sukalarang KM.11 No.1, Sukalarang, Kabupaten
Sukabumi, Jawa Barat dan sejak akhir tahun 2012 PT.SINDANGPALAY
LANGGENG MANDIRI sudah tidak ada kegiatan usaha.

- Bahwa PT.SINDANGPALAY LANGGENG MANDIRI telah
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada tanggal 27 Mei 2008.
- Bahwa PT.SINDANGPALAY LANGGENG MANDIRI saat ini
sudah tidak terdaftar/dicabut pengukuhannya sebagai Pengusaha Kena
Pajak.

- Bahwa PT.SINDANGPALAY LANGGENG MANDIRI melaporkan
SPT Masa PPN untuk Masa Pajak Januari s.d. Desember 2013 dengan

status pelaporan NIHIL, karena tidak ada pekerjaan.
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- Bahwa tidak Ada Transaksi Penjualan PT.SINDANGPALAY
LANGGENG MANDIRI kepada PT.CHANDRA PRIMA PERSADA
selama tahun 2013. PT.SINDANGPALAY LANGGENG MANDIRI sudah
tidak melakukan kegiatan usaha sejak tahun 2012.

- Bahwa tidak terdapat penjualan kepada PT.CHANDRA PRIMA
PERSADA terkait dengan 9 (Sembilan) Faktur Pajak dengan jumlah nilai
Pajak Pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp.391.552.790 (Tiga Ratus
Sembilan Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tujuh

Ratus Sembilan Puluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

TGL

NO NO FAKTUR FAKTUR MASA NAMA LAWAN PPN
44,242,79
1| 0100001300000091 | 01-APR-13 | 201304 | PT SINDANGPALAY LANGGENG M. 0
48,000,00
2 | 0100001300000092 | 02-APR-13 | 201304 | PT SINDANGPALAY LANGGENG M. 0
51,110,00
3 | 0100001300000094 | 03-APR-13 | 201304 | PT SINDANGPALAY LANGGENG M. 0
44,200,00
4 | 0100001300000096 | 06-APR-13 | 201304 | PT SINDANGPALAY LANGGENG M. 0
45,000,00
5 | 0100001300000097 | 08-APR-13 | 201304 | PT SINDANGPALAY LANGGENG M. 0
42,000,00
6 | 0100001300000099 | 10-APR-13 | 201304 | PT SINDANGPALAY LANGGENG M. 0
32,500,00
7 | 0100001300000101 | 11-APR-13 | 201304 | PT SINDANGPALAY LANGGENG M. 0
43,500,00
8 | 0100001300000102 | 12-APR-13 | 201304 | PT SINDANGPALAY LANGGENG M. 0
41,000,00
9 | 0100001300000105 | 16-APR-13 | 201304 | PT SINDANGPALAY LANGGENG M. 0
391,552,79
0

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Faktur Pajak tersebut dapat
dikreditkan oleh PT.CHANDRA PRIMA PERSADA dalam SPT Masa
PPN.

-Bahwa PT.SINDANGPALAY LANGGENG MANDIRI tidak pernah
menerbitkan 9 (Sembilan) Faktur Pajak dengan jumlah nilai Pajak
Pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp.391.552.790 (Tiga Ratus Sembilan
Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan
Puluh Rupiah) kepada PT.CHANDRA PRIMA PERSADA dan tidak
pernah melaporkannya dalam SPT Masa PPN 2013 dan saksi tidak
pernah menandatangani Faktur Pajak tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan

membenarkannya;
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5. DIEN SOEDJONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak
mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur PT.PUSPA CHANDRA
SARANA.
- Bahwa kegiatan usaha PT.PUSPA CHANDRA SARANA adalah
penjualan Alat Tulis Kantor berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK).
- Bahwa lokasi kantor PT.PUSPA CHANDRA SARANA terletak di
JI. Ciomas | No.28 RT.001 RW.001, Rawa Barat, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan dan sejak akhir tahun 1990 PT.PUSPA CHANDRA
SARANA sudah tidak ada kegiatan usaha.
- Bahwa PT.PUSPA CHANDRA SARANA telah dikukuhkan
sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tanggal 22 Februari 1989.
- Bahwa status PKP PT.PUSPA CHANDRA SARANA sudah
dicabut dengan PEM-01887/WPJ.04/KP.0403/2012 Tanggal 09 Juli
2012.
- Bahwa PT.PUSPA CHANDRA SARANA tidak melaporkan SPT
Masa PPN untuk Masa Pajak Januari s.d. Desember 2011.
- Bahwa tidak ada transaksi penjualan PT.PUSPA CHANDRA
SARANA kepada PT.CHANDRA PRIMA PERSADA selama tahun 2011
dan PT.PUSPA CHANDRA SARANA sudah tidak melakukan kegiatan
usaha sejak tahun 1990.
- Bahwa tidak terdapat penjualan terkait dengan Faktur Pajak No:
010.000.11.00000167 Tanggal 13 September 2011 dengan nilai Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp.50.160.000 (Lima Puluh Juta
Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dan saksi tidak mengetahui
bagaimana Faktur Pajak tersebut dapat dikreditkan oleh PT. CHANDRA
PRIMA PERSADA dalam SPT Masa PPN.
- Bahwa PT.PUSPA CHANDRA SARANA tidak pernah
menerbitkan Faktur Pajak Nomor: 010.000.11.00000167 tanggal 13
September 2011, Invoice No. 0167/PCS/I/09/2011 tanggal 13
September 2011, Surat Jalan No. 0167/PCS/SJ/09/2011 tanggal 13
September 2011 dan KWITANSI No: 0167/PCS/KWT/09/2011 Tanggal
13 September 2011. PT.PUSPA CHANDRA SARANA tidak pernah
melaporkan Faktur Pajak tersebut dalam SPT Masa PPN dan sudah

tidak aktif sejak tahun 1990 dan tanda tangan saksi yang tercantum
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dalam dokumen-dokumen tersebut berbeda dengan tandatangan saksi
yang asli.
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan
membenarkannya;
6. BARON SURYA KELANA, dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak
mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa lokasi kantor dan kegiatan usaha PT.RAJAWALI
INTERIN NIAGA adalah di JIl. Padang Nomor 10, Pasar Manggis,
Setiabudi, Jakarta Selatan.
- Bahwa PT.RAJAWALI INTERINNIAGA Dbergerak di bidang
Supplier atau perdagangan makanan.
- Bahwa tidak mengenal PT.CHANDRA PRIMA PERSADA.
- Bahwa tidak ada penjualan terkait dengan Faktur Pajak Nomor:
010.000.12.00000187 Tanggal 08 Oktober 2012 dengan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp.21.775.511 (Dua Puluh Satu Juta
Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sebelas Rupiah),
karena sejak tahun 2005 PT.RAJAWALI INTERINNIAGA sudah tidak
ada aktivitas.
- Bahwa tanda tangan yang tercantum dalam Faktur Pajak Faktur
Pajak Nomor: 010.000.12.00000187 tanggal 08 Oktober 2012 dengan
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp.21.775.511 berbeda
dengan tanda-tangan SUTOMO HARJO (bapak saksi).
- Bahwa SUTOMO HARJO sebagai Komisaris Utama (meninggal
tahun 2010).
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan
membenarkannya.
7. M. NASIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak
mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur PT.BHANDA MEKAR
ABADI tahun 2012 sampai dengan November 2017.
- Bahwa alamat PT.BHANDA MEKAR ABADI berada di Jalan

Pamekar Raya No. 30 Mekarmulya, Panyileukan, Kota Bandung.
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- Bahwa PT.BHANDA MEKAR ABADI bergerak di bidang usaha
jasa forwarding atau jasa EMKL, kondisi sekarang sejak 2015
PT.BHANDA MEKAR ABADI sendiri sudah tidak ada lagi kegiatan.

- Bahwa tidak mengenal PT.CHANDRA PRIMA PERSADA.

- Bahwa tidak ada barang yang dijual oleh PT. BHANDA MEKAR
ABADI kepada PT.CHANDRA PRIMA PERSADA selama tahun 2013.

- Bahwa tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen
perpajakan.

- Bahwa tanda tangan yang tercantum dalam faktur -faktur pajak
PT. BHANDA MEKAR ABADI yang telah dikreditkan oleh PT.CHANDRA
PRIMA PERSADA berbeda dengan tanda tangan saksi dengan rincian

sebagai berikut :

Faktur Pajak MASA PAJAK PPN

Nomor Tanggal Pelaporan Rp.
0109011337217397 04-JUN-13 201306 82,500,000
0109011337217495 04-JUN-13 201306 71,875,000
0109011337217482 10-JUN-13 201306 117,850,000
0109011337217487 26-JUN-13 201306 17,006,000
0109011337217488 28-JUN-13 201306 9,497,500
0109011337217496 25-JUN-13 201306 85,000,000
0109011337217497 25-JUN-13 201306 71,000,000

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan
membenarkannya.
8. ISNAINI RASAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak
mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Account Representatif (AR) di
Seksi Pengawasan dan Konsultasi Il Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
Pratama Jakarta Duren Sawit sejak 27 Juli 2015, dengan tugas dan
wewenang mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak
(WP) dan melakukan kegiatan lainnya, antara lain : membuat profile WP,
Melakukan himbauan, Penerbitan STP, Visit (kunjungan) kepada WP,
Mengusulkan pemeriksaan kepada Seksi Pemeriksaan jika dipandang

perlu.
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- Bahwa PT.FERINDO JAYA ABADI terdaftar sebagai Wajib
Pajak di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit pada tanggal 01 Maret 2012
dengan nomor Pendaftaran PEM-01203/WPJ. 20/ KP.0903/2013.

- Bahwa berdasarkan data dalam dokumen yang ada di Sistem
Approweb KPP Pratama Jakarta Duren Sawit, PT.FERINDO JAYA
ABADI, dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tanggal
05 Maret 2012 dengan nomor pengukuhan: PEM-
00664/WPJ.20/KP.0903 /2012.

- Bahwa berdasarkan data dari aplikasi SIDJP kegiatan usaha
PT.FERINDO JAYA ABADI adalah Konstruksi Khusus Lainnya YTDL
dengan klasifikasi lapangan usaha 43909.

- Bahwa alamat PT.FERINDO JAYA ABADI sesuai data di Sistem
Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) KPP Pratama Jakarta
Duren Sawit adalah di Jalan Kresna Blok G No. 23 Duren Sawit Jakarta
Timur.

- Bahwa selama menjabat sebagai AR di Seksi Waskon Il belum
pernah melakukan visit ke lokasi Wajib Pajak PT.FERINDO JAYA
ABADI, namun AR sebelumnya Faridz Yusuf Darmawan pernah
melakukan Visit pada tanggal 10 September 2014 dengan hasil alamat
tidak dapat dijumpai sesuai dengan Laporan Hasil Kunjungan No. LHK-
5/WPJ.020/KP.0908/2014 tanggal 11 September 2014.

- Bahwa saksi tidak mengenal PT.FERINDO JAYA ABADI.

- Bahwa berdasarkan data dari aplikasi SIDJP diketahui bahwa
PT.FERINDO JAYA ABADI melaporkan kewajiban PPN sejak masa
Januari 2013 sampai dengan Masa November 2013 sedangkan SPT
Tahunan PPh Badan tahun 2013 tidak disampaikan.

- Bahwa berdasarkan data dari aplikasi SIDJP diketahui bahwa
PT.FERINDO JAYA ABADI menerbitkan 16 (enam belas) faktur pajak
kepada PT.CHANDRA PRIMA PERSADA dengan jumlah Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp.304.100.000 (Tiga Ratus Empat

Juta Seratus Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Faktur Pajak Masa Pajak PPN

Nomor Tanggal Pelaporan Rp.
0109001388440729 15-JUL-13 201307 22.125.000
0109011386148709 23-JUL-13 201307 25.075.000
0109011386148713 27-JUL-13 201307 26.550.000
0109011386148724 12-AUG-13 201308 27.500.000
0109011386148728 16-AUG-13 201308 22.875.000
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0109011386148731 21-AUG-13 201308 14.750.000
0109011386148735 26-AUG-13 201308 17.100.000
0109011386148750 06-SEP-13 201309 22.000.000
0109011386148752 09-SEP-13 201309 19.825.000
0109011386148756 13-SEP-13 201309 11.250.000
0109011386148760 18-SEP-13 201309 15.300.000
0109011386148769 01-OCT-13 201310 17.000.000
0109011386148772 04-OCT-13 201310 18.750.000
0109011386148776 09-OCT-13 201310 18.750.000
0109021326893814 08-NOV-13 201311 10.250.000
0109021326893819 14-NOV-13 201311 15.000.000

JUMLAH PPN : 304.100.000

- Bahwa berdasarkan data dari Aplikasi SIDJP PT.FERINDO JAYA ABADI
telah melaporkan 16 (enam belas) faktur pajak yang diterbitkan kepada
PT.CHANDRA PRIMA PERSADA dalam SPT Masa PPN PT.FERINDO
JAYA ABADI.
- Bahwa PT.FERINDO JAYA ABADI, NPWP 31.478.274.9-008.000 sudah
tidak aktif melakukan kewajiban perpajakannya di KPP Pratama Jakarta
Duren Sawit menurut Data dari Aplikasi SIDJP, PT.FERINDO JAYA
ABADI terakhir melaporkan SPT Masa PPN Masa November 2013 pada
tanggal 30 Desember 2013.
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan
membenarkannya;

9. MOCHAMAD FARDIAN ARIZALDY, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak
mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Account Representatif (AR) di
Seksi Pengawasan dan Konsultasi || KPP Pratama Jakarta Duren Sawit
sejak 07 Agustus 2015, dengan tugas dan wewenang mengawasi
pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak (WP), mengawasi
pembayaran dan pelaporan SPT Wajib Pajak dan melakukan kegiatan
lainnya, antara lain: membuat profile WP, melakukan himbauan dan
konseling kepada WP, penerbitan STP, Visit (kunjungan) kepada WP,
mengusulkan pemeriksaan kepada Seksi Pemeriksaan jika dipandang
perlu.
- Bahwa PT.FASTORINDO NUSANTARA ABADI terdaftar
sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit pada tanggal
01 Maret 2012.
- Bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PT.FASTORINDO
NUSANTARA ABADI adalah 31.478.285.5-008.000.
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- Bahwa berdasarkan data dalam dokumen yang ada di Seksi
Pelayanan KPP Pratama Jakarta Duren Sawit, PT.FASTORINDO
NUSANTARA ABADI dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada
tanggal 06 Maret 2012 dengan nomor pengukuhan: PEM-
00669/WPJ.20/KP.0903 /2012.

- Bahwa berdasarkan data dari aplikasi Sistem Informasi
Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) kegiatan usaha PT.FASTORINDO
NUSANTARA ABADI adalah Perdagangan Besar Lainnya dengan
klasifikasi lapangan usaha 51900.

- Bahwa alamat PT.FASTORINDO NUSANTARA ABADI sesuai
data di SIDJP KPP Pratama Jakarta Duren Sawit adalah di JI. Wijaya
Kusuma Blok H 1-18 RT.007 RW.009, Kelurahan Duren Sawit,
Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur.

- Bahwa melakukan kunjungan (visit) ke alamat terdaftar
PT.FASTORINDO NUSANTARA ABADI sesuai data SIDJP tanggal 19
Januari 2018 dan hasil kunjungan, di sepanjang Jalan Wijayakusuma
Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit tidak terdapat atau
dikenal PT.FASTORINDO NUSANTARA ABADI. Blok H 1 No.18 bukan
terletak dijalan Wijayakusuma, namun di Jalan Gendang, berdasarkan
keterangan pemilik rumah di Jalan Gendang No.18, tidak dikenal
perusahaan atau penanggung pajak atas nama PT.FASTORINDO
NUSANTARA ABADI.

- Bahwa saksi tidak mengenal PT.FASTORINDO NUSANTARA
ABADI karena baru mendapatkan tugas dan jabatan saksi sebagai AR
pengawasan atas WP PT.FASTORINDO NUSANTARA ABADI sejak
tanggal 07 Agustus 2015, sedangkan Wajib Pajak sudah diusulkan IDLP
(Informasi Data Laporan dan Pengaduan) dari Faktur PPN tidak sah
tanggal 28 November 2014.

- Bahwa berdasarkan data dari aplikasi SIDJP diketahui bahwa
PT.FASTORINDO NUSANTARA ABADI melaporkan kewajiban PPN
sejak masa Januari 2013 sampai dengan masa November 2013
sedangkan SPT Tahunan PPh Badan tahun 2013 tidak disampaikan.

- Bahwa berdasarkan data dari Aplikasi SIDJP dan Aplikasi Portal
DJP dan Konfirmasi PKPM diketahui bahwa PT.FASTORINDO
NUSANTARA ABADI menerbitkan 16 (enam belas) faktur pajak kepada
PT.CHANDRA PRIMA PERSADA dengan jumlah Pajak Pertambahan
Nilai (PPN) sebesar Rp.317.377.500 (Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Tiga
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Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan rincian

sebagai berikut :

Faktur Pajak MASA PAJAK PPN
Nomor Tanggal Pelaporan Rp.
0109011386195887 23-AUG-13 201308 22,500,000
0109011386195878 14-AUG-13 201308 30,000,000
0109011386195891 28-AUG-13 201308 9,497,500
0109011386195874 02-AUG-13 201308 30,000,000
0109011386195882 19-AUG-13 201308 30,000,000
0109011386195918 27-SEP-13 201309 22,500,000
0109011386195908 16-SEP-13 201309 22,500,000
0109011386195910 18-SEP-13 201309 22,500,000
0109011386195912 20-SEP-13 201309 22,500,000
0109011386195915 24-SEP-13 201309 22,500,000
0109011386195924 04-OCT-13 201310 9,150,000
0109011386195926 07-OCT-13 201310 22,500,000
0109011386195921 01-OCT-13 201310 11,000,000
0109011386195929 10-OCT-13 201310 15,000,000
0109011386195942 11-NOV-13 201311 11,480,000
0109011386195938 04-NOV-13 201311 13,750,000

-Bahwa berdasarkan data dari Aplikasi SIDJP PT.FASTORINDO
NUSANTARA ABADI telah melaporkan 16 (enam belas) faktur pajak
yang diterbitkan kepada PT. CHANDRA PRIMA PERSADA dalam SPT
Masa PPN PT. FASTORINDO NUSANTARA ABADI.
-Bahwa PT.FASTORINDO NUSANTARA ABADI sudah tidak aktif
melakukan kewajiban perpajakannya di KPP Pratama Jakarta Duren
Sawit, menurut Data dari Aplikasi SIDJP, PT.FASTORINDO NUSANTARA
ABADI terakhir melaporkan SPT Masa PPN Masa November 2013 pada
tanggal 30 Desember 2013.
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan
membenarkannya;

10. ACHMAD NIRZA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak
mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa jabatan saksi di PT CHANDRA PRIMA PERSADA /
NPWP 02.321.676.5-435.000 tahun 2011 s.d 2013 adalah sebagai
sebagai Direktur Keuangan dengan tugas dan wewenang sebagai
berikut :

e Pembayaran Gaji, Operasional Perusahaa dari pembayaran
Telepon, Listrik, PAM dll.

e Peminjaman dana untuk Karyawan.
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e Pembayaran BPJS karyawan.
e Mengatur keuangan PT CHANDRA PRIMA PERSADA secara
keseluruhan.
¢ Membayar kewajiban perpajakan, adapun membuat SPT Masa
dan SPT Tahunan (dibuat oleh staff keuangan atas nama RONY
SAHRONI).
- Bahwa saksi mempertanggungjawabkan dan melaporkan
pekerjaan Saksi kepada Direksi Perusahaan yaitu kepada Direktur
Utama (EDY RENALDI) dan Direktur Operasional (sdr. ANDA
YUSPERI).
- Bahwa lokasi kantor PT. CHANDRA PRIMA PERSADA terletak
di Jalan Inspeksi Kalimalang Nomor 4 Ruko Anugrah, Setiadarma
Tambun Selatan dari tahun 2007 s.d. 2015.
Sejak akhir tahun 2015 sampai dengan sekarang berlokasi di Perum
Graha Kalimas | - Jalan Menteng Blok A/27 Tambun Selatan,
Bekasi.Lokasi perwakilan Kantor PT. CHANDRA PRIMA PERSADA
terletak di Legok Banten, Jalan Sadang Purwakarta.
- Bahwa kegiatan Usaha PT CHANDRA PRIMA PERSADA
adalah pengelolaan dan penyaluran Security, cleaning service, Sales
dan cleaning service. Dilakukan melalui tender seperti PT LG
Indonesia, PT Nissan Motor Indonesia, PT AJE, Kota Bunga Sinar Mas.
- Bahwa mengenai mekanisme pembelian di PT.CHANDRA
PRIMA PERSADA secara operasional dibawah wewenang General
Umum kecuali nilai pembelian yang di atas 5 juta rupiah harus diketahui
oleh Direktur Keuangan untuk meminta persetujuan dari Direktur
Utama.
- Bahwa saksi mengetahui transaksi pembelian PT. CHANDRA
PRIMA PERSADA selama tahun 2011 s.d. tahun 2013.
Barang-barang yang biasa dibeli diantaranya seragam security,
chemical dan alat tulis kantor. Untuk alat-alat security didapatkan di
Pisangan Lama dan Rawa Panjang, adapun chemical dan alat tulis
kantor didapatkan didaerah Bekasi, Jawa Barat. Adapun untuk nama-
nama perusahaan terkait pembelian PT. CHANDRA PRIMA PERSADA
saksi tidak ingat.
- Bahwa pihak yang mengetahui dan bertanggung jawab terkait
pembelian di PT.CHANDRA PRIMA PERSADA adalah saksi sebagai

Direktur Keuangan dan sdr. Anda Yusperi sebagai Direktur Operasional.
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- Bahwa mekanisme pembayaran atas pembelian yang dilakukan
oleh PT.CHANDRA PRIMA PERSADA sebagian besar dilakukan secara
tunai dan sisanya melalui transfer. Rekening yang digunakan ada dari
Bank Mandiri atas nama PT. CHANDRA PRIMA PERSADA nomor:
1560008788277.

- Bahwa tidak Ada pembelian barang terkait dengan Faktur Pajak
yang telah dikreditkan PT. CHANDRA PRIMA PERSADA dalam SPT
Masa PPN masa September 2011, Januari 2012 s.d. Desember 2012
dan Januari 2013 s.d. Desember 2013. Saksi bersama dengan sdr.
ANDA YUSPERI hanya membeli fisik faktur pajaknya saja, terkadang

dilengkapi dengan dokumen pendukungnya seperti Delivery Order dan
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Invoice.

- Rincian Faktur Pajak yang telah dikreditkan PT. CHANDRA

PRIMA PERSADA dalam SPT Masa PPN masa September 2011,

Januari 2012 s.d. Desember 2012 dan Januari 2013 s.d. Desember
2013 adalah sebagai berikut :

TGL
FAKTU | MAS
NO NO FAKTUR R A NPWP LAWAN NAMA LAWAN PPN
010000110000 | 13-SEP- | 2011 | 013919808012 | PT PUSPA CHANDRA 50.160.
1 0167 11 09 000 SARANA 000
010000110000 | 16-SEP- | 2011 | 018618678018 | PT BINA SEMESTA 46.024.
2 0170 11 09 000 GIARTHA L. 000
010000110000 | 19-SEP- | 2011 | 018618678018 | PT BINA SEMESTA 33.816.
3 0171 11 09 000 GIARTHA L. 000
Jumlah tahun 2011 130.000.000
010000120000 | 13-SEP- | 2012 | 016053282064 | PT NOBELTA JAYA 48.000.
4 0144 12 09 000 PERSADA 000
010000120000 | 19-SEP- | 2012 | 016053282064 | PT NOBELTA JAYA 45.400.
5 0146 12 09 000 PERSADA 000
010000120000 | 21-SEP- | 2012 | 016053282064 | PT NOBELTA JAYA 34.250.
6 0148 12 09 000 PERSADA 000
010000120000 | 13-SEP- | 2012 | 013696901012 41.525.
7 0191 12 09 000 PT SWASEMBADA KARYA 200
010000120000 | 14-SEP- | 2012 | 013696901012 37.000.
8 0192 12 09 000 PT SWASEMBADA KARYA 000
010000120000 | 18-SEP- | 2012 | 013696901012 46.000.
9 0195 12 09 000 PT SWASEMBADA KARYA 000
010000120000 | 08-OCT- | 2012 | 019888825018 | PT RAJAWALI 21.775.
10 | 0187 12 10 000 INTERINNIAGA 511
010000120000 | 16-OCT- | 2012 | 013696901012 37.800.
11 | 0217 12 10 000 PT SWASEMBADA KARYA 000
010000120000 | 18-OCT- | 2012 | 013696901012 41.200.
12 | 0218 12 10 000 PT SWASEMBADA KARYA 000
010000120000 | 22-OCT- | 2012 | 013696901012 38.000.
13 | 0220 12 10 000 PT SWASEMBADA KARYA 000
010000120000 | 23-OCT- | 2012 | 013696901012 41.700.
14 | 0222 12 10 000 PT SWASEMBADA KARYA 000
010000120000 | 24-OCT- | 2012 | 013696901012 37.000.
15 | 0223 12 10 000 PT SWASEMBADA KARYA 000
010000120000 | 27-OCT- | 2012 | 013696901012 34.300.
16 | 0225 12 10 000 PT SWASEMBADA KARYA 000
010000120000 | 09-NOV- | 2012 | 016053282064 | PT NOBELTA JAYA 38.000.
17 | 0169 12 11 000 PERSADA 000
010000120000 | 09-NOV- | 2012 | 016053282064 | PT NOBELTA JAYA 41.700.
18 | 0170 12 11 000 PERSADA 000
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010000120000 | 13-NOV- | 2012 | 016053282064 | PT NOBELTA JAYA 45.200.

19 | 0172 12 11 000 PERSADA 000
010000120000 | 07-NOV- | 2012 | 013696901012 39.000.

20 | 0247 12 11 000 PT SWASEMBADA KARYA 000
010000120000 | 08-NOV- | 2012 | 013696901012 41.200.

21 | 0248 12 11 000 PT SWASEMBADA KARYA 000
010000120000 | 09-NOV- | 2012 | 013696901012 51.315.

22 | 0251 12 11 000 PT SWASEMBADA KARYA 223
010000120000 | 03-DEC- | 2012 | 016053282064 | PT NOBELTA JAYA 39.630.

23 | 0188 12 12 000 PERSADA 000
010000120000 | 05-DEC- | 2012 | 016053282064 | PT NOBELTA JAYA 45.360.

24 | 0191 12 12 000 PERSADA 000
010000120000 | 06-DEC- | 2012 | 016053282064 | PT NOBELTA JAYA 38.022.

25 | 0192 12 12 000 PERSADA 172
010000120000 | 08-DEC- | 2012 | 016053282064 | PT NOBELTA JAYA 31.050.

26 | 0196 12 12 000 PERSADA 010
010000120000 | 12-DEC- | 2012 | 013696901012 47.252.

27 | 0279 12 12 000 PT SWASEMBADA KARYA 000
010000120000 | 13-DEC- | 2012 | 013696901012 41.725.

28 | 0280 12 12 000 PT SWASEMBADA KARYA 000
010000120000 | 19-DEC- | 2012 | 013696901012 42.550.

29 | 0284 12 12 000 PT SWASEMBADA KARYA 000
1.045.955.11

Jumlah tahun 2012 6
0100001300000 | 05-JAN- | 2013 | 01369690101 43.570.

30 | 003 13 01 2000 PT SWASEMBADA KARYA 000
0100001300000 | 05-JAN- | 2013 | 01605328206 | PT NOBELTA JAYA 48.075.

31 | 006 13 01 4000 PERSADA 000
0100001300000 | 07-JAN- | 2013 | 01605328206 | PT NOBELTA JAYA 51.026.

32 | 008 13 01 4000 PERSADA 000
0100001300000 | 10-JAN- | 2013 | 01369690101 44.150.

33 | 008 13 01 2000 PT SWASEMBADA KARYA 000
0100001300000 | 11-JAN- | 2013 | 01369690101 49.322.

34 | 009 13 01 2000 PT SWASEMBADA KARYA 600
0100001300000 | 09-JAN- | 2013 | 01605328206 | PT NOBELTA JAYA 52.000.

35 | 013 13 01 4000 PERSADA 000
0100001300000 | 02-FEB- | 2013 | 01369690101 44.221.

36 | 028 13 02 2000 PT SWASEMBADA KARYA 200
0100001300000 | 04-FEB- | 2013 | 01369690101 47.000.

37 | 029 13 02 2000 PT SWASEMBADA KARYA 000
0100001300000 | 06-FEB- | 2013 | 01369690101 39.500.

38 | 032 13 02 2000 PT SWASEMBADA KARYA 000
0100001300000 | 04-FEB- | 2013 | 01605328206 | PT NOBELTA JAYA 51.320.

39 | 056 13 02 4000 PERSADA 000
0100001300000 | 05-FEB- | 2013 | 01605328206 | PT NOBELTA JAYA 44.200.

40 | 059 13 02 4000 PERSADA 000
0100001300000 | 16-FEB- | 2013 | 01605328206 | PT NOBELTA JAYA 46.000.

41 | 081 13 02 4000 PERSADA 000
0100001300000 | 18-FEB- | 2013 | 01605328206 | PT NOBELTA JAYA 34.000.

42 | 082 13 02 4000 PERSADA 000
0100001300000 | 20-FEB- | 2013 | 01605328206 | PT NOBELTA JAYA 40.300.

43 | 085 13 02 4000 PERSADA 000
0100001300000 | 01-APR- | 2013 | 21036832040 | PT SINDANGPALAY 44.242.

44 | 091 13 04 5000 LANGGENG M. 790
0100001300000 | 02-APR- | 2013 | 21036832040 | PT SINDANGPALAY 48.000.

45 | 092 13 04 5000 LANGGENG M. 000
0100001300000 | 03-APR- | 2013 | 21036832040 | PT SINDANGPALAY 51.110.

46 | 094 13 04 5000 LANGGENG M. 000
0100001300000 | 06-APR- | 2013 | 21036832040 | PT SINDANGPALAY 44.200.

47 | 096 13 04 5000 LANGGENG M. 000
0100001300000 | 08-APR- | 2013 | 21036832040 | PT SINDANGPALAY 45.000.

48 | 097 13 04 5000 LANGGENG M. 000
0100001300000 | 10-APR- | 2013 | 21036832040 | PT SINDANGPALAY 42.000.

49 | 099 13 04 5000 LANGGENG M. 000
0100001300000 | 11-APR- | 2013 | 21036832040 | PT SINDANGPALAY 32.500.

50 | 101 13 04 5000 LANGGENG M. 000
0100001300000 | 12-APR- | 2013 | 21036832040 | PT SINDANGPALAY 43.500.

51 |102 13 04 5000 LANGGENG M. 000
0100001300000 | 16-APR- | 2013 | 21036832040 | PT SINDANGPALAY 41.000.

52 | 105 13 04 5000 LANGGENG M. 000
53 | 0109011337217 | 04-JUN- | 2013 | 31490964942 | PT BHANDA MEKAR 82.500.
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397 13 06 9000 ABADI 000
0109011337217 | 10-JUN- | 2013 | 31490964942 | PT BHANDA MEKAR 117.850.
54 | 482 13 06 9000 ABADI 000
0109011337217 | 26-JUN- | 2013 | 31490964942 | PT BHANDA MEKAR 17.006.
55 | 487 13 06 9000 ABADI 000
0109011337217 | 28-JUN- | 2013 | 31490964942 | PT BHANDA MEKAR 9.497.
56 | 488 13 06 9000 ABADI 500
0109011337217 | 04-JUN- | 2013 | 31490964942 | PT BHANDA MEKAR 71.875.
57 | 495 13 06 9000 ABADI 000
0109011337217 | 25-JUN- | 2013 | 31490964942 | PT BHANDA MEKAR 85.000.
58 | 496 13 06 9000 ABADI 000
0109011337217 | 25-JUN- | 2013 | 31490964942 | PT BHANDA MEKAR 71.000.
59 | 497 13 06 9000 ABADI 000
0109001386760 | 26-JUN- | 2013 | 03198777904 75.000.
60 | 986 13 06 3000 PT MAXIMA INDOBUANA 000
0109001386760 | 27-JUN- | 2013 | 03198777904 75.000.
61 | 987 13 06 3000 PT MAXIMA INDOBUANA 000
0109001386760 | 28-JUN- | 2013 | 03198777904 75.000.
62 | 988 13 06 3000 PT MAXIMA INDOBUANA 000
0109001386760 | 04-JUL- | 2013 | 03198777904 10.000.
63 | 989 13 07 3000 PT MAXIMA INDOBUANA 000
0109001386760 | 09-JUL- | 2013 | 03198777904 10.000.
64 | 990 13 07 3000 PT MAXIMA INDOBUANA 000
0109001386760 | 10-JUL- | 2013 | 03198777904 17.500.
65 | 991 13 07 3000 PT MAXIMA INDOBUANA 000
0109001386760 | 12-JUL- | 2013 | 03198777904 17.000.
66 | 992 13 07 3000 PT MAXIMA INDOBUANA 000
0109001386760 | 15-JUL- | 2013 | 03198777904 17.000.
67 | 993 13 07 3000 PT MAXIMA INDOBUANA 000
0109001386760 | 16-JUL- | 2013 | 03198777904 8.500.
68 | 994 13 07 3000 PT MAXIMA INDOBUANA 000
0109001386760 | 17-JUL- | 2013 | 03198777904 10.000.
69 | 995 13 07 3000 PT MAXIMA INDOBUANA 000
0109001386760 | 18-JUL- | 2013 | 03198777904 10.000.
70 | 996 13 07 3000 PT MAXIMA INDOBUANA 000
0109001388252 | 03-JUL- | 2013 | 03268101700 | PT ANUGRAH MULTI 27.500.
71 | 572 13 07 8000 PERKASA 000
0109001388252 | 08-JUL- | 2013 | 03268101700 | PT ANUGRAH MULTI 27.500.
72 | 575 13 07 8000 PERKASA 000
0109001388255 | 01-JUL- | 2013 | 03268104100 28.800.
73 | 502 13 07 8000 PT ANINDO PRATAMA 000
0109001388255 | 05-JUL- | 2013 | 03268104100 16.200.
74 | 505 13 07 8000 PT ANINDO PRATAMA 000
0109001388255 | 10-JUL- | 2013 | 03268104100 26.250.
75 | 509 13 07 8000 PT ANINDO PRATAMA 000
0109001388440 | 15-JUL- | 2013 | 31478274900 22.125.
76 | 729 13 07 8000 PT FERINDO JAYA ABADI 000
0109011386148 | 23-JUL- | 2013 | 31478274900 25.075.
77 | 709 13 07 8000 PT FERINDO JAYA ABADI 000
0109011386148 | 27-JUL- | 2013 | 31478274900 26.550.
78 | 713 13 07 8000 PT FERINDO JAYA ABADI 000
0109011386144 | 01-AUG- | 2013 | 03268104100 21.250.
79 | 253 13 08 8000 PT ANINDO PRATAMA 000
0109011386195 | 02-AUG- | 2013 | 31478285500 | PT FASTORINDO 30.000.
80 | 874 13 08 8000 NUSANTARA A. 000
0109011386195 | 14-AUG- | 2013 | 31478285500 | PT FASTORINDO 30.000.
81 | 878 13 08 8000 NUSANTARA A. 000
0109011386195 | 19-AUG- | 2013 | 31478285500 | PT FASTORINDO 30.000.
82 | 882 13 08 8000 NUSANTARA A. 000
0109011386195 | 23-AUG- | 2013 | 31478285500 | PT FASTORINDO 22.500.
83 | 887 13 08 8000 NUSANTARA A. 000
0109011386195 | 28-AUG- | 2013 | 31478285500 | PT FASTORINDO 9.497.
84 | 891 13 08 8000 NUSANTARA A. 500
0109011386144 | 03-AUG- | 2013 | 03268104100 21.250.
85 | 257 13 08 8000 PT ANINDO PRATAMA 000
0109011386144 | 20-AUG- | 2013 | 03268104100 21.250.
86 | 264 13 08 8000 PT ANINDO PRATAMA 000
0109011386144 | 26-AUG- | 2013 | 03268104100 21.250.
87 | 269 13 08 8000 PT ANINDO PRATAMA 000
0109011386131 | 13-AUG- | 2013 | 03268101700 | PT ANUGRAH MULTI 30.000.
88 | 201 13 08 8000 PERKASA 000
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0109011386131 | 22-AUG- | 2013 | 03268101700 | PT ANUGRAH MULTI 30.000.
89 | 208 13 08 8000 PERKASA 000

0109011386131 | 27-AUG- | 2013 | 03268101700 | PT ANUGRAH MULTI 11.000.
90 | 213 13 08 8000 PERKASA 000

0109011386131 | 30-AUG- | 2013 | 03268101700 | PT ANUGRAH MULTI 17.006.
91 | 216 13 08 8000 PERKASA 000

0109011386148 | 12-AUG- | 2013 | 31478274900 27.500.
92 | 724 13 08 8000 PT FERINDO JAYA ABADI 000

0109011386148 | 16-AUG- | 2013 | 31478274900 22.875.
93 | 728 13 08 8000 PT FERINDO JAYA ABADI 000

0109011386148 | 21-AUG- | 2013 | 31478274900 14.750.0
94 | 731 13 08 8000 PT FERINDO JAYA ABADI 00

0109011386148 | 26-AUG- | 2013 | 31478274900 17.100.
95 | 735 13 08 8000 PT FERINDO JAYA ABADI 000

0109011386131 | 21-SEP- | 2013 | 03268101700 | PT ANUGRAH MULTI 30.000.
96 | 232 13 09 8000 PERKASA 000

0109011386131 | 23-SEP- | 2013 | 03268101700 | PT ANUGRAH MULTI 30.000.
97 | 234 13 09 8000 PERKASA 000

0109011386131 | 23-SEP- | 2013 | 03268101700 | PT ANUGRAH MULTI 11.000.
98 | 236 13 09 8000 PERKASA 000

0109011386131 | 26-SEP- | 2013 | 03268101700 | PT ANUGRAH MULTI 17.006.
99 | 238 13 09 8000 PERKASA 000
10 | 0109011386131 | 30-SEP- | 2013 | 03268101700 | PT ANUGRAH MULTI 9.497.
0 240 13 09 8000 PERKASA 500
10 | 0109011386148 | 06-SEP- | 2013 | 31478274900 22.000.
1 750 13 09 8000 PT FERINDO JAYA ABADI 000
10 | 0109011386148 | 09-SEP- | 2013 | 31478274900 19.825.
2 752 13 09 8000 PT FERINDO JAYA ABADI 000
10 | 0109011386148 | 13-SEP- | 2013 | 31478274900 11.250.
3 756 13 09 8000 PT FERINDO JAYA ABADI 000
10 | 0109011386148 | 18-SEP- | 2013 | 31478274900 15.300.
4 760 13 09 8000 PT FERINDO JAYA ABADI 000
10 | 0109011386144 | 23-SEP- | 2013 | 03268104100 18.700.
5 292 13 09 8000 PT ANINDO PRATAMA 000
10 | 0109011386144 | 24-SEP- | 2013 | 03268104100 22.100.
6 294 13 09 8000 PT ANINDO PRATAMA 000
10 | 0109011386144 | 26-SEP- | 2013 | 03268104100 20.400.
7 296 13 09 8000 PT ANINDO PRATAMA 000
10 | 0109011386144 | 28-SEP- | 2013 | 03268104100 23.800.
8 298 13 10 8000 PT ANINDO PRATAMA 000
10 | 0109011386195 | 16-SEP- | 2013 | 31478285500 | PT FASTORINDO 22.500.
9 908 13 09 8000 NUSANTARA A. 000
11 | 0109011386195 | 18-SEP- | 2013 | 31478285500 | PT FASTORINDO 22.500.
0 910 13 09 8000 NUSANTARA A. 000
11 | 0109011386195 | 20-SEP- | 2013 | 31478285500 | PT FASTORINDO 22.500.
1 912 13 09 8000 NUSANTARA A. 000
11 | 0109011386195 | 24-SEP- | 2013 | 31478285500 | PT FASTORINDO 22.500.
2 915 13 09 8000 NUSANTARA A. 000
11 | 0109011386195 | 27-SEP- | 2013 | 31478285500 | PT FASTORINDO 22.500.
3 918 13 09 8000 NUSANTARA A. 000
11 | 0109011386148 | 01-OCT- | 2013 | 31478274900 17.000.
4 769 13 10 8000 PT FERINDO JAYA ABADI 000
11 | 0109011386148 | 04-OCT- | 2013 | 31478274900 18.750.
5 772 13 10 8000 PT FERINDO JAYA ABADI 000
11 | 0109011386148 | 09-OCT- | 2013 | 31478274900 18.750.
6 776 13 10 8000 PT FERINDO JAYA ABADI 000
11 | 0109011386144 | 08-OCT- | 2013 | 03268104100 11.000.
7 306 13 10 8000 PT ANINDO PRATAMA 000
11 | 0109011386144 | 14-OCT- | 2013 | 03268104100 17.352.
8 311 13 10 8000 PT ANINDO PRATAMA 500
11 | 0109011386144 | 21-OCT- | 2013 | 03268104100 9.497.
9 315 13 10 8000 PT ANINDO PRATAMA 500
12 | 0109011386195 | 01-OCT- | 2013 | 31478285500 | PT FASTORINDO 11.000.
0 921 13 10 8000 NUSANTARA A. 000
12 | 0109011386195 | 04-OCT- | 2013 | 31478285500 | PT FASTORINDO 9.150.
1 924 13 10 8000 NUSANTARA A. 000
12 | 0109011386195 | 07-OCT- | 2013 | 31478285500 | PT FASTORINDO 22.500.
2 926 13 10 8000 NUSANTARA A. 000
12 | 0109011386195 | 10-OCT- | 2013 | 31478285500 | PT FASTORINDO 15.000.
3 929 13 10 8000 NUSANTARA A. 000
12 ] 0109011386195 | 04-NOV- | 2013 | 31478285500 | PT FASTORINDO 13.750.

Halaman 65 dari 128 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 938 13 11 8000 NUSANTARA A. 000
12 | 0109011386195 | 11-NOV- | 2013 | 31478285500 | PT FASTORINDO 11.480.
5 942 13 11 8000 NUSANTARA A. 000
12 | 0109021326886 | 18-NOV- | 2013 | 03268101700 | PT ANUGRAH MULTI 13.500.
6 547 13 12 8000 PERKASA 000
12 | 0109021326886 | 22-NOV- | 2013 | 03268101700 | PT ANUGRAH MULTI 11.600.
7 551 13 12 8000 PERKASA 000
12 | 0109021326887 | 25-NOV- | 2013 | 03268104100 14.828.
8 414 13 12 8000 PT ANINDO PRATAMA 000
12 | 0109021326887 | 28-NOV- | 2013 | 03268104100 9.602.
9 417 13 12 8000 PT ANINDO PRATAMA 000
13 | 0109021326893 | 08-NOV- | 2013 | 31478274900 10.250.
0 814 13 11 8000 PT FERINDO JAYA ABADI 000
13 | 0109021326893 | 14-NOV- | 2013 | 31478274900 15.000.
1 819 13 11 8000 PT FERINDO JAYA ABADI 000
2.996.583.09

Jumlah tahun 2013 0
4.172.538.2

Total tahun 2011 s.d. 2013 06

- Bahwa kronologis pembelian Faktur Pajak tidak berdasarkan
transaksi sebenarnya yang telah dikreditkan PT. CHANDRA PRIMA
PERSADA dalam SPT Masa PPN masa September 2011, Januari 2012
s.d. Desember 2012 dan Januari 2013 s.d. Desember 2013 :
. Kronologis Pembelian tersebut berawal ketika sdr. ANDA
YUSPERI memperkenalkan Saksi kepada terdakwa untuk membeli
faktur-faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya.
. Sdr. ANDA YUSPERI meyakinkan kepada Saksi bahwa yang
menandatangani Faktur Pajak tersebut adalah sdr. ANDA YUSPERI.
. Pembagian hasil dari pembelian faktur-faktur pajak yang tidak
berdasarkan transaksi sebenarnya sebagai berikut : terdakwa
sebesar 60%, sdr. Anda Yusperi sebesar 20%, dan saksi sebesar
20% dari total nilai PPN tersebut.
. Kemudian Saksi mempertimbangkan penawaran tersebut dan
menyetujuinya setelah mendapat jawaban dari terdakwa bahwa
terdakwa bertanggungjawab atas pembelian Faktur-faktur pajak
tersebut kalau di kemudian hari ada masalah.
. Kegiatan pembelian faktur pajak-faktur pajak tersebut dilakukan
tanpa sepengetahuan Direktur Utama (EDY RENALDY).
- Bahwa pihak yang melakukan pembayaran faktur pajak tidak
berdasarkan transaksi sebenarnya adalah saksi, saksi menarik uang ke
Bank Mandiri dan Bll menggunakan Cek, kemudian hasilnya dibagikan
kepada sdr. terdakwa 60%, saksi Anda Yusperi 20% dan saksi 20%.
- Bahwa Bank yang digunakan untuk mencairkan Cek adalah
Bank Mandiri dan BlI.
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- Bahwa pembayaran kepada sdr. Anda Yusperi dan terdakwa
dilakukan secara tunai.
- Bahwa saksi mengetahui pelaporan SPT Masa PPN PT.
CHANDRA PRIMA PERSADA untuk Masa PajakSeptember 2011,
Januari 2012 s.d. Desember 2012 dan Januari 2013 s.d. Desember
2013.
- Bahwa pihak yang membuat SPT Masa PPN adalah saksi dan
pihak menandatangani SPT Masa PPN tersebut adalah sdr. Anda
Yusperi.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa PT. CHANDRA PRIMA
PERSADA menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN dan/atau
keterangan yang isinya tidak benar/tidak lengkap untuk masa Pajak
September 2011, Januari 2012 s.d. Desember 2012 dan Januari 2013
s.d. Desember 2013 melalui Surat yang diberikan oleh Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Cibitung.
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan
membenarkannya;

11. ANDA YUSPERI, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai Direktur
PT.Bagen Prima Guna dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan
terdakwa.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur Operasional mulai
bulan Juli 2007
- Bahwa saksi mempertanggungjawabkan dan melaporkan
pekerjaan saksi kepada Direktur Utama. saksi melaporkan secara
insidentil ketika ada hal yang perlu dilaporkan.
- Bahwa lokasi kantor PT.CHANDRA PRIMA PERSADA terletak
di Jalan Inspeksi Kalimalang Nomor 4 Ruko Anugrah, Setiadarma
Tambun Selatan dari tahun 2007 s.d. 2015. Sejak akhir tahun 2015
pindah ke Perum Graha Kalimas | - Jalan Menteng Blok A/27 Tambun
Selatan, Bekasi. Nomor Telepon Kantor adalah 021-88339605. Lokasi
perwakilan Kantor PT.CHANDRA PRIMA PERSADA terletak di Legok
Banten, Jalan Sadang Purwakarta (sejak Januari 2017 sudah tidak ada
lagi karena habis kontrak).
- Bahwa kegiatan Usaha PT.CHANDRA PRIMA PERSADA /
NPWP  02.321.676.5-435.000 adalah pengelolaan dan penyaluran
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Security, cleaning service, Sales dan cleaning service. Dilakukan
melalui tender seperti PT LG Indonesai, PT Nissan Motor Indonesia, PT
Bigola, Kota Bunga Sinar Mas tetapi sejak akhir 2016 sudah habis
kontrak. Yang masih memiliki kontrak adalah PT. Melu Bangun Wiweka,
PT. Jawa Manufacturing Indonesia dan PT. Mitsuba Indonesia Pipe
Part.

- Bahwa mekanisme pembelian di PT.CHANDRA PRIMA
PERSADA secara operasional dibawah wewenang General manager
yaitu saudara WIDI kecuali nilai pembelian yang di atas Rp.5.000.000,-
(lima juta rupiah) harus diketahui oleh Direktur Keuangan untuk
meminta persetujuan dari Direktur Utama.

- Bahwa saksi mengetahui transaksi pembelian PT. CHANDRA
PRIMA PERSADA selama tahun 2011 s.d. tahun 2013 berdasarkan
order dari bagian Logistik dan konfirmasi dari Direktur Keuangan.

- Bahwa pihak yang mengetahui dan bertanggung jawab terkait
pembelian di PT.CHANDRA PRIMA PERSADA adalah Direktur
Keuangan dan saksi sebagai Direktur Operasional sebatas mengetahui.
- Bahwa saksi mengenal saksi Achmad Nirza selaku Direktur
Keuangan di PT.Chandra Prima Persada (PT.CPP) sejak tahun 2007,
selanjutnya saksi memperkenalkan saksi Achmad Nirza kepada
terdakwa selaku Direktur PT.Bagen Prima Guna sekaligus konsultan
pajak yang telah saksi kenal sejak tahun 2009.

Dalam perkenalan tersebut saksi menjelaskan bahwa terdakwa selaku
konsultan pajak dapat memberikan informasi tentang perpajakan
kepada PT.Chandra Prima Persada (PT.CPP), misalnya informasi
tentang aturan perpajakan, cara pengisian Surat Pemberitahuan
Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) dan lain-lain.
Selain itu terdakwa juga menawarkan serta menyediakan Faktur Pajak
Masukan yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang
dapat dikreditkan dalam SPT Masa PPN kepada saksi dan saksi
Achmad Nirza.

- Bahwa atas dasar penawaran dari terdakwa dan untuk
mengurangi kewajiban pajak PT.Chandra Prima Persada (PT.CPP),
akhirnya saksi selaku Direktur Operasional yang mempunyai tugas
salah satunya mengurus pelaporan pajak yaitu menandatangani SPT
Masa PPN PT.Chandra Prima Persada (PT.CPP) dan saksi Achmad

Nirza selaku Direktur Keuangan yang mempunyai tugas salah satunya
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melakukan pelaporan atau pembayaran pajak di PT.Chandra Prima
Persada (PT.CPP) sepakat dan menyetujui untuk melakukan pembelian
Faktur Pajak Masukan tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya
atau faktur pajak fiktif secara bertahap kepada terdakwa dengan tujuan
faktur pajak yang ditawarkan tersebut akan digunakan sebagai dasar
atau acuan pembuatan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau
dapat dikreditkan dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
sehingga mengurangi kewajiban pajak PT.Chandra Prima Persada
(PT.CPP).

- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi Achmad
Nirza dan terdakwa juga menyepakati bahwa untuk pembelian faktur
pajak fiktif atau faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang
sebenarnya tersebut masing-masing pihak akan mendapatkan bagian
yaitu saksi sebesar 20%, saksi Achmad Nirza sebesar 20% dan
terdakwa sebesar 60% (termasuk bagian untuk sdr. Teguh Nurcipto dan
sdri. Sri Nurmalina) yang diserahkan oleh saksi Achmad Nirza masing-
masing secara tunai.

- Bahwa setelah kesepakatan tersebut disetujui, saksi mulai
memesan Faktur Pajak Masukan tidak berdasarkan transaksi yang
sebenarnya secara bertahap dalam kurun waktu tahun 2011 sampai
dengan tahun 2013, langsung atau melalui telepon dengan cara saksi
mengatakan kepada terdakwa bahwa PT.Chandra Prima Persada
(PT.CPP) membutuhkan faktur pajak masukan tidak berdasarkan
transaksi yang sebenarnya untuk pembuatan SPT Masa Pajak
Pertambahan Nilai (PPN), saksi hanya menyebutkan nilai nominal yang
akan dituangkan atau dimasukkan dalam pembuatan laporan pajak
SPT Masa PPN PT.Chandra Prima Persada (PT.CPP) kepada terdakwa
dan untuk melengkapi pembuatan laporan pajak tersebut, dibutuhkan
faktur pajak masukan tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya
atau faktur pajak fiktif dari terdakwa. Faktur pajak itulah yang akan
digunakan sebagai dasar atau acuan oleh saksi dan saksi Achmad
Nirza dalam membuat laporan SPT Masa PPN PT.Chandra Prima
Persada (PT.CPP). saksi dan saksi Achmad Nirza tidak perlu
menyiapkan dokumen apapun untuk dijadikan dasar pembuatan faktur
pajak masukan tersebut.

- Bahwa setelah saksi melakukan pemesanan faktur pajak yang

tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya kepada terdakwa,
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kemudian terdakwa mendatangi sdr. Teguh Nurcipto dan sdri. Sri
Nurmalina selaku orang yang bersedia menyiapkan faktur pajak
masukan tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya untuk segera
menyediakan faktur pajak masukan tersebut. Selang beberapa hari
kemudian setelah faktur pajak pesanan saksi selesai dibuat, sdr. Teguh
Nurcipto dan sdri. Sri Nurmalina menghubungi terdakwa untuk
mengambil faktur pajak tersebut di kantor sdr. Teguh Nurcipto di
CV.Raka Kencana Jalan A. Yani Bekasi dekat Bank Mega atau di rumah
sdri. Sri Nurmalina Jalan Mutia Kirana Selatan V Blok C 9 No.8 Rt.01
Rw.01 Sepanjang Jaya Rawa Lumbu Bekasi untuk diserahkan kepada
saksi atau saksi Achmad Nirza.

- Bahwa saksi setiap kali melakukan pemesanan faktur pajak,
dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, sedangkan
pengambilan faktur pajak paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya
disertai pembayaran uang pembelian faktur pajak secara tunai.

- Bahwa setelah saksi dan saksi Achmad Nirza menerima faktur
pajak masukan yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atau
faktur pajak fiktif dari terdakwa di kantor PT.Chandra Prima Persada
(PT.CPP), terdakwa juga sekaligus mengambil pembayaran dari
pembelian faktur pajak tersebut. Selain menerima faktur pajak masukan
tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, saksi atau saksi Achmad
Nirza terkadang juga menerima dokumen pendukung lainnya seperti
Delivery Order, invoice, surat jalan dan kuitansi, namun yang
bertandatangan dalam semua dokumen-dokumen tersebut termasuk
faktur pajak, bukan direktur perusahaan yang sebenarnya.

- Bahwa pembayaran faktur pajak masukan tidak berdasarkan
transaksi yang sebenarnya dilakukan dengan cara setiap bulan saksi
Achmad Nirza selaku Direktur Keuangan PT.Chandra Prima Persada
(PT.CPP) mencairkan cek milik PT.Chandra Prima Persada (PT.CPP)
melalui Bank Mandiri dan BIl dengan harga pembelian 100% dari nilai
PPN yang ada dalam faktur pajak masukan tidak berdasarkan transaksi
yang sebenarnya atau fiktif tersebut.

- Bahwa setelah melakukan pencairan cek dari bank, saksi
Achmad Nirza membagi-bagikan uang pembelian faktur pajak tersebut
kepada saksi sebesar 20% dan terdakwa 60% (termasuk bagian untuk
sdr. Teguh Nurcipto dan sdri. Sri Nurmalina) masing-masing secara

tunai dan sisanya sebesar 20% adalah bagian untuk saksi Achmad
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Nirza sesuai dengan kesepakatan awal dari ketiganya (saksi, saksi
Achmad Nirza dan terdakwa).

- Bahwa setelah pembayaran selesai, kemudian saksi dan saksi
Achmad Nirza menggunakan faktur pajak masukan yang tidak
berdasarkan transaksi sebenarnya sebagai dasar dalam membuat
Pemberitahuan Tahunan (SPT) Masa PPN untuk bulan
September 2011, bulan September — Desember 2012 dan bulan

Surat

Januari — Desember 2013 yang akan disampaikan ke KPP Pratama
Cibitung Kab. Bekasi Jawa Barat. Dalam Surat Pemberitahuan Tahunan
(SPT) Masa PPN tercantum faktur pajak masukan, nama perusahaan,
jumlah faktur pajak maupun nilai yang tertera dalam faktur pajak
dengan mengacu pada faktur pajak masukan yang tidak berdasarkan
transaksi sebenarnya yang diterima secara bertahap dalam kurun
waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 dari terdakwa tersebut.

- Bahwa saksi mengetahui ada 12 (dua belas) hama perusahaan
yang tercantum dalam Faktur Pajak Masukan yang tidak sesuai dengan
transaksi yang sebenarnya atau faktur pajak fiktif yang digunakan
sebagai dasar / acuan dalam pembuatan SPT Masa PPN PT.Chandra
Prima Persada (PT.CPP) yang diterima dari terdakwa.

- Bahwa PT.Chandra Prima Persada (PT.CPP) sama sekali tidak
pernah melakukan transaksi pembelian dan tidak pernah membayar
harga barang beserta PPN dari 12 (dua belas) perusahaan
sebagaimana tercantum dalam faktur pajak masukan yang tidak
berdasarkan transaksi sebenarnya yang diterima oleh saksi secara
bertahap dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2013
dari terdakwa.

- Bahwa saksi mengetahui bahwa tidak ada pembelian barang
terkait dengan Data Faktur Pajak yang telah dikreditkan PT. CHANDRA
PRIMA PERSADA/ NPWP 02.321.676.5-435.000 dalam SPT Masa
PPN masa September 2011, Januari 2012 s.d. Desember 2012 dan
Januari 2013 s.d. Desember 2013 yang diperlihatkan kepada saksi

sebagai berikut:
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TGL
N FAKTU | MAS NPWP
o NO FAKTUR R A LAWAN NAMA LAWAN PPN
010000110000 | 13-SEP- | 2011 | 01391980801 | PT PUSPA CHANDRA 50.16
1 0167 11 09 2000 SARANA 0.000
010000110000 | 16-SEP 2011 | 01861867801 | PT BINA SEMESTA GIARTHA 46.02
2 0170 11 09 8000 L. 4.000
010000110000 | 19-SEP 2011 | 01861867801 | PT BINA SEMESTA GIARTHA 33.81
3 0171 11 09 8000 L. 6.000
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130.000.00

Jumlah tahun 2011 0
010000120000 | 13-SEP- | 2012 | 01605328206 48.00

4 0144 12 09 4000 PT NOBELTA JAYA PERSADA 0.000
010000120000 | 19-SEP- | 2012 | 01605328206 45.40

5 0146 12 09 4000 PT NOBELTA JAYA PERSADA 0.000
010000120000 | 21-SEP- | 2012 | 01605328206 34.25

6 0148 12 09 4000 PT NOBELTA JAYA PERSADA 0.000
010000120000 | 13-SEP- | 2012 | 01369690101 41.52

7 0191 12 09 2000 PT SWASEMBADA KARYA 5.200
010000120000 | 14-SEP- | 2012 | 01369690101 37.00

8 0192 12 09 2000 PT SWASEMBADA KARYA 0.000
010000120000 | 18-SEP- | 2012 | 01369690101 46.00

9 0195 12 09 2000 PT SWASEMBADA KARYA 0.000
010000120000 | 08-OCT- | 2012 | 01988882501 | PT RAJAWALI 21.77

10 | 0187 12 10 8000 INTERINNIAGA 5.511
010000120000 | 16-OCT- | 2012 | 01369690101 37.80

11 | 0217 12 10 2000 PT SWASEMBADA KARYA 0.000
010000120000 | 18-OCT- | 2012 | 01369690101 41.20

12 | 0218 12 10 2000 PT SWASEMBADA KARYA 0.000
010000120000 | 22-OCT- | 2012 | 01369690101 38.00

13 | 0220 12 10 2000 PT SWASEMBADA KARYA 0.000
010000120000 | 23-OCT- | 2012 | 01369690101 41.70

14 | 0222 12 10 2000 PT SWASEMBADA KARYA 0.000
010000120000 | 24-OCT- | 2012 | 01369690101 37.00

15 | 0223 12 10 2000 PT SWASEMBADA KARYA 0.000
010000120000 | 27-OCT- | 2012 | 01369690101 34.30

16 | 0225 12 10 2000 PT SWASEMBADA KARYA 0.000
010000120000 | 09-NOV- | 2012 | 01605328206 38.00

17 | 0169 12 11 4000 PT NOBELTA JAYA PERSADA 0.000
010000120000 | 09-NOV- | 2012 | 01605328206 41.70

18 | 0170 12 11 4000 PT NOBELTA JAYA PERSADA 0.000
010000120000 | 13-NOV- | 2012 | 01605328206 45.20

19 | 0172 12 11 4000 PT NOBELTA JAYA PERSADA 0.000
010000120000 | 07-NOV- | 2012 | 01369690101 39.00

20 | 0247 12 11 2000 PT SWASEMBADA KARYA 0.000
010000120000 | 08-NOV- | 2012 | 01369690101 41.20

21 | 0248 12 11 2000 PT SWASEMBADA KARYA 0.000
010000120000 | 09-NOV- | 2012 | 01369690101 51.31

22 | 0251 12 11 2000 PT SWASEMBADA KARYA 5.223
010000120000 | 03-DEC- | 2012 | 01605328206 39.63

23 | 0188 12 12 4000 PT NOBELTA JAYA PERSADA 0.000
010000120000 | 05-DEC- | 2012 | 01605328206 45.36

24 | 0191 12 12 4000 PT NOBELTA JAYA PERSADA 0.000
010000120000 | 06-DEC- | 2012 | 01605328206 38.02

25 | 0192 12 12 4000 PT NOBELTA JAYA PERSADA 2.172
010000120000 | 08-DEC- | 2012 | 01605328206 31.05

26 | 0196 12 12 4000 PT NOBELTA JAYA PERSADA 0.010
010000120000 | 12-DEC- | 2012 | 01369690101 47.25

27 | 0279 12 12 2000 PT SWASEMBADA KARYA 2.000
010000120000 | 13-DEC- | 2012 | 01369690101 41.72

28 | 0280 12 12 2000 PT SWASEMBADA KARYA 5.000
010000120000 | 19-DEC- | 2012 | 01369690101 42.55

29 | 0284 12 12 2000 PT SWASEMBADA KARYA 0.000
1.045.955.1

Jumlah tahun 2012 16
010000130000 | 05-JAN- | 2013 | 01369690101 43.57

30 | 0003 13 01 2000 PT SWASEMBADA KARYA 0.000
010000130000 | 05-JAN- | 2013 | 01605328206 48.07

31 | 0006 13 01 4000 PT NOBELTA JAYA PERSADA 5.000
010000130000 | 07-JAN- | 2013 | 01605328206 51.02

32 | 0008 13 01 4000 PT NOBELTA JAYA PERSADA 6.000
010000130000 | 10-JAN- | 2013 | 01369690101 44.15

33 | 0008 13 01 2000 PT SWASEMBADA KARYA 0.000
010000130000 | 11-JAN- | 2013 | 01369690101 49.32

34 | 0009 13 01 2000 PT SWASEMBADA KARYA 2.600
010000130000 | 09-JAN- | 2013 | 01605328206 52.00

35 | 0013 13 01 4000 PT NOBELTA JAYA PERSADA 0.000
010000130000 | 02-FEB- | 2013 | 01369690101 44.22

36 | 0028 13 02 2000 PT SWASEMBADA KARYA 1.200
37 | 010000130000 | 04-FEB- | 2013 | 01369690101 | PT SWASEMBADA KARYA 47.00
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0029 13 02 2000 0.000
010000130000 | 06-FEB- | 2013 | 01369690101 39.50
38 | 0032 13 02 2000 PT SWASEMBADA KARYA 0.000
010000130000 | 04-FEB- | 2013 | 01605328206 51.32
39 | 0056 13 02 4000 PT NOBELTA JAYA PERSADA 0.000
010000130000 | O5-FEB- | 2013 | 01605328206 44.20
40 | 0059 13 02 4000 PT NOBELTA JAYA PERSADA 0.000
010000130000 | 16-FEB- | 2013 | 01605328206 46.00
41 | 0081 13 02 4000 PT NOBELTA JAYA PERSADA 0.000
010000130000 | 18-FEB- | 2013 | 01605328206 34.00
42 | 0082 13 02 4000 PT NOBELTA JAYA PERSADA 0.000
010000130000 | 20-FEB- | 2013 | 01605328206 40.30
43 | 0085 13 02 4000 PT NOBELTA JAYA PERSADA 0.000
010000130000 | O1-APR- | 2013 | 21036832040 | PT SINDANGPALAY 44.24
44 | 0091 13 04 5000 LANGGENG M. 2.790
010000130000 | 02-APR- | 2013 | 21036832040 | PT SINDANGPALAY 48.00
45 | 0092 13 04 5000 LANGGENG M. 0.000
010000130000 | 03-APR- | 2013 | 21036832040 | PT SINDANGPALAY 51.11
46 | 0094 13 04 5000 LANGGENG M. 0.000
010000130000 | 06-APR- | 2013 | 21036832040 | PT SINDANGPALAY 44.20
47 | 0096 13 04 5000 LANGGENG M. 0.000
010000130000 | 08-APR- | 2013 | 21036832040 | PT SINDANGPALAY 45.00
48 | 0097 13 04 5000 LANGGENG M. 0.000
010000130000 | 10-APR- | 2013 | 21036832040 | PT SINDANGPALAY 42.00
49 | 0099 13 04 5000 LANGGENG M. 0.000
010000130000 | 11-APR- | 2013 | 21036832040 | PT SINDANGPALAY 32.50
50 | 0101 13 04 5000 LANGGENG M. 0.000
010000130000 | 12-APR- | 2013 | 21036832040 | PT SINDANGPALAY 43.50
51 | 0102 13 04 5000 LANGGENG M. 0.000
010000130000 | 16-APR- | 2013 | 21036832040 | PT SINDANGPALAY 41.00
52 | 0105 13 04 5000 LANGGENG M. 0.000
010901133721 | 04-JUN- | 2013 | 31490964942 82.50
53 | 7397 13 06 9000 PT BHANDA MEKAR ABADI 0.000
010901133721 | 10-JUN- | 2013 | 31490964942 117.85
54 | 7482 13 06 9000 PT BHANDA MEKAR ABADI 0.000
010901133721 | 26-JUN- | 2013 | 31490964942 17.00
55 | 7487 13 06 9000 PT BHANDA MEKAR ABADI 6.000
010901133721 | 28-JUN- | 2013 | 31490964942 9.49
56 | 7488 13 06 9000 PT BHANDA MEKAR ABADI 7.500
010901133721 | 04-JUN- | 2013 | 31490964942 71.87
57 | 7495 13 06 9000 PT BHANDA MEKAR ABADI 5.000
010901133721 | 25-JUN- | 2013 | 31490964942 85.00
58 | 7496 13 06 9000 PT BHANDA MEKAR ABADI 0.000
010901133721 | 25-JUN- | 2013 | 31490964942 71.00
59 | 7497 13 06 9000 PT BHANDA MEKAR ABADI 0.000
010900138676 | 26-JUN- | 2013 | 03198777904 75.00
60 | 0986 13 06 3000 PT MAXIMA INDOBUANA 0.000
010900138676 | 27-JUN- | 2013 | 03198777904 75.00
61 | 0987 13 06 3000 PT MAXIMA INDOBUANA 0.000
010900138676 | 28-JUN- | 2013 | 03198777904 75.00
62 | 0988 13 06 3000 PT MAXIMA INDOBUANA 0.000
010900138676 | 04-JUL- | 2013 | 03198777904 10.00
63 | 0989 13 07 3000 PT MAXIMA INDOBUANA 0.000
010900138676 | 09-JUL- | 2013 | 03198777904 10.00
64 | 0990 13 07 3000 PT MAXIMA INDOBUANA 0.000
010900138676 | 10-JUL- | 2013 | 03198777904 17.50
65 | 0991 13 07 3000 PT MAXIMA INDOBUANA 0.000
010900138676 | 12-JUL- | 2013 | 03198777904 17.00
66 | 0992 13 07 3000 PT MAXIMA INDOBUANA 0.000
010900138676 | 15-JUL- | 2013 | 03198777904 17.00
67 | 0993 13 07 3000 PT MAXIMA INDOBUANA 0.000
010900138676 | 16-JUL- | 2013 | 03198777904 8.50
68 | 0994 13 07 3000 PT MAXIMA INDOBUANA 0.000
010900138676 | 17-JUL- | 2013 | 03198777904 10.00
69 | 0995 13 07 3000 PT MAXIMA INDOBUANA 0.000
010900138676 | 18-JUL- | 2013 | 03198777904 10.00
70 | 0996 13 07 3000 PT MAXIMA INDOBUANA 0.000
010900138825 | 03-JUL- | 2013 | 03268101700 | PT ANUGRAH MULTI 27.50
71 | 2572 13 07 8000 PERKASA 0.000
010900138825 | 08-JUL- | 2013 | 03268101700 | PT ANUGRAH MULTI 27.50
72 | 2575 13 07 8000 PERKASA 0.000
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010900138825 | 01-JUL- | 2013 | 03268104100 28.80
73 | 5502 13 07 8000 PT ANINDO PRATAMA 0.000
010900138825 | 05-JUL- | 2013 | 03268104100 16.20
74 | 5505 13 07 8000 PT ANINDO PRATAMA 0.000
010900138825 | 10-JUL- | 2013 | 03268104100 26.25
75 | 5509 13 07 8000 PT ANINDO PRATAMA 0.000
010900138844 | 15-JUL- | 2013 | 31478274900 22.12
76 | 0729 13 07 8000 PT FERINDO JAYA ABADI 5.000
010901138614 | 23-JUL- | 2013 | 31478274900 25.07
77 | 8709 13 07 8000 PT FERINDO JAYA ABADI 5.000
010901138614 | 27-JUL- | 2013 | 31478274900 26.55
78 | 8713 13 07 8000 PT FERINDO JAYA ABADI 0.000
010901138614 | 01-AUG- | 2013 | 03268104100 21.25
79 | 4253 13 08 8000 PT ANINDO PRATAMA 0.000
010901138619 | 02-AUG- | 2013 | 31478285500 | PT FASTORINDO 30.00
80 | 5874 13 08 8000 NUSANTARA A. 0.000
010901138619 | 14-AUG- | 2013 | 31478285500 | PT FASTORINDO 30.00
81 | 5878 13 08 8000 NUSANTARA A. 0.000
010901138619 | 19-AUG- | 2013 | 31478285500 | PT FASTORINDO 30.00
82 | 5882 13 08 8000 NUSANTARA A. 0.000
010901138619 | 23-AUG- | 2013 | 31478285500 | PT FASTORINDO 22.50
83 | 5887 13 08 8000 NUSANTARA A. 0.000
010901138619 | 28-AUG- | 2013 | 31478285500 | PT FASTORINDO 9.49
84 | 5891 13 08 8000 NUSANTARA A. 7.500
010901138614 | 03-AUG- | 2013 | 03268104100 21.25
85 | 4257 13 08 8000 PT ANINDO PRATAMA 0.000
010901138614 | 20-AUG- | 2013 | 03268104100 21.25
86 | 4264 13 08 8000 PT ANINDO PRATAMA 0.000
010901138614 | 26-AUG- | 2013 | 03268104100 21.25
87 | 4269 13 08 8000 PT ANINDO PRATAMA 0.000
010901138613 | 13-AUG- | 2013 | 03268101700 | PT ANUGRAH MULTI 30.00
88 | 1201 13 08 8000 PERKASA 0.000
010901138613 | 22-AUG- | 2013 | 03268101700 | PT ANUGRAH MULTI 30.00
89 | 1208 13 08 8000 PERKASA 0.000
010901138613 | 27-AUG- | 2013 | 03268101700 | PT ANUGRAH MULTI 11.00
90 | 1213 13 08 8000 PERKASA 0.000
010901138613 | 30-AUG- | 2013 | 03268101700 | PT ANUGRAH MULTI 17.00
91 | 1216 13 08 8000 PERKASA 6.000
010901138614 | 12-AUG- | 2013 | 31478274900 27.50
92 | 8724 13 08 8000 PT FERINDO JAYA ABADI 0.000
010901138614 | 16-AUG- | 2013 | 31478274900 22.87
93 | 8728 13 08 8000 PT FERINDO JAYA ABADI 5.000
010901138614 | 21-AUG- | 2013 | 31478274900 14.750.
94 | 8731 13 08 8000 PT FERINDO JAYA ABADI 000
010901138614 | 26-AUG- | 2013 | 31478274900 17.10
95 | 8735 13 08 8000 PT FERINDO JAYA ABADI 0.000
010901138613 | 21-SEP- | 2013 | 03268101700 | PT ANUGRAH MULTI 30.00
96 | 1232 13 09 8000 PERKASA 0.000
010901138613 | 23-SEP- | 2013 | 03268101700 | PT ANUGRAH MULTI 30.00
97 | 1234 13 09 8000 PERKASA 0.000
010901138613 | 23-SEP- | 2013 | 03268101700 | PT ANUGRAH MULTI 11.00
98 | 1236 13 09 8000 PERKASA 0.000
010901138613 | 26-SEP- | 2013 | 03268101700 | PT ANUGRAH MULTI 17.00
99 | 1238 13 09 8000 PERKASA 6.000
10 | 010901138613 | 30-SEP- | 2013 | 03268101700 | PT ANUGRAH MULTI 9.49
0 1240 13 09 8000 PERKASA 7.500
10 | 010901138614 | 06-SEP- | 2013 | 31478274900 22.00
1 8750 13 09 8000 PT FERINDO JAYA ABADI 0.000
10 | 010901138614 | 09-SEP- | 2013 | 31478274900 19.82
2 8752 13 09 8000 PT FERINDO JAYA ABADI 5.000
10 | 010901138614 | 13-SEP- | 2013 | 31478274900 11.25
3 8756 13 09 8000 PT FERINDO JAYA ABADI 0.000
10 | 010901138614 | 18-SEP- | 2013 | 31478274900 15.30
4 8760 13 09 8000 PT FERINDO JAYA ABADI 0.000
10 | 010901138614 | 23-SEP- | 2013 | 03268104100 18.70
5 4292 13 09 8000 PT ANINDO PRATAMA 0.000
10 | 010901138614 | 24-SEP- | 2013 | 03268104100 22.10
6 4294 13 09 8000 PT ANINDO PRATAMA 0.000
10 | 010901138614 | 26-SEP- | 2013 | 03268104100 20.40
7 4296 13 09 8000 PT ANINDO PRATAMA 0.000
10 | 010901138614 | 28-SEP- | 2013 | 03268104100 | PT ANINDO PRATAMA 23.80
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8 4298 13 10 8000 0.000
10 | 010901138619 | 16-SEP- | 2013 | 31478285500 | PT FASTORINDO 22.50
9 5908 13 09 8000 NUSANTARA A. 0.000
11 | 010901138619 | 18-SEP- | 2013 | 31478285500 | PT FASTORINDO 22.50
0 5910 13 09 8000 NUSANTARA A. 0.000
11 | 010901138619 | 20-SEP- | 2013 | 31478285500 | PT FASTORINDO 22.50
1 5912 13 09 8000 NUSANTARA A. 0.000
11 | 010901138619 | 24-SEP- | 2013 | 31478285500 | PT FASTORINDO 22.50
2 5915 13 09 8000 NUSANTARA A. 0.000
11 | 010901138619 | 27-SEP- | 2013 | 31478285500 | PT FASTORINDO 22.50
3 5918 13 09 8000 NUSANTARA A. 0.000
11 | 010901138614 | 01-OCT- | 2013 | 31478274900 17.00
4 8769 13 10 8000 PT FERINDO JAYA ABADI 0.000
11 | 010901138614 | 04-OCT- | 2013 | 31478274900 18.75
5 8772 13 10 8000 PT FERINDO JAYA ABADI 0.000
11 | 010901138614 | 09-OCT- | 2013 | 31478274900 18.75
6 8776 13 10 8000 PT FERINDO JAYA ABADI 0.000
11 | 010901138614 | 08-OCT- | 2013 | 03268104100 11.00
7 4306 13 10 8000 PT ANINDO PRATAMA 0.000
11 | 010901138614 | 14-OCT- | 2013 | 03268104100 17.35
8 4311 13 10 8000 PT ANINDO PRATAMA 2.500
11 | 010901138614 | 21-OCT- | 2013 | 03268104100 9.49
9 4315 13 10 8000 PT ANINDO PRATAMA 7.500
12 | 010901138619 | 01-OCT- | 2013 | 31478285500 | PT FASTORINDO 11.00
0 5921 13 10 8000 NUSANTARA A. 0.000
12 | 010901138619 | 04-OCT- | 2013 | 31478285500 | PT FASTORINDO 9.15
1 5924 13 10 8000 NUSANTARA A. 0.000
12 | 010901138619 | 07-OCT- | 2013 | 31478285500 | PT FASTORINDO 22.50
2 5926 13 10 8000 NUSANTARA A. 0.000
12 | 010901138619 | 10-OCT- | 2013 | 31478285500 | PT FASTORINDO 15.00
3 5929 13 10 8000 NUSANTARA A. 0.000
12 | 010901138619 | 04-NOV- | 2013 | 31478285500 | PT FASTORINDO 13.75
4 5938 13 11 8000 NUSANTARA A. 0.000
12 | 010901138619 | 11-NOV- | 2013 | 31478285500 | PT FASTORINDO 11.48
5 5942 13 11 8000 NUSANTARA A. 0.000
12 | 010902132688 | 18-NOV- | 2013 | 03268101700 | PT ANUGRAH MULTI 13.50
6 6547 13 12 8000 PERKASA 0.000
12 | 010902132688 | 22-NOV- | 2013 | 03268101700 | PT ANUGRAH MULTI 11.60
7 6551 13 12 8000 PERKASA 0.000
12 | 010902132688 | 25-NOV- | 2013 | 03268104100 14.82
8 7414 13 12 8000 PT ANINDO PRATAMA 8.000
12 | 010902132688 | 28-NOV- | 2013 | 03268104100 9.60
9 7417 13 12 8000 PT ANINDO PRATAMA 2.000
13 | 010902132689 | 08-NOV- | 2013 | 31478274900 10.25
0 3814 13 11 8000 PT FERINDO JAYA ABADI 0.000
13 | 010902132689 | 14-NOV- | 2013 | 31478274900 15.00
1 3819 13 11 8000 PT FERINDO JAYA ABADI 0.000
2.996.583.0

Jumlah tahun 2013 90
4.172.538.

Total tahun 2011 s.d. 2013 206

- Bahwa saksi menyatakan tidak membuat SPT Masa PPN tersebut,
yang membuat dan menyiapkan SPT Masa PPN adalah terdakwa.

- Bahwa jabatan terdakwa adalah sebagai konsultan pajak di PT
CHANDRA PRIMA PERSADA tahun 2010, saksi mengenal terdakwa sekitar
tahun 2009 yang dikenalkan oleh teman saksi yang bernama Yusup S di
kantor PT.CHANDRA PRIMA PERSADA.

- Bahwa sejak tanggal 21 November 2017 terdakwa diangkat sebagai
Direktur Utama PT. CHANDRA PRIMA PERSADA.
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- Bahwa saksi selaku Direktur Operasional PT.Chandra Prima Persada
(PT.CPP) bersama-sama dengan saksi Achmad Nirza selaku Direktur
Keuangan PT.Chandra Prima Persada (PT.CPP) telah melakukan
pembayaran PPN pada saat dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan
sampai dengan tahun 2018 sebesar Rp. 345.000.000,- (tiga ratus empat
puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi telah melaksanakan kewajiban untuk pembayaran PPN
dalam tahun terhutang Pajak antara Tahun 2011 dan Tahun 2012 sebesar
Rp.1.352.000.000,- (satu milyar Tiga Ratus Lima Puluh Dua juta Rupiah).
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai
berikut :
1. BADARUSSAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut :
- Bahwa Undang-Undang perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini
adalah :
a. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009. (UU
KUP).
b. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008. (UU PPh).
c. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2009. (UU PPN).
d. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1994. (UU PBB).
e. Undang-Undang Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir
Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2000.
(UU BPHTB).
f. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai.
(UU Bea Materai).
g. Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan

Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan
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Undang-Undang No. 19 Th 2000. (UU Penagihan Pajak dengan
Surat Paksa).
- Bahwa dalam hal kasus yang terjadi dalam masa pajak Januari 2011
sampai dengan masa pajak Desember 2014 maka Undang Undang
Perpajakan yang dapat diterapkan adalah :
o Untuk Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang
berlaku adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun
2009.
o Untuk Pajak Penghasilan (PPh) yang berlaku adalah Undang-
Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 36 tahun 2008.
o Untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku adalah
Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan
Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 42 tahun 2009.
-Bahwa ketentuan pidana dalam Undang-Undang KUP yang berlaku
untuk masa pajak Januari 2011 sampai dengan masa pajak Desember
2014 diatur dalam Bab VIII dengan pasal-pasal sebagai berikut:
a. Pasal 38 yang berbunyi :
“ Setiap orang yang karena kealpaannya:
a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau;
b. menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak
benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan
yang isinya tidak benar,
c. Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada
pendapatan Negara dan perbuatan tersebut merupakan
perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, didenda paling
sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terhutang yang tidak atau
kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak
terhutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana
kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1

(satu) tahun.

Halaman 77 dari 128 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pasal 39 ayat 1 yang berbunyi :

Setiap orang yang dengan sengaja :
a. tidak mendaftar diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib
Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan
sebagai Pengusaha Kena Pajak;
b. menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak
Nomor Pokok Waijib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha
Kena Pajak;
c. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;
d. menyampaikan Surat Pemberitahuan  dan/atau
keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
e. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 29;
f. memperlihatkan = pembukuan, pencatatan, atau
dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah olah
benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang
sebenarnya ;
g. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan
di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak
meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;
h. tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang
menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen
lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang
dukelola secara elektronik atau diselenggarakan secara
program aplikasi on-line di Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11); atau
i. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau
dipungut
sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan
negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6
(enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda
paling sedikit 2(dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak
atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali
jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

c. Pasal 39 ayat 2 yang berbunyi :

Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan 1

(satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang
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melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat
1(satu) tahun terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara
yang dijatuhkan.
d. Pasal 39 ayat 3 yang berbunyi :
Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak
pidanamenyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor
Pokok Wajib Pajakatau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, atau
menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keteranganyang
isinya tidak benar atau tidak lengkap sebagaimana dimaksud
dalam ayat(1) huruf d dalam rangka mengajukan permohonan
restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan
pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam)
bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit
2(dua) Kkali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau
kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak
4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau
kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.
e. Pasal 39 (A) yang berbunyi :
a. Menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti
pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan atau bukti
setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang
sebenarnya; atau
b. Menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan
sebagai Pengusaha Kena Pajak.
Dipidana dengan pidana dengan pidana penjara paling singkat 2
(dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling
sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti
pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti
setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam
faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak,
dan atau setoran pajak.
f. Pasal 43 yang berbunyi :
ketentuan sebagaimana dimasud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A,
berlaku juga bagi wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak,

atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta
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melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan
tindak pidana di bidang perpajakan.
- Bahwa konstruksi pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang UU KUP
yang berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja menyampaikan surat
pemberitahuan dan/ atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak
lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan
negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan
denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terhutang yang tidak atau
kurang dibayar, unsur-unsur yang melekat adalah sebagai berikut:
a. Pertama unsur setiap orang: Setiap orang adalah siapa saja
orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang
mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.
Yang dimaksud setiap orang dalam undang-undang adalah orang
yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti
memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dituduhkan
terhadapnya.
b.Kedua, unsur dengan sengaja: Unsur sengaja berkaitan
dengan unsur kesalahan dalam asas hukum pidana yaitu Geen
straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sir rea, bahwa
tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Apakah orang yang
melakukan perbuatan itu juga dijatuhi pidana sebagaimana telah
diancamkan akan sangat tergantung pada soal apakah dalam
melakukan perbuatannya itu si pelaku juga mempunyai
kesalahan. Kesengajaan dalam hukum pidana adalah merupakan
bagian dari kesalahan. KUP tidak menerangkan mengenai
pengertian tentang kesengajaan. Pengertian sengaja dapat
diambil dari M.v.T. (Memorie van Toelichting), yaitu “Pidana pada
umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa
melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan
diketahui”. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan
diartikan sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (willens en
wetens). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan
dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan
tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan orang yang
melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu
dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang

dilakukan itu dan akibat yang akan timbul dari perbuatannya.
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c. Ketiga, perbuatan menyampaikan Surat Pemberitahuan
(SPT) dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak
lengkap: Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU KUP Setiap Wajib
Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan
dengan benar, lengkap, dan jelas, dan menandatanganinya.
Pengertian benar, lengkap, dan jelas dijelaskan dalam penjelasan
Pasal 3 ayat (1) UU KUP vyaitu: benar adalah benar dalam
perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan
sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; lengkap adalah
memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak
dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat
Pemberitahuan; dan jelas adalah melaporkan asal-usul atau
sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus
dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan. Dari kewajiban tersebut,
perbuatan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan/atau
keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap merupakan
perbuatan melawan hukum yang dilarang oleh ketentuan pidana
dalam Pasal 39 ayat (1) UU KUP.
d. Keempat, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada
pendapatan Negara: Frasa "dapat menimbulkan kerugian
pada pendapatan negara” pada ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU
KUP mengandung maksud bahwa  terdapat  suatu
keadaan/kondisi, baik yang sudah terjadi ataupun masih
merupakan potensial terjadi akibat dari suatu perbuatan yang
dapat menyebabkan pendapatan negara, dalam hal ini
penerimaan pajak, tidak atau kurang diterima jumlahnya oleh
Negara atau pajak yang diterima oleh Negara menjadi lebih kecil
dari yang seharusnya diterima. Kata “dapat” menunjukkan delik
tersebut dikonstruksikan secara formal (delik formil) yang
menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang, bukan akibat.
Tindak pidana telah dianggap terjadi /selesai apabila telah
dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang.
-Bahwa sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia ’benar’ berarti 'sesuai
sebagaimana adanya’. Pengertian mengisi SPT dengan benar menurut
UU KUP adalah:

e benar dalam perhitungan
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e benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan

¢ benar dalam penulisan, dan

¢ sesuai dengan keadaan yang sebenarnya
Sistem self assessment dalam sistem perpajakan di Indonesia
mengandalkan kepatuhan sukarela (voluntary compliance) dalam
pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak, termasuk dalam
kewajiban pengisian dan penyampian SPT. Namun demikian, dalam
setiap penyampaian SPT dilakukan penelitian oleh petugas penerima
SPT. Penelitian menurut Pasal 1 angka 30 UU KUP adalah serangkaian
kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian Surat
Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang
kebenaran penulisan dan penghitungannya. Dari penelitian ini dapat
diketahui kesalahan hitung, kesalahan tulis dan ketidak lengkapan SPT.
Apabila terdapat kesalahan hitung, tulis atau tidak lengkap maka SPT
dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dibetulkan atau dilengkapi.
Penelitian SPT ini hanya berdasarkan apa yang dilaporkan oleh Wajib
Pajak dalam SPT tanpa menguji kebenaran material isi SPT yaitu
apakah SPT telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan
SPT yang isinya tidak benar apabila informasi-informasi yang ada di
dalam SPT tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan

maksud menghindari pemenuhan kewajiban perpajakan.

-Bahwa menurut Pasal 3 ayat (6) UU KUP jo. Keputusan Menteri
Keuangan No0.534/KMK.04/2000, Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN
adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan
perhitungan dan atau pembayaran pajak atas kewajiban PPN dari
Pengusaha Kena Pajak kepada KPP terkait, atas transaksi selama satu
masa pajak (satu bulan).

Dalam SPT Masa PPN tersebut dilaporkan:

Seluruh penyerahan atau penjualan yang dilakukan selama satu masa
pajak, termasuk penyerahan yang terutang PPN, tidak terutang PPN dan
penyerahan yang mendapat fasilitas.

Pajak Keluaran (PK) yaitu seluruh Faktur Pajak yang diterbitkan oleh
PKP sebagai bukti pemungutan PPN yang telah dilakukannya terhadap
pembeli BKP/penerima JKP, yang terutang atas penyerahan BKP/JKP

selama satu masa pajak.
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Jumlah Pajak Masukan (PM) yaitu seluruh PPN yang telah dibayarnya
selama satu masa pajak, yang dibuktikan dengan adanya bukti pungutan
PPN berupa Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP Penjual, atas
perolehan BKP/JKP.

Selisih antara Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan. Apabila Pajak
Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka selisihnya
merupakan PPN yang harus dibayar dan disetor ke Kas Negara melalui
Bank Persepsi.

- Bahwa batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPN
paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak, hal
ini sesuai dengan pasal 15 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun
1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2009 tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang — Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah. Sehingga Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN Masa
Pajak Januari 2012 paling lambat disampaikan ke Kantor Pelayanan

Pajak pada tanggal 29 Februari 2012.

- Bahwa faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya
adalah Faktur Pajak yang diterbitkan tanpa didasari adanya transaksi
ekonomis (underlying transaction), Faktur Pajak ini biasa disebut Faktur
Pajak Fiktif. Yang fiktif adalah transaksinya atau dengan kata lain
penerbitannya tidak didasari dengan adanya penyerahan Barang / Jasa
dan pembayaran, Faktur Pajak yang diterbitkan tersebut disebut Faktur
Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan tidak syah
karena tidak memenuhi syarat material.
-Bahwa dari peristiwva yang disampaikan penyidik dan dokumen-
dokumen yang ditunjukkan oleh Penyidik diperoleh informasi bahwa :
e PT. CHANDRA PRIMA PERSADA NPWP : 02.321.676.5-
435.000 adalah pengusaha kena pajak (PKP) yang terdaftar di
KPP Pratama Cibitung.
e PT. CHANDRA PRIMA PERSADA NPWP : 02.321.676.5-
435.000 dalam masa pajak September 2011, Januari 2012 s.d.
Desember 2012 dan Januari 2013 s.d. Desember 2013
menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang

sebenarnya dengan rincian :
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TGL
N FAKTU | MAS NPWP
o NO FAKTUR R A LAWAN NAMA LAWAN PPN
010000110000 | 13-SEP- | 2011 | 01391980801 | PT PUSPA CHANDRA 50.16
1 0167 11 09 2000 SARANA 0.000
010000110000 | 16-SEP- | 2011 | 01861867801 | PT BINA SEMESTA GIARTHA 46.02
2 0170 11 09 8000 L. 4.000
010000110000 | 19-SEP- | 2011 | 01861867801 | PT BINA SEMESTA GIARTHA 33.81
3 0171 11 09 8000 L. 6.000
130.000.00
Jumlah tahun 2011 0
010000120000 | 13-SEP- | 2012 | 01605328206 48.00
4 0144 12 09 4000 PT NOBELTA JAYA PERSADA 0.000
010000120000 | 19-SEP- | 2012 | 01605328206 45.40
5 0146 12 09 4000 PT NOBELTA JAYA PERSADA 0.000
010000120000 | 21-SEP- | 2012 | 01605328206 34.25
6 0148 12 09 4000 PT NOBELTA JAYA PERSADA 0.000
010000120000 | 13-SEP- | 2012 | 01369690101 41.52
7 0191 12 09 2000 PT SWASEMBADA KARYA 5.200
010000120000 | 14-SEP- | 2012 | 01369690101 37.00
8 0192 12 09 2000 PT SWASEMBADA KARYA 0.000
010000120000 | 18-SEP- | 2012 | 01369690101 46.00
9 0195 12 09 2000 PT SWASEMBADA KARYA 0.000
010000120000 | 08-OCT- | 2012 | 01988882501 | PT RAJAWALI 21.77
10 | 0187 12 10 8000 INTERINNIAGA 5.511
010000120000 | 16-OCT- | 2012 | 01369690101 37.80
11 | 0217 12 10 2000 PT SWASEMBADA KARYA 0.000
010000120000 | 18-OCT- | 2012 | 01369690101 41.20
12 | 0218 12 10 2000 PT SWASEMBADA KARYA 0.000
010000120000 | 22-OCT- | 2012 | 01369690101 38.00
13 | 0220 12 10 2000 PT SWASEMBADA KARYA 0.000
010000120000 | 23-OCT- | 2012 | 01369690101 41.70
14 | 0222 12 10 2000 PT SWASEMBADA KARYA 0.000
010000120000 | 24-OCT- | 2012 | 01369690101 37.00
15 | 0223 12 10 2000 PT SWASEMBADA KARYA 0.000
010000120000 | 27-OCT- | 2012 | 01369690101 34.30
16 | 0225 12 10 2000 PT SWASEMBADA KARYA 0.000
010000120000 | 09-NOV- | 2012 | 01605328206 38.00
17 | 0169 12 11 4000 PT NOBELTA JAYA PERSADA 0.000
010000120000 | 09-NOV- | 2012 | 01605328206 41.70
18 | 0170 12 11 4000 PT NOBELTA JAYA PERSADA 0.000
010000120000 | 13-NOV- | 2012 | 01605328206 45.20
19 | 0172 12 11 4000 PT NOBELTA JAYA PERSADA 0.000
010000120000 | 07-NOV- | 2012 | 01369690101 39.00
20 | 0247 12 11 2000 PT SWASEMBADA KARYA 0.000
010000120000 | 08-NOV- | 2012 | 01369690101 41.20
21 | 0248 12 11 2000 PT SWASEMBADA KARYA 0.000
010000120000 | 09-NOV- | 2012 | 01369690101 51.31
22 | 0251 12 11 2000 PT SWASEMBADA KARYA 5.223
010000120000 | 03-DEC- | 2012 | 01605328206 39.63
23 | 0188 12 12 4000 PT NOBELTA JAYA PERSADA 0.000
010000120000 | 05-DEC- | 2012 | 01605328206 45.36
24 | 0191 12 12 4000 PT NOBELTA JAYA PERSADA 0.000
010000120000 | 06-DEC- | 2012 | 01605328206 38.02
25 | 0192 12 12 4000 PT NOBELTA JAYA PERSADA 2.172
010000120000 | 08-DEC- | 2012 | 01605328206 31.05
26 | 0196 12 12 4000 PT NOBELTA JAYA PERSADA 0.010
010000120000 | 12-DEC- | 2012 | 01369690101 47.25
27 | 0279 12 12 2000 PT SWASEMBADA KARYA 2.000
010000120000 | 13-DEC- | 2012 | 01369690101 41.72
28 | 0280 12 12 2000 PT SWASEMBADA KARYA 5.000
010000120000 | 19-DEC- | 2012 | 01369690101 42.55
29 | 0284 12 12 2000 PT SWASEMBADA KARYA 0.000
1.045.955.1
Jumlah tahun 2012 16
010000130000 | 05-JAN- | 2013 | 01369690101 43.57
30 | 0003 13 01 2000 PT SWASEMBADA KARYA 0.000
010000130000 | 05-JAN- | 2013 | 01605328206 48.07
31 | 0006 13 01 4000 PT NOBELTA JAYA PERSADA 5.000
010000130000 | 07-JAN- | 2013 | 01605328206 51.02
32 | 0008 13 01 4000 PT NOBELTA JAYA PERSADA 6.000
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010000130000 | 10-JAN- | 2013 | 01369690101 44.15
33 | 0008 13 01 2000 PT SWASEMBADA KARYA 0.000
010000130000 | 11-JAN- | 2013 | 01369690101 49.32
34 | 0009 13 01 2000 PT SWASEMBADA KARYA 2.600
010000130000 | 09-JAN- | 2013 | 01605328206 52.00
35 | 0013 13 01 4000 PT NOBELTA JAYA PERSADA 0.000
010000130000 | 02-FEB- | 2013 | 01369690101 44.22
36 | 0028 13 02 2000 PT SWASEMBADA KARYA 1.200
010000130000 | 04-FEB- | 2013 | 01369690101 47.00
37 | 0029 13 02 2000 PT SWASEMBADA KARYA 0.000
010000130000 | 06-FEB- | 2013 | 01369690101 39.50
38 | 0032 13 02 2000 PT SWASEMBADA KARYA 0.000
010000130000 | 04-FEB- | 2013 | 01605328206 51.32
39 | 0056 13 02 4000 PT NOBELTA JAYA PERSADA 0.000
010000130000 | 0O5-FEB- | 2013 | 01605328206 44.20
40 | 0059 13 02 4000 PT NOBELTA JAYA PERSADA 0.000
010000130000 | 16-FEB- | 2013 | 01605328206 46.00
41 | 0081 13 02 4000 PT NOBELTA JAYA PERSADA 0.000
010000130000 | 18-FEB- | 2013 | 01605328206 34.00
42 | 0082 13 02 4000 PT NOBELTA JAYA PERSADA 0.000
010000130000 | 20-FEB- | 2013 | 01605328206 40.30
43 | 0085 13 02 4000 PT NOBELTA JAYA PERSADA 0.000
010000130000 | 01-APR- | 2013 | 21036832040 | PT SINDANGPALAY 44.24
44 | 0091 13 04 5000 LANGGENG M. 2.790
010000130000 | 02-APR- | 2013 | 21036832040 | PT SINDANGPALAY 48.00
45 | 0092 13 04 5000 LANGGENG M. 0.000
010000130000 | 03-APR- | 2013 | 21036832040 | PT SINDANGPALAY 51.11
46 | 0094 13 04 5000 LANGGENG M. 0.000
010000130000 | 06-APR- | 2013 | 21036832040 | PT SINDANGPALAY 44.20
47 | 0096 13 04 5000 LANGGENG M. 0.000
010000130000 | 08-APR- | 2013 | 21036832040 | PT SINDANGPALAY 45.00
48 | 0097 13 04 5000 LANGGENG M. 0.000
010000130000 | 10-APR- | 2013 | 21036832040 | PT SINDANGPALAY 42.00
49 | 0099 13 04 5000 LANGGENG M. 0.000
010000130000 | 11-APR- | 2013 | 21036832040 | PT SINDANGPALAY 32.50
50 | 0101 13 04 5000 LANGGENG M. 0.000
010000130000 | 12-APR- | 2013 | 21036832040 | PT SINDANGPALAY 43.50
51 | 0102 13 04 5000 LANGGENG M. 0.000
010000130000 | 16-APR- | 2013 | 21036832040 | PT SINDANGPALAY 41.00
52 | 0105 13 04 5000 LANGGENG M. 0.000
010901133721 | 04-JUN- | 2013 | 31490964942 82.50
53 | 7397 13 06 9000 PT BHANDA MEKAR ABADI 0.000
010901133721 | 10-JUN- | 2013 | 31490964942 117.85
54 | 7482 13 06 9000 PT BHANDA MEKAR ABADI 0.000
010901133721 | 26-JUN- | 2013 | 31490964942 17.00
55 | 7487 13 06 9000 PT BHANDA MEKAR ABADI 6.000
010901133721 | 28-JUN- | 2013 | 31490964942 9.49
56 | 7488 13 06 9000 PT BHANDA MEKAR ABADI 7.500
010901133721 | 04-JUN- | 2013 | 31490964942 71.87
57 | 7495 13 06 9000 PT BHANDA MEKAR ABADI 5.000
010901133721 | 25-JUN- | 2013 | 31490964942 85.00
58 | 7496 13 06 9000 PT BHANDA MEKAR ABADI 0.000
010901133721 | 25-JUN- | 2013 | 31490964942 71.00
59 | 7497 13 06 9000 PT BHANDA MEKAR ABADI 0.000
010900138676 | 26-JUN- | 2013 | 03198777904 75.00
60 | 0986 13 06 3000 PT MAXIMA INDOBUANA 0.000
010900138676 | 27-JUN- | 2013 | 03198777904 75.00
61 | 0987 13 06 3000 PT MAXIMA INDOBUANA 0.000
010900138676 | 28-JUN- | 2013 | 03198777904 75.00
62 | 0988 13 06 3000 PT MAXIMA INDOBUANA 0.000
010900138676 | 04-JUL- | 2013 | 03198777904 10.00
63 | 0989 13 07 3000 PT MAXIMA INDOBUANA 0.000
010900138676 | 09-JUL- | 2013 | 03198777904 10.00
64 | 0990 13 07 3000 PT MAXIMA INDOBUANA 0.000
010900138676 | 10-JUL- | 2013 | 03198777904 17.50
65 | 0991 13 07 3000 PT MAXIMA INDOBUANA 0.000
010900138676 | 12-JUL- | 2013 | 03198777904 17.00
66 | 0992 13 07 3000 PT MAXIMA INDOBUANA 0.000
010900138676 | 15-JUL- | 2013 | 03198777904 17.00
67 | 0993 13 07 3000 PT MAXIMA INDOBUANA 0.000
68 | 010900138676 | 16-JUL- | 2013 | 03198777904 | PT MAXIMA INDOBUANA 8.50
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0994 13 07 3000 0.000
010900138676 | 17-JUL- | 2013 | 03198777904 10.00
69 | 0995 13 07 3000 PT MAXIMA INDOBUANA 0.000
010900138676 | 18-JUL- | 2013 | 03198777904 10.00
70 | 0996 13 07 3000 PT MAXIMA INDOBUANA 0.000
010900138825 | 03-JUL- | 2013 | 03268101700 | PT ANUGRAH MULTI 27.50
71 | 2572 13 07 8000 PERKASA 0.000
010900138825 | 08-JUL- | 2013 | 03268101700 | PT ANUGRAH MULTI 27.50
72 | 2575 13 07 8000 PERKASA 0.000
010900138825 | 01-JUL- | 2013 | 03268104100 28.80
73 | 5502 13 07 8000 PT ANINDO PRATAMA 0.000
010900138825 | 05-JUL- | 2013 | 03268104100 16.20
74 | 5505 13 07 8000 PT ANINDO PRATAMA 0.000
010900138825 | 10-JUL- | 2013 | 03268104100 26.25
75 | 5509 13 07 8000 PT ANINDO PRATAMA 0.000
010900138844 | 15-JUL- | 2013 | 31478274900 22.12
76 | 0729 13 07 8000 PT FERINDO JAYA ABADI 5.000
010901138614 | 23-JUL- | 2013 | 31478274900 25.07
77 | 8709 13 07 8000 PT FERINDO JAYA ABADI 5.000
010901138614 | 27-JUL- | 2013 | 31478274900 26.55
78 | 8713 13 07 8000 PT FERINDO JAYA ABADI 0.000
010901138614 | 01-AUG- | 2013 | 03268104100 21.25
79 | 4253 13 08 8000 PT ANINDO PRATAMA 0.000
010901138619 | 02-AUG- | 2013 | 31478285500 | PT FASTORINDO 30.00
80 | 5874 13 08 8000 NUSANTARA A. 0.000
010901138619 | 14-AUG- | 2013 | 31478285500 | PT FASTORINDO 30.00
81 | 5878 13 08 8000 NUSANTARA A. 0.000
010901138619 | 19-AUG- | 2013 | 31478285500 | PT FASTORINDO 30.00
82 | 5882 13 08 8000 NUSANTARA A. 0.000
010901138619 | 23-AUG- | 2013 | 31478285500 | PT FASTORINDO 22.50
83 | 5887 13 08 8000 NUSANTARA A. 0.000
010901138619 | 28-AUG- | 2013 | 31478285500 | PT FASTORINDO 9.49
84 | 5891 13 08 8000 NUSANTARA A. 7.500
010901138614 | 03-AUG- | 2013 | 03268104100 21.25
85 | 4257 13 08 8000 PT ANINDO PRATAMA 0.000
010901138614 | 20-AUG- | 2013 | 03268104100 21.25
86 | 4264 13 08 8000 PT ANINDO PRATAMA 0.000
010901138614 | 26-AUG- | 2013 | 03268104100 21.25
87 | 4269 13 08 8000 PT ANINDO PRATAMA 0.000
010901138613 | 13-AUG- | 2013 | 03268101700 | PT ANUGRAH MULTI 30.00
88 | 1201 13 08 8000 PERKASA 0.000
010901138613 | 22-AUG- | 2013 | 03268101700 | PT ANUGRAH MULTI 30.00
89 | 1208 13 08 8000 PERKASA 0.000
010901138613 | 27-AUG- | 2013 | 03268101700 | PT ANUGRAH MULTI 11.00
90 | 1213 13 08 8000 PERKASA 0.000
010901138613 | 30-AUG- | 2013 | 03268101700 | PT ANUGRAH MULTI 17.00
91 | 1216 13 08 8000 PERKASA 6.000
010901138614 | 12-AUG- | 2013 | 31478274900 27.50
92 | 8724 13 08 8000 PT FERINDO JAYA ABADI 0.000
010901138614 | 16-AUG- | 2013 | 31478274900 22.87
93 | 8728 13 08 8000 PT FERINDO JAYA ABADI 5.000
010901138614 | 21-AUG- | 2013 | 31478274900 14.750.
94 | 8731 13 08 8000 PT FERINDO JAYA ABADI 000
010901138614 | 26-AUG- | 2013 | 31478274900 17.10
95 | 8735 13 08 8000 PT FERINDO JAYA ABADI 0.000
010901138613 | 21-SEP- | 2013 | 03268101700 | PT ANUGRAH MULTI 30.00
96 | 1232 13 09 8000 PERKASA 0.000
010901138613 | 23-SEP- | 2013 | 03268101700 | PT ANUGRAH MULTI 30.00
97 | 1234 13 09 8000 PERKASA 0.000
010901138613 | 23-SEP- | 2013 | 03268101700 | PT ANUGRAH MULTI 11.00
98 | 1236 13 09 8000 PERKASA 0.000
010901138613 | 26-SEP- | 2013 | 03268101700 | PT ANUGRAH MULTI 17.00
99 | 1238 13 09 8000 PERKASA 6.000
10 | 010901138613 | 30-SEP- | 2013 | 03268101700 | PT ANUGRAH MULTI 9.49
0 1240 13 09 8000 PERKASA 7.500
10 | 010901138614 | 06-SEP- | 2013 | 31478274900 22.00
1 8750 13 09 8000 PT FERINDO JAYA ABADI 0.000
10 | 010901138614 | 09-SEP- | 2013 | 31478274900 19.82
2 8752 13 09 8000 PT FERINDO JAYA ABADI 5.000
10 | 010901138614 | 13-SEP- | 2013 | 31478274900 11.25
3 8756 13 09 8000 PT FERINDO JAYA ABADI 0.000
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10 | 010901138614 | 18-SEP- | 2013 | 31478274900 15.30
4 8760 13 09 8000 PT FERINDO JAYA ABADI 0.000
10 | 010901138614 | 23-SEP- | 2013 | 03268104100 18.70
5 4292 13 09 8000 PT ANINDO PRATAMA 0.000
10 | 010901138614 | 24-SEP- | 2013 | 03268104100 22.10
6 4294 13 09 8000 PT ANINDO PRATAMA 0.000
10 | 010901138614 | 26-SEP- | 2013 | 03268104100 20.40
7 4296 13 09 8000 PT ANINDO PRATAMA 0.000
10 | 010901138614 | 28-SEP- | 2013 | 03268104100 23.80
8 4298 13 10 8000 PT ANINDO PRATAMA 0.000
10 | 010901138619 | 16-SEP- | 2013 | 31478285500 | PT FASTORINDO 22.50
9 5908 13 09 8000 NUSANTARA A. 0.000
11 | 010901138619 | 18-SEP- | 2013 | 31478285500 | PT FASTORINDO 22.50
0 5910 13 09 8000 NUSANTARA A. 0.000
11 | 010901138619 | 20-SEP- | 2013 | 31478285500 | PT FASTORINDO 22.50
1 5912 13 09 8000 NUSANTARA A. 0.000
11 | 010901138619 | 24-SEP- | 2013 | 31478285500 | PT FASTORINDO 22.50
2 5915 13 09 8000 NUSANTARA A. 0.000
11 | 010901138619 | 27-SEP- | 2013 | 31478285500 | PT FASTORINDO 22.50
3 5918 13 09 8000 NUSANTARA A. 0.000
11 | 010901138614 | 01-OCT- | 2013 | 31478274900 17.00
4 8769 13 10 8000 PT FERINDO JAYA ABADI 0.000
11 | 010901138614 | 04-OCT- | 2013 | 31478274900 18.75
5 8772 13 10 8000 PT FERINDO JAYA ABADI 0.000
11 | 010901138614 | 09-OCT- | 2013 | 31478274900 18.75
6 8776 13 10 8000 PT FERINDO JAYA ABADI 0.000
11 | 010901138614 | 08-OCT- | 2013 | 03268104100 11.00
7 4306 13 10 8000 PT ANINDO PRATAMA 0.000
11 | 010901138614 | 14-OCT- | 2013 | 03268104100 17.35
8 4311 13 10 8000 PT ANINDO PRATAMA 2.500
11 | 010901138614 | 21-OCT- | 2013 | 03268104100 9.49
9 4315 13 10 8000 PT ANINDO PRATAMA 7.500
12 | 010901138619 | 01-OCT- | 2013 | 31478285500 | PT FASTORINDO 11.00
0 5921 13 10 8000 NUSANTARA A. 0.000
12 | 010901138619 | 04-OCT- | 2013 | 31478285500 | PT FASTORINDO 9.15
1 5924 13 10 8000 NUSANTARA A. 0.000
12 | 010901138619 | 07-OCT- | 2013 | 31478285500 | PT FASTORINDO 22.50
2 5926 13 10 8000 NUSANTARA A. 0.000
12 | 010901138619 | 10-OCT- | 2013 | 31478285500 | PT FASTORINDO 15.00
3 5929 13 10 8000 NUSANTARA A. 0.000
12 | 010901138619 | 04-NOV- | 2013 | 31478285500 | PT FASTORINDO 13.75
4 5938 13 11 8000 NUSANTARA A. 0.000
12 | 010901138619 | 11-NOV- | 2013 | 31478285500 | PT FASTORINDO 11.48
5 5942 13 11 8000 NUSANTARA A. 0.000
12 | 010902132688 | 18-NOV- | 2013 | 03268101700 | PT ANUGRAH MULTI 13.50
6 6547 13 12 8000 PERKASA 0.000
12 [ 010902132688 | 22-NOV- | 2013 | 03268101700 | PT ANUGRAH MULTI 11.60
7 6551 13 12 8000 PERKASA 0.000
12 | 010902132688 | 25-NOV- | 2013 | 03268104100 14.82
8 7414 13 12 8000 PT ANINDO PRATAMA 8.000
12 | 010902132688 | 28-NOV- | 2013 | 03268104100 9.60
9 7417 13 12 8000 PT ANINDO PRATAMA 2.000
13 | 010902132689 | 08-NOV- | 2013 | 31478274900 10.25
0 3814 13 11 8000 PT FERINDO JAYA ABADI 0.000
13 | 010902132689 | 14-NOV- | 2013 | 31478274900 15.00
1 3819 13 11 8000 PT FERINDO JAYA ABADI 0.000
2.996.583.0

Jumlah tahun 2013 90
4.172.538.

Total tahun 2011 s.d. 2013 206

Disclaimer

akibat dilaporkannya faktur pajak (PM) yang tidak berdasarkan transaksi
yang sebenarnya/faktur pajak fiktif (faktur pajak masukan), dimana atas
faktur pajak tersebut sebagai unsur pengurang, maka akan berdampak
dalam perhitungan kewajiban perpajakan wajib pajak. PT. CHANDRA
PRIMA PERSADA NPWP : 02.321.676.5-435.000 membayar Pajak
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Pertambahan Nilai (PPN) menjadi lebih kecil dari yang seharusnya
dibayar.
-Bahwa Total Kerugian sebesar
Rp.4.034.538.206 (Empat Milyar Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga

Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Enam Rupiah).

pada pendapatan Negara

-Bahwa dari peristiwa yang disampaikan penyidik dan dokumen-
dokumen yang ditunjukkan oleh Penyidik diperoleh informasi bahwa :
e PT. CHANDRA PRIMA PERSADA NPWP 02.321.676.5-
435.000 adalah pengusaha kena pajak (PKP) yang terdaftar di
KPP Pratama Cibitung.
e PT. CHANDRA PRIMA PERSADA NPWP 02.321.676.5-
435.000 dalam masa pajak September 2011, Januari 2012 s.d.

Desember 2012 dan Januari 2013 s.d. Desember 2013

menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang

sebenarnya dengan rincian :

TGL
NO NO FAKTUR FAKTUR MASA NPWP LAWAN NAMA LAWAN PPN
0100001100000 | 13-SEP- PT PUSPA CHANDRA 50.160
1 167 11 201109 | 013919808012000 SARANA .000
0100001100000 16-SEP- PT BINA SEMESTA 46.024
2 170 11 201109 | 018618678018000 GIARTHA L. .000
0100001100000 | 19-SEP- PT BINA SEMESTA 33.816
3 171 11 201109 | 018618678018000 GIARTHA L. .000
Jumlah tahun 2011 130.000.000
0100001200000 | 13-SEP- PT NOBELTA JAYA 48.000
4 144 12 201209 | 016053282064000 PERSADA .000
0100001200000 | 19-SEP- PT NOBELTA JAYA 45.400
5 146 12 201209 | 016053282064000 PERSADA .000
0100001200000 | 21-SEP- PT NOBELTA JAYA 34.250
6 148 12 201209 | 016053282064000 PERSADA .000
0100001200000 | 13-SEP- PT SWASEMBADA 41.525
7 191 12 201209 | 013696901012000 KARYA .200
0100001200000 | 14-SEP- PT SWASEMBADA 37.000
8 192 12 201209 | 013696901012000 KARYA .000
0100001200000 | 18-SEP- PT SWASEMBADA 46.000
9 195 12 201209 | 013696901012000 KARYA .000
0100001200000 | 08-OCT- PT RAJAWALI 21.775
10 187 12 201210 | 019888825018000 INTERINNIAGA 511
0100001200000 | 16-OCT- PT SWASEMBADA 37.800
11 217 12 201210 | 013696901012000 KARYA .000
0100001200000 | 18-OCT- PT SWASEMBADA 41.200
12 218 12 201210 | 013696901012000 KARYA .000
0100001200000 | 22-OCT- PT SWASEMBADA 38.000
13 220 12 201210 | 013696901012000 KARYA .000
0100001200000 | 23-OCT- PT SWASEMBADA 41.700
14 222 12 201210 | 013696901012000 KARYA .000
0100001200000 | 24-OCT- PT SWASEMBADA 37.000
15 223 12 201210 | 013696901012000 KARYA .000
0100001200000 | 27-OCT- PT SWASEMBADA 34.300
16 225 12 201210 | 013696901012000 KARYA .000
0100001200000 | 09-NOV- PT NOBELTA JAYA 38.000
17 169 12 201211 | 016053282064000 PERSADA .000
0100001200000 | 09-NOV- PT NOBELTA JAYA 41.700
18 170 12 201211 | 016053282064000 PERSADA .000
0100001200000 | 13-NOV- PT NOBELTA JAYA 45.200
19 172 12 201211 | 016053282064000 PERSADA .000
20 0100001200000 | 07-NOV- 201211 | 013696901012000 PT SWASEMBADA 39.000
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247 12 KARYA .000
0100001200000 | 08-NOV- PT SWASEMBADA 41.200

21 248 12 201211 | 013696901012000 KARYA .000
0100001200000 | 09-NOV- PT SWASEMBADA 51.315

22 251 12 201211 | 013696901012000 KARYA .223
0100001200000 | 03-DEC- PT NOBELTA JAYA 39.630

23 188 12 201212 | 016053282064000 PERSADA .000
0100001200000 | 05-DEC- PT NOBELTA JAYA 45.360

24 191 12 201212 | 016053282064000 PERSADA .000
0100001200000 | 06-DEC- PT NOBELTA JAYA 38.022

25 192 12 201212 | 016053282064000 PERSADA 172
0100001200000 | 08-DEC- PT NOBELTA JAYA 31.050

26 196 12 201212 | 016053282064000 PERSADA .010
0100001200000 | 12-DEC- PT SWASEMBADA 47.252

27 279 12 201212 | 013696901012000 KARYA .000
0100001200000 | 13-DEC- PT SWASEMBADA 41.725

28 280 12 201212 | 013696901012000 KARYA .000
0100001200000 | 19-DEC- PT SWASEMBADA 42.550

29 284 12 201212 | 013696901012000 KARYA .000
1.045.955.1

Jumlah tahun 2012 16
01000013000000 0136969010120 43.570

30 03 05-JAN-13 | 201301 | 00 PT SWASEMBADA KARYA .000
01000013000000 0160532820640 | PT NOBELTA JAYA 48.075

31 06 05-JAN-13 | 201301 | 00 PERSADA .000
01000013000000 0160532820640 | PT NOBELTA JAYA 51.026

32 08 07-JAN-13 | 201301 | 00 PERSADA .000
01000013000000 0136969010120 44.150

33 08 10-JAN-13 | 201301 | 00 PT SWASEMBADA KARYA .000
01000013000000 0136969010120 49.322

34 09 11-JAN-13 | 201301 | 00 PT SWASEMBADA KARYA .600
01000013000000 0160532820640 | PT NOBELTA JAYA 52.000

35 13 09-JAN-13 | 201301 | 00 PERSADA .000
01000013000000 0136969010120 44.221

36 28 02-FEB-13 | 201302 | 00 PT SWASEMBADA KARYA .200
01000013000000 0136969010120 47.000

37 29 04-FEB-13 | 201302 | 00 PT SWASEMBADA KARYA .000
01000013000000 0136969010120 39.500

38 32 06-FEB-13 | 201302 | 00 PT SWASEMBADA KARYA .000
01000013000000 0160532820640 | PT NOBELTA JAYA 51.320

39 56 04-FEB-13 | 201302 | 00 PERSADA .000
01000013000000 0160532820640 | PT NOBELTA JAYA 44.200

40 59 05-FEB-13 | 201302 | 00 PERSADA .000
01000013000000 0160532820640 | PT NOBELTA JAYA 46.000

41 81 16-FEB-13 | 201302 | 00 PERSADA .000
01000013000000 0160532820640 | PT NOBELTA JAYA 34.000

42 82 18-FEB-13 | 201302 | 00 PERSADA .000
01000013000000 0160532820640 | PT NOBELTA JAYA 40.300

43 85 20-FEB-13 | 201302 | 00 PERSADA .000
01000013000000 2103683204050 | PT SINDANGPALAY 44.242

44 91 01-APR-13 | 201304 | 00 LANGGENG M. .790
01000013000000 2103683204050 | PT SINDANGPALAY 48.000

45 92 02-APR-13 | 201304 | 00 LANGGENG M. .000
01000013000000 2103683204050 | PT SINDANGPALAY 51.110

46 94 03-APR-13 | 201304 | 00 LANGGENG M. .000
01000013000000 2103683204050 | PT SINDANGPALAY 44.200

47 96 06-APR-13 | 201304 | 00 LANGGENG M. .000
01000013000000 2103683204050 | PT SINDANGPALAY 45.000

48 97 08-APR-13 | 201304 | 00 LANGGENG M. .000
01000013000000 2103683204050 | PT SINDANGPALAY 42.000

49 99 10-APR-13 | 201304 | 00 LANGGENG M. .000
01000013000001 2103683204050 | PT SINDANGPALAY 32.500

50 01 11-APR-13 | 201304 | 00 LANGGENG M. .000
01000013000001 2103683204050 | PT SINDANGPALAY 43.500

51 02 12-APR-13 | 201304 | 00 LANGGENG M. .000
01000013000001 2103683204050 | PT SINDANGPALAY 41.000

52 05 16-APR-13 | 201304 | 00 LANGGENG M. .000
01090113372173 3149096494290 82.500

53 97 04-JUN-13 | 201306 | 00 PT BHANDA MEKAR ABADI .000
01090113372174 3149096494290 117.850

54 82 10-JUN-13 | 201306 | 00 PT BHANDA MEKAR ABADI .000
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01090113372174 3149096494290 17.006
55 87 26-JUN-13 | 201306 | 00 PT BHANDA MEKAR ABADI .000
01090113372174 3149096494290 9.497
56 88 28-JUN-13 | 201306 | 00 PT BHANDA MEKAR ABADI .500
01090113372174 3149096494290 71.875
57 95 04-JUN-13 | 201306 | 00 PT BHANDA MEKAR ABADI .000
01090113372174 3149096494290 85.000
58 96 25-JUN-13 | 201306 | 00 PT BHANDA MEKAR ABADI .000
01090113372174 3149096494290 71.000
59 97 25-JUN-13 | 201306 | 00 PT BHANDA MEKAR ABADI .000
01090013867609 0319877790430 75.000
60 86 26-JUN-13 | 201306 | 00 PT MAXIMA INDOBUANA .000
01090013867609 0319877790430 75.000
61 87 27-JUN-13 | 201306 | 00 PT MAXIMA INDOBUANA .000
01090013867609 0319877790430 75.000
62 88 28-JUN-13 | 201306 | 00 PT MAXIMA INDOBUANA .000
01090013867609 0319877790430 10.000
63 89 04-JUL-13 | 201307 | 00 PT MAXIMA INDOBUANA .000
01090013867609 0319877790430 10.000
64 | 90 09-JUL-13 | 201307 | 00 PT MAXIMA INDOBUANA .000
01090013867609 0319877790430 17.500
65 91 10-JUL-13 | 201307 | 00 PT MAXIMA INDOBUANA .000
01090013867609 0319877790430 17.000
66 92 12-JUL-13 | 201307 | 00 PT MAXIMA INDOBUANA .000
01090013867609 0319877790430 17.000
67 93 15-JUL-13 | 201307 | 00 PT MAXIMA INDOBUANA .000
01090013867609 0319877790430 8.500
68 94 16-JUL-13 | 201307 | 00 PT MAXIMA INDOBUANA .000
01090013867609 0319877790430 10.000
69 95 17-JUL-13 | 201307 | 00 PT MAXIMA INDOBUANA .000
01090013867609 0319877790430 10.000
70 96 18-JUL-13 | 201307 | 00 PT MAXIMA INDOBUANA .000
01090013882525 0326810170080 | PT ANUGRAH MULTI 27.500
71 72 03-JUL-13 | 201307 | 00 PERKASA .000
01090013882525 0326810170080 | PT ANUGRAH MULTI 27.500
72 75 08-JUL-13 | 201307 | 00 PERKASA .000
01090013882555 0326810410080 28.800
73 02 01-JUL-13 | 201307 | 00 PT ANINDO PRATAMA .000
01090013882555 0326810410080 16.200
74 | 05 05-JUL-13 | 201307 | 00 PT ANINDO PRATAMA .000
01090013882555 0326810410080 26.250
75 09 10-JUL-13 | 201307 | 00 PT ANINDO PRATAMA .000
01090013884407 3147827490080 22.125
76 29 15-JUL-13 | 201307 | 00 PT FERINDO JAYA ABADI .000
01090113861487 3147827490080 25.075
77 09 23-JUL-13 | 201307 | 00 PT FERINDO JAYA ABADI .000
01090113861487 3147827490080 26.550
78 13 27-JUL-13 | 201307 | 00 PT FERINDO JAYA ABADI .000
01090113861442 0326810410080 21.250
79 53 01-AUG-13 | 201308 | 00 PT ANINDO PRATAMA .000
01090113861958 3147828550080 | PT FASTORINDO 30.000
80 74 02-AUG-13 | 201308 | 00 NUSANTARAA. .000
01090113861958 3147828550080 | PT FASTORINDO 30.000
81 78 14-AUG-13 | 201308 | 00 NUSANTARAA. .000
01090113861958 3147828550080 | PT FASTORINDO 30.000
82 82 19-AUG-13 | 201308 | 00 NUSANTARAA. .000
01090113861958 3147828550080 | PT FASTORINDO 22.500
83 87 23-AUG-13 | 201308 | 00 NUSANTARAA. .000
01090113861958 3147828550080 | PT FASTORINDO 9.497
84 |91 28-AUG-13 | 201308 | 00 NUSANTARAA. .500
01090113861442 0326810410080 21.250
85 57 03-AUG-13 | 201308 | 00 PT ANINDO PRATAMA .000
01090113861442 0326810410080 21.250
86 64 20-AUG-13 | 201308 | 00 PT ANINDO PRATAMA .000
01090113861442 0326810410080 21.250
87 69 26-AUG-13 | 201308 | 00 PT ANINDO PRATAMA .000
01090113861312 0326810170080 | PT ANUGRAH MULTI 30.000
88 01 13-AUG-13 | 201308 | 00 PERKASA .000
01090113861312 0326810170080 | PT ANUGRAH MULTI 30.000
89 08 22-AUG-13 | 201308 | 00 PERKASA .000
01090113861312 0326810170080 | PT ANUGRAH MULTI 11.000
90 13 27-AUG-13 | 201308 | 00 PERKASA .000
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01090113861312 0326810170080 | PT ANUGRAH MULTI 17.006
91 16 30-AUG-13 | 201308 | 00 PERKASA .000
01090113861487 3147827490080 27.500
92 24 12-AUG-13 | 201308 | 00 PT FERINDO JAYA ABADI .000
01090113861487 3147827490080 22.875
93 28 16-AUG-13 | 201308 | 00 PT FERINDO JAYA ABADI .000
01090113861487 3147827490080 14.750.
94 31 21-AUG-13 | 201308 | 00 PT FERINDO JAYA ABADI 000
01090113861487 3147827490080 17.100
95 35 26-AUG-13 | 201308 | 00 PT FERINDO JAYA ABADI .000
01090113861312 0326810170080 | PT ANUGRAH MULTI 30.000
96 32 21-SEP-13 | 201309 | 00 PERKASA .000
01090113861312 0326810170080 | PT ANUGRAH MULTI 30.000
97 34 23-SEP-13 | 201309 | 00 PERKASA .000
01090113861312 0326810170080 | PT ANUGRAH MULTI 11.000
98 36 23-SEP-13 | 201309 | 00 PERKASA .000
01090113861312 0326810170080 | PT ANUGRAH MULTI 17.006
99 38 26-SEP-13 | 201309 | 00 PERKASA .000
01090113861312 0326810170080 | PT ANUGRAH MULTI 9.497
100 | 40 30-SEP-13 | 201309 | 00 PERKASA .500
01090113861487 3147827490080 22.000
101 | 50 06-SEP-13 | 201309 | 00 PT FERINDO JAYA ABADI .000
01090113861487 3147827490080 19.825
102 | 52 09-SEP-13 | 201309 | 00 PT FERINDO JAYA ABADI .000
01090113861487 3147827490080 11.250
103 | 56 13-SEP-13 | 201309 | 00 PT FERINDO JAYA ABADI .000
01090113861487 3147827490080 15.300
104 | 60 18-SEP-13 | 201309 | 00 PT FERINDO JAYA ABADI .000
01090113861442 0326810410080 18.700
105 | 92 23-SEP-13 | 201309 | 00 PT ANINDO PRATAMA .000
01090113861442 0326810410080 22.100
106 | 94 24-SEP-13 | 201309 | 00 PT ANINDO PRATAMA .000
01090113861442 0326810410080 20.400
107 | 96 26-SEP-13 | 201309 | 00 PT ANINDO PRATAMA .000
01090113861442 0326810410080 23.800
108 | 98 28-SEP-13 | 201310 | 00 PT ANINDO PRATAMA .000
01090113861959 3147828550080 | PT FASTORINDO 22.500
109 | 08 16-SEP-13 | 201309 | 00 NUSANTARAA. .000
01090113861959 3147828550080 | PT FASTORINDO 22.500
110 | 10 18-SEP-13 | 201309 | 00 NUSANTARAA. .000
01090113861959 3147828550080 | PT FASTORINDO 22.500
111 | 12 20-SEP-13 | 201309 | 00 NUSANTARAA. .000
01090113861959 3147828550080 | PT FASTORINDO 22.500
112 | 15 24-SEP-13 | 201309 | 00 NUSANTARAA. .000
01090113861959 3147828550080 | PT FASTORINDO 22.500
113 | 18 27-SEP-13 | 201309 | 00 NUSANTARAA. .000
01090113861487 3147827490080 17.000
114 | 69 01-OCT-13 | 201310 | 00 PT FERINDO JAYA ABADI .000
01090113861487 3147827490080 18.750
115 | 72 04-OCT-13 | 201310 | 00 PT FERINDO JAYA ABADI .000
01090113861487 3147827490080 18.750
116 | 76 09-OCT-13 | 201310 | 00 PT FERINDO JAYA ABADI .000
01090113861443 0326810410080 11.000
117 | 06 08-OCT-13 | 201310 | 00 PT ANINDO PRATAMA .000
01090113861443 0326810410080 17.352
118 | 11 14-OCT-13 | 201310 | 00 PT ANINDO PRATAMA .500
01090113861443 0326810410080 9.497
119 | 15 21-OCT-13 | 201310 | 00 PT ANINDO PRATAMA .500
01090113861959 3147828550080 | PT FASTORINDO 11.000
120 | 21 01-OCT-13 | 201310 | 00 NUSANTARAA. .000
01090113861959 3147828550080 | PT FASTORINDO 9.150
121 | 24 04-OCT-13 | 201310 | 00 NUSANTARAA. .000
01090113861959 3147828550080 | PT FASTORINDO 22.500
122 | 26 07-OCT-13 | 201310 | 00 NUSANTARAA. .000
01090113861959 3147828550080 | PT FASTORINDO 15.000
123 | 29 10-OCT-13 | 201310 | 00 NUSANTARAA. .000
01090113861959 3147828550080 | PT FASTORINDO 13.750
124 | 38 04-NOV-13 | 201311 | 00 NUSANTARAA. .000
01090113861959 3147828550080 | PT FASTORINDO 11.480
125 | 42 11-NOV-13 | 201311 | 00 NUSANTARAA. .000
01090213268865 0326810170080 | PT ANUGRAH MULTI 13.500
126 | 47 18-NOV-13 | 201312 | 00 PERKASA .000
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01090213268865 0326810170080 | PT ANUGRAH MULTI 11.600

127 | 51 22-NOV-13 | 201312 | 00 PERKASA .000
01090213268874 0326810410080 14.828

128 | 14 25-NOV-13 | 201312 | 00 PT ANINDO PRATAMA .000
01090213268874 0326810410080 9.602

129 | 17 28-NOV-13 | 201312 | 00 PT ANINDO PRATAMA .000
01090213268938 3147827490080 10.250

130 | 14 08-NOV-13 | 201311 | 00 PT FERINDO JAYA ABADI .000
01090213268938 3147827490080 15.000

131 | 19 14-NOV-13 | 201311 | 00 PT FERINDO JAYA ABADI .000
2.996.583.0

Jumlah tahun 2013 90
4.172.538.2

Total tahun 2011 s.d. 2013 06

akibat dilaporkannya faktur pajak (PM) yang tidak berdasarkan transaksi
yang sebenarnya/faktur pajak fiktif (faktur pajak masukan), dimana atas
faktur pajak tersebut sebagai unsur pengurang, maka akan berdampak
dalam perhitungan kewajiban perpajakan wajib pajak. PT. CHANDRA
PRIMA PERSADA NPWP 02.321.676.5-435.000 membayar Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) menjadi lebih kecil dari yang seharusnya
dibayar.
-Bahwa total kerugian pada pendapatan Negara sebesar Rp
4.034.538.206 (Empat Milyar Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga

Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Enam Rupiah) dengan rincian :

URAIAN
PPN masa September 2011 yang kurang dibayar
PPN masa Jan s/d Des 2012 yang kurang dibayar

PPN masa Jan s/d Des 2013 yang kurang dibayar
Nilai Pengurang Kerugian Pada Pendapatan

Nilai
Rp.130.000.000
Rp. 1.045.955.116
Rp. 2.996.583.090

Negara Masa Desember 2013
TOTAL

(Rp.138.000.000)
Rp.4.034.538.206

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut di atas, terdakwa
menyatakan tidak keberatan.
bahwa terdakwa di

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, persidangan telah memberikan

- Bahwa terdakwa tahu, ada permasalahan Faktur Pajak dengan
transaksi yang tidak sebenarnya.

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Anda Yusperi sebagai Direktur
Operasional Keuangan PT.CHANDRA PRIMA PERSADA dan terdakwa
pertama kali mengenal saksi Anda Yusperi pada tahun 2009 melalui Yusup
S alias Sui.
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- Bahwa hubungan terdakwa dengan PT.CHANDRA PRIMA PERSADA
adalah hubungan bisnis, misalnya memberikan informasi tentang
perpajakan.

- Bahwa terdakwa memberikan informasi dan masukan juga nasehat
tentang perpajakan, misalnya aturan perpajakan, pengisian Surat
Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) dan
terdakwa menawarkan dan menyediakan Faktur Pajak Masukan untuk
dikreditkan dalam SPT Masa PPN PT.CHANDRA PRIMA PERSADA kepada
saksi Achmad Nirza dan saksi Anda Yusperi.

- Bahwa pihak yang mengenalkan dengan PT.CHANDRA PRIMA
PERSADA adalah Yusup S alias Sui dan yang mengajak terdakwa
bergabung di PT.CHANDRA PRIMA PERSADA adalah saksi Anda Yusperi
lalu saksi Anda Yusperi mengenalkan saksi Achmad Nirza kepada
terdakwa.

- Bahwa terdakwa mempertanggungjawabkan dan melaporkan pekerjaan
membantu membuat SPT Tahunan PPh Badan PT.CHANDRA PRIMA
PERSADA / NPWP 02.321.676.5-435.000 tahun 2011 s.d tahun 2013
kepada saksi Anda Yusperi sebagai Direktur Operasional dan saksi Achmad
Nirza sebagai Direktur Keuangan.

- Bahwa lokasi kantor PT.CHANDRA PRIMA PERSADA terletak di Jalan
Inspeksi Kalimalang Nomor 4 Ruko Anugrah, Setiadarma Tambun Selatan
dari tahun 2007 s.d. 2015. Sejak akhir tahun 2015 sampai dengan sekarang
berlokasi di Perum Graha Kalimas | - Jalan Menteng Blok A/27 Tambun
Selatan, Bekasi.

- Bahwa kegiatan usaha PT.CHANDRA PRIMA PERSADA adalah
pengelolaan dan penyaluran security, sales dan cleaning service.

- Bahwa terdakwa tidak tahu mekanisme pembelian di PT.CHANDRA
PRIMA PERSADA.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui transaksi pembelian PT.CHANDRA
PRIMA PERSADA selama tahun 2010 s.d. tahun 2013.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui pihak yang mengetahui dan
bertanggung jawab terkait pembelian di PT.CHANDRA PRIMA PERSADA.

- Bahwa terdakwa tidak ada pembelian barang terkait dengan Data
Faktur Pajak yang telah dikreditkan PT.CHANDRA PRIMA PERSADA/
NPWP 02.321.676.5-435.000 dalam SPT Masa PPN masa September
2011, Januari 2012 s.d. Desember 2012 dan Januari 2013 s.d. Desember
2013 yang diperlihatkan kepada terdakwa, hanya pembelian Faktur Pajak
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saja tidak ada pembelian kepada perusahaan-perusahaan tersebut, hanya
di atas kertas saja.

- Bahwa terdakwa tidak mengenal nama-nama perusahaan terkait
dengan Data Faktur Pajak yang telah dikreditkan PT.CHANDRA PRIMA
PERSADA/ NPWP 02.321.676.5-435.000 dalam SPT Masa PPN masa
September 2011, Januari 2012 s.d. Desember 2012 dan Januari 2013 s.d.
Desember 2013 yang diperlihatkan kepada terdakwa.

- Bahwa pihak yang melakukan pembayaran atas Faktur Pajak yang
tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya kepada terdakwa adalah
saksi Achmad Nirza yang dibayarkan secara tunai kepada terdakwa setiap
terdakwa menyerahkan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang
sebenarnya kemudian sebagian uang tersebut yang merupakan
bagian/jatah sdr. Teguh Nurcipto dan sdri. Sri Nurmalina, terdakwa
serahkan secara tunai kepada sdri. Sri Nurmalina dan sdr. Teguh Nurcipto
ada juga dengan transfer secara mencicil ke Rekening Mandiri atas hama
sdr. Sri Nurmalina sedangkan uang bagian/jatah untuk terdakwa dan
terdakwa gunakan untuk keperluan hidup.

- Bahwa terdakwa mengetahui PT.CHANDRA PRIMA PERSADA telah
melaporkan SPT Masa PPN untuk Masa Pajak September 2011, Januari
2012 s.d. Desember 2012 dan Januari 2013 s.d. Desember 2013.

- Bahwa yang membuat SPT Masa PPN adalah saksi Achmad Nirza dan
menandatangani SPT Masa PPN adalah saksi Anda Yusperi, terdakwa
hanya mengantarkan Faktur Pajak saja dan membantu membuat SPT
Tahunan PPh Badan PT. CHANDRA PRIMA PERSADA.

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Achmad Nirza dan saksi
Anda Yusperi membuat Surat Hitungan Bayar Pajak PPN PT.CHANDRA
PRIMA PERSADA yang dibuat oleh terdakwa pada tanggal 3 Agustus 2015
dan Surat Pernyataan yang dibuat oleh terdakwa pada tanggal 23 Februari
2017 dan benar nilai tersebut di dalam surat Hitungan Bayar Pajak dan
Surat Pernyataan adalah tanggungjawab terdakwa namun sebenarnya nilai
tersebut bukan sepenuhnya tanggungjawab terdakwa karena ada jatah
/bagian keuntungan sdri. Sri Nurmalina dan sdr. Teguh Nurcipto yang tidak
tercantum seharusnya nilai Rp.4.172.538.206,- (empat milyar seratus tujuh
puluh dua juta lima ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah) itu
setengahnya (50%) adalah tanggungjawab dari sdr. Teguh Nurcipto dan

sdri. Sri Nurmalina.
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Saksi

yang

berikut :

No. Nama Barang Bukti Kuantitas

1. 11 Fotokopi Himbauan Pembetulan SPT PPN 2011 nomor : Himb- 2 (dua) lembar
4669/WPJ.22/KP.1309/2015 2015 tanggal 03 Juni 2015

2. Fotokopi  Himbauan Pembetulan SPT PPN 2012 nomor Himb- | 2 (dua) lembar
4670/WPJ.22/KP.1309/2015 tanggal 03 Juni 2015

3. Fotokopi Himbauan Pembetulan SPT PPN 2013 nomor Himb- | 4 (empat) lembar
4671/WPJ.22/KP.1309/2015 sebanyak 03 Juni 2015

4. Fotokopi Permintaan penjelasan atas kewajiban pembayaran PPN yang kurang | 1 (satu) lembar
bayar perihal Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya
nomor :Perm-4858/WPJ.22/KP.1309/2015 tanggal 11 Agustus 2015

5. Fotokopi Himbauan pembayaran dan pembetulan PPN nomor : S- | 2 (dua)lembar
6192/WPJ.22/KP.1309/2016 tanggal 7 April 2016

6. Fotokopi BA Ketidakhadiran Wajib Pajak nomor : BA-34/WPJ.22/KP.1309/2015 | 1 (satu) lembar
tanggal 19 Juni 2015

7. Fotokopi Surat Pernyataan dari Wajib Pajak tentang pengakuan Perbuatan telah | 2 (dua) lembar
mengkreditkan/menggunakan Faktur Pajak yang tidak Berdasarkan Transaksi yang
sebenarnya tanggal 26 Juni 2015

8. Fotokopi BA Pelaksanaan Klarifikasi tanggal 26 Juni 2015 15 (lima belas)

lembar

9. Asli 1 set SPT Masa PPN bulan September 2011 PT CHANDRA PRIMA PERSADA | 21 (Dua Puluh
beserta lampiran berupa SSP, 1 set lampiran berupa Kwitansi, Faktur Pajak, | Satu) lembar
Invoice, dan Surat Jalan atas nama PT. Puspa Chandra Sarana NPWP
01.391.980.8-012.000 dan 2 set lampiran berupa Kwitansi, Faktur Pajak, Invoice,
dan Surat Jalan atas nama PT. Bina Semesta Giartha Lestari NPWP 01.861.867.8-
018.000

10. Asli 1 Set SPT Masa PPN bulan Januari 2012 PT CHANDRA PRIMA PERSADA | 21 (Dua Puluh
beserta lampiran berupa SSP dan 2 Set lampiran berupa kwitansi, Faktur Pajak, | Satu) lembar
Surat Jalan, Invoice PT Bina Semesta Giartha Lestari NPWP 01.861.867.8-018.000

11. | Asli 1 Set SPT Masa PPN bulan Februari 2012 PT CHANDRA PRIMA PERSADA | 28 (Dua Puluh
beserta lampiran berupa SSP, 3 Set lampiran berupa kwitansi,Faktur Pajak,Surat | Delapan) lembar
Jalan, Invoice PT Bina Semesta Giartha Lestari NPWP 01.861.867.8-018.000

12. | Asli 1 Set SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 bulan Februari 2012 PT CHANDRA | 11 (Sebelas)
PRIMA PERSADA beserta lampiran berupa SSP dan 1 lembar faktur pajak keluaran | lembar

13. | Asli 1 Set SPT Masa PPN bulan Maret 2012 PT CHANDRA PRIMA PERSADA | 30 (Tiga Puluh)
beserta lampiran berupa SSP dan 3 set lampiran berupa kwitansi,Faktur | lembar
Pajak,Surat Jalan, Invoice PT Bina Semesta Giartha Lestari NPWP 01.861.867.8-
018.000 dan 2 set lampiran atas nama PT Swasembada Karya NPWP
01.369.690.1-012.000

14. Asli 1 Set SPT Masa PPN bulan April 2012 PT CHANDRA PRIMA PERSADA | 30 (Tiga Puluh)
beserta lampiran SSP dan 2 set lampiran berupa kwitansi,Faktur Pajak,Surat Jalan, | lembar
Invoice PT Bina Semesta Giartha Lestari NPWP 01.861.867.8-018.000 dan 2 set
lampiran atas nama PT Swasembada NPWP 01.369.690.1-012.000

15. | Asli 1 Set SPT Masa PPN bulan Mei 2012 PT CHANDRA PRIMA PERSADA | 32 (Tiga Puluh
beserta lampiran berupa SSP, 3 set lampiran berupa kwitansi,Faktur Pajak,Surat | Dua) lembar
Jalan, Invoice PT Bina Semesta Giartha Lestari NPWP 01.861.867.8-018.000 dan 3
set lampiran atas nama PT Swasembada Karya NPWP 01.369.690.1-012.000

16. | Asli 1 Set SPT Masa PPN bulan Juni 2012 PT CHANDRA PRIMA PERSADA | 41 (Empat Puluh
beserta lampiran berupa SSP, 4 Set lampiran berupa kwitansi,Faktur Pajak,Surat | Satu) lembar
Jalan, Invoice PT Nobelta Jaya Persada NPWP 01.605.328.2-064.000 dan 4 set
lampiran atas nama PT Bina Semesta Giartha Lestari NPWP 01.861.867.8-018.000

17. | Asli 1 Set SPT Masa PPN bulan Juli 2012 PT CHANDRA PRIMA PERSADA beserta | 31 (Tiga Puluh
lampiran berupa SSP, 3 Set lampiran berupa kwitansi,Faktur Pajak,Surat Jalan, | Satu) lembar
Invoice PT Swasembada Karya NPWP 01.369.690.1-012.000 dan 3 set lampiran
atas nama PT Bina Semesta Giartha Lestari NPWP 01.861.867.8-018.000

18. | Asli 1 Set SPT Masa PPN bulan Agustus 2012 PT CHANDRA PRIMA PERSADA | 34 (Tiga Puluh
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beserta lampiran berupa SSP, 3 Set lampiran berupa kwitansi,Faktur Pajak,Surat
Jalan, Invoice PT Swasembada Karya NPWP 01.369.690.1-012.000 dan 4 set
lampiran atas nama PT Nobelta Jaya Persada NPWP 01.605.328.2-064.000

Empat) lembar

19.

Asli 1 Set SPT Masa PPN bulan September 2012 PT CHANDRA PRIMA PERSADA
beserta lampiran berupa SSP, 3 Set lampiran berupa kwitansi,Faktur Pajak,Surat
Jalan, Invoice PT Swasembada Karya NPWP 01.369.690.1-012.000 dan 3 set
lampiran atas nama PT Nobelta Jaya Persada NPWP 01.605.328.2-064.000

32 (Tiga Puluh
Dua) lembar

20.

Asli 1 Set SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 bulan September 2012 PT CHANDRA
PRIMA PERSADA

3 (Tiga) lembar

21.

Asli 1 Set SPT Masa PPN bulan Oktober 2012 PT CHANDRA PRIMA PERSADA
beserta lampiran berupa SSP, 6 Set lampiran berupa kwitansi,Faktur Pajak,Surat
Jalan, Invoice PT Swasembada Karya NPWP 01.369.690.1-012.000 dan 1 set
lampiran atas nama PT Rajawali Interniaga NPWP 01.988.882.5-018.000

37 (Tiga Puluh
Tujuh) lembar

22.

Asli 1 Set SPT Masa PPN bulan November 2012 PT CHANDRA PRIMA PERSADA
beserta lampiran berupa SSP, 3 Set lampiran berupa kwitansi,Faktur Pajak,Surat
Jalan, Invoice PT Swasembada Karya NPWP 01.369.690.1-012.000 dan 3 set
lampiran atas nama PT Nobelta Jaya Persada NPWP 01.605.328.2-064.000

33 (Tiga Puluh
Tiga) lembar

23.

Asli 1 Set SPT Masa PPN bulan Desember 2012 PT CHANDRA PRIMA PERSADA
beserta lampiran berupa SSP, 3 Set lampiran berupa kwitansi,Faktur Pajak,Surat
Jalan, Invoice PT Swasembada Karya NPWP 01.369.690.1-012.000 dan 4 set
lampiran atas nama PT Nobelta Jaya Persada NPWP 01.605.328.2-064.000

36 (Tiga Puluh
Enam) lembar

24,

Asli 1 Set SPT Masa PPN dan SSP bulan Januari 2013 PT CHANDRA PRIMA
PERSADA

9 (sembilan)
lembar

25.

Asli 1 Set SPT Masa PPN dan SSP bulan Februari 2013 PT CHANDRA PRIMA
PERSADA

8 (delapan)
lembar

26.

Asli 1 Set SPT Masa PPN dan SSP bulan Maret 2013 PT CHANDRA PRIMA
PERSADA

10 (sepuluh)
lembar

27.

Asli 1 Set SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 bulan Maret 2013 dan SSP PT
CHANDRA PRIMA PERSADA

10 (Sepuluh)
lembar

28.

Asli 1 Set SPT Masa PPN Pembetulan ke-2 bulan Maret 2013 dan SSP PT
CHANDRA PRIMA PERSADA sebanyak 9 (Sembilan) lembar

9 (Sembilan)
lembar

29.

Asli 1 Set SPT Masa PPN dan SSP bulan April 2013 PT CHANDRA PRIMA
PERSADA

10 (Sepuluh)
lembar

30.

Asli 1 Set SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 bulan April 2013 PT CHANDRA PRIMA

10 (sepuluh)
lembar

31.

Asli 1 Set SPT Masa PPN dan SSP bulan Mei PT CHANDRA PRIMA PERSADA

10 (sepuluh)
lembar

32.

Asli 1 Set SPT Masa PPN dan SSP bulan Juni 2013 PT CHANDRA PRIMA
PERSADA

11 (sebelas)
lembar

33.

Asli 1 Set SPT Masa PPN dan SSP bulan Juli 2013 PT CHANDRA PRIMA
PERSADA

11 (sebelas)
lembar

34.

Asli 1 Set SPT Masa PPN dan SSP bulan Agustus 2013 PT CHANDRA PRIMA
PERSADA

10 (sepuluh)
lembar

35.

Asli 1 Set SPT Masa PPN dan SSP bulan September 2013 PT CHANDRA PRIMA
PERSADA

10 (sepuluh)
lembar

36.

Asli 1 Set SPT Masa PPN dan SSP bulan Oktober 2013 PT CHANDRA PRIMA
PERSADA

11 (sebelas)
lembar

37.

Asli 1 Set SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 bulan Oktober 2013 PT CHANDRA
PRIMA PERSADA

8 (delapan)
lembar

38.

Asli 1 Set SPT Masa PPN Pembetulan ke-2 bulan Oktober 2013 PT CHANDRA
PRIMA PERSADA

11 (sebelas)
lembar

39.

Asli 1 Set SPT Masa PPN dan SSP bulan November 2013 PT CHANDRA PRIMA
PERSADA

11 (sebelas)
lembar

40.

Asli 1 Set SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 bulan November 2013 PT CHANDRA
PRIMA PERSADA

8 (delapan)
lembar

41.

Asli 1 Set SPT Masa PPN Pembetulan ke-2 bulan November 2013 PT CHANDRA
PRIMA PERSADA

13 (tiga belas)
lembar

42.

Asli 1 Set SPT Masa PPN Pembetulan ke-3 bulan November 2013 PT CHANDRA
PRIMA PERSADA

14 (empat belas)
lembar

43.

Asli 1 Set SPT Masa PPN dan SSP bulan Desember 2013 PT CHANDRA PRIMA
PERSADA

11 (sebelas)
lembar

44,

Asli 1 Set SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 bulan Desember 2013 PT CHANDRA
PRIMA PERSADA

13 (tiga belas)
lembar

45.

Asli 1 Set SPT Masa PPN Pembetulan ke-2 bulan Desember 2013 PT CHANDRA
PRIMA PERSADA

14 (empat belas)
lembar

46.

Asli 3 Set berupa Faktur Pajak bulan Januari 2013 Nomor 010.000.13.00000003,
010.000.13.00000008 dan 010.000.13.00000009, Invoice, Surat Jalan dan Kwitansi
atas nama PT. Swasembada Karya NPWP 01.369.690.1-012.000

12 (dua belas)
lembar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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Asli 3 Set berupa Faktur Pajak bulan Januari 2013 Nomor 010.000.13.00000006,
010.000.13.00000008 dan 010.000.13.00000013, Invoice, Surat Jalan dan Kwitansi
atas nama PT. Nobelta Jaya Persada NPWP 01.605.328.2-064.000

12 (dua belas)
lembar

48.

Asli 3 Set berupa Faktur Pajak bulan Februari 2013 Nomor 010.000.13.00000028,
010.000.13.00000029 dan 010.000.13.00000032, Invoice, Surat Jalan dan Kwitansi
atas nama PT. Swasembada Karya NPWP 01.369.690.1-012.000

12 (dua belas)
lembar

49.

Asli 5 Set berupa Faktur Pajak bulan Februari 2013 Nomor 010.000.13.00000056,
010.000.13.00000059 dan 010.000.13.00000081, 010.000.13.00000082 dan
010.000.13.00000085, Invoice, Surat Jalan dan Kwitansi atas nama PT. Nobelta
Jaya Persada NPWP 01.605.328.2-064.000

20 (dua puluh)
lembar

50.

Asli 9 Set berupa Faktur Pajak bulan April 2013 Nomor 010.000.13.00000091,
010.000.13.00000092, 010.000.13.00000094, 010.000.13.00000096,
010.000.13.00000097, 010.000.13.00000099, 010.000.13.00000101,
010.000.13.00000102 dan 010.000.13.00000105, Kwitansi, Invoice dan Surat Jalan
atas nama PT. Sindangpalay Langgeng Mandiri NPWP 21.036.832.0-405.000

34 (tiga puluh
empat) lembar

51.

Asli 7 Set berupa Faktur Pajak bulan Juni 2013 Nomor 010.901.13.37217482,
010.901.13.37217487, 010.901.13.37217488, 010.901.13.37217497,
010.901.13.37217495, 010.901.13.37217496, 010.901.13.37217397 dan Invoice
PT. Bhanda Mekar Abadi NPWP 31.490.964.9-429.000

22 (dua puluh
dua) lembar

52,

Asli 3 Set berupa Faktur Pajak bulan Juni 2013 Nomor 010.900.13.86760988,
010.900.13.86760987, 010.900.13.86760986, Kwitansi, Invoice dan Surat Jalan
atas nama PT. Maxima Indobuana NPWP 03.198.777.9-043.000

15 (lima belas)
lembar

53.

Asli 3 Set berupa Faktur Pajak bulan Juli 2013 Nomor 010.900.13.88440729,
010.901.13.86148709, 010.901.13.86148713, Kwitansi, Invoice dan Surat Jalan
atas nama PT. Ferindo Jaya Abadi NPWP 31.478.274.9-008.000

12 (dua belas)
lembar

54.

Asli 3 Set berupa Faktur Pajak bulan Juli 2013 Nomor 010.900.13.88252572,
010.900.13.88252575, 010.901.13.86148713, Kwitansi, Invoice dan Surat Jalan
atas nama PT. Anugrah Multi Perkasa NPWP 03.268.101.7-008.000

8 (delapan)
lembar

55,

Asli 3 Set berupa Faktur Pajak bulan Juli 2013 Nomor 010.900.13.88255502,
010.900.13.88255505, 010.900.13.88255509, Kwitansi, Invoice dan Surat Jalan
atas nama PT. Anindo Pratama NPWP 03.268.104.1-008.000

12 (dua belas)
lembar

56,

Asli 8 Set berupa Faktur Pajak bulan Juli 2013 Nomor 010.900.13.86760996,
010.900.13.86760995, 010.900.13.86760994, 010.900.13.86760993,
010.900.13.86760992, 010.900.13.86760991, 010.900.13.86760990,
010.900.13.86760989, Kwitansi, Invoice dan Surat Jalan atas nama PT. Maxima
Indobuana NPWP 03.198.777.9-043.000

33 (tiga puluh
tiga) lembar

57,

Asli 5 Set berupa Faktur Pajak bulan Agustus 2013 Nomor 010.901.13.86195874,
010.901.13.86195878, 010.901.13.86195882, 010.901.13.86195887,
010.901.13.86195891, Kwitansi, Invoice dan Surat Jalan atas nama PT. Fastorindo
Nusantara Abadi NPWP 31.478.285.5-008.000

20 (dua puluh)
lembar

58.

Asli 4 Set berupa Faktur Pajak bulan Agustus 2013 Nomor 010.901.13.86131201,
010.901.13.86131208, 010.901.13.86131213, 010.901.13.86131216, Kwitansi,
Invoice dan Surat Jalan atas nama PT. Anugrah Multi Perkasa NPWP 03.268.101.7-
008.000

16 (enam belas)
lembar

59.

Asli 4 Set berupa Faktur Pajak bulan Agustus 2013 Nomor 010.901.13.86148724,
010.901.13.86148728, 010.901.13.86148731, 010.901.13.86148735, Kwitansi,
Invoice dan Surat Jalan atas nama PT. Ferindo Jaya Abadi NPWP 31.478.274.9-
008.000

16 (enam belas)
lembar

60.

Asli 4 Set berupa Faktur Pajak bulan Agustus 2013 Nomor 010.901.13.86144253,
010.901.13.86144257, 010.901.13.86144264, 010.901.13.86144269, Kwitansi,
Invoice dan Surat Jalan atas nama PT. Anindo Pratama NPWP 03.268.104.1-
008.000

16 (enam belas)
lembar

61.

Asli 5 Set berupa Faktur Pajak bulan September 2013 Nomor
010.901.13.86131234, 010.901.13.86131232, 010.901.13.86131236,
010.901.13.86131238, 010.901.13.86131240, Kwitansi, Invoice dan Surat Jalan
atas nama PT. Anugrah Multi Perkasa NPWP 03.268.101.7-008.000

20 (dua puluh)
lembar

62.

Asli 5 Set berupa Faktur Pajak bulan September 2013 Nomor
010.901.13.86195908, 010.901.13.86195910, 010.901.13.86195912,
010.901.13.86195915, 010.901.13.86195918, Kwitansi, Invoice dan Surat Jalan
atas nama PT. Fastorindo Nusantara Abadi NPWP 31.478.285.5-008.000

20 (dua puluh)
lembar

63.

Asli 3 Set berupa Faktur Pajak bulan September 2013 Nomor
010.901.13.86144292, 010.901.13.86144294, 010.901.13.86144296,
010.901.13.86144298, Kwitansi, Invoice dan Surat Jalan atas nama PT. Anindo
Pratama NPWP 03.268.104.1-008.000

12 (dua belas)
lembar

64.

Asli 4 Set berupa Faktur Pajak bulan September 2013 Nomor
010.901.13.86148750, 010.901.13.86148752, 010.901.13.86148756,
010.901.13.86148760, Kwitansi, Invoice dan Surat Jalan atas nama PT. Ferindo
Jaya Abadi NPWP 31.478.274.9-008.000

16 (enam belas)
lembar

65.

Asli 4 Set berupa Faktur Pajak bulan Oktober 2013 Nomor 010.901.13.86195921,

16 (enam belas)

Disclaimer
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010.901.13.86195924, 010.901.13.86195926, 010.901.13.86195929, Kwitansi, | lembar
Invoice dan Surat Jalan atas nama PT. Fastorindo Nusantara Abadi NPWP
31.478.285.5-008.000
66, Asli 3 Set berupa Faktur Pajak bulan Oktober 2013 Nomor 010.901.13.86148769, | 12 (dua belas)
010.901.13.86148772, 010.901.13.86148776, Kwitansi, Invoice dan Surat Jalan | lembar
atas nama PT. Ferindo Jaya Abadi NPWP 31.478.274.9-008.000
67, Asli 3 Set berupa Faktur Pajak bulan Oktober 2013 Nomor 010.901.13.86144306, | sebanyak 12 (dua
010.901.13.86144311, 010.901.13.86144315, Kwitansi, Invoice dan Surat Jalan | belas) lembar
atas nama PT. Anindo Pratama NPWP 03.268.104.1-008.000
68, Asli SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2011 Pembetulan ke-1 PT. Chandra Prima | 34 (tiga puluh
Persada NPWP : 02.321.676.5-435.000 empat) lembar
69, Asli SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2012 PT. Chandra Prima Persada NPWP : | 39 (tiga puluh
02.321.676.5-435.000 sembilan) lembar
70. Asli SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2013 PT. Chandra Prima Persada NPWP : | 42 (empat puluh
02.321.676.5-435.000 dua) lembar
71, Asli Rekening Koran BIl Maybank nomor rekening 2-235-001992 KCP Cibitung | 31 (tiga puluh
periode laporan 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 milik PT. | satu) lembar
Chandra Prima Persada NPWP : 02.321.676.5-435.000
72) Asli Rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening 156-00-0878827-7 cabang | 26 (dua puluh
Bekasi Grand Wisata periode laporan 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember | enam) lembar
2013 milik PT. Chandra Prima Persada NPWP : 02.321.676.5-435.000
73. | Asli Rekening Koran Bank CIMB Niaga nomor rekening 925-01-00569-00-1 periode | 16 (enam belas)
laporan 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 milik PT. Chandra Prima | lembar
Persada NPWP : 02.321.676.5-435.000
74) Asli Rekening Koran Permata Bank nomor rekening 701215303 periode laporan 1 | 13 (tiga belas)
Februari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 milik PT. Chandra Prima Persada | lembar
NPWP : 02.321.676.5-435.000
75, Asli Rekening Koran The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd nomor rekening 168641 | 3 (tiga) lembar
periode laporan 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 milik PT.
Chandra Prima Persada NPWP : 02.321.676.5-435.000
76 Foto Copy Akta Notaris Syafril, S.H. Nomor 06 tanggal 18 Februari 2013 tentang | 7(tujuh) lembar
Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Chandra Prima Persada
Perubahan Anggaran Dasar
77. | Foto Copy Akta Notaris Syafril, S.H. Nomor 08 tanggal 27 Januari 2015 tentang | 5 (lima) lembar
Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Chandra Prima Persada
78, Asli Surat Hitungan Bayar Pajak PPN PT. Chandra Prima Persada tahun 2011, | 1(satu) lembar
2012, 2013 yang dibuat oleh Direksi PT. Chandra Prima Persada
79, Asli surat Pernyataan dari RONY SAHRONI 1(satu) lembar
80, Print out dari Portal DJP Akta Nomor 5 tanggal 29 Juli 2003 dari Notaris Untung | 18 (delapan
Raharjo, S.H. di Kabupaten Bekasi tentang Pendirian PT. Chandra Prima Persada | belas) lembar
NPWP 02.321.676.5-435.000
81. | Akta Nomor 5 tanggal 6 Maret 2007 dari Notaris Nyiraden Kania Nursanti, S.H. di | 7 (tujuh) lembar
Kabupaten Bekasi tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Chandra Prima
Persada NPWP 02.321.676.5-435.000
82. | Akta Nomor 31 tanggal 26 Juni 2008 dari Notaris Nyiraden Kania Nursanti, S.H. di | 21 (dua puluh
Kabupaten Bekasi tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Chandra Prima | satu) lembar
Persada NPWP 02.321.676.5-435.000
83. | Akta Nomor 16 tanggal 30 Maret 2008 dari Notaris Nyiraden Kania Nursanti, S.H. di | 22 (dua puluh
Kabupaten Bekasi tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Chandra Prima | dua) lembar
Persada NPWP 02.321.676.5-435.000
84, Akta Nomor 06 tanggal 18 Februari 2013 dari Notaris Syafril, S.H. di Kabupaten | 6 (enam) lembar
Karawang tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT.
Chandra Prima Persada NPWP 02.321.676.5-435.000
85, Akta Nomor 08 tanggal 27 Januari 2015 dari Notaris Syafril, S.H. di Kabupaten | 6 (enam) lembar
Karawang tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Chandra Prima Persada
NPWP 02.321.676.5-435.000

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dilakukan

penyitaan secara sah dan keberadaannya telah sama-sama diakui

kebenarannya baik oleh terdakwa maupun oleh para saksi, maka barang-

barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan pembuktian perkara a quo.
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang

diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
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- Bahwa benar terdakwa adalah selaku Direktur PT.Bagen Prima Guna
sekaligus konsultan pajak.

- Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi Anda Yusperi sejak tahun
2009 selanjutnya saksi Anda Yusperi memperkenalkan saksi Achmad Nirza
kepada terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa mengetahui jabatan saksi Anda Yusperi adalah
Direktur Operasional PT. Chandra Prima Persada dan jabatan saksi
Achmad Nirza adalah Direktur Keuangan PT. Chandra Prima Persada.

- Bahwa benar lokasi kantor PT. CHANDRA PRIMA PERSADA terletak di
Jalan Inspeksi Kalimalang Nomor 4 Ruko Anugrah, Setiadarma Tambun
Selatan dari tahun 2007 s.d. 2015 dan sejak akhir tahun 2015 sampai
dengan sekarang berlokasi di Perum Graha Kalimas | - Jalan Menteng Blok
A/27 Tambun Selatan, Bekasi, lokasi perwakilan kantor PT. CHANDRA
PRIMA PERSADA terletak di Legok Banten, Jalan Sadang Purwakarta.

- Bahwa benar kegiatan usaha PT.CHANDRA PRIMA PERSADA adalah
pengelolaan dan penyaluran security, cleaning service, sales dan cleaning
service, dilakukan melalui tender seperti PT. LG Indonesia, PT. Nissan
Motor Indonesia, PT. AJE, Kota Bunga Sinar Mas.

- Bahwa benar data atau informasi awal sebagai dasar untuk dilakukan
Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap PT. CHANDRA PRIMA PERSADA
(PT.CPP) adalah dari Laporan Hasil Pengembangan dan Analisa yang
sumber datanya dari Direktur Penegakan Hukum DJP, diperoleh informasi
bahwa terhadap Wajib Pajak pengguna Faktur Pajak tidak berdasarkan
transaksi sebenarnya yang telah dilakukan klarifikasi untuk Wajib Pajak
yang sisa kurang bayarnya lebih dari 20% dari komitmen dan jumlah
rupiahnya lebih dari Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) maka
ditindaklanjuti dengan dibuatkan IDLP yang dikirimkan ke Kanwil Wajib
Pajak PT. CHANDRA PRIMA PERSADA (PT.CPP) termasuk dalam kriteria
menyetujui seluruhnya tetapi tidak sepenuhnya memenuhi komitmen yang
sisa kurang bayarnya lebih daru 20% dari komitmen dan jumlah rupiahnya

lebih dari Rp.200.000.000,- dengan perincian sebagai berikut:

No | NPWP Nama Nilai FP Klarifikasi Komitmen | Bayar %KB
1 02.321.676 | PT. 7,986,943,277 | 7,986,943,277 | 7,986,943 | 3,814,405, | 52,24
.5-435.000 | CHANDRA 277 071 %
PRIMA
PERSADA

sehingga atas Wajib Pajak PT. CHANDRA PRIMA PERSADA diusulkan

untuk ditindaklanjuti ke Pemeriksaan Bukti Permulaan.
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- Bahwa benar data atau dokumen yang diperoleh Tim Pemeriksa Bukti
Permulaan dari Wajib Pajak sebagai bahan bukti pidana adalah :

o Asli SPT Masa PPN masa September 2011

. Asli SPT Masa PPN masa Januari s.d Desember 2012

o Asli SPT Masa PPN masa Januari s.d Desember 2013

o Asli SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2011, 2012 dan 2013

o Asli Rekening Koran Bank Mandiri tahun 2013 dan Bll Maybank

tahun 2013
- Bahwa benar data atau dokumen yang diperoleh Tim Pemeriksa Bukti
Permulaan dari KPP Pratama Cibitung sebagai bahan bukti pidana adalah
Foto Copy Akta Notaris Syafril, S.H. Nomor 08 tanggal 27 Januari 2015.
- Bahwa benar PT.CHANDRA PRIMA PERSADA (PT.CPP) berdiri sejak
tanggal 29 Juli 2003 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas
Nomor 5 dari Notaris Untung Raharjo, S.H.
- Bahwa benar terdakwa ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana di
bidang perpajakan setelah dilakukan penelaahan yang dilakukan oleh Tim
Penelaah dari Kanwil DJP Jawa Barat Il dan Tim Penelaah dari Direktorat
Penegakan Hukum Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.
- Bahwa benar pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, PT.
CHANDRA PRIMA PERSADA (PT.CPP) menyampaikan SPT yang tidak
benar.
- Bahwa benar terdakwa juga selaku konsultan pajak di PT.Chandra
Prima Persada (PT.CPP) tahun 2010.
- Bahwa benar PT. CHANDRA PRIMA PERSADA (PT.CPP) terdaftar
sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Cibitung sejak tanggal 29 Juli 2003
dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tanggal 12 Mei 2006.
- Bahwa benar SPT Masa PPN masa September 2011, Januari 2012 s.d.
Desember 2012 dan Januari 2013 s.d Desember 2013 atas nama PT.
CHANDRA PRIMA PERSADA (PT.CPP) telah dilaporkan ke Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Cibitung dimana PT. CHANDRA PRIMA
PERSADA terdaftar sebagai Wajib Pajak.
- Bahwa benar pihak yang menandatangani SPT Masa PPN masa pajak
September 2011, Januari 2012 s.d. Desember 2012 dan Januari 2013 s.d
Desember 2013 PT. CHANDRA PRIMA PERSADA (PT.CPP) adalah
terdakwa.
- Bahwa benar pihak yang membuat SPT masa PPN masa pajak
September 2011, Januari 2012 s.d Desember 2012 dan Januari 2013 s.d
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Desember 2013 PT.CHANDRA PRIMA PERSADA (PT.CPP) adalah
terdakwa.

- Bahwa benar PT. CHANDRA PRIMA PERSADA (PT.CPP) telah
melakukan pengkreditan pajak masukan yang tidak berdasarkan transaksi
sebenarnya pada SPT Masa PPN untuk masa pajak September 2011,
Januari 2012 s.d. Desember 2012 dan Januari 2013 s.d. Desember 2013
sejumlah 131 Lembar Faktur Pajak dengan jumlah PPN dalam Faktur Pajak
setidak-tidaknya sebesar Rp.4.172.538.206,- (empat milyar seratus tujuh
puluh dua juta lima ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah).

- Bahwa benar tidak ada pembelian barang terkait dengan Faktur Pajak
yang telah dikreditkan PT. CHANDRA PRIMA PERSADA (PT.CPP) dalam
SPT Masa PPN masa September 2011, Januari 2012 s.d. Desember 2012
dan Januari 2013 s.d. Desember 2013.

- Bahwa benar saksi Anda Yusperi bersama dengan saksi Achmad Nirza
hanya membeli fisik faktur pajaknya saja, terkadang dilengkapi dengan
dokumen pendukungnya seperti Delivery Order dan Invoice, kegiatan
pembelian faktur-faktur pajak tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan
Direktur Utama (sdr. Edy Renaldy).

- Bahwa benar PT. CHANDRA PRIMA PERSADA (PT.CPP) telah
menggunakan Faktur-Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi
sebenarnya dari terdakwa selaku Konsultan Pajak sebagai pajak masukan
dalam SPT masa PPN atas nama PT. CHANDRA PRIMA PERSADA
(PT.CPP) NPWP 02.321.676.5-435.000 untuk masa Pajak September 2011,
Januari 2012 s.d. Desember 2012 dan Januari 2013 s.d. Desember 2013

atas perusahaan-perusahaan yang bernama antara lain :

NO NAMA NPWP Jumlah Faktur Jumlah PPN
PT ANINDO PRATAMA 032681041008000 16 303,530,000
PT ANUGRAH MULTI PERKASA 032681017008000 13 265,609,500
PT BHANDA MEKAR ABADI 314909649429000 7 454,728,500
PT BINA SEMESTA GIARTHA
4 | LESTARI 018618678018000 2 79,840,000
PT FASTORINDO NUSANTARA
5 | ABADI 314782855008000 16 317,377,500
6 | PT FERINDO JAYA ABADI 314782749008000 16 304,100,000
7 | PT MAXIMA INDOBUANA 031987779043000 11 325,000,000
8 | PT NOBELTA JAYA PERSADA 016053282064000 18 773,533,182
9 | PT PUSPA CHANDRA SARANA 013919808012000 1 50,160,000
10 | PT RAJAWALI INTERINNIAGA 019888825018000 1 21,775,511
PT SINDANGPALAY LANGGENG
11 | MANDIRI 210368320405000 9 391,552,790
12 | PT SWASEMBADA KARYA 013696901012000 21 885,331,223
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| 4,172,538,206 |

- Bahwa benar terdakwa selaku konsultan pajak dapat memberikan
informasi tentang perpajakan kepada PT.Chandra Prima Persada
(PT.CPP), misalnya informasi tentang aturan perpajakan, cara pengisian
Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Badan (PPh
Badan) dan lain-lain selain itu terdakwa juga menawarkan serta
menyediakan Faktur Pajak Masukan Fiktif yang dapat dikreditkan dalam
SPT Masa PPN kepada saksi Anda Yusperi dan saksi Achmad Nirza atas
dasar penawaran dari terdakwa dan untuk mengurangi kewajiban pajak
PT.Chandra Prima Persada (PT.CPP), akhirnya saksi Anda Yusperi selaku
Direktur Operasional yang mempunyai tugas salah satunya mengurus
pelaporan pajak yaitu menandatangani SPT Masa PPN PT.Chandra Prima
Persada (PT.CPP) dan saksi Achmad Nirza selaku Direktur Keuangan yang
mempunyai tugas salah satunya melakukan pelaporan atau pembayaran
pajak di PT.Chandra Prima Persada (PT.CPP), sepakat dan menyetujui
untuk melakukan pembelian Faktur Pajak Masukan fiktif secara bertahap
kepada terdakwa dengan tujuan faktur pajak tersebut akan digunakan
sebagai dasar dalam pembuatan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) atau dapat dikreditkan dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) yang akan disampaikan ke KPP Pratama Cibitung Kab. Bekasi Jawa
Barat sehingga dapat mengurangi kewajiban pajak PT.Chandra Prima
Persada (PT.CPP).

- Bahwa benar selanjutnya saksi Anda Yusperi bersama-sama dengan
saksi Achmad Nirza dan terdakwa juga menyepakati untuk pembelian
Faktur Pajak Masukan fiktif tersebut, masing-masing pihak akan
mendapatkan bagian yaitu saksi Anda Yusperi sebesar 20%, saksi Achmad
Nirza sebesar 20% dan terdakwa sebesar 60% (termasuk bagian untuk sdr.
Teguh Nurcipto dan sdri. Sri Nurmalina) yang diserahkan oleh saksi
Achmad Nirza masing-masing secara tunai.

- Bahwa benar setelah pembayaran selesai, kemudian saksi Anda
Yusperi dan saksi Achmad Nirza menggunakan faktur pajak masukan
(faktur pajak fiktif) sebagai dasar dalam membuat Surat Pemberitahuan
Tahunan (SPT) Masa PPN yang isinya tidak benar atau tidak lengkap untuk
laporan pajak bulan September 2011, bulan September — Desember 2012
dan bulan Januari — Desember 2013 yang akan disampaikan ke KPP

Pratama Cibitung Kab. Bekasi Jawa Barat. Dalam Surat Pemberitahuan

Halaman 102 dari 128 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 102



e

o Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
L

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahunan (SPT) Masa PPN tercantum faktur pajak masukan, nama
perusahaan, jumlah faktur pajak maupun nilai yang tertera dalam faktur
pajak dengan mengacu pada faktur pajak masukan fiktif yang diterima
secara bertahap dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2013
dari terdakwa tersebut.

- Bahwa benar saksi Anda Yusperi memesan Faktur Pajak Masukan dari
terdakwa dan menandatangani SPT Masa PPN PT.Chandra Prima Persada
(PT.CPP) yang isinya tidak benar atau tidak lengkap yang dibuat oleh saksi
Achmad Nirza padahal saksi Anda Yusperi telah mengetahui bahwa Faktur
Pajak Masukan tersebut adalah faktur pajak fiktif dan SPT Masa PPN yang
disampaikan atau dilaporkan ke KPP Pratama Cibitung Kab. Bekasi Jabar
yang isinya tidak benar atau tidak lengkap itu dibuat oleh saksi Achmad
Nirza hanya berdasarkan faktur pajak fiktif, dimana saksi Anda Yusperi
mengetahui bahwa PT.Chandra Prima Persada (PT.CPP) tidak pernah
melakukan transaksi pembelian dengan perusahaan yang ada dalam faktur
pajak masukan itu.

- Bahwa benar saksi Achmad Nirza dengan sengaja atau secara sadar
membuat Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PT Chandra Prima Persada
yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dan saksi Anda Yusperi dengan
sengaja atau secara sadar telah menandatangani dan menyampaikan Surat
Pemberitahuan Tahunan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
PT.Chandra Prima Persada (PT.CPP) yang isinya tidak benar atau tidak
lengkap ke KPP Pratama Cibitung Kab. Bekasi Jawa Barat untuk
diperhitungkan dalam masa pajak bulan September 2011, bulan September
- Desember 2012 sampai dengan bulan Januari - Desember tahun 2013

dengan perincian sebagai berikut :

No. Bulan Tahun Pajak Keluaran PPN Kredit pajak yang PPN kurang bayar /
yang dipungut yang diperhitungkan lebih bayar
sendiri disetor
A B C

1. September 2011 | Rp. 146.164.187,- | 0 Rp. 16.164.187,- | Rp. 130.000.000,-
2. September 2012 | Rp. 252.131.371,- | O Rp. 43.829,- Rp. 252.175.200,-

(negatif karena WP

sudah

mengkompilasikan

kelebihan pajaknya

ke SPT Masa PPN

Oktober 2012)
3. Oktober 2012 | Rp. 273.603.474,- | 0 Rp. 21.827.963,- | Rp. 251.775.511,-
4. Nopember 2012 | Rp. 290.761.444,- | 0 Rp. 34.346.221,- | Rp. 256.415.223,-
5. Desember 2012 | Rp. 308.255.696,- | 0 Rp. 22.666.514,- | Rp. 285.589.182,-
6. Januari 2013 | Rp. 328.015.125,- | 0 Rp. 39.871.525,- | Rp. 288.143.600,-
7. Februari 2013 Rp. 370.659.131,- | O Rp. 24.117.931,- Rp. 346.541.200,-
8. April 2013 | Rp. 418.485.826,- | O Rp. 26.933.036,- | Rp. 391.552.790,-
9. Juni 2013 | Rp. 760.219.107,- | O Rp. 80.490.607,- | Rp. 679.728.500,-
10. Juli 2013 | Rp. 549.621.749,- | 0 Rp. 249.621.749,- | Rp. 300.000.000,-
11. Agustus 2013 | Rp. 402.196.495,- | 0 Rp. 24.967.995,- | Rp. 377.228.500,-
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12. | September 2013 Rp. 435.390.123,- | 0 Rp. 95.811.623,- | Rp. 339.578.500,-
13. Oktober 2013 Rp. 428.591.651,- | Rp. Rp. 208.868.113,- | Rp. 173.800.000,-
45.923.5
38.,-
14. | Nopember 2013 Rp. 463.729.944,- | Rp. Rp. 389.434.946,- | Rp. 50.480.000,-
23.814.9
98,-
15. Desember 2013 Rp. 424.555.237,- | Rp. Rp. 353.417.782,- | Rp. 49.530.000,-
21.607.4
55,-
Jumlah Rp. 4.172.538.206,-

- Bahwa benar berdasarkan data dalam Aplikasi Sistem Informasi
Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) pada bulan September 2011, bulan
September-Desember 2012 sampai dengan bulan Januari-Desember 2013
atau sekitar tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, saksi Anda Yusperi
bersama-sama dengan saksi Achmad Nirza telah mengkreditkan Faktur
Pajak Masukan (faktur pajak fiktif) dalam Surat Pemberitahuan Tahunan
(SPT) Masa PPN PT.Chandra Prima Persada (PT.CPP) yang isinya tidak
benar atau tidak lengkap dengan 12 (dua belas) perusahaan lawan ke KPP
Pratama Cibitung Kabupaten Bekasi Jawa Barat.

- Bahwa benar akibat perbuatan saksi Achmad Nirza yang membuat SPT
tidak benar atau tidak lengkap tidak sesuai dengan data dan saksi Anda
Yusperi yang telah menandatangani dan menyampaikan SPT Masa PPN
PT.Chandra Prima Persada (PT.CPP) yang isinya tidak benar atau tidak
lengkap ke KPP Pratama Cibitung Kab. Bekasi Jawa Barat dengan
menggunakan Faktur Pajak Masukan Fiktif sebagai dasar atau acuan
dalam pelaporannya, telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara
dari sektor perpajakan sejumlah atau sebesar nilai PPN yang ada pada
Faktur Pajak Masukan yang telah dikreditkan dalam SPT Masa PPN bulan
September 2011, bulan September — Desember 2012 sampai dengan bulan
Januari — Desember 2013 atau sekitar tahun 2011 sampai dengan tahun
2013 atas nama PT.Chandra Prima Persada (PT.CPP).

- Bahwa benar kerugian pada pendapatan negara akibat perbuatan saksi
Anda Yusperi selaku Direktur Operasional PT. Chandra Prima Persada (PT.
CPP) yang telah menandatangani dan saksi Achmad Nirza selaku Direktur
Keuangan PT CPP yang telah membuat SPT tidak sesuai dengan Data
yang benar sehingga saksi Anda Yusperi menyampaikan SPT Masa PPN
PT.Chandra Prima Persada (PT.CPP) yang isinya tidak benar atau tidak
lengkap ke KPP Pratama Cibitung Kabupaten Bekasi Jawa Barat dari bulan
September 2011, bulan September-Desember 2012 sampai dengan bulan

Januari-Desember 2013 setidak-tidaknya adalah sebesar
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Rp.4.172.538.206,- (empat milyar seratus tujuh puluh dua juta lima ratus
tiga puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah).

- Bahwa benar perbuatan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)
dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, yang
dimaksud terkait dengan kewajiban Wajib Pajak untuk menyampaikan Surat
Pemberitahuan, Surat Pemberitahuan beserta keterangannya harus berisi
informasi yang benar dan lengkap, Sistem self assessment memberikan
kepercayaan seluas-luasnya kepada Wajib Pajak dalam memenuhi
kewajiban perpajakannya sehingga Waijib Pajak harus bersikap jujur dan
jika tidak jujur dapat dipidana.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat
dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum
dengan dasar dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu pertama Pasal 39 A
huruf () Jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5
tahun 2008 tentang Perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-
Undang Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kedua
Pasal 39 ayat (1) huruf d Jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun
2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 5 tahun 2008 tentang Perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor
6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi
Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal-pasal yang didakwakan kepada
terdakwa adalah merupakan delik formil maka dengan terbuktinya perbuatan
sebagaimana perbuatan yang dilarang dalam pasal-pasal tersebut dengan tidak
mempermasalahkan atau tanpa melihat adanya akibat yang timbul dari
perbuatan terdakwa tersebut, dengan demikian dakwaan Penuntut Umum telah
terbukti secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum

dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan
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memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan
alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d Jo Pasal
43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah
dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 tahun 2008 tentang
Perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang Jo Pasal
64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah
sebagai berikut :
Unsur Pasal 39 ayat (1) huruf d

1. Setiap orang

2. Dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan

dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap

sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” adalah setiap
manusia sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah
diajukan ke persidangan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum karena
didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggung
jawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan
oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah RONY
SAHRONI, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa
sendiri di persidangan yang ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa
identitas sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah
benar identitas diri terdakwa dan bukan orang lain sehingga tidak ada
kesalahan orang atau error in persona;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan terlihat dalam keadaan
sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu
membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk serta mampu untuk
mempertanggungjwabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang”, telah

terpenuhi;
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Ad.2 Unsur dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan
dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap
sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat kata “atau” diantara sub unsur
dalam unsur pasal ini, maka dengan terbuktinya salah satu saja sub unsur dari
unsur pasal tersebut berdasarkan fakta di persidangan, maka unsur ini telah
terpenuhi;

Menimbang, bahwa bahwa unsur ini merupakan unsur subjektif yang
melekat pada batin sipelaku, sebagaimana pengertian sengaja dalam teori
kesengajaan.

Menimbang, bahwa kesengajaan adalah merupakan keadaan batin dari
pelaku perbuatan pidana, dan menurut Prof . Moeljiatno yang dimaksud dengan
sengaja adalah suatu bentuk (dolus) atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku
perbuatan pidana, dimana kesengajaan itu merupakan sikap batin yang ada
dalam diri terdakwa yang kemudian diaplikasikan dengan perbuatan dan
perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan sadar serta akibat-akibat
yang timbul atas perbuatan tersebut dikehendaki oleh terdakwa, sehingga
adanya suasana batin yang berupa kesengajaan ini menurut hemat Majelis
Hakim dapat dilihat dari cara pelaku perbuatan pidana dalam melakukan
perbuatan pidana tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan
permasalahan dalam perkara ini adalah PT. CHANDRA PRIMA PERSADA
(PT.CPP) menyampaikan SPT yang tidak benar dan data atau informasi awal
sebagai dasar untuk dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap PT.
CHANDRA PRIMA PERSADA (PT.CPP) adalah dari Laporan Hasil
Pengembangan dan Analisa yang sumber datanya dari Direktur Penegakan
Hukum DJP, diperoleh informasi bahwa terhadap Wajib Pajak pengguna
Faktur Pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya yang telah dilakukan
klarifikasi untuk Wajib Pajak yang sisa kurang bayarnya lebih dari 20% dari
komitmen dan jumlah rupiahnya lebih dari Rp.200.000.000,- (dua ratus juta
rupiah) maka ditindaklanjuti dengan dibuatkan IDLP yang dikirimkan ke Kanwil
Wajib Pajak PT. CHANDRA PRIMA PERSADA (PT.CPP) termasuk dalam
kriteria. menyetujui seluruhnya tetapi tidak sepenuhnya memenuhi komitmen
yang sisa kurang bayarnya lebih daru 20% dari komitmen dan jumlah

rupiahnya lebih dari Rp.200.000.000,- dengan perincian sebagai berikut:

No | NPWP Nama Nilai FP Klarifikasi Komitmen | Bayar %KB
1 02.321.676 | PT. 7,986,943,277 | 7,986,943,277 | 7,986,943 | 3,814,405, | 52,24
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.5-435.000 | CHANDRA 277 071 %
PRIMA

PERSADA
sehingga atas Wajib Pajak PT. CHANDRA PRIMA PERSADA diusulkan untuk

ditindaklanjuti ke Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Menimbang, bahwa data atau dokumen yang diperoleh Tim Pemeriksa
Bukti Permulaan dari Wajib Pajak sebagai bahan bukti pidana adalah :
e Asli SPT Masa PPN masa September 2011
e Asli SPT Masa PPN masa Januari s.d Desember 2012
e Asli SPT Masa PPN masa Januari s.d Desember 2013
e Asli SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2011, 2012 dan 2013
e Asli Rekening Koran Bank Mandiri tahun 2013 dan BIl Maybank tahun
2013

Menimbang, bahwa data atau dokumen yang diperoleh Tim Pemeriksa
Bukti Permulaan dari KPP Pratama Cibitung sebagai bahan bukti pidana adalah
Foto Copy Akta Notaris Syafril, S.H. Nomor 08 tanggal 27 Januari 2015.

Menimbang, bahwa PT.CHANDRA PRIMA PERSADA (PT.CPP) berdiri
sejak tanggal 29 Juli 2003 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas
Nomor 5 dari Notaris Untung Raharjo, S.H.

Menimbang, bahwa terdakwa ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana
di bidang perpajakan setelah dilakukan penelaahan yang dilakukan oleh Tim
Penelaah dari Kanwil DJP Jawa Barat Il dan Tim Penelaah dari Direktorat
Penegakan Hukum Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

Menimbang, bahwa benar terdakwa adalah selaku Direktur PT.Bagen
Prima Guna sekaligus konsultan pajak.

Menimbang, bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi Anda Yusperi
sejak tahun 2009 selanjutnya saksi Anda Yusperi memperkenalkan saksi
Achmad Nirza kepada terdakwa.

Menimbang, benar terdakwa mengetahui jabatan saksi Anda Yusperi
adalah Direktur Operasional PT. Chandra Prima Persada dan jabatan saksi
Achmad Nirza adalah Direktur Keuangan PT. Chandra Prima Persada.

Menimbang, bahwa lokasi kantor PT. CHANDRA PRIMA PERSADA
terletak di Jalan Inspeksi Kalimalang Nomor 4 Ruko Anugrah, Setiadarma
Tambun Selatan dari tahun 2007 s.d. 2015 dan sejak akhir tahun 2015 sampai
dengan sekarang berlokasi di Perum Graha Kalimas | - Jalan Menteng Blok
A/27 Tambun Selatan, Bekasi, lokasi perwakilan kantor PT. CHANDRA PRIMA
PERSADA terletak di Legok Banten, Jalan Sadang Purwakarta.
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Menimbang, bahwa kegiatan usaha PT.CHANDRA PRIMA PERSADA
adalah pengelolaan dan penyaluran security, cleaning service, sales dan
cleaning service, dilakukan melalui tender seperti PT. LG Indonesia, PT. Nissan
Motor Indonesia, PT. AJE, Kota Bunga Sinar Mas.

Menimbang, bahwa PT. CHANDRA PRIMA PERSADA (PT.CPP) terdaftar
sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Cibitung sejak tanggal 29 Juli 2003 dan
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tanggal 12 Mei 2006.

Menimbang, bahwa SPT Masa PPN masa September 2011, Januari
2012 s.d. Desember 2012 dan Januari 2013 s.d Desember 2013 atas nama PT.
CHANDRA PRIMA PERSADA (PT.CPP) telah dilaporkan ke Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Cibitung dimana PT. CHANDRA PRIMA PERSADA terdaftar
sebagai Wajib Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa
dipersidangan serta fakta yang terungkap dipersidangan berawal terdakwa
memberikan informasi dan masukan juga nasehat tentang perpajakan, misalnya
aturan perpajakan, pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak
Penghasilan Badan (PPh Badan) dan terdakwa menawarkan dan menyediakan
Faktur Pajak Masukan untuk dikreditkan dalam SPT Masa PPN PT.CHANDRA
PRIMA PERSADA kepada saksi Achmad Nirza dan saksi Anda Yusperi.

Menimbang, bahwa kemudian pihak yang mengenalkan dengan
PT.CHANDRA PRIMA PERSADA adalah Yusup S alias Sui dan yang mengajak
terdakwa bergabung di PT.CHANDRA PRIMA PERSADA adalah saksi Anda
Yusperi lalu saksi Anda Yusperi mengenalkan saksi Achmad Nirza kepada
terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa mempertanggungjawabkan dan
melaporkan pekerjaan membantu membuat SPT Tahunan PPh Badan
PT.CHANDRA PRIMA PERSADA / NPWP 02.321.676.5-435.000 tahun 2011
s.d tahun 2013 kepada saksi Anda Yusperi sebagai Direktur Operasional dan
saksi Achmad Nirza sebagai Direktur Keuangan.

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Direktur Operasional PT.Chandra
Prima Persada (PT.CPP) adalah pihak yang menandatangani SPT Masa PPN
masa pajak September 2011, Januari 2012 s.d. Desember 2012 dan Januari
2013 s.d Desember 2013 PT. CHANDRA PRIMA PERSADA (PT.CPP)
sedangkan pihak yang membuat SPT masa PPN masa pajak September 2011,
Januari 2012 s.d Desember 2012 dan Januari 2013 s.d Desember 2013
PT.CHANDRA PRIMA PERSADA (PT.CPP) adalah saksi Achmad Nirza.
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Menimbang, bahwa PT. CHANDRA PRIMA PERSADA (PT.CPP) telah
melakukan pengkreditan pajak masukan yang tidak berdasarkan transaksi
sebenarnya pada SPT Masa PPN untuk masa pajak September 2011, Januari
2012 s.d. Desember 2012 dan Januari 2013 s.d. Desember 2013 sejumlah 131
Lembar Faktur Pajak dengan jumlah PPN dalam Faktur Pajak setidak-tidaknya
sebesar Rp.4.172.538.206,- (empat milyar seratus tujuh puluh dua juta lima
ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah).

Menimbang, bahwa tidak ada pembelian barang terkait dengan Faktur
Pajak yang telah dikreditkan PT. CHANDRA PRIMA PERSADA (PT.CPP) dalam
SPT Masa PPN masa September 2011, Januari 2012 s.d. Desember 2012 dan
Januari 2013 s.d. Desember 2013.

Menimbang, bahwa saksi Anda Yusperi bersama dengan saksi Achmad
Nirza hanya membeli fisik faktur pajaknya saja, terkadang dilengkapi dengan
dokumen pendukungnya seperti Delivery Order dan Invoice, kegiatan
pembelian faktur-faktur pajak tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan Direktur
Utama (sdr. Edy Renaldy).

Menimbang, bahwa PT. CHANDRA PRIMA PERSADA (PT.CPP) telah
menggunakan Faktur-Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi
sebenarnya dari terdakwa selaku Konsultan Pajak sebagai pajak masukan
dalam SPT masa PPN atas nama PT. CHANDRA PRIMA PERSADA (PT.CPP)
NPWP 02.321.676.5-435.000 untuk masa Pajak September 2011, Januari 2012
s.d. Desember 2012 dan Januari 2013 s.d. Desember 2013 atas perusahaan-
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NO NAMA NPWP Jumlah Faktur Jumlah PPN
PT ANINDO PRATAMA 032681041008000 16 303,530,000
PT ANUGRAH MULTI PERKASA 032681017008000 13 265,609,500
PT BHANDA MEKAR ABADI 314909649429000 7 454,728,500
PT BINA SEMESTA GIARTHA
4 | LESTARI 018618678018000 2 79,840,000
PT FASTORINDO NUSANTARA
5 | ABADI 314782855008000 16 317,377,500
6 | PT FERINDO JAYA ABADI 314782749008000 16 304,100,000
7 | PT MAXIMA INDOBUANA 031987779043000 11 325,000,000
8 | PT NOBELTA JAYA PERSADA 016053282064000 18 773,533,182
9 | PT PUSPA CHANDRA SARANA 013919808012000 50,160,000
10 | PT RAJAWALI INTERINNIAGA 019888825018000 21,775,511
PT SINDANGPALAY LANGGENG
11 | MANDIRI 210368320405000 9 391,552,790
12 | PT SWASEMBADA KARYA 013696901012000 21 885,331,223
4,172,538,206

Menimbang, bahwa saksi Anda Yusperi memesan Faktur Pajak Masukan
dari saksi Rony Sahroni dan menandatangani SPT Masa PPN PT.Chandra
Prima Persada (PT.CPP) yang isinya tidak benar atau tidak lengkap yang dibuat
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oleh saksi Achmad Nirza padahal saksi Anda Yusperi telah mengetahui bahwa
Faktur Pajak Masukan tersebut adalah faktur pajak fiktif dan SPT Masa PPN
yang disampaikan atau dilaporkan ke KPP Pratama Cibitung Kabupaten Bekasi
Jabar yang isinya tidak benar atau tidak lengkap itu dibuat oleh saksi Achmad
Nirza hanya berdasarkan faktur pajak fiktif, dimana saksi Anda Yusperi
mengetahui bahwa PT.Chandra Prima Persada (PT.CPP) tidak pernah
melakukan transaksi pembelian dengan perusahaan yang ada dalam faktur
pajak masukan itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat
diketahui bahwa niat terdakwa dalam menawarkan dan menyediakan Faktur
Pajak Masukan untuk dikreditkan dalam SPT Masa PPN PT.CHANDRA PRIMA
PERSADA kepada saksi Achmad Nirza dan saksi Anda Yusperi adalah benar-
benar telah dikehendakinya hal ini terbukti terdakwa telah mengetahui bahwa
Faktur Pajak Masukan tersebut adalah faktur pajak fiktif dan SPT Masa PPN
yang disampaikan atau dilaporkan ke KPP Pratama Cibitung Kabupaten Bekasi
Jabar yang isinya tidak benar atau tidak lengkap itu dibuat oleh saksi Achmad
Nirza hanya berdasarkan faktur pajak fiktif dan ternyata PT.Chandra Prima
Persada (PT.CPP) tidak pernah melakukan transaksi pembelian dengan
perusahaan yang ada dalam faktur pajak masukan itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut diatas unsur “dengan
sengaja” dalam pasal ini menurut hemat Majelis Hakim telah terbukti secara sah
dan menyakinkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur menyampaikan Surat
Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak
lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan
Negara akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah
perbuatan menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan
yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, jadi unsur ini bersifat
alternatif salah satu komponen unsur sudah terbukti sudah cukup untuk
mewakili pembuktian unsur ini. Yang dimaksud dengan Surat
Pemberitahuan dalam unsur ini adalah surat yang oleh wajib pajak
digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak,
objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang KUP

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan
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dengan benar, lengkap, dan jelas, dan menandatanganinya. Pengertian benar,
lengkap, dan jelas dijelaskan dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-
Undang KUP vyaitu: benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar
dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam
penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; lengkap adalah
memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-
unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan; dan jelas adalah
melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang
harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.

Menimbang, bahwa  berdasarkan fakta ~yang terungkap
dipersidangan terdakwa selaku konsultan pajak dapat memberikan informasi
tentang perpajakan kepada PT.Chandra Prima Persada (PT.CPP), misalnya
informasi tentang aturan perpajakan, cara pengisian Surat Pemberitahuan
Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) dan lain-lain, selain itu
terdakwa juga menawarkan serta menyediakan Faktur Pajak Masukan Fiktif
yang dapat dikreditkan dalam SPT Masa PPN kepada saksi Achmad Nirza dan
saksi Anda Yusperi atas dasar penawaran dari terdakwa dan untuk mengurangi
kewajiban pajak PT.Chandra Prima Persada (PT.CPP), akhirnya saksi Anda
Yusperi selaku Direktur Operasional yang mempunyai tugas salah satunya
mengurus pelaporan pajak yaitu menandatangani SPT Masa PPN PT.Chandra
Prima Persada (PT.CPP) dan saksi Achmad Nirza selaku Direktur Keuangan
yang mempunyai tugas salah satunya melakukan pelaporan atau pembayaran
pajak di PT.Chandra Prima Persada (PT.CPP), sepakat dan menyetujui untuk
melakukan pembelian Faktur Pajak Masukan fiktif secara bertahap kepada
terdakwa dengan tujuan faktur pajak tersebut akan digunakan sebagai dasar
dalam pembuatan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau dapat
dikreditkan dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan
disampaikan ke KPP Pratama Cibitung Kabupaten Bekasi Jawa Barat sehingga
dapat mengurangi kewajiban pajak PT.Chandra Prima Persada (PT.CPP).

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi
Anda Yusperi dan saksi Achmad Nirza juga menyepakati untuk pembelian
Faktur Pajak Masukan fiktif tersebut, masing-masing pihak akan mendapatkan
bagian yaitu saksi Anda Yusperi sebesar 20%, saksi Achmad Nirza sebesar
20% dan terdakwa sebesar 60% (termasuk bagian untuk sdr. Teguh Nurcipto
dan sdri. Sri Nurmalina).

Menimbang, bahwa setelah pembayaran selesai, kemudian saksi Anda

Yusperi dan saksi Achmad Nirza menggunakan faktur pajak masukan (faktur
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pajak fiktif) sebagai dasar dalam membuat Surat Pemberitahuan Tahunan
(SPT) Masa PPN yang isinya tidak benar atau tidak lengkap untuk laporan
pajak bulan September 2011, bulan September — Desember 2012 dan bulan
Januari — Desember 2013 yang akan disampaikan ke KPP Pratama Cibitung
Kabupaten Bekasi Jawa Barat. Dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)
Masa PPN tercantum faktur pajak masukan, nama perusahaan, jumlah faktur
pajak maupun nilai yang tertera dalam faktur pajak dengan mengacu pada
faktur pajak masukan fiktif yang diterima secara bertahap dalam kurun waktu
tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 dari terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa saksi Anda Yusperi memesan Faktur Pajak Masukan
dari terdakwa dan menandatangani SPT Masa PPN PT.Chandra Prima Persada
(PT.CPP) yang isinya tidak benar atau tidak lengkap yang dibuat oleh saksi
Achmad Nirza padahal saksi Anda Yusperi telah mengetahui bahwa Faktur
Pajak Masukan tersebut adalah faktur pajak fiktif dan SPT Masa PPN yang
disampaikan atau dilaporkan ke KPP Pratama Cibitung Kabupaten Bekasi
Jabar yang isinya tidak benar atau tidak lengkap itu dibuat oleh saksi Achmad
Nirza hanya berdasarkan faktur pajak fiktif, dimana saksi Anda Yusperi
mengetahui bahwa PT.Chandra Prima Persada (PT.CPP) tidak pernah
melakukan transaksi pembelian dengan perusahaan yang ada dalam faktur
pajak masukan itu.

Menimbang, bahwa saksi Achmad Nirza dengan sengaja atau secara
sadar membuat Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PT Chandra Prima
Persada yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dan saksi Anda Yusperi
dengan sengaja atau secara sadar telah menandatangani dan menyampaikan
Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
PT.Chandra Prima Persada (PT.CPP) yang isinya tidak benar atau tidak
lengkap ke KPP Pratama Cibitung Kabupaten Bekasi Jawa Barat untuk
diperhitungkan dalam masa pajak bulan September 2011, bulan September -
Desember 2012 sampai dengan bulan Januari - Desember tahun 2013 dengan

perincian sebagai berikut :

No. Bulan Tahun Pajak Keluaran PPN Kredit pajak yang PPN kurang bayar /
yang dipungut yang diperhitungkan lebih bayar
sendiri disetor
A B Cc

1. September 2011 Rp. 146.164.187,- | 0 Rp. 16.164.187,- | Rp. 130.000.000,-
2. September 2012 Rp. 252.131.371,- | O Rp. 43.829,- Rp. 252.175.200,-

(negatif karena WP

sudah

mengkompilasikan
kelebihan pajaknya
ke SPT Masa PPN
Oktober 2012)

3. Oktober 2012 Rp. 273.603.474,- | 0 Rp. 21.827.963,- | Rp. 251.775.511,-
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4 Nopember 2012 Rp. 290.761.444,- | 0 Rp.  34.346.221,- | Rp. 256.415.223,-
5. Desember 2012 Rp. 308.255.696,- | 0 Rp. 22.666.514,- | Rp. 285.589.182,-
6. Januari 2013 Rp. 328.015.125,- | 0 Rp. 39.871.525,- | Rp. 288.143.600,-
7 Februari 2013 Rp. 370.659.131,- | 0 Rp. 24.117.931,- | Rp. 346.541.200.-
8 April 2013 Rp. 418.485.826,- | 0 Rp. 26.933.036,- | Rp. 391.552.790,-
9. Juni 2013 Rp. 760.219.107,- | 0 Rp. 80.490.607,- | Rp. 679.728.500,-
10. Juli 2013 Rp. 549.621.749,- | 0 Rp. 249.621.749,- Rp. 300.000.000,-
11. Agustus 2013 Rp. 402.196.495,- | 0 Rp.  24.967.995,- | Rp. 377.228.500,-
12. | September 2013 Rp. 435.390.123,- | 0 Rp. 95.811.623,- | Rp. 339.578.500,-
13. Oktober 2013 Rp. 428.591.651,- | Rp. Rp. 208.868.113,- | Rp. 173.800.000,-
45.923.5
38,-
14. | Nopember 2013 Rp. 463.729.944,- | Rp. Rp. 389.434.946,- | Rp.  50.480.000,-
23.814.9
98,-
15. | Desember 2013 Rp. 424.555.237,- | Rp. Rp. 353.417.782,- | Rp.  49.530.000,-
21.607.4
55,-
Jumlah Rp. 4.172.538.206,-

Menimbang, bahwa berdasarkan data dalam Aplikasi Sistem Informasi
Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) pada bulan September 2011, bulan
September-Desember 2012 sampai dengan bulan Januari-Desember 2013 atau
sekitar tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, saksi Anda Yusperi bersama-
sama dengan saksi Achmad Nirza telah mengkreditkan Faktur Pajak Masukan
(faktur pajak fiktif) dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Masa PPN
PT.Chandra Prima Persada (PT.CPP) yang isinya tidak benar atau tidak
lengkap dengan 12 (dua belas) perusahaan lawan ke KPP Pratama Cibitung
Kabupaten Bekasi Jawa Barat.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut dimana saksi
Achmad Nirza yang membuat SPT tidak benar atau tidak lengkap tidak sesuai
dengan data dan saksi Anda Yusperi yang telah menandatangani dan
menyampaikan SPT Masa PPN PT.Chandra Prima Persada (PT.CPP) yang
isinya tidak benar atau tidak lengkap ke KPP Pratama Cibitung Kabupaten
Bekasi Jawa Barat dengan menggunakan Faktur Pajak Masukan Fiktif sebagai
dasar atau acuan dalam pelaporannya, telah menimbulkan kerugian pada
pendapatan negara dari sektor perpajakan sejumlah atau sebesar nilai PPN
yang ada pada Faktur Pajak Masukan yang telah dikreditkan dalam SPT Masa
PPN bulan September 2011, bulan September — Desember 2012 sampai
dengan bulan Januari — Desember 2013 atau sekitar tahun 2011 sampai
dengan tahun 2013 atas nama PT.Chandra Prima Persada (PT.CPP).

Menimbang, bahwa kerugian pada pendapatan negara akibat perbuatan
terdakwa yang dilakukan oleh saksi Anda Yusperi selaku Direktur Operasional
PT. Chandra Prima Persada (PT. CPP) yang telah menandatangani dan saksi
Achmad Nirza selaku Direktur Keuangan PT CPP yang telah membuat SPT

tidak sesuai dengan Data yang benar sehingga terdakwa menyampaikan SPT
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Masa PPN PT.Chandra Prima Persada (PT.CPP) yang isinya tidak benar atau
tidak lengkap ke KPP Pratama Cibitung Kabupaten Bekasi Jawa Barat dari
bulan September 2011, bulan September-Desember 2012 sampai dengan
bulan  Januari-Desember 2013  setidak-tidaknya adalah  sebesar
Rp.4.172.538.206,- (empat milyar seratus tujuh puluh dua juta lima ratus tiga
puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan diatas maka jelas perbuatan
terdakwa tersebut dalam menyampaikan SPT Masa PPN PT.Chandra Prima
Persada (PT.CPP) yang isinya tidak benar atau tidak lengkap ke KPP Pratama
Cibitung Kabupaten Bekasi Jawa Barat dari bulan September 2011, bulan
September-Desember 2012 sampai dengan bulan Januari-Desember 2013
setidak-tidaknya adalah sebesar Rp.4.172.538.206,- (empat milyar seratus
tujuh puluh dua juta lima ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)
hal ini dilakukan dengan maksud agar perusahaan yang menggunakan faktur
pajak yang telah diisi datanya tidak benar atau tidak lengkap oleh terdakwa
mendapat keuntungan dengan membayar pajak yang sedikit dan terdakwa juga
mendapatkan keuntungan daripadanya hal ini menyebabkan pendapatan
Negara disektor pajak menjadi berkurang dengan demikian perbuatan terdakwa
dapat merugikan keungan Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas
menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terbukti secara sah dan
menyakinkan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dihubungkan
dengan Pasal 43 ayat (1) maka selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan apakah kualitas terdakwa dalam melakukan perbuatan
apakah sebagai wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak atau pihak lain yang
menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau
yang membantu melakukan tindak pidana perpajakan incasu menyampaikan
SPT yang isinya tidak benar atau tidak lengkap.

Menimbang, bahwa komponen-komponen pasal yang terdapat dalam
Pasal 43 ayat (1) bersifat alternatif sehingga salah satu komponen telah terbukti
maka sudah cukup untuk mewakili pembuktian pasal ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang telah
didengar keterangannya didepan persidangan dan keterangan terdakwa telah
ternyata bahwa perbuatan terdakwa dalam menggunakan faktur pajak masukan
(faktur pajak fiktif) sebagai dasar dalam membuat Surat Pemberitahuan

Tahunan (SPT) Masa PPN yang isinya tidak benar atau tidak lengkap untuk

Halaman 115 dari 128 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 115



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan pajak bulan September 2011, bulan September — Desember 2012 dan
bulan Januari — Desember 2013 yang akan disampaikan ke KPP Pratama
Cibitung Kabupaten Bekasi Jawa Barat dalam Surat Pemberitahuan Tahunan
(SPT) Masa PPN tercantum faktur pajak masukan, nama perusahaan, jumlah
faktur pajak maupun nilai yang tertera dalam faktur pajak dengan mengacu
pada faktur pajak masukan fiktif yang diterima secara bertahap dalam kurun
waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 sehingga baik terdakwa maupun
saksi Achmad Nirza dan saksi Anda Yusperi mendapatkan keuntungan
disamping itu dalam melakukan perbuatan tersebut terdakwa menyadari kalau
perbuatan tersebut melanggar hukum dengan demikian baik terdakwa maupun
saksi Achmad Nirza dan saksi Anda Yusperi yang menggunakan faktur pajak
masukan (faktur pajak fiktif) sebagai dasar dalam membuat Surat
Pemberitahuan Tahunan (SPT) Masa PPN yang isinya tidak benar atau tidak
lengkap mempunyai niat atau kehendak yang sama, sehingga perbuatan
terdakwa dalam hal ini dapat dikualifikasi turut serta melakukan tindak pidana
perpajakan karena terdakwa mempunyai niat yang sama untuk dapat
dikreditkan dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan
disampaikan sehingga dapat mengurangi kewajiban pajak perusahaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas,
maka Pasal 43 ayat (1) telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum juga
dihubungkan dengan Pasal 64 ayat (1) KUHP maka selanjutnya akan
dipertimbangkan apakah perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa
tersebut memenuhi Pasal 64 ayat (1) KUHP atau tidak.

Menimbang, bahwa menurut pendapat Andi Hamzah dalam bukunya
Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, hal 536 yang disarikan dari
Memorie Van Toelichting Pasal 64 KUHP yaitu : dalam hal perbuatan berlanjut,
pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai
jenis yang sama. Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana perpajakan
dilakukan dalam rentang waktu antara bulan September 2011, bulan September
— Desember 2012 dan bulan Januari — Desember 2013 hal ini dapat diketahui
dari fakta hukum bahwa saksi Achmad Nirza selaku Direktur Keuangan PT.
Chandra Prima Persada membuat SPT masa PPN dengan menggunakan
faktur-faktur Pajak yang tidak sesuai yang diperoleh dari terdakwa kemudian
ditandatangani oleh saksi Anda Yusperi selaku Direktur Operasional PT
Chandra Prima Persada dan menyebabkan saksi Anda Yusperi dan saksi

Achmad Nirza menyampaikan SPT yang tidak sesuai dengan data yang
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sebenarnya hal ini dilakukan dengan maksud agar perusahaan yang
menggunakan faktur-faktur pajak yang telah diisi datanya tidak benar atau tidak
lengkap oleh terdakwa mendapat keuntungan dengan membayar pajak yang
sedikit dan terdakwa juga mendapatkan keuntungan daripadanya hal ini
menyebabkan pendapatan Negara disektor pajak menjadi berkurang dengan
demikian perbuatan terdakwa dapat merugikan keungan Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas perbuatan terdakwa
telah memenuhi syarat sebagai perbuatan yang diteruskan atau berlanjut maka
Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHP
telah terpenuhi pula oleh perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 39 ayat (1)
huruf d Jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
5 tahun 2008 tentang Perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 6
tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi
Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah
dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam
dakwaan alternatif kedua.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak
menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,
baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus
mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab,
maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana oleh karena Undang-
Undang Nomor 6 tahun 1983, yang telah diubah terakhir kalinya dengan
Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 menganut sistem pemidanaan double
track maka terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga perlu dijatuhi
pidana denda.

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana denda, dalam Undang-
Undang Nomor 6 tahun 1983, yang telah diubah terakhir kalinya dengan
Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009, telah menentukan secara imperatif
bahwa pidana denda yang dijatuhkan adalah sebesar 2 (dua) kali lipat dari

jumlah pajak yang tertera dalam faktur pajak yang diterbitkan oleh terdakwa.

Halaman 117 dari 128 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 117



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli dan dihubungkan
dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka dapat diketahui
jumlah nilai pajak yang tertera dalam faktur pajak yang didasarkan pada
transaksi yang tidak sebenarnya adalah sebesar Rp.4.034.538.206 (empat
milyar tiga puluh empat juta lima ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah) sehingga pidana denda yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah
2 (dua) kali dengan perincian Rp.4.034.538.206 (empat milyar tiga puluh empat
juta lima ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah) x 2 =
Rp.8.069.076.412,- (delapan milyar enam puluh sembilan juta tujun puluh enam
ribu empat ratus dua belas rupiah).

Menimbang, bahwa pidana denda tersebut adalah merupakan kerugian
yang diderita oleh Negara atau merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan
oleh terdakwa maka menurut Majelis Hakim denda tersebut wajib untuk
dibayarkan paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila terdakwa tidak bisa membayar
maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk
membayar denda dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang
mencukupi untuk membayar denda maka terdakwa dijatuhkan hukuman
kurungan pengganti denda selama 2 (dua) bulan kurungan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah
dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan
terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di
persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

No. Nama Barang Bukti Kuantitas

1. 11 Fotokopi Himbauan Pembetulan SPT PPN 2011 nomor : Himb- 2 (dua) lembar
4669/WPJ.22/KP.1309/2015 2015 tanggal 03 Juni 2015

2. Fotokopi  Himbauan Pembetulan SPT PPN 2012 nomor : Himb- | 2 (dua)lembar

4670/WPJ.22/KP.1309/2015 tanggal 03 Juni 2015
3. Fotokopi  Himbauan Pembetulan SPT PPN 2013 nomor : Himb- | 4 (empat) lembar

4671/WPJ.22/KP.1309/2015 sebanyak 03 Juni 2015

4. Fotokopi Permintaan penjelasan atas kewajiban pembayaran PPN yang kurang | 1 (satu) lembar
bayar perihal Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya
nomor :Perm-4858/WPJ.22/KP.1309/2015 tanggal 11 Agustus 2015

5. Fotokopi Himbauan pembayaran dan pembetulan PPN nomor : S- | 2 (dua)lembar
6192/WPJ.22/KP.1309/2016 tanggal 7 April 2016
6. Fotokopi BA Ketidakhadiran Wajib Pajak nomor : BA-34/WPJ.22/KP.1309/2015 | 1 (satu) lembar
tanggal 19 Juni 2015

Halaman 118 dari 128 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 118



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Pernyataan dari Wajib Pajak tentang pengakuan Perbuatan telah | 2 (dua) lembar
mengkreditkan/menggunakan Faktur Pajak yang tidak Berdasarkan Transaksi yang
sebenarnya tanggal 26 Juni 2015

8. Fotokopi BA Pelaksanaan Klarifikasi tanggal 26 Juni 2015 15 (lima belas)

lembar

9. Asli 1 set SPT Masa PPN bulan September 2011 PT CHANDRA PRIMA PERSADA | 21 (Dua Puluh
beserta lampiran berupa SSP, 1 set lampiran berupa Kwitansi, Faktur Pajak, | Satu) lembar
Invoice, dan Surat Jalan atas nama PT. Puspa Chandra Sarana NPWP
01.391.980.8-012.000 dan 2 set lampiran berupa Kwitansi, Faktur Pajak, Invoice,
dan Surat Jalan atas nama PT. Bina Semesta Giartha Lestari NPWP 01.861.867.8-
018.000

10. | Asli 1 Set SPT Masa PPN bulan Januari 2012 PT CHANDRA PRIMA PERSADA | 21 (Dua Puluh
beserta lampiran berupa SSP dan 2 Set lampiran berupa kwitansi, Faktur Pajak, | Satu) lembar
Surat Jalan, Invoice PT Bina Semesta Giartha Lestari NPWP 01.861.867.8-018.000

11. Asli 1 Set SPT Masa PPN bulan Februari 2012 PT CHANDRA PRIMA PERSADA | 28 (Dua Puluh
beserta lampiran berupa SSP, 3 Set lampiran berupa kwitansi,Faktur Pajak,Surat | Delapan) lembar
Jalan, Invoice PT Bina Semesta Giartha Lestari NPWP 01.861.867.8-018.000

12. | Asli 1 Set SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 bulan Februari 2012 PT CHANDRA | 11 (Sebelas)
PRIMA PERSADA beserta lampiran berupa SSP dan 1 lembar faktur pajak keluaran | lembar

13. | Asli 1 Set SPT Masa PPN bulan Maret 2012 PT CHANDRA PRIMA PERSADA | 30 (Tiga Puluh)
beserta lampiran berupa SSP dan 3 set lampiran berupa kwitansi,Faktur | lembar
Pajak,Surat Jalan, Invoice PT Bina Semesta Giartha Lestari NPWP 01.861.867.8-
018.000 dan 2 set lampiran atas nama PT Swasembada Karya NPWP
01.369.690.1-012.000

14. Asli 1 Set SPT Masa PPN bulan April 2012 PT CHANDRA PRIMA PERSADA | 30 (Tiga Puluh)
beserta lampiran SSP dan 2 set lampiran berupa kwitansi,Faktur Pajak,Surat Jalan, | lembar
Invoice PT Bina Semesta Giartha Lestari NPWP 01.861.867.8-018.000 dan 2 set
lampiran atas nama PT Swasembada NPWP 01.369.690.1-012.000

15. Asli 1 Set SPT Masa PPN bulan Mei 2012 PT CHANDRA PRIMA PERSADA | 32 (Tiga Puluh
beserta lampiran berupa SSP, 3 set lampiran berupa kwitansi,Faktur Pajak,Surat | Dua) lembar
Jalan, Invoice PT Bina Semesta Giartha Lestari NPWP 01.861.867.8-018.000 dan 3
set lampiran atas nama PT Swasembada Karya NPWP 01.369.690.1-012.000

16. Asli 1 Set SPT Masa PPN bulan Juni 2012 PT CHANDRA PRIMA PERSADA | 41 (Empat Puluh
beserta lampiran berupa SSP, 4 Set lampiran berupa kwitansi,Faktur Pajak,Surat | Satu) lembar
Jalan, Invoice PT Nobelta Jaya Persada NPWP 01.605.328.2-064.000 dan 4 set
lampiran atas nama PT Bina Semesta Giartha Lestari NPWP 01.861.867.8-018.000

17. | Asli 1 Set SPT Masa PPN bulan Juli 2012 PT CHANDRA PRIMA PERSADA beserta | 31 (Tiga Puluh
lampiran berupa SSP, 3 Set lampiran berupa kwitansi,Faktur Pajak,Surat Jalan, | Satu) lembar
Invoice PT Swasembada Karya NPWP 01.369.690.1-012.000 dan 3 set lampiran
atas nama PT Bina Semesta Giartha Lestari NPWP 01.861.867.8-018.000

18. Asli 1 Set SPT Masa PPN bulan Agustus 2012 PT CHANDRA PRIMA PERSADA | 34 (Tiga Puluh
beserta lampiran berupa SSP, 3 Set lampiran berupa kwitansi,Faktur Pajak,Surat | Empat) lembar
Jalan, Invoice PT Swasembada Karya NPWP 01.369.690.1-012.000 dan 4 set
lampiran atas nama PT Nobelta Jaya Persada NPWP 01.605.328.2-064.000

19. | Asli 1 Set SPT Masa PPN bulan September 2012 PT CHANDRA PRIMA PERSADA | 32 (Tiga Puluh
beserta lampiran berupa SSP, 3 Set lampiran berupa kwitansi,Faktur Pajak,Surat | Dua) lembar
Jalan, Invoice PT Swasembada Karya NPWP 01.369.690.1-012.000 dan 3 set
lampiran atas nama PT Nobelta Jaya Persada NPWP 01.605.328.2-064.000

20. | Asli 1 Set SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 bulan September 2012 PT CHANDRA | 3 (Tiga) lembar
PRIMA PERSADA

21. | Asli 1 Set SPT Masa PPN bulan Oktober 2012 PT CHANDRA PRIMA PERSADA | 37 (Tiga Puluh
beserta lampiran berupa SSP, 6 Set lampiran berupa kwitansi,Faktur Pajak,Surat | Tujuh) lembar
Jalan, Invoice PT Swasembada Karya NPWP 01.369.690.1-012.000 dan 1 set
lampiran atas nama PT Rajawali Interniaga NPWP 01.988.882.5-018.000

22. | Asli 1 Set SPT Masa PPN bulan November 2012 PT CHANDRA PRIMA PERSADA | 33 (Tiga Puluh
beserta lampiran berupa SSP, 3 Set lampiran berupa kwitansi,Faktur Pajak,Surat | Tiga) lembar
Jalan, Invoice PT Swasembada Karya NPWP 01.369.690.1-012.000 dan 3 set
lampiran atas nama PT Nobelta Jaya Persada NPWP 01.605.328.2-064.000

23. | Asli 1 Set SPT Masa PPN bulan Desember 2012 PT CHANDRA PRIMA PERSADA | 36 (Tiga Puluh
beserta lampiran berupa SSP, 3 Set lampiran berupa kwitansi,Faktur Pajak,Surat | Enam) lembar
Jalan, Invoice PT Swasembada Karya NPWP 01.369.690.1-012.000 dan 4 set
lampiran atas nama PT Nobelta Jaya Persada NPWP 01.605.328.2-064.000

24. | Asli 1 Set SPT Masa PPN dan SSP bulan Januari 2013 PT CHANDRA PRIMA | 9 (sembilan)
PERSADA lembar

25. | Asli 1 Set SPT Masa PPN dan SSP bulan Februari 2013 PT CHANDRA PRIMA | 8 (delapan)
PERSADA lembar
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26. | Asli 1 Set SPT Masa PPN dan SSP bulan Maret 2013 PT CHANDRA PRIMA | 10 (sepuluh)
PERSADA lembar
27. | Asli 1 Set SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 bulan Maret 2013 dan SSP PT | 10 (Sepuluh)
CHANDRA PRIMA PERSADA lembar
28. | Asli 1 Set SPT Masa PPN Pembetulan ke-2 bulan Maret 2013 dan SSP PT | 9 (Sembilan)
CHANDRA PRIMA PERSADA sebanyak 9 (Sembilan) lembar lembar
29. | Asli 1 Set SPT Masa PPN dan SSP bulan April 2013 PT CHANDRA PRIMA | 10 (Sepuluh)
PERSADA lembar
30. | Aslil Set SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 bulan April 2013 PT CHANDRA PRIMA | 10 (sepuluh)
lembar
31. | Aslil Set SPT Masa PPN dan SSP bulan Mei PT CHANDRA PRIMA PERSADA 10 (sepuluh)
lembar
32. | Asli 1 Set SPT Masa PPN dan SSP bulan Juni 2013 PT CHANDRA PRIMA | 11 (sebelas)
PERSADA lembar
33. | Asli 1 Set SPT Masa PPN dan SSP bulan Juli 2013 PT CHANDRA PRIMA | 11 (sebelas)
PERSADA lembar
34. | Asli 1 Set SPT Masa PPN dan SSP bulan Agustus 2013 PT CHANDRA PRIMA | 10 (sepuluh)
PERSADA lembar
35. | Asli 1 Set SPT Masa PPN dan SSP bulan September 2013 PT CHANDRA PRIMA | 10 (sepuluh)
PERSADA lembar
36. | Asli 1 Set SPT Masa PPN dan SSP bulan Oktober 2013 PT CHANDRA PRIMA | 11 (sebelas)
PERSADA lembar
37. | Asli 1 Set SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 bulan Oktober 2013 PT CHANDRA | 8 (delapan)
PRIMA PERSADA lembar
38. | Asli 1 Set SPT Masa PPN Pembetulan ke-2 bulan Oktober 2013 PT CHANDRA | 11 (sebelas)
PRIMA PERSADA lembar
39. | Asli 1 Set SPT Masa PPN dan SSP bulan November 2013 PT CHANDRA PRIMA | 11 (sebelas)
PERSADA lembar
40. | Asli 1 Set SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 bulan November 2013 PT CHANDRA | 8 (delapan)
PRIMA PERSADA lembar
41. | Asli 1 Set SPT Masa PPN Pembetulan ke-2 bulan November 2013 PT CHANDRA | 13 (tiga belas)
PRIMA PERSADA lembar
42, | Asli 1 Set SPT Masa PPN Pembetulan ke-3 bulan November 2013 PT CHANDRA | 14 (empat belas)
PRIMA PERSADA lembar
43. | Asli 1 Set SPT Masa PPN dan SSP bulan Desember 2013 PT CHANDRA PRIMA | 11 (sebelas)
PERSADA lembar
44, | Asli 1 Set SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 bulan Desember 2013 PT CHANDRA | 13 (tiga belas)
PRIMA PERSADA lembar
45. | Asli 1 Set SPT Masa PPN Pembetulan ke-2 bulan Desember 2013 PT CHANDRA | 14 (empat belas)
PRIMA PERSADA lembar
46. | Asli 3 Set berupa Faktur Pajak bulan Januari 2013 Nomor 010.000.13.00000003, 12 (dua belas)
010.000.13.00000008 dan 010.000.13.00000009, Invoice, Surat Jalan dan Kwitansi | lembar
atas nama PT. Swasembada Karya NPWP 01.369.690.1-012.000
47, Asli 3 Set berupa Faktur Pajak bulan Januari 2013 Nomor 010.000.13.00000006, | 12 (dua belas)
010.000.13.00000008 dan 010.000.13.00000013, Invoice, Surat Jalan dan Kwitansi | lembar
atas nama PT. Nobelta Jaya Persada NPWP 01.605.328.2-064.000
48. | Asli 3 Set berupa Faktur Pajak bulan Februari 2013 Nomor 010.000.13.00000028, | 12 (dua belas)
010.000.13.00000029 dan 010.000.13.00000032, Invoice, Surat Jalan dan Kwitansi | lembar
atas nama PT. Swasembada Karya NPWP 01.369.690.1-012.000
49. | Asli 5 Set berupa Faktur Pajak bulan Februari 2013 Nomor 010.000.13.00000056, | 20 (dua puluh)
010.000.13.00000059 dan 010.000.13.00000081, 010.000.13.00000082 dan | lembar
010.000.13.00000085, Invoice, Surat Jalan dan Kwitansi atas nama PT. Nobelta
Jaya Persada NPWP 01.605.328.2-064.000
50. | Asli 9 Set berupa Faktur Pajak bulan April 2013 Nomor 010.000.13.00000091, | 34 (tiga puluh
010.000.13.00000092, 010.000.13.00000094, 010.000.13.00000096, | empat) lembar
010.000.13.00000097, 010.000.13.00000099, 010.000.13.00000101,
010.000.13.00000102 dan 010.000.13.00000105, Kwitansi, Invoice dan Surat Jalan
atas nama PT. Sindangpalay Langgeng Mandiri NPWP 21.036.832.0-405.000
51. | Asli 7 Set berupa Faktur Pajak bulan Juni 2013 Nomor 010.901.13.37217482, | 22 (dua puluh
010.901.13.37217487, 010.901.13.37217488, 010.901.13.37217497, | dua) lembar
010.901.13.37217495, 010.901.13.37217496, 010.901.13.37217397 dan Invoice
PT. Bhanda Mekar Abadi NPWP 31.490.964.9-429.000
52, Asli 3 Set berupa Faktur Pajak bulan Juni 2013 Nomor 010.900.13.86760988, | 15 (lima belas)
010.900.13.86760987, 010.900.13.86760986, Kwitansi, Invoice dan Surat Jalan | lembar
atas nama PT. Maxima Indobuana NPWP 03.198.777.9-043.000
53. | Asli 3 Set berupa Faktur Pajak bulan Juli 2013 Nomor 010.900.13.88440729, | 12 (dua belas)
010.901.13.86148709, 010.901.13.86148713, Kwitansi, Invoice dan Surat Jalan | lembar
atas nama PT. Ferindo Jaya Abadi NPWP 31.478.274.9-008.000
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54. | Asli 3 Set berupa Faktur Pajak bulan Juli 2013 Nomor 010.900.13.88252572, | 8 (delapan)
010.900.13.88252575, 010.901.13.86148713, Kwitansi, Invoice dan Surat Jalan | lembar
atas nama PT. Anugrah Multi Perkasa NPWP 03.268.101.7-008.000
Asli 3 Set berupa Faktur Pajak bulan Juli 2013 Nomor 010.900.13.88255502, | 12 (dua belas)
010.900.13.88255505, 010.900.13.88255509, Kwitansi, Invoice dan Surat Jalan | lembar
atas nama PT. Anindo Pratama NPWP 03.268.104.1-008.000
Asli 8 Set berupa Faktur Pajak bulan Juli 2013 Nomor 010.900.13.86760996, | 33 (tiga puluh
010.900.13.86760995, 010.900.13.86760994, 010.900.13.86760993, | tiga) lembar
010.900.13.86760992, 010.900.13.86760991, 010.900.13.86760990,
010.900.13.86760989, Kwitansi, Invoice dan Surat Jalan atas nama PT. Maxima
Indobuana NPWP 03.198.777.9-043.000
Asli 5 Set berupa Faktur Pajak bulan Agustus 2013 Nomor 010.901.13.86195874, | 20 (dua puluh)
010.901.13.86195878, 010.901.13.86195882, 010.901.13.86195887, | lembar
010.901.13.86195891, Kwitansi, Invoice dan Surat Jalan atas nama PT. Fastorindo
Nusantara Abadi NPWP 31.478.285.5-008.000

58. | Asli 4 Set berupa Faktur Pajak bulan Agustus 2013 Nomor 010.901.13.86131201, | 16 (enam belas)
010.901.13.86131208, 010.901.13.86131213, 010.901.13.86131216, Kwitansi, | lembar
Invoice dan Surat Jalan atas nama PT. Anugrah Multi Perkasa NPWP 03.268.101.7-
008.000

59. | Asli 4 Set berupa Faktur Pajak bulan Agustus 2013 Nomor 010.901.13.86148724, | 16 (enam belas)
010.901.13.86148728, 010.901.13.86148731, 010.901.13.86148735, Kwitansi, | lembar
Invoice dan Surat Jalan atas nama PT. Ferindo Jaya Abadi NPWP 31.478.274.9-
008.000

60. | Asli 4 Set berupa Faktur Pajak bulan Agustus 2013 Nomor 010.901.13.86144253, | 16 (enam belas)
010.901.13.86144257, 010.901.13.86144264, 010.901.13.86144269, Kwitansi, | lembar
Invoice dan Surat Jalan atas nama PT. Anindo Pratama NPWP 03.268.104.1-
008.000

61. | Asli 5 Set berupa Faktur Pajak bulan September 2013 Nomor | 20 (dua puluh)
010.901.13.86131234, 010.901.13.86131232, 010.901.13.86131236, | lembar
010.901.13.86131238, 010.901.13.86131240, Kwitansi, Invoice dan Surat Jalan
atas nama PT. Anugrah Multi Perkasa NPWP 03.268.101.7-008.000

62. | Asli 5 Set berupa Faktur Pajak bulan September 2013 Nomor | 20 (dua puluh)
010.901.13.86195908, 010.901.13.86195910, 010.901.13.86195912, | lembar
010.901.13.86195915, 010.901.13.86195918, Kwitansi, Invoice dan Surat Jalan
atas nama PT. Fastorindo Nusantara Abadi NPWP 31.478.285.5-008.000

63. | Asli 3 Set berupa Faktur Pajak bulan September 2013 Nomor | 12 (dua belas)
010.901.13.86144292, 010.901.13.86144294, 010.901.13.86144296, | lembar
010.901.13.86144298, Kwitansi, Invoice dan Surat Jalan atas nama PT. Anindo
Pratama NPWP 03.268.104.1-008.000

64. | Asli 4 Set berupa Faktur Pajak bulan September 2013 Nomor | 16 (enam belas)
010.901.13.86148750, 010.901.13.86148752, 010.901.13.86148756, | lembar
010.901.13.86148760, Kwitansi, Invoice dan Surat Jalan atas nama PT. Ferindo
Jaya Abadi NPWP 31.478.274.9-008.000

65. | Asli 4 Set berupa Faktur Pajak bulan Oktober 2013 Nomor 010.901.13.86195921, | 16 (enam belas)
010.901.13.86195924, 010.901.13.86195926, 010.901.13.86195929, Kwitansi, | lembar
Invoice dan Surat Jalan atas nama PT. Fastorindo Nusantara Abadi NPWP
31.478.285.5-008.000
Asli 3 Set berupa Faktur Pajak bulan Oktober 2013 Nomor 010.901.13.86148769, | 12 (dua belas)
010.901.13.86148772, 010.901.13.86148776, Kwitansi, Invoice dan Surat Jalan | lembar
atas nama PT. Ferindo Jaya Abadi NPWP 31.478.274.9-008.000
Asli 3 Set berupa Faktur Pajak bulan Oktober 2013 Nomor 010.901.13.86144306, | sebanyak 12 (dua
010.901.13.86144311, 010.901.13.86144315, Kwitansi, Invoice dan Surat Jalan | belas) lembar
atas nama PT. Anindo Pratama NPWP 03.268.104.1-008.000
Asli SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2011 Pembetulan ke-1 PT. Chandra Prima | 34 (tiga puluh
Persada NPWP : 02.321.676.5-435.000 empat) lembar
Asli SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2012 PT. Chandra Prima Persada NPWP : | 39 (tiga puluh
02.321.676.5-435.000 sembilan) lembar

70. | Asli SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2013 PT. Chandra Prima Persada NPWP : | 42 (empat puluh
02.321.676.5-435.000 dua) lembar
Asli Rekening Koran BIl Maybank nomor rekening 2-235-001992 KCP Cibitung | 31 (tiga puluh
periode laporan 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 milik PT. | satu) lembar
Chandra Prima Persada NPWP : 02.321.676.5-435.000
Asli Rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening 156-00-0878827-7 cabang | 26 (dua puluh
Bekasi Grand Wisata periode laporan 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember | enam) lembar
2013 milik PT. Chandra Prima Persada NPWP : 02.321.676.5-435.000

73. | Asli Rekening Koran Bank CIMB Niaga nomor rekening 925-01-00569-00-1 periode | 16 (enam belas)

laporan 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 milik PT. Chandra Prima
Persada NPWP : 02.321.676.5-435.000

lembar

Asli Rekening Koran Permata Bank nomor rekening 701215303 periode laporan 1
Februari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 milik PT. Chandra Prima Persada

13 (tiga belas)
lembar
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NPWP : 02.321.676.5-435.000

Asli Rekening Koran The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd nomor rekening 168641 | 3 (tiga) lembar
periode laporan 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 milik PT.
Chandra Prima Persada NPWP : 02.321.676.5-435.000
Foto Copy Akta Notaris Syafril, S.H. Nomor 06 tanggal 18 Februari 2013 tentang | 7(tujuh) lembar
Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Chandra Prima Persada
Perubahan Anggaran Dasar

77. Foto Copy Akta Notaris Syafril, S.H. Nomor 08 tanggal 27 Januari 2015 tentang | 5 (lima) lembar
Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Chandra Prima Persada
Asli Surat Hitungan Bayar Pajak PPN PT. Chandra Prima Persada tahun 2011, | 1(satu) lembar
2012, 2013 yang dibuat oleh Direksi PT. Chandra Prima Persada
Asli surat Pernyataan dari RONY SAHRONI 1(satu) lembar
Print out dari Portal DJP Akta Nomor 5 tanggal 29 Juli 2003 dari Notaris Untung | 18 (delapan
Raharjo, S.H. di Kabupaten Bekasi tentang Pendirian PT. Chandra Prima Persada | belas) lembar
NPWP 02.321.676.5-435.000

81. | Akta Nomor 5 tanggal 6 Maret 2007 dari Notaris Nyiraden Kania Nursanti, S.H. di | 7 (tujuh) lembar
Kabupaten Bekasi tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Chandra Prima
Persada NPWP 02.321.676.5-435.000

82. | Akta Nomor 31 tanggal 26 Juni 2008 dari Notaris Nyiraden Kania Nursanti, S.H. di | 21 (dua puluh
Kabupaten Bekasi tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Chandra Prima | satu) lembar
Persada NPWP 02.321.676.5-435.000

83. | Akta Nomor 16 tanggal 30 Maret 2008 dari Notaris Nyiraden Kania Nursanti, S.H. di | 22 (dua puluh
Kabupaten Bekasi tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Chandra Prima | dua) lembar
Persada NPWP 02.321.676.5-435.000
Akta Nomor 06 tanggal 18 Februari 2013 dari Notaris Syafril, S.H. di Kabupaten | 6 (enam) lembar
Karawang tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT.
Chandra Prima Persada NPWP 02.321.676.5-435.000
Akta Nomor 08 tanggal 27 Januari 2015 dari Notaris Syafril, S.H. di Kabupaten | 6 (enam) lembar

Karawang tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Chandra Prima Persada
NPWP 02.321.676.5-435.000

yang telah disita dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat
Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Barat Il Melalui Penyidik PPNS
Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Barat Il, maka
dikembalikan kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat
Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Barat Il Melalui Penyidik PPNS
Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka
perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
meringankan terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :
o Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah

dalam meningkatkan pendapatan Negara dari sector pajak.

o Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.
Keadaan yang meringankan :
o Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
o Terdakwa mempunyai tanggungan nafkah keluarga.
o Terdakwa belum pernah dihukum.

e Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi

lagi.
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Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah
dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas,
maka hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa menurut hemat Majelis
Hakim sudah memenuhi rasa keadilan atau minimal mendekati rasa keadilan
baik bagi diri terdakwa maupun keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam
masyarakat.

Memperhatikan Pasal 39 ayat (1) huruf d Jo Pasal 43 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan
Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 tahun 2008 tentang
Perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang Jo Pasal
64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang No.8
tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan yang lain
bersangkutan dengan perkara ini.

M ENGADII LI
1. Menyatakan terdakwa RONY SAHRONI tersebut diatas, terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut
serta dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan yang
isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada
pendapatan Negara dilakukan secara berlanjut” sebagaimana
dalam dakwaan alternatif kedua.

2, Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan
pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dan
membayar pidana denda 2 x Rp.4.034.538.206 (empat milyar tiga
puluh empat juta lima ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah) = Rp.8.069.076.412,- (delapan milyar enam puluh sembilan
juta tujun puluh enam ribu empat ratus dua belas rupiah), jika
terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama 1 (satu) bulan
setelah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap
maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk
membayar denda dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang
mencukupi untuk membayar denda maka terdakwa dijatuhkan hukuman

kurungan pengganti denda selama 2 (dua) bulan kurungan.
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3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :
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No. Nama Barang Bukti Kuantitas

1. 11 Fotokopi Himbauan Pembetulan SPT PPN 2011 nomor : Himb- 2 (dua) lembar
4669/WPJ.22/KP.1309/2015 2015 tanggal 03 Juni 2015

2. Fotokopi  Himbauan Pembetulan SPT PPN 2012 nomor Himb- | 2 (dua) lembar
4670/WPJ.22/KP.1309/2015 tanggal 03 Juni 2015

3. Fotokopi Himbauan Pembetulan SPT PPN 2013 nomor Himb- | 4 (empat) lembar
4671/WPJ.22/KP.1309/2015 sebanyak 03 Juni 2015

4. Fotokopi Permintaan penjelasan atas kewajiban pembayaran PPN yang kurang | 1 (satu) lembar
bayar perihal Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya
nomor :Perm-4858/WPJ.22/KP.1309/2015 tanggal 11 Agustus 2015

5. Fotokopi Himbauan pembayaran dan pembetulan PPN nomor : S- | 2 (dua)lembar
6192/WPJ.22/KP.1309/2016 tanggal 7 April 2016

6. Fotokopi BA Ketidakhadiran Wajib Pajak nomor : BA-34/WPJ.22/KP.1309/2015 | 1 (satu) lembar
tanggal 19 Juni 2015

7. Fotokopi Surat Pernyataan dari Wajib Pajak tentang pengakuan Perbuatan telah | 2 (dua) lembar
mengkreditkan/menggunakan Faktur Pajak yang tidak Berdasarkan Transaksi yang
sebenarnya tanggal 26 Juni 2015

8. Fotokopi BA Pelaksanaan Klarifikasi tanggal 26 Juni 2015 15 (lima belas)

lembar

9. Asli 1 set SPT Masa PPN bulan September 2011 PT CHANDRA PRIMA PERSADA | 21 (Dua Puluh
beserta lampiran berupa SSP, 1 set lampiran berupa Kwitansi, Faktur Pajak, | Satu) lembar
Invoice, dan Surat Jalan atas nama PT. Puspa Chandra Sarana NPWP
01.391.980.8-012.000 dan 2 set lampiran berupa Kwitansi, Faktur Pajak, Invoice,
dan Surat Jalan atas nama PT. Bina Semesta Giartha Lestari NPWP 01.861.867.8-
018.000

10. | Asli 1 Set SPT Masa PPN bulan Januari 2012 PT CHANDRA PRIMA PERSADA | 21 (Dua Puluh
beserta lampiran berupa SSP dan 2 Set lampiran berupa kwitansi, Faktur Pajak, | Satu) lembar
Surat Jalan, Invoice PT Bina Semesta Giartha Lestari NPWP 01.861.867.8-018.000

11. Asli 1 Set SPT Masa PPN bulan Februari 2012 PT CHANDRA PRIMA PERSADA | 28 (Dua Puluh
beserta lampiran berupa SSP, 3 Set lampiran berupa kwitansi,Faktur Pajak,Surat | Delapan) lembar
Jalan, Invoice PT Bina Semesta Giartha Lestari NPWP 01.861.867.8-018.000

12. | Asli 1 Set SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 bulan Februari 2012 PT CHANDRA | 11 (Sebelas)
PRIMA PERSADA beserta lampiran berupa SSP dan 1 lembar faktur pajak keluaran | lembar

13. | Asli 1 Set SPT Masa PPN bulan Maret 2012 PT CHANDRA PRIMA PERSADA | 30 (Tiga Puluh)
beserta lampiran berupa SSP dan 3 set lampiran berupa kwitansi,Faktur | lembar
Pajak,Surat Jalan, Invoice PT Bina Semesta Giartha Lestari NPWP 01.861.867.8-
018.000 dan 2 set lampiran atas nama PT Swasembada Karya NPWP
01.369.690.1-012.000

14. | Asli 1 Set SPT Masa PPN bulan April 2012 PT CHANDRA PRIMA PERSADA | 30 (Tiga Puluh)
beserta lampiran SSP dan 2 set lampiran berupa kwitansi,Faktur Pajak,Surat Jalan, | lembar
Invoice PT Bina Semesta Giartha Lestari NPWP 01.861.867.8-018.000 dan 2 set
lampiran atas nama PT Swasembada NPWP 01.369.690.1-012.000

15. Asli 1 Set SPT Masa PPN bulan Mei 2012 PT CHANDRA PRIMA PERSADA | 32 (Tiga Puluh
beserta lampiran berupa SSP, 3 set lampiran berupa kwitansi,Faktur Pajak,Surat | Dua) lembar
Jalan, Invoice PT Bina Semesta Giartha Lestari NPWP 01.861.867.8-018.000 dan 3
set lampiran atas nama PT Swasembada Karya NPWP 01.369.690.1-012.000

16. Asli 1 Set SPT Masa PPN bulan Juni 2012 PT CHANDRA PRIMA PERSADA | 41 (Empat Puluh
beserta lampiran berupa SSP, 4 Set lampiran berupa kwitansi,Faktur Pajak,Surat | Satu) lembar
Jalan, Invoice PT Nobelta Jaya Persada NPWP 01.605.328.2-064.000 dan 4 set
lampiran atas nama PT Bina Semesta Giartha Lestari NPWP 01.861.867.8-018.000

17. | Asli 1 Set SPT Masa PPN bulan Juli 2012 PT CHANDRA PRIMA PERSADA beserta | 31 (Tiga Puluh
lampiran berupa SSP, 3 Set lampiran berupa kwitansi,Faktur Pajak,Surat Jalan, | Satu) lembar
Invoice PT Swasembada Karya NPWP 01.369.690.1-012.000 dan 3 set lampiran
atas nama PT Bina Semesta Giartha Lestari NPWP 01.861.867.8-018.000

18. Asli 1 Set SPT Masa PPN bulan Agustus 2012 PT CHANDRA PRIMA PERSADA | 34 (Tiga Puluh
beserta lampiran berupa SSP, 3 Set lampiran berupa kwitansi,Faktur Pajak,Surat | Empat) lembar
Jalan, Invoice PT Swasembada Karya NPWP 01.369.690.1-012.000 dan 4 set
lampiran atas nama PT Nobelta Jaya Persada NPWP 01.605.328.2-064.000
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19.

Asli 1 Set SPT Masa PPN bulan September 2012 PT CHANDRA PRIMA PERSADA
beserta lampiran berupa SSP, 3 Set lampiran berupa kwitansi,Faktur Pajak,Surat
Jalan, Invoice PT Swasembada Karya NPWP 01.369.690.1-012.000 dan 3 set
lampiran atas nama PT Nobelta Jaya Persada NPWP 01.605.328.2-064.000

32 (Tiga Puluh
Dua) lembar

20.

Asli 1 Set SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 bulan September 2012 PT CHANDRA
PRIMA PERSADA

3 (Tiga) lembar

21.

Asli 1 Set SPT Masa PPN bulan Oktober 2012 PT CHANDRA PRIMA PERSADA
beserta lampiran berupa SSP, 6 Set lampiran berupa kwitansi,Faktur Pajak,Surat
Jalan, Invoice PT Swasembada Karya NPWP 01.369.690.1-012.000 dan 1 set
lampiran atas nama PT Rajawali Interniaga NPWP 01.988.882.5-018.000

37 (Tiga Puluh
Tujuh) lembar

22.

Asli 1 Set SPT Masa PPN bulan November 2012 PT CHANDRA PRIMA PERSADA
beserta lampiran berupa SSP, 3 Set lampiran berupa kwitansi,Faktur Pajak,Surat
Jalan, Invoice PT Swasembada Karya NPWP 01.369.690.1-012.000 dan 3 set
lampiran atas nama PT Nobelta Jaya Persada NPWP 01.605.328.2-064.000

33 (Tiga Puluh
Tiga) lembar

23.

Asli 1 Set SPT Masa PPN bulan Desember 2012 PT CHANDRA PRIMA PERSADA
beserta lampiran berupa SSP, 3 Set lampiran berupa kwitansi,Faktur Pajak,Surat
Jalan, Invoice PT Swasembada Karya NPWP 01.369.690.1-012.000 dan 4 set
lampiran atas nama PT Nobelta Jaya Persada NPWP 01.605.328.2-064.000

36 (Tiga Puluh
Enam) lembar

24,

Asli 1 Set SPT Masa PPN dan SSP bulan Januari 2013 PT CHANDRA PRIMA
PERSADA

9 (sembilan)
lembar

25.

Asli 1 Set SPT Masa PPN dan SSP bulan Februari 2013 PT CHANDRA PRIMA
PERSADA

8 (delapan)
lembar

26.

Asli 1 Set SPT Masa PPN dan SSP bulan Maret 2013 PT CHANDRA PRIMA
PERSADA

10 (sepuluh)
lembar

27.

Asli 1 Set SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 bulan Maret 2013 dan SSP PT
CHANDRA PRIMA PERSADA

10 (Sepuluh)
lembar

28.

Asli 1 Set SPT Masa PPN Pembetulan ke-2 bulan Maret 2013 dan SSP PT
CHANDRA PRIMA PERSADA sebanyak 9 (Sembilan) lembar

9 (Sembilan)
lembar

29.

Asli 1 Set SPT Masa PPN dan SSP bulan April 2013 PT CHANDRA PRIMA
PERSADA

10 (Sepuluh)
lembar

30.

Asli 1 Set SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 bulan April 2013 PT CHANDRA PRIMA

10 (sepuluh)
lembar

31.

Asli 1 Set SPT Masa PPN dan SSP bulan Mei PT CHANDRA PRIMA PERSADA

10 (sepuluh)
lembar

32.

Asli 1 Set SPT Masa PPN dan SSP bulan Juni 2013 PT CHANDRA PRIMA
PERSADA

11 (sebelas)
lembar

33.

Asli 1 Set SPT Masa PPN dan SSP bulan Juli 2013 PT CHANDRA PRIMA
PERSADA

11 (sebelas)
lembar

34.

Asli 1 Set SPT Masa PPN dan SSP bulan Agustus 2013 PT CHANDRA PRIMA
PERSADA

10 (sepuluh)
lembar

35.

Asli 1 Set SPT Masa PPN dan SSP bulan September 2013 PT CHANDRA PRIMA
PERSADA

10 (sepuluh)
lembar

36.

Asli 1 Set SPT Masa PPN dan SSP bulan Oktober 2013 PT CHANDRA PRIMA
PERSADA

11 (sebelas)
lembar

37.

Asli 1 Set SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 bulan Oktober 2013 PT CHANDRA
PRIMA PERSADA

8 (delapan)
lembar

38.

Asli 1 Set SPT Masa PPN Pembetulan ke-2 bulan Oktober 2013 PT CHANDRA
PRIMA PERSADA

11 (sebelas)
lembar

39.

Asli 1 Set SPT Masa PPN dan SSP bulan November 2013 PT CHANDRA PRIMA
PERSADA

11 (sebelas)
lembar

40.

Asli 1 Set SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 bulan November 2013 PT CHANDRA
PRIMA PERSADA

8 (delapan)
lembar

41.

Asli 1 Set SPT Masa PPN Pembetulan ke-2 bulan November 2013 PT CHANDRA
PRIMA PERSADA

13 (tiga belas)
lembar

42.

Asli 1 Set SPT Masa PPN Pembetulan ke-3 bulan November 2013 PT CHANDRA
PRIMA PERSADA

14 (empat belas)
lembar

43.

Asli 1 Set SPT Masa PPN dan SSP bulan Desember 2013 PT CHANDRA PRIMA
PERSADA

11 (sebelas)
lembar

44.

Asli 1 Set SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 bulan Desember 2013 PT CHANDRA
PRIMA PERSADA

13 (tiga belas)
lembar

45,

Asli 1 Set SPT Masa PPN Pembetulan ke-2 bulan Desember 2013 PT CHANDRA
PRIMA PERSADA

14 (empat belas)
lembar

46.

Asli 3 Set berupa Faktur Pajak bulan Januari 2013 Nomor 010.000.13.00000003,
010.000.13.00000008 dan 010.000.13.00000009, Invoice, Surat Jalan dan Kwitansi
atas nama PT. Swasembada Karya NPWP 01.369.690.1-012.000

12 (dua belas)
lembar

47,

Asli 3 Set berupa Faktur Pajak bulan Januari 2013 Nomor 010.000.13.00000006,
010.000.13.00000008 dan 010.000.13.00000013, Invoice, Surat Jalan dan Kwitansi
atas nama PT. Nobelta Jaya Persada NPWP 01.605.328.2-064.000

12 (dua belas)
lembar
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48. | Asli 3 Set berupa Faktur Pajak bulan Februari 2013 Nomor 010.000.13.00000028, | 12 (dua belas)
010.000.13.00000029 dan 010.000.13.00000032, Invoice, Surat Jalan dan Kwitansi | lembar
atas nama PT. Swasembada Karya NPWP 01.369.690.1-012.000

49. | Asli 5 Set berupa Faktur Pajak bulan Februari 2013 Nomor 010.000.13.00000056, | 20 (dua puluh)
010.000.13.00000059 dan 010.000.13.00000081, 010.000.13.00000082 dan | lembar
010.000.13.00000085, Invoice, Surat Jalan dan Kwitansi atas nama PT. Nobelta
Jaya Persada NPWP 01.605.328.2-064.000

50. | Asli 9 Set berupa Faktur Pajak bulan April 2013 Nomor 010.000.13.00000091, | 34 (tiga puluh
010.000.13.00000092, 010.000.13.00000094, 010.000.13.00000096, | empat) lembar
010.000.13.00000097, 010.000.13.00000099, 010.000.13.00000101,
010.000.13.00000102 dan 010.000.13.00000105, Kwitansi, Invoice dan Surat Jalan
atas nama PT. Sindangpalay Langgeng Mandiri NPWP 21.036.832.0-405.000

51. | Asli 7 Set berupa Faktur Pajak bulan Juni 2013 Nomor 010.901.13.37217482, | 22 (dua puluh
010.901.13.37217487, 010.901.13.37217488, 010.901.13.37217497, | dua) lembar
010.901.13.37217495, 010.901.13.37217496, 010.901.13.37217397 dan Invoice
PT. Bhanda Mekar Abadi NPWP 31.490.964.9-429.000
Asli 3 Set berupa Faktur Pajak bulan Juni 2013 Nomor 010.900.13.86760988, | 15 (lima belas)
010.900.13.86760987, 010.900.13.86760986, Kwitansi, Invoice dan Surat Jalan | lembar
atas nama PT. Maxima Indobuana NPWP 03.198.777.9-043.000

53. | Asli 3 Set berupa Faktur Pajak bulan Juli 2013 Nomor 010.900.13.88440729, | 12 (dua belas)
010.901.13.86148709, 010.901.13.86148713, Kwitansi, Invoice dan Surat Jalan | lembar
atas nama PT. Ferindo Jaya Abadi NPWP 31.478.274.9-008.000

54. | Asli 3 Set berupa Faktur Pajak bulan Juli 2013 Nomor 010.900.13.88252572, | 8 (delapan)
010.900.13.88252575, 010.901.13.86148713, Kwitansi, Invoice dan Surat Jalan | lembar
atas nama PT. Anugrah Multi Perkasa NPWP 03.268.101.7-008.000
Asli 3 Set berupa Faktur Pajak bulan Juli 2013 Nomor 010.900.13.88255502, | 12 (dua belas)
010.900.13.88255505, 010.900.13.88255509, Kwitansi, Invoice dan Surat Jalan | lembar
atas nama PT. Anindo Pratama NPWP 03.268.104.1-008.000
Asli 8 Set berupa Faktur Pajak bulan Juli 2013 Nomor 010.900.13.86760996, | 33 (tiga puluh
010.900.13.86760995, 010.900.13.86760994, 010.900.13.86760993, | tiga) lembar
010.900.13.86760992, 010.900.13.86760991, 010.900.13.86760990,
010.900.13.86760989, Kwitansi, Invoice dan Surat Jalan atas nama PT. Maxima
Indobuana NPWP 03.198.777.9-043.000
Asli 5 Set berupa Faktur Pajak bulan Agustus 2013 Nomor 010.901.13.86195874, | 20 (dua puluh)
010.901.13.86195878, 010.901.13.86195882, 010.901.13.86195887, | lembar
010.901.13.86195891, Kwitansi, Invoice dan Surat Jalan atas nama PT. Fastorindo
Nusantara Abadi NPWP 31.478.285.5-008.000

58. | Asli 4 Set berupa Faktur Pajak bulan Agustus 2013 Nomor 010.901.13.86131201, | 16 (enam belas)
010.901.13.86131208, 010.901.13.86131213, 010.901.13.86131216, Kwitansi, | lembar
Invoice dan Surat Jalan atas nama PT. Anugrah Multi Perkasa NPWP 03.268.101.7-
008.000

59. | Asli 4 Set berupa Faktur Pajak bulan Agustus 2013 Nomor 010.901.13.86148724, | 16 (enam belas)
010.901.13.86148728, 010.901.13.86148731, 010.901.13.86148735, Kwitansi, | lembar
Invoice dan Surat Jalan atas nama PT. Ferindo Jaya Abadi NPWP 31.478.274.9-
008.000

60. | Asli 4 Set berupa Faktur Pajak bulan Agustus 2013 Nomor 010.901.13.86144253, | 16 (enam belas)
010.901.13.86144257, 010.901.13.86144264, 010.901.13.86144269, Kwitansi, | lembar
Invoice dan Surat Jalan atas nama PT. Anindo Pratama NPWP 03.268.104.1-
008.000

61. | Asli 5 Set berupa Faktur Pajak bulan September 2013 Nomor | 20 (dua puluh)
010.901.13.86131234, 010.901.13.86131232, 010.901.13.86131236, | lembar
010.901.13.86131238, 010.901.13.86131240, Kwitansi, Invoice dan Surat Jalan
atas nama PT. Anugrah Multi Perkasa NPWP 03.268.101.7-008.000

62. | Asli 5 Set berupa Faktur Pajak bulan September 2013 Nomor | 20 (dua puluh)
010.901.13.86195908, 010.901.13.86195910, 010.901.13.86195912, | lembar
010.901.13.86195915, 010.901.13.86195918, Kwitansi, Invoice dan Surat Jalan
atas nama PT. Fastorindo Nusantara Abadi NPWP 31.478.285.5-008.000

63. | Asli 3 Set berupa Faktur Pajak bulan September 2013 Nomor | 12 (dua belas)
010.901.13.86144292, 010.901.13.86144294, 010.901.13.86144296, | lembar
010.901.13.86144298, Kwitansi, Invoice dan Surat Jalan atas nama PT. Anindo
Pratama NPWP 03.268.104.1-008.000

64. | Asli 4 Set berupa Faktur Pajak bulan September 2013 Nomor | 16 (enam belas)
010.901.13.86148750, 010.901.13.86148752, 010.901.13.86148756, | lembar
010.901.13.86148760, Kwitansi, Invoice dan Surat Jalan atas nama PT. Ferindo
Jaya Abadi NPWP 31.478.274.9-008.000

65. | Asli 4 Set berupa Faktur Pajak bulan Oktober 2013 Nomor 010.901.13.86195921, | 16 (enam belas)

010.901.13.86195924, 010.901.13.86195926, 010.901.13.86195929, Kwitansi,
Invoice dan Surat Jalan atas nama PT. Fastorindo Nusantara Abadi NPWP
31.478.285.5-008.000

lembar
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Asli 3 Set berupa Faktur Pajak bulan Oktober 2013 Nomor 010.901.13.86148769, | 12 (dua belas)
010.901.13.86148772, 010.901.13.86148776, Kwitansi, Invoice dan Surat Jalan | lembar
atas nama PT. Ferindo Jaya Abadi NPWP 31.478.274.9-008.000
67, Asli 3 Set berupa Faktur Pajak bulan Oktober 2013 Nomor 010.901.13.86144306, | sebanyak 12 (dua
010.901.13.86144311, 010.901.13.86144315, Kwitansi, Invoice dan Surat Jalan | belas) lembar
atas nama PT. Anindo Pratama NPWP 03.268.104.1-008.000
68, Asli SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2011 Pembetulan ke-1 PT. Chandra Prima | 34 (tiga puluh
Persada NPWP : 02.321.676.5-435.000 empat) lembar
69, Asli SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2012 PT. Chandra Prima Persada NPWP : | 39 (tiga puluh
02.321.676.5-435.000 sembilan) lembar
70. | Asli SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2013 PT. Chandra Prima Persada NPWP : | 42 (empat puluh
02.321.676.5-435.000 dua) lembar
71, Asli Rekening Koran BIl Maybank nomor rekening 2-235-001992 KCP Cibitung | 31 (tiga puluh
periode laporan 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 milik PT. | satu) lembar
Chandra Prima Persada NPWP : 02.321.676.5-435.000
72, Asli Rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening 156-00-0878827-7 cabang | 26 (dua puluh
Bekasi Grand Wisata periode laporan 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember | enam) lembar
2013 milik PT. Chandra Prima Persada NPWP : 02.321.676.5-435.000
73. | Asli Rekening Koran Bank CIMB Niaga nomor rekening 925-01-00569-00-1 periode | 16 (enam belas)
laporan 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 milik PT. Chandra Prima | lembar
Persada NPWP : 02.321.676.5-435.000
74, Asli Rekening Koran Permata Bank nomor rekening 701215303 periode laporan 1 | 13 (tiga belas)
Februari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 milik PT. Chandra Prima Persada | lembar
NPWP : 02.321.676.5-435.000
75, Asli Rekening Koran The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd nomor rekening 168641 | 3 (tiga) lembar
periode laporan 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 milik PT.
Chandra Prima Persada NPWP : 02.321.676.5-435.000
76 Foto Copy Akta Notaris Syafril, S.H. Nomor 06 tanggal 18 Februari 2013 tentang | 7(tujuh) lembar
Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Chandra Prima Persada
Perubahan Anggaran Dasar
77. | Foto Copy Akta Notaris Syafril, S.H. Nomor 08 tanggal 27 Januari 2015 tentang | 5 (lima) lembar
Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Chandra Prima Persada
78, Asli Surat Hitungan Bayar Pajak PPN PT. Chandra Prima Persada tahun 2011, | 1(satu) lembar
2012, 2013 yang dibuat oleh Direksi PT. Chandra Prima Persada
79, Asli surat Pernyataan dari RONY SAHRONI 1(satu) lembar
80, Print out dari Portal DJP Akta Nomor 5 tanggal 29 Juli 2003 dari Notaris Untung | 18 (delapan
Raharjo, S.H. di Kabupaten Bekasi tentang Pendirian PT. Chandra Prima Persada | belas) lembar
NPWP 02.321.676.5-435.000
81. | Akta Nomor 5 tanggal 6 Maret 2007 dari Notaris Nyiraden Kania Nursanti, S.H. di | 7 (tujuh) lembar
Kabupaten Bekasi tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Chandra Prima
Persada NPWP 02.321.676.5-435.000
82. | Akta Nomor 31 tanggal 26 Juni 2008 dari Notaris Nyiraden Kania Nursanti, S.H. di | 21 (dua puluh
Kabupaten Bekasi tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Chandra Prima | satu) lembar
Persada NPWP 02.321.676.5-435.000
83. | Akta Nomor 16 tanggal 30 Maret 2008 dari Notaris Nyiraden Kania Nursanti, S.H. di | 22 (dua puluh
Kabupaten Bekasi tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Chandra Prima | dua) lembar
Persada NPWP 02.321.676.5-435.000
84, Akta Nomor 06 tanggal 18 Februari 2013 dari Notaris Syafril, S.H. di Kabupaten | 6 (enam) lembar
Karawang tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT.
Chandra Prima Persada NPWP 02.321.676.5-435.000
85, Akta Nomor 08 tanggal 27 Januari 2015 dari Notaris Syafril, S.H. di Kabupaten | 6 (enam) lembar
Karawang tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Chandra Prima Persada
NPWP 02.321.676.5-435.000

dikembalikan kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Barat Il Melalui
Penyidik PPNS Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Barat
Il
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Jum’at, tanggal 14 Juni 2019 oleh
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DECKY CHRISTIAN S, S.H. sebagai Hakim Ketua, AL FADJRI, S.H. dan
RECHTIKA DIANITA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Juni
2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,
dibantu oleh DEWI TRISSETYAWATI, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Cikarang serta dihadiri oleh BUDI SETIA MULYA, S.H.

Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota Hakim Ketua,

AL FADJRI, S.H. DECKY CHRISTIAN S, S.H.

RECHTIKA DIANITA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

DEWI TRISSETYAWATI, S.H., M.H.
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